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PENGANTAR  REDAKSI 


SELAIN  menyajikan  tinjauan  terhadap  perkembangan  mutakhir  bidang  politik 
dan  ekonomi,  Analisis  Peristiwa  juga  memberikan  bahasan  kritis  terhadap  Aman- 
demen  Undang-Undang  Dasar  yang  keempat  Tinjauan  kritis  ini  telah  disampai- 
kan  kepada  Panitia  Ad  Hoc  I  MPR  ketika  mengadakan  dengar  pendapat  dengan  tim 
studi  amandemen  CSIS. 


Tema  yang  diangkat  da!am  terbitan  Analisis  CSIS  kali  ini  adalah  "Isu-isu  Non- 
Tradisional:  Bentuk  Baru  Ancaman  Keamanan".  Hal  ini  berkaitan  dengan  semakin  besar- 
nya  perhatian  yang  diberikan  terhadap  ancaman  keamanan  bentuk  baru  setelah  serangan 
terorisme  ke  Amerika  11  September  2001.  Ancaman  keamanan  dalam  bentuk  baru  yang 
dimaksud  itu  bukan  lagi  berupa  serangan  militer  yang  dilancarkan  oleh  suatu  negara  ke 
negara  lain,  akan  tetapi  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  bukan  oleh  negara  dan  ditu- 
jukan  bukan  saja  kepada  negara  akan  tetapi  juga  kepada  individu  atau  warga  negara. 
Ancaman  tersebut  dapat  berupa  terorisme  ataupun  kejahatan  transnasional  yang  ter- 
organisasi  (Transnational  Organized  Crime  atau  TOC),  seperti  perdagangan  manusia  dan 
perdagangan  obat  bius.  Isu  ini  perlu  mehdapat  perhatian  mengingat  relevansinya  de- 
ngan keadaan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  saat  ini. 

Dalam  konteks  Indonesia,  TOC  merupakan  ancaman  keamanan  yang  nyata, 
alasannya  adalah  bahwa. dalam  situasi  transisi  politik,  kekuasaan  pemerintah  berada  pa- 
da , titi k  yang  lemah  yang  mengakibatkan  tidak  maksimalnya  penegakan  hukum,  ketidak- 
pastian  politik  dan  krisis  ekonomi.  Selain  itu,  garis  perbatasan  Indonesia  yang  panjang 
dan  terbuka  menyebabkan  kelompok-kelompok  TOC  menjadikan  Indonesia  sebagai 
lahan  operasinya.  Diskusi  mengenai  TOC  dibahas  oleh  Philips  J.  Vermonte. 

Maraknya  aksi  terorisme  dan  TOC  berkorelasi  dengan  peningkatan  penggunaan 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil.  Bantarto  Bandoro  menyoroti  masalah  ini.  Pada  intinya 
kompleksitas  persoalan  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  bermuara  pada  karakternya 
yang  membuat  isu  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  ini  secara  politik,  ekonomi  dan  ke- 
amanan sulit  diatasi  oleh^  masyarakat  internasional.  Konflik  intranegara  maupun  konflik 
komun'al  yang  tidak  berskala  luas  yang  mendorong  penggunaan  senjata  ringan  dan 
kaliber  kecil  maupun  isu  bela  negara  menghambat  perlucutan  senjata  jenis  ini. 

Di  lain  pihak,  ancaman  terorisme  yang  semakin  mengkhawatirkan  ini  dipicu  oleh 
peningkatan  jumlah  pelaku  dan  kemampuan  melakukan  tingkat  ancaman.  Tekanan 
globalisasi  yang  meningkatkan  proses  marjinalisme  dan  keterancaman  kelompok  te- 
lah menimbulkan  resistensi  dan  reaksi  perlawanan  kelompok  tersebut  baik  di  tingkat 
nasional  maupun  global  dalam  bentuk  kekerasan  yang  ekstrem  yaitu  terorisme.  Tin- 
dakan  tersebut  diambil  untuk  mendestabilisasi  negara,  kawasan  dan  sistem  dunia  yang 
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tengah  berjalan.  Bahasan  tentang  perkembangan  terorisme  dan  implikasinya  terha- 
dap  situasi  di  berbagai  negara,  kawasan  dan  secara  global  ditulis  oleh  Poltak  Partogi 
Nainggolan. 

Serangan  terosrisme  terhadap  World  Trade  Center  juga  memicu  pertanyaan 
tentang  kehandalan  kebijakan  unilateral  Bush  untuk  mengatasi  masalah-masalah  ke- 
amanan  internasional.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  kerja  sama  internasional  untuk  me- 
merangi  teroris  dan  masalah-masalah  keamanan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  teror- 
isme maupun  berbagai  persoalan  yang  muncul  dalam  era  pasca  perang  dingin.  Mela- 
lui  tulisannya,  Bantarto  Bandoro  menyatakan  bahwa  unilateralisme  dipandang  sebagai 
opsi  kebijakan  yang  diharapkan  dapat  melindungi  kepentingan-kepentingan  vital  AS 
di  luar  negeri.  Penulis  juga  menyoroti  posisi  dan  peran  ASEAN  Regional  Forum  (ARF) 
dalam  kerangka  unilateralisme  AS. 

Landry  Haryo  Subianto  melakukan  tinjauan  kritis  terhadap  konsep  keamanan  ma- 
nusia  yang  mengedepankan  dominasi  negara  dan  aparatnya  di  dalam  mendefinisikan, 
membuat  serta  menerapkan  kebijakan  keamanan  nasional.  Dalam  konteks  tersebut  fak- 
tor  keamanan  dirumuskan  melalui  pendekatan  tentorial,  kalkulasi  militer  dan  stabilitas 
politik,  dengan  mengesampingkan  kebutuhan  dan  kepentingan  orang  per  orang.  Pa- 
radigma  keamanan  ini  perlu  diperluas  secara  komprehensif  hingga  menyentuh  aspek 
individu. 

Rizal  Sukma  menyoroti  perlunya  Timor  Timur  membentuk  kekuatan  pertahanan 
yang  tidak  hanya  dapat  menghadapi  ancaman  keamanan  yang  serius  baik  secara  in- 
ternal dan  eksternal,  akan  tetapi  juga  mampu  memfasilitasi  pertumbuhan  dan  perkem- 
bangan ekonomi.  Selain  melalui  pembentukan  pasukan  pertahanan  reguler  (ETDF),  pen- 
ciptaan  keamanan  di  Timor  Timur  perlu  diupayakan  melalui  pengelolaan  hubungan  luar 
negeri  dan  diplomasi  dengan  memperhatikan  arti  penting  hubungannya  dengan  Aus- 
tralia dan  Indonesia. 
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ANALISIS  PERISTIWA 

TINJAUAN  PERKEMBANGAN  POLITIK 

Dinamika  dan  Tantangan 
Perubahan  Politik  Indonesia 

Ignasius  Ismanto 


PENDAHULUAN 

PERSAINGAN  elite-elite  politik  un- 
tuk  meraih  kekuasaan  di  tengah 
perubahan  ekonomi  dan  politik  In- 
donesia yang  tidak  menentu  sejak  jatuh- 
nya  rezim  kekuasaan  Presiden  Soeharto 
ibarat  bola  salju  yang  meoggelinding  se- 
makin  besar.  Meskipun  pemilihan  umum 
1999  telah  ditempuh  sebagai  mekanis- 
me  politik  untuk  melegitimasi  sirkulasi 
elite  kekuasaan,  perubahan  politik  itu 
ternyata  belum  mampu  mengakhiri  per- 
tikaian  elite  politik  secara  berarti. 

Meningkatnya  eskalasi  persaingan  elite 
itu  tidak  hanya  akan  berpengaruh  terha- 
dap  dinamika  pembentukan  koalisi  lin- 
tas  fraksi  antarkekuatan  politik  di  parle- 
men  yang  semakin  rentan  terhadap  per- 
pecahan,  tetapi  juga  akan  berpengaruh 
terhadap  kinerja  kabinet  yang  dipimpin 
Megawati  Soekarnoputeri  dan  Hamzah 
Haz.  Bahkan  persaingan  kekuasaan  yang 
semakin  tidak  terkendali  itu  dikhawatir- 
kan  dapat  mengabaikan  upaya  reforma- 


si  politik  yang  diperlukan  bagi  pemulih- 
an  krisis  multidimensi,  yaitu  menegak- 
kan  supremasi  hukum,  memberdayakan  . 
civil  society,  membangun  kredibilitas  pe- 
merintah  -  yang  semua  itu  sangat  diper- 
lukan sebagai  prasyarat  bagi  penyela- 
matan  Indonesia  dari  ambang  kebang- 
krutan  ekonomi.  Tulisan  ini  membahas  di- 
namika perubahan  politik  yang  berlang- 
sung  sejak  awal  2002,  serta  tantangan  di- 
namika perubahan  politik  itu  bagi  per- 
kembangan  demokrasi  Indonesia. 

PERPECAHAN  PARTAI 

Perubahan  politik  Indonesia  sejak  me- 
masuki  2002  ditandai  oleh  merebaknya 
perpecahan  serta  konflik  internal  yang 
dihadapi  oleh  sejumlah  partai  politik,  baik 
yang  lahir  sebelum  maupun  setelah  ber- 
akhirnya  kekuasaan  rezim  Soeharto.  Par- 
tai Amanat  Nasional  (PAN)  dan  Partai 
Bulan  Bintang  (PBB)  tnerupakan  partai 
politik  yang  lebih  awal  dihadapkan  pa- 
da  konflik  internal  partai.  Namun  sejak 
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pergantian  kekuasaan  dari  Presiden  Ab- 
durrahman Wahid  kepada  Presiden  Mega- 
wati Soekarnoputeri,  fenomena  konflik  in- 
ternal partai  semakin  meluas. 

Dampak  dari  jatuhnya  pemerintahan 
Wahid  pada  Juli  2001  tidak  hanya  meng- 
akibatkan  perpecahan  pada  Partai  Ke- 
bangkitan  Bangsa  (PKB),  partai  yang  di- 
deklarasikan  oleh  Wahid  sendiri,  tetapi 
juga  membawa  implikasi  eksternal  par- 
tai, yaitu  ketidakharmonisan  hubungan 
antara  PKB  dan  Partai  Demokrasi  Indo- 
nesia-Perjuangan  (PDI-P)  yang  dipimpin 
Megawati  Soekarnoputeri,  serta  semakin 
mempertajam  ketegangan  hubungan  PKB 
dengan  partai-partai  lainnya,  terutama 
dengan  Partai  Golkar  -  yang  oleh  PKB  di- 
pandang sebagai  motor  utama  dalam 
menjatuhkan  pemerintahan  Wahid. 

Pemicu  yang  menjadi  sumber  konflik 
eksternal  yang  dihadapi  PKB,  yang  nan- 
tinya  ^erdampak  menjadi  sumber  per- 
pecahan dalam  tubuh  partai  PKB,  ada- 
lah  tekanan  proses  politik  untuk  meng- 
klarifikasi  terhadap  dugaan  penyalahguna- 
an  dana  nonbudgeter  Bulog  dan  dana 
bantuan  yang  diberikan  oleh  Sultan  Bru- 
nei. Kedua  kasus  dugaan  penyalahguna- 
an  dana  itu  menjadi  basis  manuver  poli- 
tik untuk  menggoyang  pemerintahan 
Wahid,  yaitu  melalui  pembentukan  Pan- 
sus  Buloggate  I  yang  menuntut  per- 
tangungjawaban  Presiden  Wahid.  Sidang 
Istimewa  MPR  yang  diwarnai  oleh  walk- 
out seluruh  anggota  fraksi  PKB  kecuali 
Matori  Abdul  Djalil  selaku  ketua  Fraksi 
MPR,  akhirnya  menjatuhkan  mosi  tidak 
percaya  kepada  Pemerintahan  Wahid. 

Kehadiran  Matori  Abdul  Djalil,  yang 
juga  sebagai  Ketua  Umum  PKB,  dalam 


SI  MPR  itu  berbuntut  panjang  bagi  sta- 
bilitas  partai  yang  dipimpinnya.  Bahkan 
kehadiran  Matori  dalam  SI  MPR  itu  oleh 
kalangan  politisi  PKB  dipandang  sebagai 
rendahnya  loyalitas  terhadap  partai  atau 
bahkan  yang  paling  ekstrem  dipandang 
sebagai  bentuk  "pengkhianatan"  terha- 
dap partai.  Abdurrahman  Wahid  selaku 
Ketua  Dewan  Penasihat  PKB  akhirnya 
memecat  Matori  sebagai  Ketua  Umum 
Partai  dan  menggantikannya  dengan  Alwi 
Shihab.  Pemecatan  dirinya  sebagai  Ke- 
tua Umum  PKB  itu  oleh  Matori  dianggap 
tidak  sah  karena  pemberhentian  terha- 
dap dirinya  itu  hanya  dimungkinkan  me- 
lalui kongres  partai  sebagaimana  diatur 
dalam  aturan  partai. 

Puncak  perpecahan  internal  PKB  itu 
semakin  melebar  sejak  kedua  kubu  da- 
lam PKB,  yaitu  kubu  Matori  dan  kubu 
Alwi  masing-masing  menggelar  musyawa- 
rah  nasional  luar  biasa  untuk  menetap- 
kan  fungsionaris  partai.  Perpecahan  inter- 
nal PKB,  partai  Islam  yang  mengako- 
modasi  pluralisme  mengindikasikan  be- 
tapa  besarnya  pengaruh  figur  Wahid 
dan  struktur  partai.  Satu  hal  yang  mena- 
rik  bahwa  sesungguhnya  tidak  ada  per- 
bedaan  yang  mendasar  dari  aspek  ideo- 
logi  yang  mendasari  perjuangan  partai 
dari  kedua  kubu  itu.  Perpecahan  PKB 
itu  memberikan  peluang  bagi  dinamika 
perubahan  koalisi  kekuatan  partai  dalam 
parlemen  yang  semakin  sulit  diprediksi. 

Konflik  internal  partai  yang  dipicu  oleh 
isu  loyalitas  terhadap  partai  bukan  saja 
menjadi  kekhususan  yang  dihadapi  oleh 
PKB.  Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa 
(PDKB)  juga  dihadapkan  pada  isu  yang 
serupa  yaitu  dengan  pemecatan  Astrid 
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Sutanto  dari  keanggotaan  partai  dan 
fraksi  di  parlemen.  Berbeda  dengan  PKB 
yang  memiliki  basis  dukungan  politik 
yang  relatif  lebih  besar,  meskipun  relatif 
homogen  yaitu  terutama  dari  kalangan 
Islam  tradisiohal,  terutama  di  Pulau  Jawa, 
PDKB  relatif  memiliki  basis  dukungan 
yang  relatif  lebih-  kecil,  homogen  yaitu 
dari  golongan  minoritas  Kristen  dan  ter- 
utama dari  luar  Pulau  Jawa.  Secara  na- 
sional,  PDKB  hanya  menguasai  5  kursi 
dari  500  kursi  di  parlemen.  Perpecahan 
dalam  tubuh  PDKB  ini  tidak  membawa 
pengaruh  yang  besar  terhadap  dina- 
mika  internal  maupun  eksternal  partai. 
Konflik  internal  partai  ternyata  bukan 
hanya  menjadi  monopoli  kekhususan  dari 
kekuatan  partai  politik  yang  besar  saja. 

Konflik  internal  partai  juga  dihadapi 
oleh  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP) 
yang  dipimpin  oleh  Hamzah  Haz  yang 
saat  ini  menempati  posisi  sebagai  Wakil 
Presiden.  Konflik  internal  partai  tentu 
bukanlah  suatu  hal  yang  baru  bagi  par- 
tai politik  yang  sejak  pada  masa  rezim 
Soeharto  diberi  pengakuan  untuk  me- 
nampung  aspirasi  politik  Islam.  Pada 
masa  rezim  pemerintahan  Soeharto,  kon- 
flik internal  itu  dengan  mudah  diredam 
oleh  intervensi  pemerintah  melalui  prak- 
tek  kooptasi  dan  manuver  politik  adu 
domba.  Dinamika  perkembangan  kepar- 
taian  selama  rezim  Orde  Baru  Soehar- 
to memberikan  pengalaman  pahit  bah- 
wa  dalam  struktur  kekuasaan  yang  kor- 
poratis,  kehadiran  suatu  partai  politik  ti- 
dak dapat  berfungsi  secara  efektif  da- 
lam menyuarakan  dan  memperjuangkan 
aspirasi  atau  kepentingan  para  konsti- 
tuennya.  Kehadiran  partai  politik  dalam 
struktur  korporatis  itu  tidak  lebih  ha- 


nya sebagai  instrumen  penguasa  untuk 
mengendalikan  masyarakat.  Perubahan  po- 
litik pasca  rezim  Soeharto  telah  memper- 
lemah  praktek-praktek  kooptasi  itu.  Per- 
ubahan itu  tentu  juga  membawa  impli- 
kasi  bagi  dinamika  kehidupan  partai- 
partai  politik.  Praktek-praktek  lama,  se- 
perti  manipulasi  serta  berbagai  bentuk 
akal-akalan  untuk  melindungi  vested  in- 
terest elite  partai  dengan  mudah  akan 
mendapat  reaksi  dari  kalangan  internal 
partai  itu  sendiri  atau  bahkan  dari  ma- 
syarakat politik  yang  menjadi  basis  kon- 
stituennya. 

Sumber  perpecahan  internal  PPP  ini 
juga  sarat  dengan  konflik  kepentingan 
di  kalangan  elite  partai.  Perpecahan  in- 
ternal PPP  dipicu  oleh  penetapan  peru- 
bahan jadwal  muktamar  partai.  Hamzah 
Haz  yang  telah  menempati  posisi  Ketua 
Umum  Partai  selama  dua  periode  me- 
netapkan  jadwal  muktamar  partai  yaitu 
setelah  pemilihan  umum  yang  akan  ber- 
langsung  2004.  Perubahan  jadwal  muk- 
tamar partai  dari  yang  semula  direncana- 
kan  2003  menjadi  2004  itu  dapat  di- 
artikan  sebagai  manuver  bagi  kepenting- 
an politik  Hamzah  Haz  untuk  memperta- 
hankan  status  quo.  Bila  muktamar  partai 
berlangsung  pada  2003  maka  peluang 
Haz  untuk  mempertahankan  kekuasaan 
sernakin  kecil.  Karena  kemungkinan  be- 
sar dia  sudah  tidak  dapat  lagi  mendu- 
duki  kedudukan  sebagai  Ketua  Umum 
Partai  dan  ini  berarti  pula  mengakhiri  pe- 
luang untuk  menggunakan  kendaraan  par- 
tai dalam  mempertahankan  kekuasaan. 
Manuver  politik  Haz  itu  mendapat  reaksi 
dari  beberapa  kalangan  politisi  PPP  lain- 
nya.  Mereka  ini  pun  membentuk  kubu 
baru  yang  menamakan  dirinya  seba- 
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gai  PPP  Reformasi.  Meskipun  pemilihan 
umum  masih  cukup  lama,  yaitu  berlang- 
sung pada  2004,  masyarakat  sudah  me- 
rasakan  meningkatnya  eskalasi  manuver 
elite-elite  partai  itu. 

Potensi  ancaman  konflik  internal  par- 
tai juga  dihadapi  oleh  partai-partai  poli- 
tik yang  memiliki  suara  yang  cukup  signi- 
fikan  di  parlemen,  yaitu  Partai  Golkar 
maupun  PDI-P.  Pemicu  konflik  internal 
partai  itu  sangat  beragam  dan  sangat 
ditentukan  oleh  manuver  politik  dalam 
mengemas  isu-isu  publik  yang  berkem- 
bang  di  masyarakat.  Bagi  Partai  Golkar, 
penetapan  Akbar  Tandjung  sebagai  ter- 
sangka  oleh  Kejaksaan  Agung  dalam  ka- 
sus  dugaan  penyalahgunaan  dana  non- 
budgeter  Bulog  sebesar  Rp.  56  milyar 
telah  menjadi  pemicu  ketegangan  inter- 
nal dan  eksternal.  Akbar  Tandjung  saat 
ini  menempati  posisi  sebagai  Ketua  DPR 
dan  sekaligus  sebagai  Ketua  Umum 
Partai  Golkar.  Oleh  sebab  itu,  kasus  du- 
gaan penyelewengan  dana  Bulog  itu 
juga  membawa  dampak  yang  serius  ba- 
gi Partai  Golkar,  partai  yang  selama  re- 
zim  pemerintahan  Soeharto  selalu  me- 
mainkan  peran  yang  hegemonik. 

Golkar  tidak  hanya  menghadapi  te- 
kanan  eksternal  yaitu  melalui  tekanan 
politik  dari  upaya  pembentukan  pansus 
DPR  untuk  mengusut  penggunaan  dana 
nonbudgeter  Bulog  itu.  Beberapa  fraksi 
DPR  yang  mencerminkan  kekuatan  po- 
litik di  parlemen  mendesak  pentingnya 
pembentukan  pansus  Buloggate  II,  teru- 
tama  dari  fraksi  PKB,  fraksi  PDKB,  dan 
fraksi  Reformasi.  Tekanan  eksternal  ter- 
hadap Partai  Golkar  juga  datang  dari 
berbagai  LSM  yang  merupakan  elemen 


kekuatan  masyarakat  yang  mendesak 
agar  Akbar  Tandjung  melepaskan  jabatan 
sebagai  Ketua  DPR  selama  proses  hu- 
kum  terhadap  dugaan  penyelewengan 
dana  Bulog  itu  berlangsung. 

Tidak  seperti  halnya  pembentukan  Pan- 
sus Buloggate  I  yang  berlangsung  relatif 
mulus,  yaitu  mendapat  dukungan  mayori- 
tas  fraksi  di  parlemen,  pembentukan  Pan- 
sus Buloggate  II  ini  berlangsung  sangat 
alot.  Beberapa  fraksi  di  parlemen,  se- 
perti PPP,  PBB  dan  TNI/Polri  secara  te- 
gas  menolak  pembentukan  pansus  Bulog- 
gate II.  Demikian  pula  PDI-P  menunjuk- 
kan  sikap  ragu-ragu  dalam  menanggapi 
pembentukan  pansus  itu.  Golkar  sendiri 
telah  memasang  kuda-kuda  dengan  mem- 
beri  "ancaman"  akan  melakukan  pem- 
beberan  terhadap  berbagai  bentuk  pe- 
nyelewengan dana  yang  dilakukan  partai- 
partai  lain  selama  pelaksanaan  pemilih- 
an umum  1999  yang  lalu,  bila  pansus 
Buloggate  II  akhirnya  terbentuk.  Adakah 
kaitan  antara  dukungan  dari  sejumlah 
kekuatan  politik  terhadap  penyelamat- 
an  Akbar  dan  penerimaan  dana  oleh 
partai-partai  politik  tersebut  dalam  pe- 
laksanaan pemilihan  umum  1999  yang 
lalu  merupakan  isu  yang  masih  samar. 
Publik  berharap  pemeriksaan  terhadap 
kasus  Akbar  juga  mampu  memberi  ke- 
jelasan  terhadap  dugaan  yang  masih  sa- 
mar itu.  Dukungan  ataupun  penolakan 
terhadap  gagasan  pembentukan  Pansus 
Buloggate  II  oleh  fraksi-fraksi  di  parlemen 
sangat  mungkin  dipengaruhi  oleh  kalku- 
lasi  politik  dari  masing-masing  elite  par- 
tai. Bila  partai-partai  besar  yang  memi- 
liki suara  yang  cukup  signifikan  di  par- 
lemen, seperti  PDI-P  terlibat  dalam  prak- 
tek-praktek  politik  uang  dalam  pemilih- 
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an  umum  1999  yang  lalu,  maka  upaya 
pembentukan  pansus  Buloggate  II  ini 
pun  sangat  kecil  kemungkinannya  untuk 
diwujudkan.  Arbi  Sanit,  pengamat  pol.i- 
tik  dan  pengajar  pada  Universitas  Indo- 
nesia, menilai  bahwa  sikap  ambivalensi 
PDI-P  dalam  kasus  pembentukan  pan- 
sus Buloggate  II  itu  sangat  dipengaruhi 
oleh  utang  budi  terhadap  Golkar  da- 
lam melapangkan  jalan  bagi  Megawati 
Soekarnoputeri  menuju  kursi  kepresidenan, 
menggantikan  Wahid  yang  dijatuhkan 
melalui  proses  politik  pada  Juli  2001. 

Selain  menghadapi  tekanan  eksternal, 
Golkar  juga  menghadapi  tuntutan  inter- 
nal dari  sejumlah  politisi  Golkar  sendiri. 
Faksi-faksi  dalam  tubuh  Golkar  sendiri 
sangat  beragam.  Keragaman  itu  sudah 
terbangun  seiring  dengan  perubahan 
dan  proses  politik  yang  panjang.  Be- 
berapa  politisi  senior  Golkar,  teruta- 
ma  yang  disuarakan  oleh  A.A.  Baramuli 
dan  Muladi  menekankan  pentingnya  di- 
selenggarakan  munas  luar  biasa  dalam 
waktu  yang  secepatnya.  Munaslub  Par- 
tai  Golkar  di  tengah  kemelut  politik 
yang  menimpa  partai  itu  dapat  memiliki 
berbagai  agenda,  yaitu  mulai  dari  pen- 
carian  solusi  bagi  kepentingan  partai 
Golkar  yang  lebih  luas,  terutama  dalam 
menghadapi  pemilihan  umum  2004  yang 
akan  semakin  kompetitif  hingga  pem- 
berhentian  Akbar  Tandjung  dari  Ketua 
Umum  Golkar.  Skenario  untuk  "memecat" 
Akbar  Tandjung  melalui  munaslub  yang 
diperjuangkan  oleh  berbagai  faksi  da- 
lam tubuh  Golkar  memiliki  rasionale 
yang  beragam  pula.  Bagi  faksi  Baramuli 
yang  dikenal  sebagai  tokoh  senior  Gol- 
kar yang  merepresentasikan  kaukus  Ira- 
masuka,  pemecatan  Akbar  dikaitkan  de- 


ngan kegagalan  kepemimpinan  Akbar 
untuk  memperjuangkan  B.J.  Habibie  me- 
nuju kursi  kepresidenan.  Penolakan  la- 
poran  pertangungjawaban  B.J.  Habibie  da- 
lam SI  MPR  1999  yang  lalu  dipandang 
sebagai  kegagalan  politik  Akbar  Tan- 
djung dalam  memperjuangkan  kepen- 
tingan partai  Golkar.  Berbeda  dengan 
faksi  Ginandjar  Kartasasmita,  pemecat- 
an Akbar  melalui  munaslub  lebih  dikait- 
kan dengan  lemahnya  Partai  Golkar  da- 
lam memberikan  "perlindungan  politik" 
bagi  para  politisi  Golkar  yang  selama 
ini  dikejar-kejar  karena  dugaan  penya- 
lahgunaan  kekuasaan  negara  pada  ma- 
sa  iampau.   Dampak  konflik  internal 
partai  itu  tercermin  dari  pemecatan  se- 
jumlah fungsionaris  partai  Golkar  yang 
selama  ini  bernada  sumbang  terhadap 
kepemimpinan  Akbar  Tandjung,  selain 
beberapa  di  antara  mereka  sudah  lagi 
tidak  efektif  dalam  menjalankan  fung- 
sionaris partai  karena  menduduki  jabatan- 
jabatan  publik. 

Kekuatan  politik  Golkar  di  parlemen, 
yaitu  120  dari  500  kursi,  memiliki  bar- 
gaining politik  yang  cukup  signifikan  da- 
lam membangun  kekuatan  koalisi.  Tak 
terkecuali  PDI-P  sangat  berkepentingan 
untuk  membangun  koalisi  itu.  Koalisi 
kedua  partai  besar  itu,  PDI-P  dan  Gol- 
kar yang  dapat  mengontrol  50  persen 
lebih  suara  di  parlemen  (270  dari  500 
kursi  DPR)  akan  sangat  mempengaruhi 
stabilitas  pemerintahan  Megawati  Soe- 
karnoputeri dan  Hamzah  Haz.  Namun, 
pembentukan  koalisi  itu  tentu  selalu 
membuka  transaksi  politik  untuk  meng- 
akomodir  kepentingan-kepentingan  po- 
litik yang  berbeda.  Satu  hal  yang  tidak 
dapat  diabaikan  adalah  bahwa  setiap 
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transaksi  politik  itu  juga  akan  mempe- 
ngaruhi  dinamika  internal  masing-masing 
partai.  Perpecahan  dalam  tubuh  PDI-P 
sendiri,  yaitu  antara  kubu  Roy  B.B.  Jannis 
dan  kubu  Taufik  Kiemas  dalam  menang- 
gapi  perbedaan  pembentukan  pansus 
Buloggate  II  mencerminkan  fenomena 
itu.  Kubu  Roy  sangat  berkepentingan 
terhadap  pembentukan  pansus  Bulog- 
gate II  untuk  melengkapi  proses  hukum 
yang  sedang  berlangsung  dalam  pem- 
berantasan  berbagai  bentuk  penyalah- 
gunaan  kekuasaan  negara,  melalui  ko- 
lusi,  korupsi  dan  nepotisme.  Sebalik- 
nya,  kubu  Taufik  Kiemas,  suami  Mega- 
wati Soekarnoputeri,  memiliki  kalkula- 
si  politik  sendiri  dalam  menolak  inisia- 
tif  pembentukan  pansus  Buloggate  II 
itu.  Sidang  paripurna  DPR  pada  ming- 
gu  ketiga  bulan  Januari  akhirnya  gagal 
untuk  memutuskan  pembentukan  pan- 
sus Buloggate  II,  dan  pembahasan  akan 
dilanjutkan  pada  bulan  Maret.  Penun- 
daan  pembahasan  itu  lebih  merupakan 
manuver  penguluran  .waktu  yang  mem- 
beri  ruang  yang  lebih  besar  bagi  Par- 
tai Golkar  untuk  melakukan  lobi-lobi 
politik. 

Dinamika  perkembangan  politik  yang 
dipicu  oleh  konflik  internal  sejumlah  par- 
tai politik  itu  tidak  saja  berpengaruh  tef- 
hadap  manuver  tarik-menarik  kepenting- 
an  elite  telapi  juga  membawa  dampak 
pada  partai-partai  lain,  terlebih  bagi 
PDI-P  yang  merupakan  kekuatan  poli- 
tik yang  saat  ini  memainkan  peran  yang 
sangat  penting  dalam  percaturan  poli- 
tik nasional.  Perpecahan  dalam  tubuh 
PDI-P  sebagai  dampak  dinamika  per- 
kembangan politik  itu  relatif  dapat  di- 
redam  karena  pengaruh  figur  Megawati. 


Namun  stabilitas  partai  itu  semakin  ren- 
tan  seiring  dengan  sikap  politik  partai 
dalam  menyikapi  dinamika  perkembang- 
an politik  yang  semakin  kompleks.  Pe- 
ngunduran  diri  politisi  PDI-P  dari  fraksi 
di  parlemen,  seperti  yang  dilakukan 
Sophan  Sophiaan  maupun  Dimyati  Har- 
tono  yang  bahkan  mengundurkan  diri 
dari  keanggotaan  partai  sulit  untuk  di- 
pisahkan  dari  sikap  politik  partai  dalam 
menyikapi  manuver  perkembangan  po- 
litik yang  sedang  terjadi,  seperti  isu 
pembentukan  Buloggate  II.  Demikian 
pula,  rencana  kebijakan  pemerintahan 
untuk  memberikan  perpanjangan  Penye- 
lesaian  Kewajiban  Pemegang  Saham 
(PKPS)  bagi  debitor  Bank  Beku  Opera- 
si  (BKO),  Bank  Beku  Kegiatan  Usaha 
(BBKU)  dan  Bank  Take  Over  (BTO)  te- 
lah  menjadi  pemicu  potensi  perpecah- 
an antara  Kubu  Laksamana  Sukardi  'dan 
Kubu  Kwik  Kian  Gie.  Perpecahan  atau 
konflik  internal  yang  dihadapi  oleh  se- 
jumlah partai  politik  itu  secara  ringkas 
dapat  disajikan  dalam  Tabel  1  berikut  ini. 

DINAMIKA  POLITIK  DAN  KINERJA 
KABINET 

Konflik  elite  partai  sebagaimana  ter- 
cermin  dari  perpecahan  internal  partai 
maupun  ketegangan  antarpartai  seba- 
gaimana telah  dibahas  sebelumnya,  ti- 
dak hanya  berpengaruh  pada  dinamika 
pembentukan  koalisi-koalisi  lintas  fraksi 
yang  mencerminkan  kekuatan  politik  di 
parlemen,  tetapi  juga  dapat  mempe- 
ngaruhi  kinerja  kabinet  dalam  menja- 
lankan  fungsi  pemerintahan.  Namun, 
apakah  dinamika  perubahan  politik  itu 
dapat  secara  efektif  menyelesaikan  ber- 
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Tabel  1 


KONFLIK  INTERNAL  PARTAI:  SUMBER  DAN  DAMPAKNYA 


Partai  Politik 


Isu  dan  Sumber  Perpecahan 


Partai  Amanat  Nasional 
(PAN) 


Partai  Bulan  Bintang 
(PBB) 


Partai  Kebangkitan 
Bangsa  (PKB) 


Partai  Persatuan 
Pembangunan  (PPP) 


Partai  Golkar 


Partai  Demokrasi 
Indonesia  Perjuangan 
(PDI-P) 


Partai  Demokrasi 
Kasih  Bangsa  (PDKB) 


Anggaran  Dasar,  yaitu  perdebatan 
tentang  kemungkinan  PAN  untuk 
menjadi  partai  terbuka. 

Rangkap  jabatan,  yaitu  desakan  agar 
anggota  partai  yang  menduduki 
jabatan  publik  untuk  melepaskan 
jabatan  dari  fungsionaris  partai. 

Penolakan  fraksi  PKB  terhadap  SI 
MPR  yang  mengagendakan  pertang- 
gungjawaban  Presiden  Abdurrahman 
Wahid  terhadap  dugaan  penyalah- 
gunaan  dana  nonbudgeter  Bulog 
dan  sumbangan  dari  Sultan  Brunei. 


Pengunduran  jadwal  muktamar 
partai  dari  2003  menjadi  2004. 


Dugaan  keterlibatan  Akbar  Tandjung 
yang  saat  itu  sebagai  Menteri  Sekreta- 
ris  Negara  (Mensesneg)  semasa  Peme- 
rintahan  BJ.  Habibie  dalam  penyalah- 
gunaan  dana  nonbudgeter  Bulog 
sebesar  Rp  .  54,6  milyar. 


Rencana  pembentukan  Pansus 
Buloggate  II  untuk  mengusut  dugaan 
penyalahgunaan  dana  nonbudgeter 
Bulog  sebesar  Rp.  54,6  milyar. 


Disiplin  Partai 


Dampak  Perpecahan 


Pengunduran  diri  sejumlah  fungsio- 
naris partai  yang  menghendaki  agar 
PAN  menjadi  partai  terbuka. 

Pemecatan  Hartono  Mardjono  dari 
Ketua  Partai. 


Pemecatan  terhadap  Matori  Abdul 
Djalil  yang  menghadiri  SI  MPR  dari 
Ketua  Umum  PKB,  dan  mengganti- 
kannya  dengan  Alwi  Shihab. 

PKB  akhirnya  pecah  menjadi  dua 
kubu,  yaitu  Kubu  Matori  dan  Kubu 
Alwi. 

PPP  pecah  menjadi  dua  kubu  yaitu 
PPP  yang  dipimpin  oleh  Hamzah 
Haz  dan  PPP  yang  dipimpin  oleh 
KH.  Zainuddin  MZ. 

Tuntutan  penyelenggaraan  Munas 
Luar  Biasa  (Munaslub)  yang  dispon- 
sori  oleh  sejumlah  politisi  senior 
Partai  Golkar,  seperti:  A.A.  Bararnuli, 
Muladi. 

Rapim  Partai  Golkar  akhirnya  me- 
mecat  sejumlah  fungsionaris  partai 
yang  bernada  sumbang  terhadap 
kepemimpinan  Akbar  Tandjung. 

Dalam  menanggapi  isu  pembentukan 
Pansus  Buloggate  II,  PDI-P  terpecah 
dalam  dua  kubu,  yaitu  kubu  yang 
menghendaki  pembentukan  pansus 
untuk  melengkapi  proses  hukum, 
yang  disuarakan  oleh  Kubu  Roy  BB. 
Jannis  dan  kubu  yang  lebih  mejafc. 
kan  pada  proses  hukum  saja  yang 
disuarakan  oleh  Kubu  Taufik  Kiemas. 

Pengunduran  diri  sejumlah  politisi 
PDI-P  dari  fraksi  di  parlemen,  yaitu 
Sophan  Sophiaan  dan  Dimyati 
Hartono. 

Pemecatan  terhadap  Astrid  Sutanto 
dari  keanggotaan  fraksi  PDKB  di 
parlemen. 
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bagai  persoalan  yang  dihadapi  bangsa 
secara  substansial,  atau  hanya  sekadar 
kompromi  politik  yang  bersifat  myopic 
untuk  mempertahankan  status  quo  de- 
mi  kekuasaan  belaka,  merupakan  isu 
yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  jauh. 

Meskipun  dalam  beberapa  bulan  ter- 
akhir  ini  perubahan  politik  Indonesia 
diwarnai  oleh  merebaknya  persaingan 
elite  partai,  namun  dinamika  politik  itu 
memiliki  karakter  yang  sangat  berbeda 
dengan  dinamika  politik  sebelumnya. 
Bila  pada  masa  sebelumnya,  persaing- 
an elite  itu  diikuti  oleh  eskalasi  pening- 
katan  mobilisasi  massa  pada  tingkat 
grassroot.  Sebaliknya  dinamika  politik 
dalam  beberapa  bulan  terakhir  ini  cen- 
derung  lebih  bersifat  elitis.  Momentum 
dengan  semakin  mendekatnya  pelaksa- 
naan  pemilihan  umum  2004  merupakan 
salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi 
kalkulasi  elite-elite  politik  untuk  lebih 
menfokuskan  diri  pada  upaya  memba- 
ngun  konsolidasi  politik  daripada  mem- 
buang  energi,  seperti  kegiatan  pengga- 
langan  dukungan  massa  atau  bahkan 
untuk  mengkritisi  berbagai  kebijakan 
pemerintah  sekalipun.  Faktor  lain  yang 
mempengaruhi  dinamika  perubahan  po- 
litik itu  adalah  respons  atau  sikap  ma- 
syarakat  sendiri.  Masyarakat  telah  sema- 
kin lelah  dan  jenuh  terhadap  berba- 
gai bentuk  aksi  penggalangan  kekuatan 
massa  yang  selama  ini  ternyata  tidak 
lebih  sebagai  manifestasi  manuver  per- 
tikaian  elite  semata.  Dinamika  peru- 
bahan politik  itu  memperkuat  predik- 
si  berbagai  analis  bahwa  pemerintahan 
Megawati-Haz  akan  relatif  aman  dari 
berbagai  goyangan  politik  hingga  2004. 


Perubahan  dinamika  politik  yang  se- 
makin elitis  itu  juga  telah  diikuti  oleh 
meredanya  konflik-konflik  yang  mengeks- 
ploitasi  sentimen  primordialisme  pada 
tingkat  grassroot  di  berbagai  daerah, 
khususnya  di  Poso  (Sulawasi  Tengah) 
dan  Maluku.  Perundingan  Malino  I  yang 
menghasilkan  TO  kesepakatan  damai 
telah  memberikan  jalan  penting  dalam 
mewujudkan  rekonsiliasi  antara  dua  ke- 
lompok  agama  yang  bertikai  di  Poso 
yang  telah  berlangsung  sejak  1999. 
Model  rekonsiliasi  Malino  I  yang  me- 
libatkan  pemerintahan  lokal  serta  elite- 
elite  dari  kedua  kubu  yang  saling  ber- 
tikai itu  juga  dikembangkan  untuk  me- 
nyelesaikan  konflik  di  Maluku.  Perun- 
dingan Malino  II  dalam  mewujudkan 
perdamaian  di  Maluku  telah  menghasil- 
kan 11  kesepakatan,  di  antaranya:  meng- 
hentikan  semua  bentuk  pertikaian,  men- 
junjung  tinggi  supremasi  hukum,  me- 
nentang  kehadiran  kelompok  sipil  ber- 
senjata,  serta  membentuk  tim  inde- 
penden  untuk  melakukan  investigasi  se- 
cara menyeluruh  terhadap  konflik  Ma- 
luku yang  telah  menelan  ribuan  korban 
jiwa  serta  memaksa  ratusan  ribu  pen- 
duduk  untuk  meninggalkan  kampung  ha- 
laman  mereka. 

Situasi  di  Poso  pasca  kesepakatan 
damai  telah  membawa  kemajuan  yang 
penting  dalam  mewujudkan  proses  per- 
damaian itu,  yaitu  diikuti  oleh  penye- 
rahan  senjata  dari  kedua  kubu  yang 
bertikai.  Sebaliknya,  tantangan  penye- 
lesaian  konflik  di  Maluku  jauh  lebih  kom- 
pleks.  Pertama,  yaitu  menyangkut  ke- 
beradaan  kelompok  sipil  bersenjata  itu 
sendiri,  baik  dari  pihak  Islam  maupun 
pihak  Kristen.  Sebagian  besar  kelom- 
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pok  sipil  bersenjata  itu  umumnya  ber- 
asal  dari  luar  daerah  Maluku.  Mereka 
memasuki  wilayah  konflik  Maluku  ka- 
rena  sentimen  solidaritas  untuk  melin- 
dungi   kelompok  mereka  masing-ma- 
sing.  Kehadiran  Laskar  Jihad  di  Maluku 
sejak  2000  karena  dipicu  oleh  terbu- 
nuhnya  ratusan  penduduk  Muslim  di 
wilayah  Maluku  Utara.  Kehadiran  kelom- 
pok sipil  bersenjata  itu  se'makin  mem- 
perburuk  pertikaian  antaragama  di  Ma- 
luku. Oleh  sebab  itu,  penarikan  (pemu- 
langan)  Laksar  Jihad  dari  Maluku,  tanpa 
didukung  oleh  adanya  stabilitas  keaman- 
an  di  Maluku,  akan  meningkatkan  ke- 
cemasan  (rasa  tidak  aman)  bagi  kelom- 
pok Islam.  Kedua,  yaitu  menyangkut  le- 
mahnya  aparatur  keamanan.  Selain  ke- 
hadiran kelompok  sipil  bersenjata,  per- 
tikaian Maluku  itu  juga  diperburuk  oleh 
sikap  aparat  keamanan  yang  tidak  so- 
lid, dan  di  antara  mereka  justru  ikut 
berpihak  pada  kubu  yang  saling  ber- 
tikai.  Kebijakan  darurat  sipil  yang  di- 
berlakukan  sejak  27  Juni  2001  tidak 
akan  efektif,  selama  aparat  keamanan 
itu  tidak  solid.  Sikap  netral  aparat  ke- 
amanan merupakan  faktor  yang  sangat 
menentukan  dalam  mewujudkan  proses 
rekonsiliasi  di  Maluku.  Stabilitas  keaman- 
an, yaitu  untuk  memulihkan  kecemasan, 
serta  ancaman  yang  dialami  oleh  ke- 
dua pihak  yang  saling  bertikai  meru- 
pakan tantangan  bagi  aparatur  keaman- 
an. Mutasi  secara  besar-besaran  bagi 
aparat  keamanan  yang  telah  terinfiltra- 
si  dalam  konflik  tersebut  bila  perlu  da- 
pat  ditempuh  dalam  memulihkan  ne- 
tralitas  aparatur  keamanan. 

Penyelesaian  konflik  Poso  dan  Am- 
bon di  tengah  dinamika  perubahan  po- 


litik  itu  telah  meninggalkan  sejumlah  per- 
tanyaan  substansial  yang  menarik:  (a) 
merepresentasikan  fenomena  apakah  kon- 
flik-konflik  itu  sesungguhnya,  apakah  fe- 
nomena itu  merupakan  konflik  masya- 
rakat  lokal  atau  merupakan  imbasan 
dari  konspirasi  persaingan  elite  yang 
berkembang  sejak  jatuhnya  rezim  oto- 
ritarian  Presiden  Soeharto?,  (b)  sejauh 
mana  keterlibatan  pihak-pihak  luar  (na- 
sional  dan  internasional)  dalam  memicu 
eskalasi  konflik  itu,  sebagaimana  per- 
nah  disinyalir  oleh  Mantan  Ka.  Bakin 
Hendro  Priyono  tentang  dugaan  ada- 
nya jaringan  internasional,  Al  Qaeda 
dalam  konflik  tersebut,  (c)  apakah  pe- 
nyelesaian konflik  itu  juga  memiliki  di- 
mensi  ekonomi  politik  internasional, 
yaitu  sebagai  upaya  untuk  menghindari 
tekanan  Amerika  Serikat  yang  lebih 
luas  dalam  membongkar  jaringan  te- 
rorisme  internasional  dengan  dukungan 
kekuatan  lokal  yang  akhir-akhir  ini  di- 
sinyalir telah  memasuki  kawasan  Asia 
Tenggara,  yaitu  Malaysia,  Singapura,  Fili- 
pina  dan  Indonesia? 

Dinamika  perubahan  politik  juga  te- 
lah memberi  ruang  yang  lebih  luas  ba- 
gi pemerintahan  Megawati  dalam  me- 
wujudkan stabilitas  dan  keamanan,  ter- 
masuk  dalam  mendorong  konsolidasi 
peran  militer  dalam  mengatasi  instabili- 
tas^k-eama-n-a-n  yang  dip^rlukan  bagH- 
upaya  pemulihan  ekonomi.  Selain  pe- 
nyelesaian konflik-konflik  di  Poso  dan 
Ambon  yang  sangat  penting  artinya 
bagi  pemulihan  stabilitas  keamanan, 
pemerintahan  Mega  dan  Haz  juga  di- 
hadapkan  pada  tantangan  untuk  me- 
nyelesaikan  gejolak  tuntutan  kemerde- 
kaan  bagi  masyarakat  Aceh  dan  Papua. 
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Berbeda  dengan  konflik  Poso,  Ambon 
atau  daerah-daerah  rawan  konflik  lainnya 
di  Kalimantan,  seperti  Sambas,  Sanggau 
dan  Palangkaraya,  gejolak  pada  kedua 
propinsi  itu  sangat  jelas  diwarnai  oleh 
proses  sejarah  yang  panjang  tentang  ke- 
tidakpuasan  daerah  tersebut  terhadap 
kebijakan  pemerintah  Jakarta.  Bahasa  sim- 
bolik  yang  digunakan  terhadap  ketidak- 
puasan  daerah  yaitu  "tuntutan  kemer- 
dekaan".  Sebaliknya,  Jakarta  cenderung 
lebih  memandang  sebagai  "separatisme" 
ataupun  "gerakan  pengacau  keamanan". 
Respons  pemerintah  (pusat)  dengan  meng- 
abaikan  substansi  persoalan  yang  ada, 
bukan  saja  tidak  akan  efektif  dalam  me- 
nyelesaikan  persoalan  yang  terjadi.  Ke- 
salahan  kebijakan  dalam  mengidentifi- 
kasi  substansi  persoalan  justru  akan  me- 
nambah  persoalan-persoalan  baru  yang 
pada  akhirnya  menjadikan  persoalan  itu 
menjadi  semakin  kompleks.  Kematian 
Theys  yang  selama  ini  dipandang  seba- 
gai tokoh  kemerdekaan  Papua  tidak 
saja  menyimpan  potensi  resistensi  keti- 
dakpuasan  terhadap  pusat,  tetapi  juga 
akan  semakin  memperpanjang  penyele- 
saian  gejolak  propinsi  itu.  Demikian  pu- 
la,  penerapan  pendekatan  militer,  serta 
mengaktifkan  kembali  fungsi  teritorial 
militer  yaitu  melalui  peresmian  kembali 
Kodam  Iskandar  Muda  dalam  menye'le- 
saikan  gejolak  di  Aceh  dapat  membawa 
implikasi  jangka  panjang  yang  rumit. 

Perubahan  politik  telah  memberikan 
peluang  bagi  militer  (TNI)  untuk  mela- 
kukan  konsolidasi  terutama  dalam  me- 
wujudkan  pemulihan  stabilitas  keamanan. 
Proses  konsolidasi  TNI  itu  sangat  pen- 
ting  artinya  tidak  hanya  dalam  upaya 
untuk  memperbaiki  citra  TNI,  tetapi 


juga  dalam  mereposisikan  kembali  peran 
militer  Indonesia  di  tengah  tuntutan  per- 
ubahan politik  saat  ini,  yaitu  meningkat- 
kan  profesionalisme  serta  tidak  melibat- 
kan  diri  dalam  tarik-menarik  kepentingan 
politik  praktis  sebagaimana  telah  men- 
jadi komitmen  kalangan  pejabat  tinggi 
militer.  Pergantian  kepemimpinan  dalam 
institusi  militer  merupakan  salah  satu  as- 
pek  yang  menarik  dari  proses  konsoli- 
dasi dalam  mewujudkan  komitmen  itu. 
Ironisnya,  bahwa  pergantian  staf  kepe- 
mimpinan TNI  yang  akhir-akhir  ini  ditem- 
puh  justru  mengundang  kontroversi  yang 
tidak  menguntungkan  bagi  TNI  sendiri, 
seperti  pengangkatan  sejumlah  perwira 
tinggi  militer  yang  "bermasalah"  untuk 
menempati  jabatan-jabatan  penting  da- 
lam struktur  organisasi  TNI.  Pengangkat- 
an Mayjen.  TNI  Sjafrie  Sjamsuddin,  Mantan 
Pangdam  Jaya  yang  bertanggung  jawab 
terhadap  kerusuhan  Jakarta  pada  bulan 
Mei  1998,  menjadi  Kepala  Pusat  Pene- 
rangan  (Kapuspen)  TNI  menggantikan 
Graito  Usodo  merupakan  isu  yang  pa- 
ling kontroversial  dalam  pergantian  kepe- 
mimpinan itu.  Isu  kontroversi  lain  yang 
dapat  mengganggu  proses  konsolidasi 
yang  tengah  dilakukan  TNI  saat  ini  ada- 
lah  penolakan  proses  hukum  sejumlah 
perwira  tinggi  militer  (TNI/Polri)  yang  oleh 
KPP-HAM  diperlukan  bagi  proses  inves- 
tigasi  dalam  mengungkapkan  berbagai 
bentuk  pelanggaran  HAM  berat  di  In- 
donesia. 

Pada  akhirnya  dinamika  perubahan 
politik  sebagai  dampak  pertikian  elite  po- 
litik akan  mempengaruhi  konstelasi  po- 
litik, yaitu  mendorong  lobi-lobi  serta  ma- 
nuver  dari  kekuatan-kekuatan  elite  po- 
litik. Namun  dampak  dari  dinamika  per- 
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ubahan  politik  itu  tampaknya  semakin 
meningkatkan  bargaining  position  bagi 
pemerintahan  Mega,  terutama  dalam 
menghadapi  tekanan  oposisi  dari  dalam 
negeri,  yaitu  dalam  mencari  terobosan 
baru  untuk  mengatasi  kesulitan  ekonomi 
yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini. 
Krisis  moneter  yang  berkepanjangan  se- 
jak  pertengahan  1997  telah  membawa 
persoalan  ekonomi  yang  demikian  luas. 
Indonesia  tidak  hanya  dihadapkan  pada 
beratnya  tantangan  beban  utang  luar 
negeri,  tetapi  juga  semakin  hancurnya 
sektor  riil  yang  berdampak  pada  sema- 
kin besarnya  pengangguran  dan  meluas- 
nya  kemiskinan  absolut.  Indonesia  tidak 
hanya  dihadapkan  pada  pilihan  ekonomi 
yang  terbatas  tetapi  juga  lemahnya  bar- 
gaining position  dalam  menghadapi  te- 
kanan perubahan  ekonomi  global  untuk 
mengatasi  krisis  ekonomi  yang  berkepan- 
jangan itu.  Kebijakan  untuk  menarik  inves- 
tasi  asing  nyaris  tidak  efektif  selama  sta- 
bilitas  keamanan  masih  demikian  rentan. 
Di  tengah  pilihan  ekonomi  yang  terba- 
tas itu,  pemerintahan  Mega  j-Uga  diha- 
dapkan pada  tekanan  defisit  anggaran. 
Kebijakan  pemerintah  untuk  mengurangi 
subsidi  BBM,  listrik  maupun  penyesuai- 
an  tarif  pelayanan  jasa.  telepon  tidak 
hanya  mencerminkan  terbatasnya  pilih- 
an ekonomi  dalam  memobilisasi  sumber- 
sumber  pembiayaan,  tetapi  juga  lemahnya 
bargaining  position  dalam  menghadapi 
tekanan  ekternal  ekonomi  nasional.  Ke- 
bijakan ekonomi  yang  secara  politis  sa- 
ngat  tidak  popular  itu  relatif  tidak  men- 
dapat  reaksi  yang  kuat  dari  kekuatan-ke- 
kuatan  politik  yang  ada.  Sekalipun  Partai 
Golkar  memberikan  "ancaman"  terhadap 
kebijakan  itu,  namun  reaksi  itu  tampak- 
nya lebih  ditujukan  untuk  meningkatkan 


bargaining  politik  untuk  menyelesaikan  ke- 
melut  politik  yang  tengah  dihadapi  oleh 
partai  Golkar. 

Tantangan  terberat  yang  dihadapi 
oleh  pemerintahan  Mega-Haz  saat  ini 
adalah  penegakan  hukum  dalam  me- 
nyelesaikan serta  mengendalikan  persoal- 
an penyalahgunaan  kekuasaan.  Praktek 
penyalahgunaan  kekuasaan  melalui  kolu- 
si,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN)  memang 
bukan  fenomena  baru.  Namun  KKN  ju- 
ga bukan  merupakan  budaya  bangsa  In- 
donesia. KKN  merupakan  produk  dari 
sentralisasi  kekuasaan. yang  melemahkan 
transparansi  dalam  proses  politik,  ekono- 
mi dan  hukum.  Dalam  struktur  kekuasa- 
an yang  sentralisitik  dan  otoriter,  tidak- 
lah  mengherankan  bi la  nepotisme  akan 
mudah  berkembang  menjadi  intermediasi 
yang  efektif  dalam  membangun  jaringan 
bisnis  dan  kekuasaan  (Maclntyre,  1994). 
Krisis  ekonomi  yang  mendera  bangsa  In- 
donesia sejak  1997  tidak  hanya  memi- 
liki  dimensi  ekonomi,  tetapi  juga  dimen- 
si  politik  (Johanen,  et.  al,  2000).  Dimen- 
si politik  dari  krisis  ekonomi  itu  tampak 
dalam  bentuk  hancurnya  kepercayaan 
publik  terhadap  pemegang  kekuasaan. 
Sosok  krisis  dari  dimensi  ekonomi  itu  ha- 
nyalah  menggambarkan  suatu  fenomena 
gunung  es  di  atas  permukaan  dan  apa 
yang  terjadi  di  bawah  permukaan,  yaitu 
berbagai  bentuk  perselingkuhan  dan  pe- 
nyalahgunaan kekuasaan  merupakan  sisi 
gelap  yang  justru  menjadi  sumber  mala- 
petaka  yang  teramat  luas  dampaknya. 

Sejak  jatuhnya  rezim  kekuasaan  Pre- 
siden  Soeharto,  pemberantasan  KKN  te- 
lah menjadi  agenda  nasional  bagi  pe- 
mulihan  krisis  yang  bersifat  multidimensi. 
Sirkulasi  elite  kekuasaan  dari  pemerintahan 
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B.J.  Habibie,  Abdurrahman  Wahid  hingga 
Megawati  Soekarnoputeri  belum  diikuti 
kemajuan  yang  berarti  dalam  mewujud- 
kan  pemberantasan  KKN.  Berbagai  ka- 
sus penyidikan  terhadap  orang-orang 
"kuat"  yang  diduga  terlibat  dalam  pe- 
nyalahgunaan  kekuasaan  negara,  tidak 
pernah  jelas  penyelesaiannya.  Hukum  pa- 
da  hakikatnya  sering  dipandang  sebagai 
produk  politik.  Salah  satu  aspek  yang 
tidak  dapat  diabaikan  dalam  mema- 
hami  lemahnya  penegakan  hukum  dalam 
menyelesaikan  berbagai  kasus  dugaan 
penyelewengan  kekuasaan  negara  juga 
dapat  dipengaruhi  oleh  dinamika  peru- 
bahan  politik  itu  sendiri.  Sejauhmana 
proses  hukum  dapat  ditegakkan  bila  po- 
litik dan  kekuasaan  masih  menjadi  ke- 
kuatan  yang  menentukan,  atau  menga- 
pa  orang-orang  "kuat"  yang  selama  ini 
diduga  bertanggung  jawab  terhadap  ber- 
bagai tindak  kejahatan  ekonomi  mau- 
pun  kemanusiaan  memilih  berlindung  di 
balik  "proses  hukum"  bila  hukum  itu  sen- 
diri masih  rentan  terhadap  manuver  po- 
litik dan  manipulasi  kekuasaan.  Keperca- 
yaan  publik  terhadap  lembaga  peradil- 
an  telah  demikian  rendah.  Dukungan  po- 
litik masyarakat  terhadap  pemerintahan 
Mega  dan  Haz  tak  lepas  dari  harapan 
mereka  bagi  terwujudnya  pemulihan  su- 
premasi  hukum  itu.  Dari  kasus  yang  masih 
hangat  yaitu  terha-dap  penetapan  status 
tersangka  bagi  Akbar  Tandjung  dalam 
dugaan  penyalahgunaan  anggaran  non- 
budgeter  Bulog  kiranya  dapat  diangkat 
sebagai  salah  satu  ujian  bagi  pemerin- 
tahan Mega  dalam  menegakkan  supre- 
masi  hukum  itu.  Sebaliknya,  ketidakserius- 
an  lembaga  peradilan  dalam  menindak- 
lanjuti  proses  hukum  itu  justru  akan  se- 
makin  memperkuat  persepsi  publik  bah- 


wa  proses  hukum  dengan  penetapan  sta- 
tus tersangka  oleh  Mahkamah  Agung  itu 
hanya  merupakan  manuver  politik  untuk 
menghindari  tekanan  politik  bagi  pem- 
bentukan  pansus  Buloggate  II,  sebagai- 
mana  disinyalir  oleh  Irianto  Subiakto  dari 
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indo- 
nesia (YLBHI). 


TANTANGAN  MENUJU  DEMOKRASI 

Dampak  dari  konflik  internal  partai 
yang  dihadapi  oleh  hampir  seluruh  par- 
tai politik  yang  memenangkan  perolehan 
suara  pada  pemilihan  umum  1999  sa- 
ngatlah  luas  dan  justru  membawa  ke- 
tidakpastian  politik  dan  perkembangan 
demokrasi.  Pertama,  konflik  internal  par- 
tai itu  semakin  memperbesar  kehadiran 
jumlah  partai  politik.  Namun  ini  tidak  ber- 
arti bahwa  kehadiran  suatu  partai  poli- 
tik berkorelasi  dengan  adanya  krisis  in- 
ternal partai.  Sejumlah  partai  politik  ba- 
ru,  seperti  PKB  "Batutulis"  yang  dike- 
tuai  oleh  Matori  Abdul  Djalil,  PPP  Re- 
formasi  yang  dipimpin  oleh  KH.  Zainuddin 
MZ  -  merupakan  fenomena  dampak  lang- 
sung  dari  konflik  internal  partai.  Bukan 
tidak  mustahil  jumlah  partai  politik  baru 
itu  masih  akan  terus  bertambah  seiring 
ketidakmampuan  suatu  partai  politik  un- 
tuk menyelesaikan  konflik  internal  yang 
dihadapinya.  Kedua,  konflik  internal  par- 
tai di  tengah  ketidakpastian  politik  yang 
dihadapi  Indonesia  saat  ini  juga  akan 
berpengaruh  terhadap  konflik  eksternal 
yaitu  ketegangan  hubungan  dengan  partai- 
partai  politik  lainnya.  Hal  tersebut  pada 
akhirnya  akan  mempengaruhi  dinamika 
politik  dalam  parlemen,  yaitu  pemben- 
tukan  koalisi  lintas  fraksi  dari  kekuatan- 
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kekuatan  politik,  namun  sangat  rentan 
terhadap  perpecahan.  Ketiga,  lemahnya 
koalisi  lintas  fraksi  dari  kekuatan-kekuat- 
an  politik  di  parlemen  yang  rentan  terha- 
dap perpecahan  itu  sangat  mempenga- 
ruhi  kinerja  pemerintahan  untuk  menye- 
lesaikan  berbagai  persoalan  secara  sub- 
stansial.  Di  tengah  ketidakpastian  politik 
semacam  itu,  implementasi  suatu  kebijak- 
an  pemerintah  sangat  mudah  terkenda- 
la  oleh  hasil  kompromi  politik  ataupun 
manuver  politik  yang  pada  akhirnya  da- 
pat  melemahkan  tujuan  kebijakan  atau 
program-program  pemerintah  yang  telah 
dirumuskan. 

Perpecahan  partai  dan  pertikaian  elite 
politik  yang  semakin  tidak  terkendali  itu 
merupakan  fenomena  ketidakpastian  dari 
dinamika  perkembangan  politik  yang  ter- 
jadi.  Berakhirnya  rezim  otoritarian  Presi- 
den  Soeharto  pada  1998  memang  telah 
mendorong  serangkaian  perubahan  poli- 
tik yang  penting,  namun  dinamika  per- 
kembangan politik  itu  belum  membawa 
perubahan  politik  yang  mendasar,  teru- 
tama  dalam  mengakhiri  ide  atau  gagasan 
serta  praktek-praktek  untuk  mengakhiri 
konsentrasi  kekuasaan.  Restrukturisasi  ke- 
partaian  memang  telah  mendorong  kom- 
petisi  dan  partisipasi  politik,  mengakhiri 
struktur  kepartaian  yang  kofporatis  yang 
hanya  menjadikan  partai  politik  sebagai 
instrumen  bagi  penguasa  dalam  mengen- 
dalikan  masyarakat.  Namun  restrukturisa- 
si kepartaian  itu  tidak  diikuti  oleh  upaya 
untuk  mengendalikan  sentralisme  dalam 
sistem  kepartaian.  Restrukturisasi  kekua- 
saan yang  dimaksudkan  untuk  mengakhiri 
sentralisme  kekuasaan  yang  selama  re- 
zim Orde  Baru  sangat  didominasi  oleh 
eksekutif  khususnya  lembaga  kepresidenan 


justru  semakin  bergeser  pada  dominasi 
kekuatan  partai  politik  dalam  mengen- 
dalikan kekuasaan  negara.  Restrukturi- 
sasi politik  yaitu  mulai  dari  revisi  terha- 
dap UU  tentang  Kepartaian,  UU  tentang 
Pemilihan  Umum,  UU  tentang  Keduduk- 
an  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Ma- 
jelis  Permusyawaratan  Rakyat,  serta  ke- 
hadiran  UU  tentang  Kepresidenan  me- 
rupakan agenda  politik  nasional  yang 
penting  dalam  mendorong  transisi  me- 
nuju  demokrasi. 

Sehubungan  dengan  itu,  ada  bebe- 
rapa  isu  yang  kiranya  dapat  dipertim- 
bangkan  dalam  mendorong  transisi  me- 
nuju  demokrasi  di  tengan  perubahan  eko- 
nomi  dan  politik  Indonesia  yang  semakin 
tidak  menentu  saat  ini.  Pertama,  restruk- 
turisasi sistem  kepartaian  diharapkan  se- 
gera  mengakhiri  "rangkap  jabatan"  yaitu 
seseorang  yang  menjadi  fungsionaris  par- 
tai, seperti  ketua  umum  partai  hingga 
sekjen  partai  yang  sekaligus  menempati 
jabatan  publik  dalam  lembaga  kenegara- 
an  baik  di  eksekutif,  legislatif  maupun  yu- 
dikatif.  Realitas  yang  ada  selama  ini 
menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh  jabat- 
an publik  dalam  lembaga  kenegaraan 
sekaligus  merupakan  orang-orang  yang 
menduduki  posisi  penting  dalam  fung- 
sionaris partai.  Megawati  Soekarnoputeri, 
Hamzah  Haz  masing-masing  sebagai  Pre- 
siden  dan  Wakil  Presdien  tetapi-  me- 
reka  juga  masih  menduduki  posisi  kunci 
dalam  partai  mereka  masing-masing.  De- 
mikian  pula  Amien  Rais  dan  Akbar  Tan- 
djung  masing-masing  sebagai  Ketua  MPR 
dan  Ketua  DPR  tetapi  sekaligus  mereka 
juga  merupakan  ketua  umum  partai. 
Ada  beberapa  pertimbangan  untuk  meng- 
akhiri rangkap  jabatan  itu,  yaitu  agar  pe- 
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jabat-pejabat  publik  lebih  mengkonsen- 
trasikan  perhatian  pada  kepentingan  na- 
sional  yang  lebih  luas,  tidak  terkendala 
oleh  vested  interests  atau  kepentingan 
partai  yang  lebih  sempit.  Kondisi  sema- 
cam  itu  sangat  diperlukan  untuk  mem- 
percepat  pemulihan  krisis  politik  yang  di- 
hadapi  Indonesia  saat  ini.  Fungsionaris 
partai  yang  telah  menempati  jabatan 
publik  dalam  lembaga-lembaga  kene- 
garaan  diharapkan  dapat  mereposisikan 
diri  sebagai  "negarawan".  Penghindaran 
rangkap  jabatan  itu  sekaligus  juga  akan 
meredakan  eskalasi  konflik  kepentingan 
elite  partai.  Aspek  lain  yang  diperlukan 
dalam  menghindari  rangkap  jabatan  itu 
justru  akan  semakin  mengefektifkan  sistem 
pemerintahan  presidensial  yang  diamanat- 
kan  oleh  konstitusi.  Berbeda  dengan  sis- 
tem pemerintahan  parlementer  di  mana 
kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan  legis- 
latif  memiliki  karakter  yang  saling  tergan- 
tung  dan  saling  mempengaruhi.  Pemben- 
tukan  suatu  kabinet  sekaligus  hams  da- 
pat  mencerminkan  kekuatan-kekuatan  po- 
litik dalam  parlemen.  Sebaliknya,  dalam 
sistem  pemerintahan  presidensial,  kekua- 
saan eksekutif  dan  kekuasaan  legislatif  me- 
miliki karakter  yang  terpisah.  Kedua  ben- 
tuk  sistem  pemerintahan  itu  tentu  memi- 
liki kekuatan  dan  kelemahan  masing-ma- 
sing.  Namun  yang  lebih  penting  adalah 
bahwa  penetapan  pilihan  terhadap  ben- 
tuk  sistem  pemerintahan  itu  selalu  me- 
nuntut  konsekuensi-konsekuensi  terten- 
tu  untuk  menduku'ng  pilihan  itu. 

Restrukturisasi  sistem  kepartaian  diha- 
rapkan dapat  mendorong  integrasi  partai 
yang  semakin  besar  jumlahnya  serta  sta- 
bilitas  partai  dari  ancaman  perpecahan 
internal.  Selama  ini  diperkirakan  terdapat 


200  partai  politik  yang  telah  terdaftar 
dalam  Departemen  Kehakiman.  Jumlah 
partai  yang  demikian  besar  itu  juga 
akan  mengurangi  efektivitas  partai  poli- 
tik dalam  mengartikulasikan  kepenting- 
an yang  berkembang  dalam  masyarakat. 
Jumlah  partai  politik  yang  besar  juga  me- 
rupakan  salah  satu  faktor  yang  memper- 
sulit  upaya-upaya  dalam  mewujudkan 
stabilitas  suatu  pemerintahan.  Proses  in- 
tegrasi partai  yang  dimaksud  selayak- 
nya  ditempuh  secara  alamiah  atau  demo- 
kratis  pula,  dan  tidak  dilakukan  melalui 
intervensi  pemerintah,  yaitu  melalui  ber- 
bagai  bentuk  peraturan  pemerintah  se- 
bagaimana  yang  dilakukan  pada  masa 
pemerintahan  Presiden  Soekarno  maupun 
Presiden  Soeharto.  Di  samping  integrasi 
partai,  stabilitas  partai  juga  merupakan 
aspek  yang  penting  dalam  menghindari 
ancaman  perpecahan  internal  partai.  Sta- 
bilitas partai  dapat  diwujudkan  tidak  ha- 
nya  melalui  cara-cara  tradisional  yaitu 
mengandalkan  figur  atau  ketokohan  se- 
orang  pemimpin  yang  kharismatik,  tetapi 
juga  dapat  dilakukan  dengan  menir.g- 
katkan  kompetisi  program  partai  politik 
itu  sendiri.  Salah  satu  kelemahan  partai 
politik  yang  selama  ini  dirasakan  ada- 
lah ketidakjelasan  visi  dan  program  par- 
tai. Kelemahan  itu  juga  akan  mendo- 
rong partai  untuk  melakukan  "komuni- 
kasi;  simbolik"  (baca:  penipuan  terhadap 
konstituen)  yang  sarat  dengan  retorika 
politik.  Ketidakjelasan  program  partai  itu 
merupakan  salah  satu  potensi  pemicu 
konflik  internal  partai  itu  sendiri.  Feno- 
mena  konflik  dalam  tubuh  PDI-P  anta- 
ra  Kubu  Laksamana  Sukardi  dan  Kubu 
Kwik  Kian  Gie  dalam  rencana  perpan- 
jangan  Penyelesaian  Kewajiban  Peme- 
gang  Saham  (PKPS)  bagi  debitor  Bank 
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Beku  Operasi  (BKO),  Bank  Beku  Kegiat- 
an  Usaha  (BBKU)  dan  Bank  Take  Over 
(BTO)  mengindikasikan  lemahnya  basis 
program  partai.  Bila  partai  telah  memiliki 
visi  dan  program  yang  jelas,  maka  kon- 
flik  semacam  itu  pun  dapat  dihindari. 
Upaya  untuk  mendorong  integrasi  partai 
politik  juga  dapat  ditempuh  dengan  du- 
kungan  kebijakan  politik  lainnya,  seperti 
restrukturisasi  sistem  pemilihan  umum. 

Kedua,  faktor  penting  lainya  yang  da- 
pat ditempuh  dalam  mendorong  tran- 
sisi  menuju  demokrasi  adalah  restrukturi- 
sasi sistem  pemilihan  umum.  Di  samping 
kompetisi  partai  melalui  orientasi  pro- 
gram-program partai,  intergrasi  partai  ju- 
ga dapat  didukung  dengan  mengadop- 
si  gagasan  sistem  distrik  dalam  pelak- 
sanaan  pemilihan  umum.  Penetapan  sis- 
tem distrik  dalam  pelaksanaan  pemilih- 
an umum  merupakan  salah  satu  cara 
yang  efektif  untuk  mendorong  integrasi 
partai  secara  demokratis.  Dalam  sistem 
distrik,  wilayah  geografis  dibagi  ke  da- 
lam beberapa  distrik  (wilayah  pemilih- 
an), dan  setiap  wilayah  pemilihan  ha- 
nya  akan  memiliki  seorang  calon.  Dalam 
sistem  distrik,  setiap  partai  politik  pasti 
akan  memperhitungkan  kekuatan  du- 
kungan  yang  akan  diperolehnya.  Kalku- 
lasi  politik  itu  akan  menentukan  perlu 
tidaknya  suatu  partai  menempuh  inte- 
grasi dengan  partai-partai  lainnya,  bila 
partai  tersebut  tidak  ingin  potensi  yang 
dimilikinya  terbuang  secara  percuma. 

Elite  politik  tidak  akan  mudah  ter- 
giur  untuk  mendirikan  partai  politik  se- 
mata-mata  hanya  sebagai  kendaraan 
politik  untuk  meraih  kekuasaan,  tanpa 
memperhitungkan  potensi  yang  dimiliki- 
nya. Dalam  sistem  distrik,  partai  po- 


litik juga  akan  dituntut  lebih  berhati-hati 
dalam  menyeleksi  calon  wakil  mereka. 
Rekruitmen  politik  yang  mengabaikan 
suara  publik,  seperti  menominasikan  ca- 
lon yang  memiliki  "kartu  mati"  karena 
tindakan-tindakan  yang  tidak  populer  di 
mata  publik  akan  menurunkan  daya  jual 
partai.  Sistem  pemilihan  distrik  memung- 
kinkan  rakyat  mengenal  calon  mereka,  ti- 
dak seperti  ibarat  orang  membeli  ku- 
cing  dalam  karung.  Sistem  distrik  yang 
memungkinkan  rakyat  memilih  secara 
langsung  calon  mereka  akan  memper- 
sempit  manuver  siluman  politik. 

Perubahan  konstitusi  UUD  1945  te- 
lah mengisyaratkan  proses  pemilihan 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  lang- 
sung. Ada  beberapa  hal  yang  menarik 
untuk  disimak  dari  perubahan  konstitu- 
si tentang  pemilihan  Presiden  dan  Wa- 
kil Presiden  itu.  Pertama,  pemilihan  Pre- 
siden dan  Wakil  Presiden  akan  dilaku- 
kan  melalui  satu  paket  pencalonan.  Hal 
ini  memiliki  segi  positif  dalam  mendu- 
kung  terwujudnya  stabilitas  suatu  pe- 
merintahan,  terlebih  bila  proses  inte- 
grasi partai  politik  masih  sulit  untuk  di- 
wujudkan. 

Kedua,  pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  memerlukan  dukungan  lebih  da- 
ri 50  persen  suara  dan  dukungan  itu  di- 
peroleh  sedikitnya  20  persen  di  setiap 
propinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari  se- 
tengah  propinsi  di  Indonesia.  Hal  ini 
tidak  saja  dapat  mendukung  stabilitas 
suatu  pemerintahan,  tetapi  juga  dapat 
menjadi  salah  satu  faktor  untuk  mendo- 
rong integrasi  partai.  Namun  tantangan 
yang  terbesar  dari  mekanisme  penca- 
lonan semacam  itu  adalah  kegagalan 
untuk  mengintegrasikan  partai-partai  po- 
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litik.  Oleh  sebab  itu,  perubahan  kon- 
stitusi  tentang  pemilihan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  pada  akhirnya  mengisya- 
ratkan  semakin  pentingnya  restrukturi- 


sasi  politik,  yang  meliputi  sistem  pemi- 
lihan umum  dan  sistem  kepartaian,  da- 
lam  merespons  dinamika  perubahan  po- 
litik  yang  terjadi. 


Catatan  Kritis  terhadap  Proses 
Amandemen  UUD  1945* 

Tim  Studi  Reformasi  Konstitusi,  CSIS** 


PENDAHULUAN 

PROSES  amandemen,  sering  juga 
disebut  perubahan  UUD  1945, 
telah  memasuki  tahapan  keempat 
tahun  2002.  Dari  informasi  yang  ada, 
uiketahui  bahwa  tahapan  keempat  ini 
merupakan  (diharapkan  menjadi)  tahap- 
an terakhir  dari  proses  menyeluruh  aman- 
demen UUD  1945.  Ini  dapat  diartikan, 
bahwa  setelah  tahun  2002,  tepatnya  se- 
telah  Sidang  Tahunan  MPR  bulan  Agus- 
tus  2002,  masyarakat,  bangsa  dan  negara 
Indonesia  akan  memiliki  sebuah  "Kon- 
stitusi Baru"  yang  tetap,  berlaku  untuk 
jangka  panjang,  mempunyai  orientasi 
ke  depan,  dan  menjadi  dasar  bagi  pe- 
ngelolaan  sistem  nasional  yang  inte- 


Disampaikan  dalam  Acara  "Penyerapan  As- 

pirasi  Masyarakat  dalam  rangka  Perubahan  UUD 

1945",  Badan  Pekerja  MPR  Rl,  di  gedung  DPR/ 

MPR,  28  Februari  2002. 
*» 

H.  Anton  Djawamaku,  I  Made  Leo  Wiratma, 
M.  Djadijono,  Medelina  K.  Hendityo,  dan  Tommi 
Legowo. 


gratif,  inklusif,  mengayomi  dan  menye- 
jahterakan  masyarakat,  serta  memberi 
peluang  bagi  perkembangan  demokra- 
si.  Inilah  harapan  kita  semua  terhadap 
proses  perubahan  UUD  1945. 

Dengan  harapan  seperti  tersebut  di 
atas,  Konstitusi  Baru  itu  mestinya  men- 
jadi konstitusinya  rakyat  (the  people's 
constitution)  yang  mengayomi  dan  me- 
layani  seluruh  anggota  masyarakat  Indo- 
nesia tanpa  kecuali.  Oleh  karena  itu- 
lah,  Konstitusi  Baru  tersebut  mestinya  ju- 
ga dapat  menjadi  landasan  dan  acuan 
dasar  bagi  kita  bukan  saja  untuk  me- 
nyelesaikan  persoalan-persoalan  rumit  da- 
lam banyak  aspek  kehidupan  yang  te- 
ngah  dihadapi  dan  dialami  masyarakat, 
bangsa  dan  negara  Indonesia  saat  ini, 
tetapi  juga  untuk  membangun  diri  kita 
sendiri  menjadi  a  new  community  of 
civilization  yang  mampu  berdiri  sejajar 
dengan,  dan  dihormati  oleh,  bangsa- 
bangsa  lain  di  dunia.  Tidaklah  berlebih- 
an  untuk  menyatakan  bahwa  kedua  hal 
tersebut  pada  dasarnya  merupakan  mak- 
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na  gerakan  reformasi  1998  untuk  Konsti- 
tusi  Baru  ini. 

Tanpa  mengurangi  penghargaan  atas 
jerih  payah  para  anggota  MPR,  khusus- 
nya  anggota  Panitia  Ad  Hoc  I  BP-MPR, 
hams  dikatakan  bahwa  baik  proses  mau- 
pun  substansi  amandemen  UUD  1945 
yang  telah  dan  masih  akan  dilakukan 
oleh  MPR  nampak  masih  jauh  dari  ha- 
rapan  dan  makna  seperti  tersebut  di 
atas.  Dari  segi  proses,  amandemen 
UUD  1945  oleh  MPR  bersifat  elitis.  Di 
samping  porsi  waktu  yang  dialokasikan 
untuk  "penyerapan  aspirasi"  sangat  se- 
di kit,  inisiatif  MPR  untuk  "mendatangi" 
anggota-anggota  masyarakat  dan  me- 
nanyai  secara  langsung  apa  yang  men- 
jadi  harapan,  aspirasi  dan  kepedulian 
mereka  terhadap  perubahan  UUD  1945 
nampak  kurang  sekali. 

Tentang  waktu  untuk  penyerapan 
aspirasi,  dari  jadwal  acara  Panitia  Ad 
Hoc  I  BP-MPR  tahun  2002  ini  (lihat 
Lampiran  1),  misalnya,  hanya  disedia- 
kan  waktu  selama  27  hari  kerja  mulai 
dari  29  Januari  sampai  dengan  6  Ma- 
ret  2002.  Itu  berarti  bahwa  hanya  20 
persen  dari  waktu  (dan  mungkin  juga 
perhatian)  yang  disediakan  untuk  pro- 
ses perubahan  UUD  1945  (136  hari 
kerja,  mulai  11  Januari  sampai  dengan 
26  Juli  2002)  digunakan  untuk  penye- 
rapan aspirasi.  Waktu  27  hari  nampak- 
nya  sangat  kurang  sebanding  dengan 
(upaya  mendengar  dan  memahami  as- 
pirasi) masyarakat  dan  daerah  Indone- 
sia yang  begitu  plural  dan  hetero- 
gen.  Mengundang  kelompok-kelompok 
masyarakat  untuk  didengar  pendapat 
dan  keahliannya,  seperti  yang  sekarang 


dilakukan  ini,  jelas  kurang  memadai  un- 
tuk benar-benar  dapat  memahami  plu- 
ralitas  aspirasi  masyarakat  dan  daerah- 
daerah  di  bumi  pertiwi  ini. 

Catatan  kecil  dalam  lembaran  jadwal 
acara  Panitia  Ad  Hoc  I  tahun  2002,  me- 
nyatakan  bahwa  "Penyerapan  Aspirasi  Ma- 
syarakat dilaksanakan  sepanjang  masa 
tugas  PAH  I".  Artinya,  selama  136  hari 
kerja  itu  dapat  digunakan  untuk  me- 
nyerap  aspirasi  masyarakat.  Tetapi  per- 
tanyaannya,  apakah  masa  itu  bisa  efek- 
tif?  Karena  tidak  terstruktur  dan  terjad- 
wal,  yang  berarti  tidak  ada  dukungan 
dana  itu,  rela  dan  maukah  anggota 
PAH  I  meluangkan  waktunya,  datang 
ke  pasar-pasar,  kampung-kampung  dan 
tempat-tempat  terpencil  lain  untuk  me- 
nyapa  anggota  masyarakat,  bertanya 
tentang  aspirasi  dan  harapan  mereka  un- 
tuk Indonesia  yang  akan  datang,  tetap 
merupakan  pertanyaan  besar.  Di  sam- 
ping itu,  berita  ataupun  cerita  tentang 
anggota  PAH  I  "turba"  ke  masyarakat 
nyaris  tak  terdengar  selama  proses  pe- 
nyusunan  perubahan  UUD  1945  ini. 
Kalaupun  "turba"  ini  dilakukan  secara 
diam-diam,  tertutup,  pertanyaannya  me- 
ngapa  harus  begitu?  Mestinya  tidak  ada 
yang  rahasia  untuk  kepentingarr masya- 
rakat. 

.  ^  *  /air ■ >-- 

Sementara  itu,  sebagai  perbandingan, 
kita  dapat  melihat  alokasi  (porsi)  wak- 
tu yang  diberikan  untuk  "Pembahasan 
dan  Perumusan  Materi  Rancangan  Peru- 
bahan UUD  1945",  yang  dalam  kolom 
keterangannya  berisi  antara  lain  untuk 
kepentingan  lobi,  lebih  besar  yaitu  49 
hari  kerja,  atau  sekitar  36  persen  dari 
keseluruhan   waktu   untuk  penyiapan 
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amandemen  UUD  1945  yang  keempat. 
Karena  ada  unsur  "lobi"  di  dalamnya, 
dapat  diperkirakan  forum  ini  tertutup 
bagi  publik  untuk  bisa  mengikutinya.  Ar- 
tinya  publik  tidak  dapat  "mengontrol" 
proses  pembahasan  dan  perumusan  ma- 
teri  ini,  dan  oleh  karena  itu  kurang  ter- 
lihat  ada  jaminan  bahwa,  meskipun  por- 
sinya  sedikit,  aspirasi  masyarakat  yang 
telah  disampaikan  ke  MPR  dapat  ter- 
serap  masuk  ke  dalam  perumusan  akhir. 
Apalagi,  dalam  proses  berikutnya  ter- 
dapat  lagi  waktu  untuk  sinkronisasi  dan 
finalisasi  materi  perubahan  (dari  tang- 
gal  5  juni  sampai  dengan  24  Juli  2002). 
Artinya,  ada  kemungkinan  waktu  le- 
bih  banyak  lagi  untuk  membawa  per- 
ubahan UUD  1945  makin  jauh  dari  as- 
pirasi masyarakat. 

Karena  proses  yang  merakyat  seper- 
ti  itu  sangat  kurang  terlihat,  maka  harap- 
?.n  untuk  mendapatkan  suatu  people's 
constitution  dari  proses  amandemen  UUD 
1945  ini  nampak  tidak  akan  terpenuhi. 
Jika  kita  sepakat  dalam  hal  keinginan 
atau  harapan  untuk  dapat  menyusun 
suatu  Konstitusi  Baru  bagi  Indonesia  se- 
bagai  the  people's  constitution ,  pro- 
ses perubahan  terhadap  UUD  1945 
ini  seyogyanya  diulangi  dari  awal.  Ini 
memang  bukan  pekerjaan  mudah  dan 
sederhana,  tetapi  perlu  dan  harus  dila- 
kukan  demi  kepentingan  besar  masa 
depan  masyarakat,  bangsa  dan  negara 
Indonesia. 

Tentang  substansi  yang  telah  mau- 
pun  akan  dimasukkan  dalam  amande- 
men UUD  1945,  beberapa  catatan  pen- 
ting  harus  juga  disampaikan.  Dalam  hal 
ini,  mestinya  orientasi  dalam  proses 


perubahan  UUD  1945  adalah  bahwa 
Konstitusi  Baru  ini  nanti  harus  menga- 
yomi  dan  melayani  seluruh  anggota  ma- 
syarakat Indonesia,  dan  menjadi  landas- 
an  dan  acuan  dasar  guna  menyelesai- 
kan  persoalan-persoalan  rumit  dalam  ba- 
nyak aspek  kehidupan  yang  tengah  di- 
hadapi  dan  dialami  masyarakat,  bangsa 
dan  negara  Indonesia  saat  ini,  dan  un- 
tuk membangun  diri  kita  sendiri  menjadi 
a  new  community  of  civilization.  Jadi, 
mestinya  Konstitusi  Baru  ini  merupakan 
konstitusi  yang  dalam  dirinya  tidak  me- 
ngandung  persoalan-persoalan.  Sayang, 
apa  yang  disajikan  dalam  UUD  1945 
yang  telah  diamandemen  tiga  kali,  dan 
rancangan  amandemen  keempatnya,  ter- 
lihat  membawa  persoalan-persoalan  be- 
sar, seperti  kemungkinan  adanya  kon- 
flik  kewenangan  antarlembaga  kenega- 
raan,  dominasi  DPR  yang  mengingkari 
prinsip  checks  and  balances,  diskrimi- 
nasi  terhadap  daerah,  dan  kekaburan- 
kekaburan  konseptual  lainnya.  Catatan- 
catatan  itu  dapat  diperiksa  dalam  Lam- 
piran  2. 

Dalam  hal  substansi  ini,  kelemahan 
dasar  yang  mencolok  adalah  bahwa 
MPR  dalam  melangsungkan  proses  per- 
ubahan ini  tidak  pernah  membuat  dan 
mempunyai  acuan  (gambaran)  dasar  yang 
menyeluruh  dan  utuh  tentang  isi  dari 
perubahan  itu  sendiri.  Sekurang-kurang- 
nya,  kami  tidak  pernah  tahu  bahwa 
MPR  mengembangkan  gagasan-gagasan 
kenegaraan  yang  luas  dan  mendalam 
tentang  bentuk  negara,  hubungan  anta- 
ra  negara  dan  masyarakat  (warga  nega- 
ra), negara  dan  agama,  sistem  pemerin- 
tahan  dan  hubungan  antara  badan-ba- 
dan  pemerintahan  dan  tingkatan  peme- 
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rintahan,  kekuasaan  dan  sistem  peradil- 
an,  dan  tentang  negara  dengan  seja- 
rahnya  dan  sejarah  masyarakatnya.  Ter- 
masuk  dalam  hal  itu  adalah  tentang 
esensi  demokrasi,  apa  prinsip-prinsip  dan 
syarat-syaratnya  serta  bagaimana  checks 
and  balances  harus  dipenuhi  dan  dilak- 
sanakan  serta  untuk  tujuan  apa.  Hasil- 
nya,  sejak  awal  proses  perubahan  ter- 
hadap  UUD  1945  dilakukan  oleh  MPR, 
sekurang-kurangnya  kami  tidak  pernah 
tahu,  bagaimana  sosok  Konstitusi  Baru 
yang  ditawarkan  oleh  MPR  kepada  rak- 
yat,  masyarakat  Indonesia.  Sebaliknya, 
yang  kami  lihat  adalah  protes-protes 
dari  anggota  dan  kelompok-kelompok 
masyarakat  terhadap  proses  maupun 
substansi  amandemen  atas  UUD  1945 
yang  dilakukan  oleh  MPR. 

Boleh  dikatakan,  MPR  telah  bekerja 
dengan  konsepsi  dasar  tentang  peru- 
bahan UUD  1945  yang  kurang  jelas 
dan  kuat.  Yang  ada  adalah  jadwai  ke- 
tat  yang  harus  dipenuhi,  seolah-olah  me- 
lebihi  kepentingannya  daripada  meme- 
nuhi  aspirasi  masyarakat,  dan  teks  UUD 
1945,  yang  sebagian  besar  substansinya 
harus  diubah  secara  mendasar  dan  me- 
nyeluruh  tetapi  yang  seolah-olah  tidak 
dapat  diganggu  gugat.  Dan  nampak- 
nya  dua  hal  ini  menjadi  pegangan  uta- 
ma  perubahan  UUD  1945.  Pegangan 
utama  inilah  yang-  nam.paknya  telah 
menghasilkan  perubahan  konstitusi  yang 
sifatnya  parsial,  sepotong-sepotong  dan 
tambal  sulam.  Akibat  lebih  jauh,  dapat 
dilihat  adanya  saling-silang,  multi  inter- 
pretasi  dan  inkonsistensi  dalam  pasal- 
pasal  amandemen  UUD  1945. 

Jika  cara  seperti  itu  diteruskan,  tan- 
pa  perubahan  mendasar  dalam  hal  pro- 


ses dan  wawasan  substansialnya,  dikha- 
watirkan  Konstitusi  Baru  yang  akan  diha- 
silkan  nanti  adalah  sebuah  Konstitusi  yang 
menimbulkan  persoalan-persoalan  ketata- 
negaraan,  politik,  sosial,  ekonomi  dan  Iain- 
lain  yang  akut  dan  rumit,  dan  oleh  kare- 
na  itu  berlawanan  dengan  tujuan  dasar 
dan  utama  perubahan  terhadap  UUD 
1945.  Pasti  bukan  kemungkinan  seperti 
ini  yang  kita  inginkan  bersarria. 


INDONESIA  MEMERLUKAN  KON- 
STITUSI BARU 

Konstitusi  dalam  paham  dasar  dan 
wujud  UUD  1945  tidak  lagi  mencukupi 
untuk  menampung  aspirasi  modernisa- 
si  Bangsa  Indonesia  yang  multi  maje- 
muk  ini.  Sementara  itu,  perubahan  Kon- 
stitusi yang  telah  dilakukan  sejak  tiga 
tahun  terakhir  melalui  "amandemen  1,  2 
dan  3"  serta  yang  akan  dilanjutkan  de- 
ngan "amandemen  4"  tahun  2002,  ter- 
nyata  nampak  akan  menimbulkan  ma- 
salah-masalah  baru  yang  pelik  daripada 
menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi 
oleh  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia 
dewasa  ini. 

Konsitusi  Baru  harus  mampu  dan  men- 
jadi dasar  untuk  mengembangkan: 

9  Sistem  nasional  yang  integratif,  adap- 
tif  dan  menjamin  hak  asasi  manusia 
(HAM). 

•  Sistem  politik  yang  demokratis,  beker- 
ja atas  dasar  prinsip  checks  &  balances. 

•  Sistem  ekonomi  yang  terbuka  dan 
menyejahterakan  masyarakat. 

•  Sistem  hukum  yang  transparan  dan  adil. 
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•  Sistem  sosial  yang  mengembangkan 
toleransi,  dan  mengakui  pluralisme  bu- 
daya. 

•  Sistem  pemerintahan  yang  transparan 
dan  accountable. 

•  Sistem  keamanan  yang  menjamin  ke- 
tertiban  umum  dan  ketenteraman  ma- 
syarakat. 

•  Sistem  pertahanan  yang  melindungi 
negara  dan  masyarakat. 

Pembentukan  Konstitusi  Baru  perlu  di- 
dasari  oleh  semangat  kenegarawanan  dan 
ditujukan  untuk  kepentingan  jangka  pan- 
jang  masyarakat,  bangsa  dan  negara  In- 
donesia. Konstitusi  Baru  merupakan  dan 
menjadi  konsensus  baru  bagi  masyarakat 
bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pro- 
ses pembentukannya  harus  dapat  bebas 
dari  kepentingan-kepentingan  pragmatis 
dan  jangka  pendek.  Jika  MPR  mengha- 
dapi  kesulitan  (jalan  buntu)  untuk  mela- 
kukan  perubahan  mendasar  dan  substan- 
sial  atas  proses  dan  wawasan  perubah- 
an terhadap  UUD  1945,  sebuah  Komisi 
Independen  untuk  Pembentukan  Konsti- 
tusi Baru  perlu  dipertimbangkan  dengan 
sungguh-sungguh. 

CATATAN  AKHIR 

Kalau  diamati  setelah  tiga  kali  dila- 
kukan  perubahan  UUD  1945,  maka  yang 
terjadi  bukan  lagi  perubahan  pasal  de- 
mi  pasal  dalam  pengertian  amendment, 
melainkan  perubahan  yang  sudah  me- 
rupakan penggantian  {alternation).  Ja- 
di,  walaupun  tetap  menggunakan  isti- 
lah  UUD  1945,  sosoknya  telah  berganti 
sama  sekali. 


Konstitusi  sesungguhnya  merupakan 
konstruksi-konstruksi  rasional  dari  ide- 
ide  substantif  konstitusionalisme;  ia  me- 
rupakan bagian  dan  konstitusionalisme  yang 
total.  Konstitusi  hanya  sebuah  raga  atau 
wadah,  sedangkan  jiwa  dan  semangatnya 
terletak  dalam  paham  konstitusionalisme. 
Atau  dapat  dikatakan  bahwa  konstitusi 
merupakan  manifestasi  yuridis,  sedangkan 
konstitusionalisme  merupakan  manifestasi 
kulturalnya.  Bertolak  dari  pengertian  ini, 
maka  sikap  MPR  yang  tetap  bertahan 
melakukan  amandemen  UUD,  secara  ti- 
dak  langsung  tetap  melanggengkan  pa- 
ham-paham  yang  mendasari  pemben- 
tukan UU  1945.  Padahal,  sebagian  dari 
paham-paham  tersebut  justru  menjadi 
alasan  perlunya  dilakukannya  reformasi 
terhadap  UUD  1945.  Misalnya,  konsen- 
trasi  kekuasaan  yang  kini  cenderung  men- 
jadi DPR  heavy  sesungguhnya  berten- 
tangan  dengan  konstitusionalisme  yang 
menghendaki  adanya  keseimbangan  ke- 
kuasaan yang  didasarkan  pada  prinsip 
cheks  and  balances  demi  mewujudkan 
demokrasi. 

Konstitusi  pada  hakikatnya  merupa- 
kan kontrak  sosial  antara  masyarakat  de- 
ngan negara,  di  mana  pada  satu  sisi 
masyarakat  merelakan  diri  untuk  mele- 
pas  sebagian  dari  hak-haknya  dan  tun- 
duk  dan  diatur  oleh  negara.  Sementara 
itu  di  sisi  lainnya,  negara  juga  diberi  ba- 
tasan-batasan  tertentu  dengan  adanya 
pengakuan  dan  jaminan  terhadap  HAM, 
pembatasan  kekuasaan  dan  checks  and 
balances  antara  lembaga-lembaga  ne- 
gara. Oleh  karena  itu  setelah  lebih  dari 
50  tahun  berlakunya  UUD  1945,  maka 
tuntuJan  untuk  mengubah  atau  tegas- 


24 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXI/2002,  No.  1 


nya  mengganti  UUD  1945  memerlukan 
kontrak  sosial  baru.  Dalam  proses  kon- 
trak  sosial  baru  inilah,  paham-paham 
yang  bertentangan  dengan  konstitusional- 
isme  dapat  dieliminir.  Oleh  karena  itu 


memang  relevan  sekali  apabila  proses 
penyusunan  rancangan  UUD  baru  itu 
diserahkan  kepada  sebuah  Komisi  Konsti- 
tusi  yang  independen,  dengan  melibat- 
kan  seluruh  komponen  masyarakat. 


Lampiran  1 

JADWAL  ACARA  PANITIA  AD  HOC  I  BADAN  PEKERJA  MPR  Rl  TAHUN  2002 


Hari 

Tanggal 

Waktu 

Tern  pat 

Jenis  Rapat 

Acara 

Keterangan 

1 1  l  m  '"3 1" 

j urn  at 

1 1  m  inm 
1  1  -U  1  -zuuz. 

I  U.UU- 
selesai 

Ruang 
GBHN 

Rapat  Panitia 
Ad  Hoc  I 

1 .  Pemihnan  Pirn-  . 
pinan  Panitia 
Ad  Hoc  1  Badan 
Pekerja  MPR. 

2.  Penyusunan 
Jadwal  Kegiatan 
Panitia  Ad  Hoc 

1  Badan  Pekerja 
MPR. 

Senin 
& 

Selasa 

14-01-2002 
& 

21-01-2002 

10.00- 
selesai 

Ruang 
GBHN 

Rapat 
Tim  Kecil 

Penyusunan  Jad- 
wal Kegiatan  Pani- 
tia Ad  Hoc  1  Badan 
Pekerja  MPR. 

Selasa 

22-01-2002 

10.00- 
selesai 

Ruang 
GBHN 
Rapat  Pani- 
tia  Ad  Hoc  I 

1 .  Laporan 
Tim  Kecil 

2.  Pengesahan 
Jadwal  Ke- 
giatan  rapat- 
rapat  PAH  I 
BP  MPR 

Rabu 
s/d 

Jum'at 

23-02-2002 
s/d 

25-01-2002 

RAPAT  FRAKSI 

Senin 

28-01-2002 

10.00- 
selesai 

Ruang 
GBHN 

Rapat  Panitia 
Ad  Hoc  I 

Pembahasan  Po- 
kok-pokok  Materi 
Rancangan  Peru- 
bahan  UUD  1945. 
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Selasa  1 
s/d  ! 
Rabu  ( 

'9-01-2002 

i/d 

D6-03-2002 

Penggalian  Aspirasi 
Masyarakat/Pema- 
syarakatan  Putusan 
MPR  Tahun  2001. 

Dalam  Ben- 
tuk  Seminar, 
Diskusi  Panel, 
Rapat  Dengar 
Pendapat 
Umum,  dan 
sebagainya. 

Kamis 

07-03-2002 

10.00- 
selesai 

Ruang 
GBHN 

Rapat  Panitia 
Ad  Hoc  I 

Laporan  dan  Eva- 
luasi  Pelaksanaan 
Penggalian  Aspirasi 
Masyarakat/Pema- 
syarakatan  Putusan 
MPR. 

Senin 

11  -03-2002 

10.00- 
selesai 

Gedung 
MPR 

Pertemuan 
Konsultasi  Pim- 
pinan  BP  MPR 
dengan  Pim- 
pinan  PAH 
BP  MPR 

Mendengarkan  La- 
poran Perkembang- 
an  Pelaksanaan  Tu- 
gas  PAH  BP  MPR. 

Selasa 

12-03-2002 

10.00- 
selesai 

Gedung 
MPR 

Rapat  ke-2 
BP  MPR 

Laporan  Pcrkem- 
bangan  Pelaksana- 
an Tugas  PAH  BP 
MPR. 

Rabu 
s/d 

Kamis 

13-03-2002 

10.00- 
selesai 

Ruang 
GBHN 

Rapat  Panitia 
Ad  Hoc  I 

Pembahasan  dan 
Perumusan  Materi 
Rancangan  Peru- 
bahan  UUD  1945. 

1 .  Disedia- 
kan  waktu 
untuk  lobi 
dan  tim 
perumus. 

2.  Disedia- 
kan  waktu 
untuk  de- 
ngar pen- 
dapat de- 
ngan ke- 
lompok 
masyara- 
kat/pakar. 

Jum'at 
s/d 

Minggu 

24-05-201)2 

Rapat  Panitia 
Ad  Hoc  I 

Uji  Sahih  Ran- 
cangan Perubahan 
UUD  1945. 

Senin 

03-06-2002 

10.00- 
selesai 

Gedung 
MPR 

Pertemuan 
Konsultasi 
Pimpinan  BP 
MPR  dengan 
Pimpinan 
PAH  BP  MPR. 

Mendengarkan  La- 
poran Perkembang- 
an  Pelaksanaan  Tu- 
gas PAH  BP  MPR. 
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Selasa 


04-06-2002 


10.00 
selesai 


Gedung 
MPR 


Rapat  ke-3 
BP  MPR 


Laporan  Perkem- 
bangan  Pelaksana- 
an  Tugas  PAH 
BP  MPR. 


Rabu 

s/d 

Rabu 


05-06-2002 
s/d 

24-07-2002 


10.00- 
selesai 


Gedung 
MPR 


Rapat  Panitia 
Ad  Hoc  I 


Sinkronisasi  dan 
Finalisasi  Materi 
Rancangan  Peru- 
bahan  UUC  1945. 


Kamis 


25-07-2002 


10.00- 
selesai 


Ruang 
GBHN 


Rapat  Panitia 
Ad  Hoc  I 


1 .  Pendapat  akhir 
fraksi  terhadap 
Rancangan  Per- 
ubahan  UUD 
1945  Hasil  Pa- 
nitia Ad  Hoc  I. 

2.  Pengesahan  Ran- 
cangan Perubah- 
an  UUD  1945 
Hasil  Panitia 
Ad  Hoc  I. 


Tiap-tiap 
Fraksi  dise- 
diakan  waktu 
10  menit. 


Senin 


29-07-2002 


10.00- 
selesai 


Gedung 
MPR 


Pertemuan 
Konsultasi  Pirn- 
pinan  BP  MPR 
dengan  Pim- 
pinan  PAH 
BP  MPR. 


Mendengarkan 
Laporan  Perkem- 
bangan  Pelaksana- 
an  Tugas  PAH 
BP  MPR. 


Selasa 


30-07-2002 


10.00- 
selesai 


Gedung 
MPR 


Rapat  BP  MPR. 


1.  Laporan  PAH 
BP  MPR  masa 
sidang  tahun 
2001-2002. 

2.  Pengesahan 
materi  hasil 
BP  MPR  masa 
sidang  tahun 
2001-2002. 

3.  Penutupan  Ra- 
pat BP  MPR 
masa  sidang 
tahun  "2001- " 
2002. 


Catatan:  1.  Rapat-rapat  Panitia  Ad  Hoc  I  dapat  dilaksanakan  pada  malam  hari  mulai  pukul  19.00 
sampai  dengan  selesai  apabila  diperlukan. 

2.  Masa  reses  disesuaikan  dengan  masa  reses  DPR. 

3.  Penyerapan  aspirasi  masyarakat  dilaksanakan  sepanjang  masa  tugas  PAH  I. 

4.  Jadwal  acara  sewaktu-waktu  dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  dan  ke- 
butuhan. 

Sumber.  Sekretariat  MPR-RI. 
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Lampiran  2 

KERANCUAN-KERANCUAN  YANG  TIMBUL 
DARI  PERUBAHAN  UUD  1945  HASIL  KERJA 
MPR 

1.  Pasal  1  ayat  (3)  bahwa  Negara  Indone- 
sia adalah  negara  hukum,  masih  membu- 

•  ka  peluang  bagi  terjadiriya  otoritarian- 
isme.  Contohnya  Jerman  pada  masa 
Hitler.  Akan  lebih  baik  jika  dirumuskan 
bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara 
hukum  yang  demokratis.  Sebab  reforma- 
si  konstitusi  yang  kita  lakukan  adalah 
untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan 
bangsa  dan  negara  yang  lebih  demokratis. 

2.  Rumusan  pasal  2  ayat  (1),1  baik  naskah  asli 
maupun  rancangan  perubahan  alternatif 
1,  mengindikasikan  masih  ada  keinginan 
kuat  untuk  mempertahankan  MPR  seba- 
gai  permanent  institution  (lembaga  ne- 
gara yang  permanen).  Lebih  dari  itu,  ada 
keinginan  pula  untuk  menempatkan  MPR 
sebagai  supreme  state  institution  (lemba- 
ga tertinggi  negara)  dengan  kewenang- 
an  antara  lain  membuat  putusan-putusan 
yang  tidak  dapat  dibatalkan  oleh  lem- 
baga negara  yang  iain.  Hal  itu  dapat  di- 
lihat  pada  Pasal  4  Tap  MPR  No.  II/MPR/ 
1999  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  MPR 
sebagaimana  telah  diubah  dua  kali  pa- 


Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945  sebelum  diubah 
berbunyi:  "Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdi- 
ri  atas  anggota-anggota  Dewan  Perwakilan  Rak- 
yat, ditambah  dengan  utusan-utusan  dari  daerah- 
daerah  dan  golongan-golongan,  menurut  aturan 
yang  ditetapkan  dengan  undang-undang".  Semen- 
tara  itu,  Rancangan  Perubahan  UUD  1945  sesuai 
dengan  Lampiran  Ketetapan  (Tap)  MPR  No.  XI/ 
MPR/2001  Pasal  2  ayat  (1)  alternatif  1  berbunyi: 
"Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas  ang- 
gota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dart  anggota  De- 
wan  Perwakilan  Daerah  yang  dipilih  melalui  pemi- 
lihan  umum,  ditambah  dengan  utusan  golongan 
yang  diatur  menurut  ketentuan  undang-undang". 
Sedangkan  pasal  2  ayat  (1)  alternatif  2  berbu- 
nyi: "Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas 
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan 
Daerah  yang  anggotanya  dipilih  melalui  pemi- 
lihan  umum  dan  diatur  lebih  lanjut  dengan  un- 
dang-undang". 


da  tahun  2000  (melalui  Tap  No.  I/MPR/ 
2000  dan  Tap  No.  II/MPR/2000)  serta 
terakhir  dengan  Tap  No.  V/MPR/2001 
tentang  Perubahan  Ketiga  Peraturan  Ta- 
ta Tertib  MPR  (diputuskan  tanggal  9 
November  2001).  Tetapi,  pada  saat 
(tanggal)  yang  bersamaan  (9  Novem- 
ber 2001  pula),  MPR  memutuskan  da- 
lam  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  pa- 
da pasal  24C  ayat  (1)  bahwa  Mahka- 
mah  Konstitusi  antara  lain  berwenang 
mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  ter- 
akhir yang  putusannya  bersifat  final 
untuk  menguji  undang-undang  terhadap 
Undang-Undang  Dasar,  memutus  seng- 
keta  kewenangan  iembaga  negara  yang 
kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- 
Undang  Dasar.  Putusan-putusan  MPR 
seperti  itu  membingungkan  dan  saling 
bertentangan  satu  dengan  yang  lain. 

3.  Pasal  2  ayat  (2)  dan  pasal  3  berkaitan  de- 
ngan keberadaaan  r^PR  dan  wewenang- 
nya  tidak  perlu  ada.  Untuk  menetapkan 
dan  mengubah  UUD  dapat  dilakukan 
oleh  forum  legitiatum,  yaitu  sidang  ga- 
bungan  antara  DPR  dan  DPD  (eksistensi 
DPR  dan  DPD  sudah  dicantumkan  da- 
lam  perubahan  UUD  1945  Bab  VII  dan 
VIIA).  Dalam  hal  pengambilan  keputusan 
hendaknya  dilakukan  secara  musyawa- 


Pasal  2  ayat  (2)  berbunyi:  "Majelis  Permusya- 
waratan Rakyat  bersidang  sedikitnya  sekali  dalam 
lima  tahun  di  ibukota  negara".  Sedangkan  pasal  3 
Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang  diputuskan  da- 
lam Sidang  Tahunan  MPR  tanggal  9  November 
2001  menyatakan:  "(1)  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  berwenang  mengubah  dan  menetapkan  Un- 
dang-Undang Dasar"  (Perubahan  Ketiga);  Semen- 
tara  itu,  Rancangan  Perubahan  KeempaC  untuk 
pasal  3  ayat  (2)  menegaskan:  "Majelis  Permusya- 
waratan Rakyat  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presi- 
den  dari  dua  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  dalam  hal  tidak'  ada  pasangan  yang  ter- 
pilih  pada  pemilihan  umum";  (2)  Majelis  Per- 
musyawaratan Rakyat  melantik  Presiden  dan/atau 
Wakil  Presiden  {Perubahan  Ketiga)";  (3)  Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dapat  member- 
hentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam 
masa  jabatannya  menurut  Undang-Undang  Da- 
sar (Perubahan  Ketiga)". 
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rah  untuk  mencapai  mufakat  dan  kalau 
tidak  dapat  dicapai  dalam  ba'tas  waktu 
yang  ditentukan,  baru  dilakukan  dengan 
pemungutan  suara  untuk  mendapatkan 
suara  terbanyak  (ketentuan  pasal  2  ayat 
3  Perubahan  UUD  1945  tidak  relevan). 
Pelantikan  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
hasil  pilihan  langsung  rakyat  dalam  Pe- 
milu,  sudah  absah  jika  dilakukan  oleh 
Mahkamah  Agung,  dan  oleh  karena  itu 
tidak  perlu  ada  forum  sidang  MPR  un- 
tuk melantik  kedua  petinggi  negara  dan 

pemerintahan  pilihan  rakyat  tersebut. 

3 

4.  Rumusan  Pasal  5  ayat  (2)  membuka  pe- 
luang  bagi  Presiden  untuk  bertindak  se- 
wenang-wenang.  Seolah-olah  semua  un- 
dang-undang  baru  dapat  dilaksanakan 
dan  ditegakkan  jika  sudah  ada  peratur- 
an  pemerintahnya  yang  dibuat  oleh  Pre- 
siden. Inilah  yang  menyebabkan  adanya 
policy  of  non-enforcement  law  (kebijak- 
an  untuk  tidak  menegakkan  hukum). 
Akan  lebih  bijak  jika  dirumuskan  bahwa 
Presiden  dapat  mengeluarkan  peratur- 
an  oemerintah  untuk  menjalankan  uh- 
dang-undang  sebagaimana  mestinya. 

4 

5.  Pasal  6A  ayat  (3)  akan  sangat  sulit  dipe- 
nuhi  oleh  pasangan  calon  Presiden  dan 
Wakil  Presiden.  Cukup  fair  untuk  me- 
nyatakan  pemenang  pasangan  calon  Pre- 
siden dan  Wakil  Presiden  adalah  pasang- 
an yang  memperoleh  suara  terbanyak 
yang  tersebar  di  lebih  dari  setengah  jum- 
lah propinsi  di  Indonesia.  Selanjutnya, 
mengenai  institusi  yang  melantik  pasang- 
an calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
pemenang  Pemilu  dilakukan  oleh  Mah- 
kamah Agung. 


Pasal  5  ayat  (2)  berbunyi:  "Presiden  menetap- 
kan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  un- 
dang-undang  sebagaimana  mestinya". 

4 Pasal  6A  ayat  (3)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945 
berbunyi:  "Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  yang  mendapatkan  suara  lebih  dari  lima 
puluh  persen  dari  jumlah  suara  dalam  pemilihan 
umum  dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  suara 
di  setiap  propinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari  se- 
tengah jumlah  propinsi  di  Indonesia,  dilantik  men- 
jadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden". 


6.     Konstruksi  pemikiran  dalam  pasal  7A, 
7B    dan  7C    tidak  mencerminkan  pe- 


Pasal  7A  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  ber- 
bunyi: "Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat 
diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh  Ma- 
jelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan 
Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah 
melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  peng- 
khianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, 
tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  ter- 
cela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  meme- 
nuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil 
Presiden". 

6Fasal  7B  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  yang 
terd'ri  atas  tujuh  ayat  menegaskan  hal-hal  beri- 
kut:."(1)  Usui  pemberhentian  Presiden  dan/atau 
Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh  Dewan  Per- 
wakilan Rakyat  kepada  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  hanya  dengan  terlebih  dahulu  mengaju- 
kan  permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  un- 
tuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  penda- 
pat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden 
dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelang- 
garan hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  ne- 
gara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat 
lainnya,  atau  perbuatan  tercela;  dan/atau  penda- 
pat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  ti- 
dak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/ 
atau  Wakil  Presiden;  (2)  Pendapat  Dewan  Perwa- 
kilan Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Pre- 
siden telah  melakukan  pelanggaran  hukum  ter- 
sebut ataupun  telaii  tidak  lagi  memenuhi  syarat 
sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah 
dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  pengawasan 
Dewan  Perwakilan  Rakyat;  (3)  Pengajuan  permin- 
taan Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada  Mah- 
kamah Konstitusi  hanya  dapat  dilakukan  dengan 
dukungan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah 
anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  hadir 
dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh  se- 
kurang-kurangnya 2/3  dari  jumlah  anggota  De- 
wan Perwakilan  Rakyat;  (4)  Mahkamah  Konstitusi 
wajib  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  de- 
ngan seadil-adilnya  terhadap  pendapat  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lama  sembilan 
puluh  hari  setelah  permintaan  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  itu  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi; 
(5)  Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan 
bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  terbuk- 
ti melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  peng- 
khiatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, 
tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  ter- 
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laksanaan  mekanisme  checks  and  bal- 
ances yang  memadai,  sekaligus  menun- 
jukkan  DPR  heavy  sehingga  memberi 
peluang  DPR  bertindak  sewenang-we- 
nang  terhadap  Presiden  dan/atau  wakil 
Presiden: 

•  Di  satu  pihak,  DPR  diberi  wewenang 
untuk  mengusulkan  pemberhentian 
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 
dalam  masa  jabatannya  (Pasal  7A  dan 
7B),  sebaliknya  di'  pihak  lain  Pre- 
siden tidak  dapat  membekukan/ 
membubarkan  DPR  (Pasal  7C).  Hal 
ini  mengindikasikan  terjadinya  DPR 
heavy,  dan  sebaliknya  executive 
powerless,  padahal  kedua-duanya 
sama-sama  dipilih  secara  langsung 
oleh  rakyat.  Di  sini  terdapat  power 
imbalances  (ketidakseimbangan  ke- 
kuasaan)  antara  DPR  dan  Eksekutif. 
Di  samping  itu,  juga  tidak  jelas  pa- 
ham  sistem  pemerintahan  yang  men- 
dasari  hubungan  kekuasaan  seperti 
itu. 


cela;  dan/atau  terbukti  bahwa  Presiden  dan/atau 
Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  se- 
bagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang 
paripurna  untuk  meneruskan  usul  pemberhen- 
tian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  kepada 
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  (6)  Majelis  Per- 
musyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan 
sidang  untuk  memutuskan  usul  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  tersebut  paling  lambat  tiga  puluh  hari 
sejak  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  mene- 
rima  usul  tersebut;  (7)  Keputusan  Majelis;  Per- 
musyawaratan Rakyat  atas  usul  pemberhentian 
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  harus  diambil 
dalam  rapat  paripurna  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya 
3/4  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh  se- 
kurang-kurangnya 2/3  dari  jumlah  anggota  yang 
hadir,  setelah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 
diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  da- 
lam rapat  paripurna  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat". 

7Pasal  7C  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  me- 
negaskan  bahwa:  "Presiden  tidak  dapat  membe- 
kukan dan/atau  membubarkan  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  Rakyat". 


•  Kecualytu,  DPD  yanggmenurut  pa- 
sal 22C  dan  pasal  22E  yang  seperti 
halnya  DPR  sama-sama  dipilih  seca- 
ra langsung  oleh  rakyat  dalam  Pe- 
milu  tidak  diberi  kewenangan  untuk 
mengusulkan  pemberhentian  Presi- 
den dan/atau  Wakil  Presiden  dalam 
masa  jabatannya.  Di  sini  terdapat 
perbedaan  kewenangan  antara  DPR 
dan  DPD,  padahal  bukan  hanya  ke- 
anggotaannya  tetapi  juga  bobot  ke- 
dua  lembaga  ini  sama,  yakni  se- 
bagai  bagian  dari  lembaga  legislatif. 

•  Jika  tuduhan  DPR  terhadap  Presi- 
den dan/atau  Wakil  Presiden  bahwa 
mereka  telah  melakukan  pelanggar- 
an  hukum  telah  divonis  terbukti  se- 
cara sah  oleh  Mahkamah  Konstitusi, 
maka  wajar  jika  Presiden  dan/atau  Wa- 
kil Presiden  segera  dicopot  dari  ja- 
batannya. Tetapi  jika  ternyata  Mah- 
kamah Konstitusi  memvonis  bahwa 


Pasal  22C  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  me- 
negaskan  bahwa:  "(1)  Anggota  Dewan  Perwakilan 
Daerah  dipilih  dari  setiap  propinsi  melalui  pemi- 
lihan  umum;  (2)  Anggota  Dewan  Perwakilan  Dae- 
rah dari  setiap  propinsi  jumlahnya  sama  dan  jum- 
lah seluruh  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah 
itu  tidak  lebih  dari  sepertiga  jumlah  anggota  De- 
wan Perwakilan  Rakyat;  (3)  Dewan  Perwakilan 
Daerah  bersidang  sedikitnya  sekali  dalam  seta- 
hun;  (4)  Susunan  dan  kedudukan  Dewan  Perwa- 
kilan Daerah  diatur  dengan  undang-undang". 

9Pasal  22E  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  ber- 
bunyi:  "(1)  Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara 
langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  se- 
tiap lima  tahun  sekali;  (2)  Pemilihan  umum  di- 
selenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan 
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan  Perwa- 
kilan Rakyat  Daerah;  (3)  Peserta  pemilihan  umum 
untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat 
dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah 
partai  politik;  (4)  Peserta  pemilihan  umum  untuk 
memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  ada- 
lah perseorangan;  (5)  Pemilihan  umum  diseleng- 
garakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang 
bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri;  (6)  Kelentu- 
an  lebih  lanjut  tentang  pemilihan  umum  diatur 
dengan  undang-undang". 
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tuduhan  DPR  terhadap  Presiden  dan/ 
Wakil  Presiden  itu  tidak  benar,  maka 
sanksi  apa  yang  akan  diberikan  ke- 
pada  DPR  tidaklah  tercantum  dalam 
rumusan-rumusan  Perubahah  UUD 
1945.  Dalam  kasus  seperti  ini,  se- 
harusnyalah  DPR  secara  langsung 
membekukan  diri,  dan  Mahkamah 
Agung  secara  serta  merta  memerin- 
tahkan  kepada  Komisi  Pemiiihan 
Umum  untuk  mengadakan  Pemilu 
guna  memilih  para  anggota  DPR 
yang  baru.  Sebab  jika  DPR  tidak  di- 
berikan penalty  akan  menimbulkan 
saling  tidak  percaya  dan  ketegang- 
an  politik  antara  Presiden  dan  DPR 
maupun  antara  DPR  dan  Mahkamah 
Konstitusi,  yang  hasil  akhirnya  ada- 
lah  instabilitas  pemerintahan. 

7.  Berkenaan  dengan  pasal  8  ayat  (2), 
jika  terjadi  kekosongan  Wakil  Presiden, 
tidak  perlu  ada  pengisian  kekosongan 
jabatan  Wakil  Presiden  tersebut,  apalagi 
dipilih  oleh  MPR.  Sebab  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  dipilih  oleh  rakyat  se- 
cara langsung  dalam  satu  paket. 

8.  Sehubungan  dengan  Pasal  8  ayat  (3),11 
jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ber- 


Pasal  8  ayat  (2)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945 
menegaskan  bahwa:  "Dalam  hal  terjadi  keko- 
songan Wakil  Presiden,  selam bat-lam batnya  dalam 
waktu  enam  puluh  hari,  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  menyelenggarakan  sidang  untuk  memilih 
Wakil  Presiden  dari  dua  calon  yang  diusulkan 
oleh  Presiden". 
11 

Pasal  8  ayat  (3)  Rancangan  Perubahan  (Ke- 
empat)  UUD  1945  sebagaimana  dimuat  dalam 
Tap  No.  XI/MPR/2001  terdapat  dua  alternatif:  Al- 
ternatif  1  berbunyi:  "Jika  Presiden  dan  Wakil  Pre- 
siden mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  ti- 
dak dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa 
jabatannya  secara  bersamaan,  Pelaksana  Tugas  Ke- 
presidenan  adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri 
Dalam  Negeri,  Menteri  Pertahanan  secara  ber- 
sama-sama.  Selambat-lambatnya  satu  bulan  sete- 
lah  itu,  .Viajelis  Permusyawaratan  Rakyat  menye- 
lenggarakan sidang  untuk  memilih  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh  partai  po- 
litik atau  gabungan  partai  politik  yang  paket 
calon  Presiden  dan  Wakil  Presidennya  meraih 


halangan  tetap  secara  bersama-sama, 
pemegang  jabatan  sementara  Kepresi- 
denan  seyogianya  dilakukan  oleh  Trium- 
virat  (Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Da- 
lam Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  se- 
cara bersama-sama  karena  mereka  ada- 
lah para  pembantu  Presiden).  Kemudian, 
dalam  jangka  waktu  selambat-lambat- 
nya tiga  bulan  setelah  terjadinya  keko- 
songan jabatan  Presiden  dan  Wakil  Pre- 
siden secara  bersama-sama,  KPU  harus 
menyelenggarakan  Pemilu  untuk  memi- 
lih Presiden  dan  Wakil  Presiden  baru  da- 
lam satu  paket. 

9.  Pasal  9  tentang  sumpah  jabatan  Presi- 
den dan  Wakil  Presiden  cukup  dj^aku- 
kan  di  hadapan  Mahkamah  Agung. 

10.  Rur^usan  pasal  11,  dan  pasal  14  ayat 
(2)     lagi-lagi  menunj.ukkan  DPR  heavy 


suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pe- 
miiihan sebelumnya,  sampai  habis  masa  jabatan- 
nya". Alternatif  2  berbunyi:  "Dalam  hal  terjadi  ke- 
kosongan Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  wak- 
tu yang  bersamaan,  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rak- 
yat dan  Ketua  Dewan  Perwakilan  Daerah  masing- 
masing  bertindak  sebagai  pelaksana  tugas  semen- 
tara Presiden  dan  pelaksana  tugas  sementara  Wa- 
kil Presiden.  Selambat-lambatnya  satu  bulan  se- 
telah itu,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menye- 
lenggarakan sidang  untuk  memilih  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh  partai  poli- 
tik atau  gabungan  partai  politik  yang  paket  calon 
Presiden  dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  ter- 
banyak pertama  dan  kedua  dalam  pemiiihan  se- 
belumnya, sampai  habis  masa  jabatannya". 

12 

Menurut  pasal  9  Perubahan  Pertama  UUD 
1945,  sebelum  memangku  jabatannya,  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  bersumpah  menurut  agama, 
atau  berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di  hadap- 
an Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atau  Dewan 
Perwakilan  Rakyat.  Jika  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  tidak  dapat  mengadakan  sidang  maka 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  bersumpah  menu- 
rut agama,  atau  berjanji  dengan  sungguh-sung- 
guh di  hadapan  pimpinan  Majelis  Permusyawa- 
ratan Rakyat  dengan  disaksikan  oleh  Pimpinan 
Mahkamah  Agung. 
1 3 

Pasal  11  menegaskan  bahwa:  "(1)  Presiden 
dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat 
menyatakan  perang,  membuat  perdamaian  dan 
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dan  sekaligus  mengabaikan  peran  dan 
fungsi  DPq.4  Sedangkan  pasal  13  ayat 
(2)  dan  (3)  sudah  menurijukkan  cam- 
pur  tangan  berlebihan  DPR  terhadap 
kekuasaan  eksekutif. 

11.  Rumusan  Pasal  16  tentang  DPA  tidak 
perlu  ada  tetapi  Presiden  dapat  mem- 
bentuk  badan  penasihat  yang  dirasa 
penting  dengan  persetujuan  DPR  dan 
DPD.  Sebab  nasihat  DPA  itu,  baik  dilak- 
sanakan  ataupun  tidak  oleh  Presiden 
tidak  ada  konsekuensinya  apapun,  se- 
hingga  keberadaan  DPA  selama  ini 
hanya  memboroskan  keuangan  negara. 

12.  Rumusan  pasal  17  ayat  (4)  tentang 
pembentukan,  pengubahan  dan  pem- 
bubaran  kementerian  negara  diatur  de- 
ngan undang-undang  sekali  lagi  me- 
nunjukkan  konstruksi  DPR  heavy  yang 
dapat  mencampuri  terlalu  jauh  kekua- 
saan dan  kewenangan  Presiden. 

13.  Rumusan  pasal  18  mengacaukan  asas 
desentra^sasi  dan  otonomi.  Pasal  18 
ayat  (1)     menunjukkan  adanya  prinsip 


perjanjian  dengan  negara  lain  (UUD  1945  sebe- 
lum  diubah);  (2)  Presiden  dalam  membuat  per- 
janjian internasional  lainnya  yang  menimbulkan 
akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan 
rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  ne- 
gara, dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau 
pembentukan  undang-undang  harus  dengan  per- 
setujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Perubahan 
Ketiga  UUD  1945);  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut 
tentang  perjanjian  internasional  diatur  dengan 
undang-undang  (Perubahan  Ketiga  UUD  1945". 
Sedangkan  Pasal  14  ayat  (2)  Perubahan  Pertama 
UUD  1945  menegaskan  bahwa:  "Presiden  mem- 
beri  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhati- 
kan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat". 

14 

Pasal  13  ayat  (2)  dan  (3)  menyatakan  bahwa: 
(1)  "Dalam  mengangkat  duta,  Presiden  memper- 
hatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat 
(Perubahan  Pertama  UUD  1945);  (2)  Presiden  me- 
nerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan 
memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  (Perubahan  Pertama  UUD  1945"). 

Pasal  18  ayat  (1)  Perubahan  Kedua  UUD 
1945  menegaskan  bahwa:  "Negara  Kesatuan  Re- 


desentralisasi,  yang  di  dalamnya  terkan- 
dung  hirarki  kewenangan  dalam  sistem 
pemerintahan.  Tetapi  dengan  adanya 
rumusan  ayat  (2)  bahwa  pemerintahan 
daerah  propinsi,  kabupaten  dan  kota  ber- 
sifat  otonom,  maka  prinsip  desentralisa- 
si  itu  gugur  dengan  sendirinya.  Persoalan 
tidak  berhenti  di  sini,  sebab  prinsip  oto- 
nomi mestinya  tidak  mengenal  otonomi 
secara  bertingkat,  padahal  yang  tercan- 
tum  dalam  ayat  (2)  menegaskan  otono- 
mi daerah  secara  bertingkat.  Ini  jelas 
membingungkan  dan  pasti  akan  menim- 
bulkan banyak  persoalan  kompleks  pa- 
da  tingkat  implementasinya^g Sementara 
itu,  rumusan  pasal  18  ayat  (4)  menimbul- 
kan banyak  interpretasi,  apakah  demo- 
kratis  dalam  pemilihan  gubernur,  bupati 
dan  walikota  itu  berarti  dipilih  langsung 
oleh  rakyat,  ataukah  dipilih  oleh  DPRD 
pada  masing-masing  tingkatan  pemerin- 
tahan. Mestinya,  dalam  hal  ini  rumusan 
ayat  itu  harus  tegas,  dan  mencerminkan 
konsistensi  dasar  pemikiran  tentang  ke- 
daulatan  rakyat. 

14.  Rumusan  Pasal  18A  ayat  (1),1?  khususnya 
anak  kalimat  "dengan  memperhatikan 
kekhususan  dan  keragaman  daerah"  akan 
mengakibatkan  hubungan  hirarkis  antara 
Pemerintah  Pusat  dengan  Propinsi,  Ka- 
bupaten dan  Kota  menjadi  tidak  ber- 
makna.  Bisa  jadi,  masing-masing  Propin- 


publik  Indonesia  dibagi  atas  daerah  propinsi  dan 
daerah  propinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  ko- 
ta, yang  tiap-tiap  propinsi,  kabupaten  dan  kota  itu 
mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  de- 
ngan undang-undang". 

16Pasal  18  ayat  (4)  Perubahan  Kedua  UUD 
1945  berbunyi:  "Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota 
masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  dae- 
rah propinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara 
langsung  oleh  rakyat". 

7Pasal  18A  ayat  (1)  Perubahan  Kedua  UUD 
1945  selengkapnya  berbunyi:  "Hubungan  wewe- 
nang  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  pro- 
pinsi, kabupaten,  dan  kota,  atau  antara  propinsi 
dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan  undang- 
undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan 
keragaman  daerah". 
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si,  Kabupaten  dan  Kota  menyatakan 
diri  mempunyai  kekhususan  dan  kera- 
gaman,  yang  pengaturan  hubungan- 
nya  dengan  Pemerintah  Pusat  harus  di- 
lakukan  masing-masing  secara  khusus  dan 
beragam  pula.  Masalahnya,  siapa  yang 
menentukan  kekhususan  dan  keragam- 
an  itu,  dan  pada  batasan-batasan  apa 
suatu  daerah  dinyatakan  mempunyai 
kekhususan  yang  memhedakannya  de- 
ngan daerah-daerah  lain? 

1 8 

15.  Pasal  20  ayat  (1)  menimbulkan  persoal- 
an  jika  dikaitkan  dengan  adanya  DPD 
(Bab  VIIA),  apakah  kekuasaan  memben- 
tuk  undang-undar.g  itu  hanya  ada  pada 
DPR  ataukah  DPR  bersama-sama  de- 
ngan DPD?  Dalam  hal  ini  sekali  lagi,  ter- 
dapat  diskriminasi  terhadap  DPD. 

19 

16.  Pasal  22C  ayat  (2)  mengkonstruksikan 
secara  konstitusional  tentang  adanya 
dominasi  DPR  terhadap  DPD.  Sebab 
jumlah  anggota  DPR  dan  DPD  sangat 
timpang.  Apa  yang  menjadi  dasar  pe- 
nentuan  jumlah  anggota  DPD  tidak  le- 
bih  dari  1/3  jumlah  anggota  DPR? 

20 

1 7.  Ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  22D 
tentang  hak  dan  wewenang  DPD  yang 


Pasal  20  ayat  (1)  Perubahan  Pertama  UUD 
1945  menegaskan  bahwa:  "Dewan  Perwakilan  Rak- 
yat  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-un- 
dang". 

19Pasal  22C  ayat  (2)  Perubahan  Ketiga  UUD 
1945  berbunyi:  "Anggota  Dewan  Perwakilan  Dae- 
rah dari  setiap  propinsi  jumlahnya  sama  dan  jum- 
lah seluruh  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah 
itu  tidak  lebih  dari  sepertiga  jumlah  anggota  De- 
wan Perwakilan  Rakyat". 

20 

Pasal  22D  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  ha- 
nya menegaskan  bahwa:  "(1)  Dewan  Perwakilan 
Daerah  dapat  mengajukan  kepada  Dewan  Perwa- 
kilan Rakyat  rancangan  undang-undang  yang  ber- 
kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat 
dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta 
penggabungan  daerah,  pengelolaan  Sumber  daya 
alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta 
yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pu- 
sat dan  daerah;  (2)  Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut 
membahas  rancangan  undang-undang  yang  ber- 


hanya  dibatasi  pada  soal-soal  yang 
berhubungan  dengan  otonomi  daerah, 
sedangkan  terhadap  masalah-masalah 
nasional  lainnya  seperti  pertahanan  ne- 
gara,  politik  luar  negeri,  peradilan,  mo- 
neter  dan  fiskal,  agama  serta  kewe- 
nangan  bidang  lainnya  berada  di  luar 
wewenang  DPD.  Dengan  rumusan  se- 
perti tercantum  dalam  pasal  ini  me- 
ngandung  arti  bahwa  secara  konstitu- 
sional ada  diskriminasi  terhadap  DPD 
dihadap-hadapkan  dengan  DPR,  sekali- 
gus  menunjukkan  bahwa  DPD  tidak  di- 
beri  wewenang  ikut  memutuskan  kebi- 
jakan-kebijakan  nasional  bangsa  dan 
negara  yang  seharusnya  juga  menjadi 
tanggung  jawab  mereka  sebagai  wakil 
dari  daerah-daerah.  Dengan  demikian, 
MPR  melalui  Perubahan  Ketiga  UUD 
1945  memberi  pe'luang  bagi  munculnya 
ketidakpuasan  daerah  dan,  oleh  kare- 
na  itu,  mendorong  potensi  separatisme 
daerah. 

21 

18.   Pasal  22E     tentang  Pemilihan  Umum 
untuk  memililih  empat  institusi  sekali- 


kaitan  dengan  otonomi  daerah;  pembentukan, 
pemekaran,  dan  penggabungan  daerah;  penge- 
lolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  eko- 
nomi lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pu- 
sat dan  daerah;  serta  memberikan  pertimbangan 
kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  rancangan 
undang-undang  anggaran  pendapatan  dan  be- 
lanja  negara  dan  rancangan  undang-undang  yang 
berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan  agama; 
(3)  Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  melakukan 
pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang 
mengenai:  otonomi  daerah,  pembentukan,  peme- 
karan dan  penggabungan  daerah,  pengelolaan 
sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi 
lainnya,  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan 
belanja  negara,  pajak,  pendidikan,  dan  agama 
serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu 
kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  ba- 
han  pertimbangan  untuk  ditindaklanjuti;  (4)  Ang- 
gota Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  diberhen- 
tikan  dari  jabatannya,  yang  syarat-syarat  dan  tata 
caranya  diatur  dalam  undang-undang". 

21  Pasal  22E  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  se- 
lengkapnya  berbunyi  seperti  berikut:  "(1)  Pemi- 
lihan umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, 
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gus,  yaitu:  memilih  para  anggota  DPR; 
DPRD;  DPD,  dan  memilih  pasangan  Pre- 
siden  dan  Wakil  Presiden  dalam  waktu 
yang  bersamaan,  kiranya  akan  sangat 
memberatkan  rakyat.  Ketika  pemilu-pe- 
milu  sebelumnya  yang  hanya  untuk 
memilih  anggota  DPR  dan  DPRD  saja 
sudah  sering  memicu  konflik  horison- 
tal  antarpendukung  parpol  peserta  Pe- 
milu,  dapat  dibayangkan  konflik  ma- 
cam  apa  lagi  yang  sangat  mungkin  akan 
terjadi  pada  saat  dilangsungkannya 
empat  pemilu  secara  bersamaan  wak- 
tunya.  Akan  lebih  bijaksana  jika  Pe- 
milu ini  dilaksanakan  pada  waktu  yang 
berbeda-beda. 

19.  Pasal  23  ayat  (2)  dan  pasal  23F  ayat  (1)22 
sekali  lagi  menunjukkan  bahwa  MPR 
mengkonstruksikan  agar  DPD  tidak  di- 
beri  hak  penuh  untuk  ikut  memutus- 
kan  masalah  keuangan  negara.  Dengan 
sekadar  memberikan  pertimbangan,  da- 
lam hal  ini  DPD  sengaja  dibuat  menja- 
di  inferior. 


bebas  dan  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  ta- 
hun  sekali;  (2)  Pemilihan  umum  diselenggarakan 
untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, 
Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah;  (3) 
Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota 
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  Daerah  adalah  partai  politik;  (4)  Peserta 
pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan 
Perwakilan  Daerah  adalah  perseorangan;  (5)  Pe- 
milihan umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komi- 
si  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap 
dan  mandiri;  (6)  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang 
pemilihan  umum  diatur  dengan  undang-undang". 
22 

Pasal  23  ayat  (20  Perubahan  Ketiga  UUD 
1945  hanya  menegaskan  bahwa:  "Anggaran  Pen- 
dapatan  dan  Belanja  Negara  diajukan  oleh  Pre- 
siden untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  dengan  memperhatikan  pertimbangan  De- 
wan Perwakilan  Daerah".  Sedangkan  Pasal  23F 
ayat  (1)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945  hanya  me- 
negaskan bahwa:  "Anggota  Badan  Pemeriksa  Ke- 
uangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  de- 
ngan memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Per- 
wakilan Daerah  dan  diresmikan  oleh  Presiden". 


20.  Pasal  24  ayat  (2)     menimbulkan  multi 
penafsiran  apakah  kekuasaan  kehakiman 
itu  ada  pada  Mahkamah  Agung  dan  Mah- 
kamah  Konstitusi,  ataukah  pada  Mahka- 
mah Agung  dengan  membawahi  badan- 
badan  peradilan  termasuk  Mahkamah 
Konstitusi?  Kalau  penafsirannya  adalah 
kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh 
Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Kon- 
stitusi, berarti  kedudukan  antara  kedua- 
nya  setara.  Masalahnya  mengapakah 
Mahkamah  Agung  yang  kedudukannya 
setara  dengan  Mahkamah  Konstitusi  ha- 
nya memiliki  wewenang  untuk  melaku- 
kan  judicial  review  terhadap  peraturan 
di  bawah  undang-undang  (pasal  24A 
ayat  1)?  Sementara  itu  Mahkamah  Kon- 
stitusi diberi  wewenang  untuk  melaku- 
kan  judicial  review  atas  undang-undang 
terhadap  Undang-Undang  Dasar  (pasal 
24C  ayat  1).  Dari  kewenangan  yang  di- 
miliki  ini  timbul  pertanyaan  apakah 
Mahkamah  Konsitusi  lebih  tinggi  kedu- 
dukannya daripada  Mahkamah  Agung? 
Tetapi  jika  penafsirannya  adalah  kekua- 
saan kehakiman  ada  pada  Mahkamah 
Agung,  dan  secara  struktural  Mahka- 
mah Konstitusi  berada  di  bawah  kekua- 
saan Mahkamah  Agung,  yang  menjadi 
tidak  lazim  adalah  wewenang  Mahka- 
mah Konstitusi  yang  lebih  tinggi  dari- 
pada wewenang  Mahkamah  Agung. 

24 

21.   Pasal  24C  ayat  (3)     mengenai  penca- 
lonan  hakim  konstitusi  oleh  Presiden, 


Pasal  24  ayat  (2)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945 
menegaskan  bahwa:  "Kekuasaan  kehakiman  dila- 
kukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan 
peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  ling- 
kungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  aga- 
ma,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  per- 
adilan tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mah- 
kamah Konstitusi". 
24 

Pasal  24C  ayat  (3)  Perubahan  Ketiga  UUD 
1945  menegaskan  bahwa:  "Mahkamah  Konstitusi 
mempunyai  sembilan  orang  hakim  konstitusi  yang 
ditetapkan  oleh  Presiden,  yang  diajukan  masing- 
masing  tiga  orang  oleh  Mahkamah  Agung,  tiga 
orang  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  tiga 
orang  oleh  Presiden". 
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DPR  dan  MA  akan  menimbulkan  con- 
flict of  interests  dari  ketiga  institusi 
yang  bersangkutan.  Kalau  kedudukan 
Mahkamah  Konstitusi  setara  dengan 
Mahkamah  Agung,  mengapa  pencalon- 
an  hakim  konstitusi  tidak  dilakukan 
oleh  Komisi  Yudisial  seperti  yang  dila- 
kukan dalam  pencalonan  Hakim  Agung? 

25 

22.  Rumusan  Pasal  25  menimbulkan  impli- 
kasi  bahwa  masing-masing  orang  yang 
diangkat  dan  diberhentikan  sebagai  ha- 
kim harus  ditetapkan  dengan  undang- 
undang.  Demikian  juga  halnya  rumusan 
pasal  26  ayat  (1)  tentang  warga  negara 
Indonesia,  masing-masing  orang  yang 


Pasal  25  UUD  1945  berbunyi:  "Syarat-syarat 
untuk  menjadi  dan  untuk  diberhentikan  sebagai 
hakim  ditetapkan  dengan  undang-undang". 


karena  proses  naturalisasi  menjadi  war- 
ga negara  Indonesia  harus  disahkan  de- 
ngan undang-undang. 

23.  Pasal  28I  ayat  (1)  terdapat  rumusan: 

Hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar 
hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak 
asasi  manusia  yang  tidak  dapat  diku- 
rangi  dalam  keadaan  apapun".  Perumus- 
an  ini  di  dalam  UUD  akan  menutup  pe- 
luang  terbatas  urvtuk  menerapkan  asas 
berlaku  surut  sebagaimana  dirumuskan 
dalam  UU  No.  26/2000  tentang  Pe- 
ngadilan  HAM.  Kedudukan  UU  lebih 
rendah  daripada  UUD,  sehingga  peru- 
musan  UU  yang  bertentangan  dengan 
UUD  menjadi  batal  demi  hukum.  Di 
dalam  Pasal  43  UU  No.  26/2000  dite- 
gaskan  bahwa  pelanggaran  berat  HAM 
yang  terjadi  sebelum  disahkannya  UU 
ini,  diperiksa  dan  diputuskan  oleh  Pe- 
ngadilan  HAM  Ad  Hoc. 


TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 


Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS 


PENDAHULUAN 

Pertumbuhan  ekoncmi  melemah 
dari  4,8  persen  pada  tahun  2000 
menjadi  3,3  persen  pada  tahun 
2001.  Kecenderungan  penurunan  ini  diper- 
kirakan  masih  berlangsung  setidak-tidak- 
nya  hingga  semester  pertama  tahun  2002 
ini.  Prospek  pertumbuhan  di  tahun  2002 
bergantung  pada  pemulihan  ekspor,  yang 
juga  dipengaruhi  oleh  pemulihan  ekono- 
mi global.  Selain  itu,  tidak  menentunya 
iklim  investasi  dalam  negeri  telah  meng- 
hambat  ekspansi  ekspor  tahun  ini.  Aliran 
modal  keluar  (capital  outflow)  swasta  di- 


perkirakan  mencapai  US$11  milyar  di  ta- 
hun 2001. 

Inflasi  mencapai  lebih  dari  14  per- 
sen dibandingkan  dengan  tahun  sebe- 
lumnya.  Sementara  itu,  inflasi  bulanan  ter- 
catat  sebesar  2  persen  di  bulan  Januari 
2002,  dipicu  oleh  kenaikan  harga  BBM 
dan  bencana  banjir.  Namun  pertumbuhan 
uang  beredar  telah  sesuai  dengan  target, 
yakni  12-13  persen  setahun.  Penurunan 
tingkat  suku  bunga  riil  memberi  sumbang- 
an  terhadap  pertumbuhan  kredit  domes- 
tik  sepanjang  tahun  2001.  Akan  tetapi, 
penurunan  penyaluran  kredit  bank  kepa- 


ANALISIS  PERISTIWA 


35 


da  industri  pengolahan  saat  ini  kemba- 
li  mengoreksi  perkiraan  semula  atas  pros- 
pek  investasi  mendatang,  khususnya  bagi 
sektor  riil. 

Sebaliknya,  penurunan  suku  bunga  SBI 
telah  mendorong  kenaikan  harga  dan  ak- 
tivitas  perdagangan  saham.  Dari  perge- 
rakan  rupiah,  perkembangan  peristiwa 
ekonomi  terkini  -  pengucuran  dana  IMF 
sebesar  US$340  juta  dan  pembatalan 
perpanjangan  Penyelesaian  Kewajiban  Pe- 
megang  Saham  (PKPS)  -  menguatkan  apre- 
siasi  terhadap  rupiah.  Untuk  selanjutnya, 
pelaku  pasar  akan  menunggu  hasil  tran- 
saksi  divestasi  BCA,  penjadv/alan  kem- 
bali  utang  dalam  Paris  Club,  serta  lang- 
kah  pemerintah  dalam  menangani  utang 
dalam  negeri. 

PERTUMBUHAN  EKONOMI 

Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  te- 
rus  menurun.  Pertumbuhan  PDB  sebesar 
3,3  persen  selama  tahun  2001,  turun  da- 
ri angka  4,8  persen  pada  tahun  2000 


(Tabel  1).  Seluruh  sektor  mencatat  laju 
pertumbuhan  yang  lebih  lambat  pada 
tahun  2001  dibandingkan  dengan  tahun 
sebelumnya.  Sumber  utama  pertumbuhan 
secara  berurutan,  yakni  industri  pengolah- 
an; diikuti  perdagangan,  hotel  dan  res- 
toran;  serta  transportasi  dan  komunikasi. 
Ketiga  sektor  ini  menyumbang  76  persen 
dari  pertumbuhan  PDB  di  tahun  2001. 
Sementara  itu,  dua  sektor  primer,  yakni 
pertanian  serta  pertambangan  dan  peng- 
galian  mengalami  pertumbuhan  negatif  se- 
jak  triwulan  ketiga  tahun  2001. 

Dari  sisi  pengeluaran,  pelambatan  eko- 
nomi pada  tahun  2001  terutama  dise- 
babkan  oleh  merosotnya  investasi  dan 
ekspor  (Tabel  2).  Data  dari  triwulan  per- 
tama  hingga  keempat  tahun  2001  meng- 
gambarkan  dengan  jelas  perkembangan 
ini.  Investasi  melemah  dari  18,9  persen 
menjadi  -7,1  persen,  sementara  ekspor 
merosot  tajam  dari  18,4  persen  menjadi 
-12,9  persen.  Sementara  itu,  konsumsi  sek- 
tor rumah  tangga  maupun  pemerintah 
meningkat. 


Tabel  1 


PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  SEKTOR  (%  Perubahan) 


%  Perubahan 

Kontribusi  terhadap  Pertumbuhan  (%) 

2000 

2001 

2000 

2001 

Pertanian 

1,1 

0,6 

4,1 

3,1 

Pertambangan 

5,9 

-0,6 

11,8 

-1,9 

Industri  Pengolahan 

6,2 

4,3 

33,4 

34,5 

Listrik,  Gas,  dan  Air 

8,8 

8,4 

2,9 

4,2 

Bangunan 

4,3 

4,0 

5,2 

7,0 

Perdagangan,  Hotel  dan  Restoran 

5,4 

5,1 

17,7 

24,5 

Transportasi  dan  Komunikasi 

9,4 

7,5 

13,7 

16,6 

Keuangan 

4,7  . 

3,0 

6,7 

6,2 

Jasa 

2,2 

2,0 

4,5 

5,7 

Produk  Domestik  Bruto 

4,8 

3,3 

100,0 

100,0 

Sumber.  Badan  Pusat  Statistik,  Berita  Resmi  Statistik. 
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Tabel  2 


PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  PENGELUARAN  (%  Perubahan) 


%  Perubahan 


Kontribusi  terhadap  Pertumbuhan  (%) 


2000 


2001 


2000 


2001 


Konsumsi  Swasta 

3,6 

5,9 

14,3 

51,3 

Pengeluaran  Pemerintah 

6,5 

8,2 

2,5 

7,3 

Pertambahan  Modal 

23,7 

4,0 

24,2 

1 1,3 

Ekspor  Barang  dan  Jasa 

26,1 

11,9 

35,1 

6,7 

Impor  Barang  dan  Jasa 

21,1 

8,1 

23,0 

23,5 

Produk  Domestik  Bruto 

4,8 

3,3 

100,0 

100,0 

Sumber.  Badan  Pusat  Statistik,  Berita  Resmi  Statistik. 

Tahun  2001  lalu,  ekonomi  masih  dapat 

capai 

3  persen  sampai 

3,5  persen,  dan 

berharap  pada  konsumsi  domestik.  Akan 

ekspor 

diperkirakan  baru 

mulai  pulih  kem- 

tetapi,  menurunnya  kepercayaan 

konsumen 

bali  pada  triwulan  ketiga 

tahun  2002. 

dan  dunia  usaha  dapat  memberikan  te- 
kanan  pada  kinerja  pertumbuhan  di  tri- 
wulan pertama  tahun  2002  (Grafik  1).  Di- 
tambah  lagi,  tidak  stabilnya  situasi  politik 
dan  cuaca  yang  tidak  menentu.  Oleh 
karena  itu,  tingkat  pertumbuhan  dua  tri- 
wulan berikutnya  diperkirakan  hanya  men- 


PERKEMBANGAN  MONETER 
Inflasi 

Laju  inflasi  hampir  mencapai  2  persen 
di  bulan  Januari  2002.  Peningkatan  ini  di- 


Grafik  1 

INDEKS  SURVEI  KONSUMEN 
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Sumber.  Bank  Indonesia,  Has/7  Survei  Konsumen,  Januari  2002. 
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sebabkan  oleh  kenaikan  harga  bahan  ma- 
kanan  dan  transportasi.  Penundaan  pe- 
ngumuman  kenaikan  harga  Bahan  Bakar 
Minyak  (BBM)  telah  menciptakan  speku- 
lasi  terhadap  harga  dan  stok  barang  se- 
jumlah  kebutuhan  pokok.  Faktor  lain  ada- 
lah  kenaikan  upah  minimum  sekitar  20-30 
persen  di  beberapa  kota  serta  kenaikan 
tarif  dasar  listrik  (TDL). 

Inflasi  tahunan  mencapai  14,4  persen 
di  bulan  Januari  dibandingkan  dengan  ta- 
hun  sebelumnya,  angka  inflasi  tertinggi 
sejak  1999.  Meskipun  demikian,  masih  ter- 
dapat  peluang  penurunan  inflasi  year- 
on-year  pada  bulan-bulan  berikutnya. 
Namun,  pencapaian  inflasi  satu  digit  me- 
rupakan  tugas  berat  bagi  Bank  Indone- 
sia. Kenaikan  harga  BBM  dan  listrik  kem- 
bali  diperkirakan  terjadi  pada  tahun 
2002.  Sementara,  masih  rentannya  sektor 
perbankan  tetap  menjadi  kendala  serius 
bagi  efektifnya  kebijakan  moneter. 


Uang  Beredar  dan  Suku  Bunga 

Meski  inflasi  meningkat,  pertumbuhan 
uang  beredar  di  bulan  Januari  2002  ini 
telah  sesuai  target,  yakni  12-13  persen. 
Namun,  dengan  meningkatnya  perminta- 
an  uang  menyusul  kenaikan  harga  BBM, 
TDL,  dan  upah  minimum,  perlu  dicermati 
apakah  laju  pertumbuhan  saat  ini  tetap 
dapat  dipertahankan. 

Karena  pertumbuhan  uang  beredar  se- 
suai target,  suku  bunga,  khususnya  SBI  mu- 
lai  turun  di  bulan  Januari  2002.  Tingkat  SBI 
(1  bulan)  turun  dari  17,6  persen  menjadi 
16,9  persen  dari  akhir  Desember  2001  - 
Januari  2002  (Grafik  2).  Ini  mencerminkan 
berkurangnya  upaya  Bl  untuk  menarik 
kembali  uang  dari  peredaran.  Penurunan 
suku  bunga  ini  juga  dipengaruhi  oleh  pe- 
nurunan swap  premium  dari  16,7  persen 
menjadi  15,4  persen.  Sementara  itu,  indi- 
kator  suku  bunga  lai.nnya  -  time  deposit 


Grafik  2 
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Sumber.  Bank  Indonesia. 
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Sumber.  Bank  Indonesia. 


dan  working  capital  -  tidak  menunjukkan 
perubahan  yang  berarti  (Grafik  3). 

Perkembangan  tingkat  suku  bunga  di- 
perkirakan  akan  kembali  flat.  Peningkat- 
an  inflasi  akan  kembali  menekan  suku  bu- 
nga. Meski  ada  kemungkinan  tetap  meng- 
alami  penurunan,  tingkat  SBI  tidak  akan 
berada  di  bawah  16,5  persen,  dan  kunci- 
nya  terletak  pada  pertumbuhan  uang  ber- 
edar. 

Pertumbuhan  Kredit 

Karena  inflasi  tumbuh  lebih  cepat  dari— 
pada  suku  bunga,  tingkat  suku  bunga  riil 
mengalami  penurunan  sepanjang  tahun 
2001.  Penurunan  tingkat  suku  bunga  riil 
merupakan  faktor  paling  menentukan  ter- 
hadap  pemulihan  kredit  domestik  sela- 
ma  tahun  ini.  Akan  tetapi,  selama  bebe- 
rapa  bulan  terakhir,  penyaluran  kredit  me- 
nunjukkan penurunan.  Penurunan  ini  justru 


terlihat  pada  kredit  industri  pengolahan 
dan  konsumsi  yang  memegang  porsi  ham- 
pir  60  persen  dari  total  kredit  yang  di- 
saiurkan.  Sementara  itu,  dari  perbanding- 
an  total  kredit  dan  jumlah  broad  money 
(M2)  dapat  disimpulkan  bahwa  aktivitas 
sektor  perbankan  terhadap  pemulihan 
sektor  riil  masih  rendah. 


Rupiah  dan  IHSG 

Indeks  harga  saham  gabungan  (IHSG) 
meningkat  dari  370  menjadi  sekitar  450 
pada  aktivitas  perdagangan  Desember 
2001  -  Januari  2002.  Meski  volume  tran- 
saksi  hanya  mengalami  sedikit  pening- 
katan,  penurunan  suku  bunga  sejak  De- 
sember 2001  lalu  mendorong  terjadinya 
kenaikan  harga  saham. 

Kekecewaan  terhadap  100  hari  kiner- 
ja  pemerintahan  Megawati  membawa  ru- 
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Grafik  4 


NILAI  TUKAR  RUPIAH  DAN  IHSG 
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Sumber:  RP/USD:  Pac/f/c  Exchange  Rate  Service,  University  of  British  Columbia,  http:// 
pacific.commerce.ube.ca/xr;  IHSG:  7SX  Monthly  Statistics. 


piah  dari  Rp.  8.500/US$  di  bulan  Agustus 
kembali  pada  tingkatan  Rp.  10.000/US$ 
pada  November  2001.  Sejak  itu  rupiah 
stabil  di  kisaran  Rp.  1 0.000-1 0.500/US$. 
Pencairan  dana  IMF  sebesar  US$340  ju- 
ta  serta  perpanjangan  program  IMF  hing- 
ga  Desember  2003  membantu  stabilisa- 
si  rupiah  pada  tingkatan  ini.  Pergerakan 
rupiah  dalam  jangka  pendek  mendatang 
ditentukan  sepenuhnya  oleh  perkembang- 
an  proses  divestasi  BCA,  kemampuan  Bl 
mengendalikan  pertumbuhan  uang  ber- 
edar,  serta  penjadwalan  kembali  utang 
pada  forum  Paris  Club. 

NERACA  PEMBAYARAN 

Ekspor  dan  Impor 

Ekspor  menunjukkan  kinerja  yang  me- 
ngecewakan  sepanjang  tahun  2001.  Ki- 


nerja ini  terutama  disebabkan  oleh  turun- 
nya  permintaan  global,  yang  diperburuk 
oleh  tragedi  WTC.  Perkembangan  yang 
sama  juga  terjadi  dalam  impor.  Total 
neraca  perdagangan  mengalami  surplus 
sekitar  US$25  milyar  pada  tahun  2001, 
namun  masih  lebih  rendah  dibandingkan 
dengan  tahun  2000  yang  lalu,  yakni  US$28 
milliar. 

Prospek  ekspor  pada  tahun  2002  akan 
tergantung  pada  pemulihan  ekonomi  glo- 
bal, khususnya  ekonomi  AS  pada  paruh 
kedua  tahun  ini.  Akan  tetapi,  meskipun 
perekonomian  global  kembali  pulih,  ki- 
nerja ekspor  tetap  ditentukan  oleh  upa- 
ya  perbaikan  faktor  domestik.  Faktor  do- 
mestik  yang  dimaksud  adalah  iklim  inves- 
tasi  yang  diperlukan  bagi  perluasan  eks- 
por. Jika  investasi  tidak  dapat  digerakkan, 
maka  Indonesia  tidak  akan  berada  dalam 
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Grafik  5 
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Sumber.  Badan  PusatStatistik,  Buletin  Ringkas,  berbagai  edisi. 
Grafik  6 
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Sumber.  Badan  Pusat  Statistik,  Berita  Statistik. 

posisi  untuk  menikmati  upswing  dari  per- 
mintaan  eksternal  yang  terjadi. 

Nilai  total  ekspor  pada  tahun  ini  se- 
besar  US$56  milyar,  atau  secara  keselu- 


ruhan  mengalami  penurunan  sekitar  9,8 
persen  dibandingkan  dengan  tahun  sebe- 
lumnya.  Penurunan  terbesar  dipicu  oleh 
komoditas  non-migas  yang  memegang 
porsi  hampir  78  persen  dari  nilai  total 
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ekspor,  yakni  sebesar  10,3  persen.  Semen- 
tara  itu,  ekspor  migas  turun  sebesar  9,4 
persen  (Grafik  5). 

Perbandingan  nilai  impor  tahun  2001 
terhadap  tahun  sebelumnya  sebesar  92 
persen.  Namun,  penurunan  ini  lebih  dise- 
babkan  oleh  adaxvya  pengaruh  ketergan- 
tungan  ekspor  terhadap  komponen  im- 
por. Oleh  karena  itu,  penurunan  nilai 
ekspor  diikuti  oleh  penurunan  nilai  im- 
por. Berdasarkan  penggunaan,  77,5  per- 
sen dari  total  impor  masih  berupa  impor 
bahan  mentah  dan  setengah  jadi  (Gra- 
fik 6).  Oleh  karena  itu,  prospek  impor 
mendatang  sangat  ditentukan  oleh  pe- 
mulihan  di  sektor  riil.  Sementara  itu,  me- 
lemahnya  harga  minyak  di  pasar  dunia 
menjadi  penyebab  penurunan  nilai  im- 
por migas. 

Neraca  Modal:  Arus  Keluar  Bersih 

Capital  outflow  swasta  untuk  semes- 
ter pertama  tahun  2001  adalah  sebesar 
US$5,9  milyar.  Sementara  itu,  official 
capital  juga  mengalami  defisit  sebesar 
US$0,4  milyar  karena  pembayaran  utang 
tetap  melebihi  pinjaman.  Jika  kecende- 
rungan  ini  terus  berlangsung,  diperkirakan 
capital  outflow  pada  tahun  2001  men- 
capai  US$1 1-1 2  milyar. 

Capital  outflow  diperkirakan  terus  ber- 
langsung, karena  baik  pemerintah  mau- 
pun  swasta  masih  memiliki  beban  utang 
yang  besar.  Akibatnya,  satu-satunya  fak- 
tor  yang  dapat  membalikkan  aliran  mo- 
dal keluar  tersebut  adalah  investasi  luar 
negeri,  yang  bergantung  sepenuhnya  pa- 
da  kepercayaan  pasar. 


DIVESTASI  BCA 

Meskipun  tender  telah  dilaksanakan, 
masuknya  investor  asing  -Standard  Charter- 
ed Bank  atau  Farallon  Capital-  ke  Bank 
Central  Asia  (BCA)  masih  saja  menim- 
bulkan  kontroversi.  Padahal,  kenyataan 
bahwa  pemenang  adalah  institusi  asing 
dapat  memiliki  pengaruh  yang  positif  ter- 
hadap sistem  perbankan.  Pertama,  ini 
akan  meningkatkan  kepercayaan  publik, 
khususnya  pihak  asing.  Kedua,  pengam- 
bilan  keputusan  kredit  akan  lebih  dida- 
sarkan  pada  peraturan  perbankan  yang 
baku. 

Divestasi  BCA  merupakan  kasus  yang 
menarik  karena  beberapa  alasan.  Perta- 
ma, keberhasilan  transaksi  BCA  dapat  di- 
gunakan  sebagai  acuan  bagi  divestasi 
bank  atau  perusahaan  lain  di  bawah 
kendali  Badan  Penyehatan  Perbankan  Na- 
sional  (BPPN).  Kedua,  merujuk  pada  ke- 
gagalan  pemerintah  untuk  menjamin  se- 
luruh  transfer  aset  PT.  Semen  Gresik  ke- 
pada  Cemex  membuat  kepastian  pen- 
jualan  saham  BCA  sebesar  51  persen  ju- 
ga masih  dalam  tanda  tanya. 

Ketiga,  permasalahan  obligasi  dalam 
neraca  BCA.  Seperti  diketahui,  nilai  dari 
divestasi  BCA  diperkirakan  hanya  Rp.  5-6 
trilyun.  Sementara,  negara  masih  menang- 
gung  beban  bunga  obligasi  sekitar  Rp.  7 
trilyun.  Ini  artinya,  pembeli  BCA  dapat 
membayar  penjualan  saham  hanya  dari 
uang  publik  berupa  pembayaran  bunga 
obligasi  pemerintah. 

Di  sisi  lain,  beberapa  penawar  meng- 
hendaki  agar  pemerintah  menarik  obli- 
gasi nya  di  BCA  karena  lebih  dipandang 
sebagai  liabilitas  daripada  aset.  Jika  ini 
terjadi,  satu-satunya  cara  penggantian 
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yang  dimungkinkan  adalah  dengan  meng- 
konversi  obligasi  di  BCA  ke  dalam  aset 
lain  berupa  kredit  yang  dibeli  di  BPPN 
melalui  mekanisme  bond  to  loan  swap. 

MENGELOLA  UTANG  DALAM  NE- 
GERI  PEMERINTAH 

Membengkaknya  beban  utang  peme- 
rintah  akibat  penerbitan  obligasi  bank- 
bank  bermasalah  menuntut  penanganan 
serius.  Pemerintah  harus  mempercepat  pe- 
nyelesaian  utang  dalam  negeri,  yang  hing- 
ga  Desember  2001  mencapai  Rp.  653 
trilyun.  Sejumlah  besar  obligasi  ini  akan 
jatuh  tempo  pada  tahun  2004-2009,  dan 
ini  jelas  akan  membahayakan  perimbang- 
an  anggaran.  Tercatat  pada  tahun  anggar- 
an  saat  ini,  pembayaran  bunganya  saja 
diperkirakan  sekitar  Rp.  88,5  trilyun  atau 
mencapai  27  persen  dari  total  pendapat- 
an  dalam  negeri  pemerintah. 

Ada  tiga  aiternatif  pendekatan  bagi 
pemerintah  untuk  mengelola  utang  dalam 
negeri  ini.  Akan  tetapi,  tidak  satu  pun  dari 
pendekatan  ini  mudah  untuk  diimplemen- 
tasikan  karena  berbagai  alasan  praktis  dan 
risiko.  Pertama,  penjadwalan  kembali  utang 
melalui  penggantian  obligasi  untuk  mem- 
perpanjang  masa  jatuh  tempo.  Karena  ti- 
dak terdapat  pasar  sekunder,  pendekat- 
an ini  akan  menyebabkan  rasio  kecukup- 
an  modal  (CAR)  bank  pemegang  obligasi 
bisa  menjadi  turun. 

Kedua,  pembelian  kembali  obligasi. 
Pemerintah  tentu  saja  akan  memerlukan 
uang  dalam  jumlah  besar  untuk  dapat  me- 
narik  obligasi  dari  bank-bank  yang  telah 
didivestasi. 

Ketiga,  penukaran  obligasi  dengan  aset 
lain.  Pilihan  ini  memerlukan  kondisi  di 


mana  nilai  aktual  dari  aset-aset  restruk- 
turisasi  di  bawah  kendali  BPPN  mencu- 
kupi.  Padahal,  nilai  pengembalian  yang 
akan  diperoleh  berdasarkan  nilai  likui- 
dasi  aset  BPPN  diperkirakan  hanya  se- 
kitar Rp.  167,74  trilyun. 

PERPANJANGAN  PKPS  DIBATALKAN 

Kontroversi  perpanjangan  PKPS  eks 
bank-bank  bermasalah  berakhir.  Pemerin- 
tah secara  resmi  mencabut  rekomendasi 
Komite  Kebijakan  Sektor  Keuangan  (KKSK) 
yang  memberikan  perpanjangan  PKPS  dari 
empat  tahun  menjadi  10  tahun.  Debitor 
hanya  diberi  waktu  tiga  bulan  untuk  me- 
nyelesaikan  utangnya.  Pemerintah  me- 
ngatakan  akan  bertindak  tegas  pada  de- 
bitor yang  dinilai  tidak  kooperatif.  Tindak- 
an  ini  bisa  berupa  pernyataan  kepailitan, 
pengambilalihan  aset,  atau  penuntutan 
terhadap  tindak  pidana  korupsi. 

Selanjutnya  ditegaskan  uahvva  pena- 
nganan PKPS  yang  dilakukan  melalui 
Master  of  Settlement  and  Acquisition  A 
greement  (MSAA),  Master  Refinancing  of 
Issuance  Agreement  (MRNIA),  dan  Akta 
Pengakuan  Utang  (APU)  tetap  dilaksana- 
kan  sesuai  dengan  masing-masing  pola 
perjanjian. 

KAJI  ULANG  LOI:  Sementara  Lulus, 
Tetapi  Masih  Menyisakan  Masalah 

Secara  umum  IMF  puas  oleh  kemajuan 
yang  dihasilkan  pemerintah  dalam  men- 
capai target  ekonomi  makro  pada  kaji 
ulang  letter  of  intent  (Lol)  ke-4.  Meski 
merisaukan  laju  inflasi  tahun  ini,  IMF  me- 
nilai  instrumen  kebijakan  Bl  untuk  me- 
ngontrol  inflasi  masih  sesuai  jalur.  Januari 
lalu,  IMF  telah  menyetujui  pencairan  pin- 
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jaman  sebesar  US$360  juta  yang  telah 
tertunda  sekian  lama. 

Namun,  pemerintah  juga  gagal  me- 
menuhi  target  sejumlah  persyaratan  pin- 
jaman.  Pertama,  finalisasi  amandemen  UU 
Bank  Indonesia.  Kedua,  pencapaian  tar- 
get sebesar  Rp.  6,5  trilyun  dari  privati- 
sasi  BUMN  untuk  membiayai  defisit  ang- 
garan.  Hingga  akhir  tahun,  hanya  Rp.  3,5 
trilyun  yang  mampu  dikumpulkan.  Hal  ini 
terutama  disebabkan  oleh  "tarik  ulur" 
yang  terjadi  dalam  penjualan  PT.  Semen 
Gresik  -  termasuk  Semen  Padang  dan  Se- 
men Tonasa  kepada  Cemex.  Bukan  hal 
yang  mustahil,  dengan  skema  penawar- 
an  baru  saat  ini,  jika  akhirnya  Cemex 
membatalkan  investasinya  di  Indonesia. 

Ketiga,  privatisasi  sektor  perbankan. 
Pemerintah  gagal  menjual  saham  BCA 
dan  Bank  Niaga  yang  direncanakan  akhir 
tahun  lalu.  Divestasi  BCA  direncanakan 
baru  selesai  pada  Maret  2002.  Sedang- 
kan,  penjualan  Bank  Niaga  tertunda  ka- 
rena  beratnya  beban  obligasi  rekap  ber- 
bunga  tetap  {fixed  rate)  yang  dimiliki  bank 
terse  but 

PARIS  CLUB:  PENJADWALAN  KEM- 
BALI  UTANG? 

Pemerintah  kembali  berharap  memper- 
oleh  penjadwalan  pembayaran  utang  jang- 
ka  panjang  sebesar  US$3  milyar  pada 
pertemuan  Paris  Club  III  di  bulan  April. 
Penjadwalan  yang  diajukan  meliputi  pem- 
bayaran utang  pokok  dan  bunga.  Akan  te- 
tapi,  pelaksanaan  program  yang  tercan- 
tum  dalam  Lol  dipastikan  menjadi  pa- 
tokan  dalam  Paris  Club  tersebut. 

Selain  itu,  pemerintah  juga  mengha- 
rapkan  penjadwalan  utang  ini  tidak  di- 


kaitkan  dengan  utang  komersial  yang 
berasal  dari  swasta,  karena  dapat  menu- 
runkan  peringkat  utang  luar  negeri  Indo- 
nesia dari  CCC  menjadi  selective  default 
(SD).  Penurunan  ini  dikhawatirkan  dapat 
menyebabkan  peningkatan  suku  bunga  ter- 
hadap  utang  pemerintah,  maupun  meng- 
fiambat  investasi. 

POLEMIK  KEBIJAKAN  UPAH  MI- 
NIMUM 

Isu  upah  buruh  minimum  propinsi  (UMP) 
mendominasi  polemik  ketenagakerjaan 
dan  perkembangan  upaya  menarik  inves- 
tasi di  Indonesia,  dan  tampaknya  peme- 
rintah tidak  siap  menyikapi  hal  ini.  Ter- 
lebih  lagi  kewenangan  keputusan  kini 
berada  di  tangan  Pemerintah  Propinsi. 
Pemberlakuan  UMP  sampai  sekarang  be- 
lum  kunjung  disetujui  oleh  pengusaha.  Se- 
mentara  itu,  pengadilan  Tata  Usaha  Ne- 
gara  (PTUN)  telah  mencabut  putusan  se- 
mentara  untuk  menunda  kenaikan  UMP, 
yang  rata-rata  melebihi  30  persen  di  selu- 
ruh  daerah. 

Dalam  isu  ini,  pemerintah  berkepen- 
tingan  di  dua  sisi  sekaligus,  yakni  pening- 
katan konsumsi  dan  pertumbuhan  sektor 
riil  untuk  menggerakkan  perekonomian. 
Upah  menjadi  suatu  indikasi  daya  beli 
masyarakat.  Sebaliknya,  ongkos  dari  ke- 
naikan upah  adalah  rasionalisasi,  atau 
bahkan  hilangnya  peluang  terbangunnya 
lapangan  kerja.  Dampak  ikutannya,  ting- 
kat  upah  sektor  informal  dapat  tertekan 
karena  limpahan  tenaga  kerja  dari  sek- 
tor formal. 


Indonesia  saat  ini  juga  memiliki  utang  komer- 
sial dalam  bentuk  obligasi  atau  yang  dikenal  de- 
ngan Yankee  bond. 


Transnational  Organized  Crime: 
Isu  dan  Permasalahannya 

Philips  Jusario  Vermonte 

Fenomena  Transnational  Organized  Crime  (TOC)  semakin  berkembang  pesat 
dan  telah  diidentifikasi  sebagai  ancaman  keamanan  baru.  Konsep  lama  tentang 
keamanan  yang  statis  telah  dilengkapi  dengan  konsep  human  security  yang  me- 
naruh  perhatian  pada  keamanan  sampai  pada  tingkat  individu.  Ancaman  TOC 
sesungguhnya  merupakan  lokus  yang  menghubungkan  konsepsi  lama  keamanan 
yang  berorientasi  pada  state  survival  dan  pemahaman  baru  human  security  yang 
menaruh  perhatian    sampai  pada  kesejahteraan  individu. 

Dalam  konteks  Indonesia,  TOC  merupakan  ancaman  keamanan  yang  nyata. 
Alasannya  adalah  bahwa  dalam  situasi  transisi  politik,  state  authority  berada  da- 
lam titik  lemah  yang  mengakibatkan  tidak  maksimalnya  penegakan  hukum.  Di 
samping  itu,  garis  perbatasan  Indonesia  yang  panjang  dan  terbuka,  menyebabkan 
kelompok-kelompok  TOC  menjadikan  Indonesia  sebagai  lahan  operasinya,  se- 
bagaimana  dua  bentuk  TOC  yang  paling  banyak  ditemukan  di  Indonesia  yakni 
human  trafficking   dan  drug-trafficking  yang  akan  diuraikan  dalam  tulisan  ini. 


PENDAHULUAN 

FENOMENA  kejahatan  transnasionai 
terorganisasi  {transnational  organized 
cn'me/TOC)  semakin  mengemuka, 
terlebih  setelah  aksi  serangan  terorisme 
ke  New  York  dan  Washington  DC  pada 
tanggal  11  September  2001  lalu.  Aksi-aksi 
kelompok-kelompok  teroris  ini  telah  meng- 
ubah  cara  pandang  secara  drastis  me- 
ngenai  TOC  yang,  sebelum  serangan  11 
September  tersebut  terjadi,  seringkali  di- 
anggap  sebagai  persoalan  kriminal  be- 
laka  dan  karenanya  hanya  berhubungan 
dengan  ketertiban  dan  sama  sekali  bu- 
kan  persoalan  mengenai  keamanan  yang 
mengancam  keselamatan  negara  dan  war- 
ganya. 


Walaupun  demikian,  telah  ada  cukup 
banyak  literatur  mengenai  TOC  karena 
berbagai  lembaga  intelijen  dunia  sebe- 
narnya  telah  mengidentifikasi  adanya  pe- 
ningkatan  aktivitas  TOC  dalam  satu  de- 
kade  terakhir.  Oleh  karena  itu,  isu  TOC 
telah  diidentifikasi  sebagai  isu  keamanan 
"baru"  setelah  Perang  Dingin  usai.  Walau- 
pun demikian,  isu  TOC  masih  dikategorikan 
sebagai  grey  area  phenomena  (McFarlane, 
1999:.  24). 

Karena  pengelompokkan  yang  serna- 
cam  itu,  sejauh  ini  belum  ada  definisi  me- 
ngenai TOC  yang  diterima  secara  luas. 
Agaknya,  belum  adanya  definisi  opera- 
sional  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bah- 
wa sebelum  Perang  Dingin  usai,  feno- 
mena kejahatan  terorganisasi  selalu  diang- 
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gap  sebagai  fenomena  domestik,  yang  ha- 
nya  dihadapi  oleh  segelintir  negara  se- 
perti  Italia,  Jepang  ataupun  Amerika  Se- 
rikat  (Williams,  1995:  57).  Kejahatan  teror- 
ganisasi  sendiri  pada  umumnya  didefini- 
sikan  sebagai  bentuk  kejahatan  yang 
"menyediakan  barang  atau  jasa  secara 
ilegal  untuk  mendapatkan  keOntungan". 

Berkembangnya  kelompok-kelompok 
kejahatan  terorganisasi  menjadi  berkarak- 
ter  transnasional  terutama  didorong  oleh 
kemajuan  pesat  teknologi,  semakin  erat- 
nya  perdagangan  internasional  dan  juga 
situasi  geopolitik  setelah  Perang  Dingin. 
Pertumbuhan  aktivitas  bisnis  ilegal  yang 
dijalankan  TOC  dipicu  juga  oleh  meluas- 
nya  jangkauan  bisnis  legal  yang  didorong 
oleh  berbagai  kemudahan  sebagai  kon- 
sekuensi  dari  kemajuan  teknologi  dan  se- 
makin terkaitnya  ekonomi  dunia  satu  sama 
lain  (Shelley,  1995:  465).  Ringkasnya,  me- 
luasnya  bisnis  legal  diikuti  dengan  me- 
luasnya  sisi  lain  dari  mata  uang  yang  sa- 
ma, yakni  bisnis  ilegal  yang  digerakkan 
oleh  TOC. 

Dengan  awalan  demikian,  tulisan  ini 
menggunakan  istilah  TOC  yang  lebih  me- 
ngedepankan  manifestasi  daripada  peng- 
gunaan  definisi  TOC  yang  ketat  Sebagai- 
mana  ditawarkan  oleh  Bunbongkarn,  et 
a/.  (1999:  4),  kejahatan  transnasional  ada- 
lah  bentuk  kejahatan  yang  harus  memiliki 
elemen-elemen  sebagai  berikut: 

"(1)  lintas  batas,  baik  yang  dilakukan  oleh 
orang  (penjahat  kriminal,  buronan,  atau 


Dengan  definisi  semacam  ini,  cakupan  organ- 
ized crime  menjadi  sangat  luas,  di  mana  di  dalam- 
nya  bisa  termasuk  penyelundupan  senjata,  perda- 
gangan narkotika,  penyelundupan  benda-benda 
antik,  perdagangan  organ  tubuh  manusia,  dan 
Iain-Iain.  Selanjutnya,  lihat  Gunaratna  (2001). 


mereka  yang  sedang  melakukan  kejahat- 
an, atau  korban  -  seperti  dalam  kasus  pe- 
nyelundupan manusia);  atau  oleh  benda 
(senjata  api,  seperti  saat  teroris  memasuk- 
kan  senjata  ke  dalam  pesawat  sebelum 
lepas  landas,  uang  yang  akan  digunakan 
dalam  kejahatan  cuci  uang,  benda-benda 
yang  digunakan  dalam  kejahatan  seperti 
obat-obat  terlarang;  atau  oleh  niatan  kri- 
minal (seperti  penipuan  melalui  komputer, 
di  mana  perintah  yang  dikeluarkan  di  ne- 
gara A  di  transmisikan  ke  negara  B);  dan 
(2)  pengakuan  internasional  terhadap  se- 
buah bentuk  kejahatan.  Pada  tataran  na- 
sional,  sesuai  dengan  prinsip  nullum  crimen, 
nulla  poena  sine  lege  (tidak  ada  serangan, 
tidak  ada  sanksi  apabila  tidak  ada  hukum- 
nya),  sebuah  tindakan  anti-sosial  baru  bisa 
dianggap  sebagai  tindak  kriminal  apabila 
ada  aturan  hukum  tertulis  yang  mengatur- 
nya;  pada  tataran  internasional,  sebuah  tin- 
dakan bisa  dianggap  tindak  kriminal  bila 
dianggap  demikian  oleh  minimal  dua  ne- 
gara. Pengakuan  ini  bisa  berasal  dari  kon- 
vensi  internasional,  perjanjian  ekstradisi 
atau  adanya  kesamaan  dalam  hukum  na- 
sionalnya". 

Pertama-tama,  tulisan  ini  akan  men- 
coba  meletakkan  fenomena  TOC  seba- 
gai sebuah  isu  keamanan  baru,  yang  tentu 
saja  memerlukan  ketepatan  konsep  un- 
tuk menemukan  langkah-langkah  antisipatif 
yang  lebih  komprehensif.  Selanjutnya,  akan 
dicoba  diuraikan  tentang  tumbuh-kembang- 
nya  fenomena  TOC,  modus  dan  trend  ser- 
ta  persebarannya  di  berbagai  tempat  ter- 
masuk Indonesia.  Pada  bagian  berikutnya, 
akan  dibahas  langkah-langkah  yang  telah 
dan  perlu  diambil  untuk  menghadapi  se- 
makin merebaknya  TOC. 

TOC,  SECURITY  DAN  HUMAN 
SECURITY 

Walaupun  bentuk-bentuk  kejahatan 
transnasional  telah  ada  sejak  lama,  na- 
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mun  TOC  saat  ini  dinilai  sebagai  ancam- 
an  keamanan  baru.  Runtuhnya  Perang  Di- 
ngin  merupakan  salah  satu  sebab  me- 
ngemukanya  fenomena  TOC.  Bila  selama 
Perang  Dingin  ancaman  keamanan  oleh  se- 
tiap  negara  dirumuskan  hanya  sebagai 
ancaman  militer  atau  perluasan  ideologis 
dari  dua  negara  adidaya  yang  bersaing, 
maka  setelah  berakhirnya  Perang  Dingin 
ancaman  keamanan  dianggap  akan  datang 
juga  dari  apa  yang  diistilahkan  sebagai 
grey  phenomenon  ini. 

Ko  nsep-konsep  keamanan  pada  masa 
Perang  Dingin  tidak  lagi  memadai,  kare- 
na  umumnya  konsep  ini  dibangun  dalam 
pengertian  yang  statis  dan/atau  militeris- 
tik.  Oleh  karena  itu,  konsepsi  lama  me- 
ngenai  keamanan  bisa  mengakibatkan  ke- 
salahan  dalam  menilai  ancaman  dan  me- 
lahirkan  kebijakan  yang  tidak  tepat  da- 
lam menghadapinya.  Seusai  Perang  Di- 
ngin, konsep  keamanan  berkembang  dan 
paling  tidak  memiliki  lima  dimensi  yang 
saling  terkait  dan  tidak  terisolasi  satu  sa- 
ma  lain,  yaitu:  militer,  politik,  ekonomi,  so- 
cietal dan  lingkungan  (Buzan,  1991:  19-20). 

Catatan  penting  yang  diungkapkan 
Buzan  (1991)  mengenai  konsepsi  keaman- 
an ini  adalah  bahwa  dalam  mencapai 
security,  negara  dan  masyarakat  tidak  se- 
lalu  berada  dalam  hubungan  yang  har- 
monis.  Seringkali,  keduanya  berada  dalam 
posisi  berlawanan.  Kebutuhan  untuk  state 
survival  seringkali  mengorbankan  kebebas- 
an  masyarakat,  sebagaimana  umumnya 
terjadi  di  negara-negara  Asia  Tenggara 
dalam  menghadapi  ancaman  komunis  se- 
lama periode  Perang  Dingin. 

Isu  TOC,  secara  alamiah  merupakan 
lokus  yang  merekatkan  negara  dan  ma- 


syarakat. TOC  mengancam  negara  dalam 
keseluruhan  dimensinya,  dan  pada  saat 
yang  sama  ancaman  TOC  terkait  erat 
dengan  keamanan  individu  warga  ne- 
gara. Kejahatan  transnasional  sejatinya  te- 
lah  mengancam  kelima  dimensi  keamanan 
tersebut  dan  karenanya  sudah  harus  di- 
lihat  sebagai  ancaman  terhadap  keaman- 
an negara  (McFarlane,  1999:  34-37). 

Pada  dimensi  sosial  {societal  security), 
TOC  menjadi  ancaman  serius  karena 
mengancam  kesejahteraan  warga.  TOC 
menggunakan  berbagai  cara  untuk  men- 
jalankan  "bisnis"-nya  mulai  dari  suap, 
pemerasan,  hingga  pembunuhan.  Di  Ko- 
lumbia  pernah  tercatat  angka  pembu- 
nuhan sebanyak  28.000  jiwa  per  tahun, 
di  mana  40  persennya  terkait  dengan 
kasus-kasus  narkotika.  Hal  ini  bahkan  me- 
maksa  pemerintah  Kolumbia  untuk  me- 
nyatakan  negaranya  dalam  keadaan  da- 
rurat  pada  tahun  1995  (McFarlane,  1999: 
44).  Dari  perspektif  korban  pengguna 
narkotika,  misalnya,  TOC  telah  menjadi 
ancaman  serius  bagi  kesejahteraan  diri 
individu  pada  khususnya,  dan  bisa  juga 
ditafsirkan  sebagai  ancaman  terhadap  da- 
ya  survival  sebuah  negara  dalam  jangka 
panjang. 

Dimensi  sosial  ini  sangat  terkait  erat 
dengan  salah  satu  aspek  penting  dalam 
konsepsi  keamanan  yang  diajukan  Buzan 
(1991),  yakni  keamanan  individu.  Kelom- 
pok  TOC  yang  tentu  saja  merupakan  aktor 
non-negara,  menegaskan  pemikiran  bah- 
wa: "human  beings  are  the  prime  source 
of  each  other's  insecurity"  (Buzan,  1991: 
35).  Oleh  karena  itu,  keamanan  individu 
semestinya  juga  merupakan  fokus  perha- 
tian  dalam  isu-isu  keamanan.  Sebuah  ga- 
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gasan  yang  dekat,  namun  berbeda  de- 
ngan  konsep  ini  adalah  human  security. 

Walaupun  terdapat  perdebatan  kon- 
septual  terhadap  konsep  human  security, 
konsep  ini  bisa  memberikan  bingkai  ba- 
gi  pemahaman  terhadap  fenomena  TOC 
dan  juga  terhadap  pilihan-pilihan  kebijak- 
an  yang  bisa  diambil.  Konsepsi  ini  diper- 
kenalkan  untuk  pertama  kalinya  dalam 
Human  Development  Report  1994,  yang 
dikeluarkan  oleh  UNDP.  Laporan  terse- 
but  menyebutkan  bahwa: 

"Sudah  terlalu  lama  konsepsi  keamanan 
dibentuk  oleh  potensi  konflik  antar- 
negara.  Sudah  terlalu  lama  keamanan  di- 
kaitkan  dengan  ancaman  terhadap  batas 
wilayah  sebuah  negara.  Sudah  terlalu  lama 
bangsa-bangsa  mencari  senjata  untuk  me- 
lindungi  keamanannya"  (UNDP,  1994:  3). 

Berdasarkan  asumsi  ini,  UNDP  meng- 
ajukan  rumusan  baru  untuk  keamanan 
yang  diawali  dengan  pemahaman  bahwa 
keamanan  berarti:  "keamanan  dari  ancam- 
an terus-menerus  dari  rasa  lapar,  penyakit, 
kejahatan  dan  penindasan...  perlindungan 
terhadap  gangguan  yang  membahayakan 
atas  kehidupan  sehari-hari  -  baik  di  rumah, 
tempat  kerja,  masyarakat  atau  lingkungan". 
Lebih  jauh,  UNDP  mengidentifikasi  enam 
komponen  human  security,  yaitu  eco- 
nomic security,  food  security,  health  se- 
curity, environmental  security,  personal  se- 
curity, community  security  dan  political  se- 
curity (UNDP,  1994:  24-25). 

Hal  yang  menarik  dan  provokatif  dari 
konsep  yang  diajukan  oleh  UNDP  ini 
adalah  karena  ia  berangkat  dari  konsep- 
si hak  asasi  manusia  yang  menjadi  lan- 
dasan  pendirian  Perserikatan  Bangsa- 
Bangsa  (PBB)  sebagaimana  dihasilkan  dari 


Konperensi  San  Francisco  pada  bulan  Juni 
1945.  Ketika  itu  dirumuskan  bahwa  ke- 
amanan memiliki  dua  komponen  penting, 
yakni  freedom  from  fear  dan  freedom  from 
want.  Sejauh  ini  konsepsi  keamanan  lebih 
banyak  jatuh  pada  komponen  pertama 
sehingga  menghasilkan  pandangan  yang 
statis. 

Walaupun  demikian,  konsepsi  human 
security  mendapat  kritik  tajam  dari  me- 
reka  yang  mempelajari  hubungan  interna- 
sional,  terutama  dari  mereka  yang  men- 
dalami  studi  strategis.  Buzan  (2000)  me- 
nyebutkan bahwa  konsepsi  ini  menjadi 
problematik  karena  ia  bisa  diletakkan  da- 
lam tataran  individu,  kolektif  dan  bahkan 
dalam  skala  kemanusiaan.  Menurutnya, 
diskusi  mengenai  keamanan  haruslah  ber- 
ada  pada  tataran  menengah,  dan  tidak 
tepat  diletakkan  dalam  kerangka  indivi- 
du ataupun  sistem  secara  keseluruhan. 
Alasannya,  konsep  keamanan  harus  me- 
nentukan  referent  object,  yaitu  sesuatu 
yang  diidentifikasikan  sebagai  memiliki 
hak  mendasar  untuk  bertahan  dari  an- 
caman dan  oleh  karena  itu  menjadi  ob- 
jek  yang  harus  dilindungi  melalui  kebijak- 
an  keamanan  ("a  thing  which  is  identified 
as  having  its  right  to  survival  threatened, 
and  which  it  is  the  objective  of  security 
policy  to  protect")  (Buzan,  2000).  Dalam 
konsepsi  keamanan,  menurut  Buzan,  yang 
menjadi  referent  object  adalah"  negara. 

Konsepsi  keamanan  yang  diperluas  da- 
ri wilayah  negara,  akan  menyulitkan  dan 
kehilangan  maknanya.  Sebagaimana  di- 
contohkan  oleh  Buzan  (2000:  5): 

"Konsep  economic  security  merupakan 
hal  yang  hampir  mustahil  apabila  dile- 
takkan dalam  konteks  ekonomi  kapital- 


48 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXI/2002,  No.  1 


isme  yang  membutuhkan  situasi  di  mana 
aktor  manusia  atau  perusahaan  di  dalam- 
nya  berada  dalam  situasi  tidak  aman  seba- 
gai  "prasyarat  dari  efisiensi  ekonomi.  Dalam 
konteks  demikian,  seruan  untuk  economic 
security  sangat  sulit  dipisahkan  dari  seru- 
an untuk  proteksionisme,  dan  karenanya 
menjadi  bagian  dari  pertempuran  ideolo- 
gis  antara  pendekatan  liberal  dan  merkan- 

tilis  dalam  kebijakan  ekonomi". 

Oleh  karena  itu,  sebagaimana  diung- 
kapkan  di  bagian  awal  tulisan  ini,  isu 
TOC  merupakan  sebuah  lokus  yang 
mempertemukan  kedua  pandangan  ter- 
sebut.  Bagi  negara  dengan  wilayah  luas 
dan  memiliki  border  yang  terbuka,  tentu 
saja  TOC  yang  beroperasi  secara  lintas 
batas  menjadi  ancaman  riil.  TOC  de- 
ngan demikian  menjadi  ancaman  bagi 
state  survival,  yang  merupakan  titik  per- 
hatian  utama  dari  para  penganut  pan- 
dangan tradisional  terhadap  konsepsi  ke- 
amanan.  Di  sisi  lain,  TOC  menjadi  an- 
caman langsung  bagi  kesejahteraan  indi- 
vidu  dan  masyarakat,  yang  merupakan 
perhatian  para  pengusung  konsep  human 
security. 

TOC:  PENYEBAB,  MODUS  DAN 
TREND  PERKEMBANGANNYA 

Pada  dasarnya,  tidak  ada  negara 
yang  aman  dari  ancaman  yang  ditimbul- 
kan  oleh  TOC.  Walaupun  demikian,  ti- 
daklah  terlalu  sulit  untuk  menyimpulkan 
bahwa  TOC  akan  menemukan  tempat 
terbaiknya  untuk  beroperasi  di  negara-ne- 
gara  di  mana  state  authority  berada  da- 
lam keadaan  lemah.  Sebab,  di  dalam 
negara  semacam  itulah,  TOC  menikmati 
lingkungan  dengan  penegakan  hukum 
yang  rendah,  korupsi  dan  juga  memung- 


kinkan  cara-cara  kekerasan.  Akan  tetapi,  di 
negara  yang  kuat  pun  TOC  bisa  mene- 
mukan tempat  terbaiknya  untuk  bero- 
perasi, apabila  di  negara  tersebut  tidak 
terdapat  mekanisme  check  and  balances 
yang  baik  yang  dengan  sendirinya  mengu- 
rangi  tingkat  transparansi  publik  (Godson 
and  Williams,  1998:  67). 

Sementara  itu,  terdapat  empat  penye- 
bab  makro  yang  mendorong  pertumbuhan 
TOC  secara  global,  yakni  "dolarisasi"  du- 
nia,  mengemukanya  bentuk-bentuk  po- 
litik  identitas,  akses  yang  lebih  luas  un- 
tuk memperoleh  senjata  dan  globalisasi. 
Menurut  Chalk  (1998:  67-68),  konsumer- 
isme  dan  komersialisme  Barat  merupakan 
pendorong  berkembangnya  TOC.  Gaya 
hidup  dan  kemakmuran  Barat  yang  di- 
transfer  melalui  citra  televisi,  internet 
dan  Iain-Iain,  nieTKlorong  orang  untuk 
memperolehnya  melalui  cara  termudah 
yaitu  crime  melalui  kelompok-kelompok 
yang  disebut  kelompok  black  dollar  - 
yakni  kelompok  yang  mencari  keuntung- 
an  melalui  kegiatan  kriminal. 

Politik  identitas  pun  kembali  muncul 
ke  permukaan  setelah  Perang  Dingin 
usai.  Dalam  masa  Perang  Dingin,  sebuah 
negara  bisa  saja  menyatakan  dirinya  se- 
bagai  non-blok,  ataupun  menyatakan  di- 
rinya sebagai  bagian  dari  blok  tertentu, 
sesuai  dengan  kepentingan  nasiorialnya 
masing-masing.  Bila  di  masa  Perang  Di- 
ngin pertanyaan  yang  mengemuka  ada- 
lah  "Anda  berada  di  pihak  mana?",  ma- 
ka  setelah  Perang  Dingin  pertanyaan  yang 
muncul  adalah  "siapakah  kita  ini?",  "kita 
berpihak  ke  mana?"  dan  "siapa  yang  ti- 
dak sejalan  dengan  kita?"  (Huntington, 
1996:  125-27).  Kecenderungan  ini  juga 
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terlihat  pada  kelompok-kelompok  non- 
negara  ataupun  sub-state  actors. 

Sementara  itu,  menguatnya  politik 
identitas  juga  bisa  dilihat  sebagai  kon- 
sekuensi  logis  dari  modernisasi  sosial 
ekonomi  di  mana  pada  tataran  individu, 
dislokasi  dan  alienasi  menciptakan  kebu- 
tuhan  akan  identitas  yang  jelas  (Christie, 
1998:  10).  Walaupun  tidak  berkaitan  lang- 
sung  dengan  politik  identitas,  kelompok 
kejahatan  Afrika  Barat  yang  beroperasi 
di  banyak  negara  termasuk  negara-ne- 
gara  anggota  ASEAN  ternyata  dijalan- 
kan  oleh  banyak  warga  negara  Nigeria 
yang  berpendidikan  tinggi  dan  memiliki 
akses  ke  dunia  internasional,  namun  tidak 
memperoleh  kesempatan  kerja  yang.se- 
suai  dengan  tingkat  pendidikannya  di 
negara  asalnya  (Sembrano,  2001). 

Menguatnya  identitas  agama  juga 
menjadi  pendorong  berkembangnya  ke- 
jahatan terorganisasi,  seperti  yang  dapat 
ditemukan  dalam  kelompok-kelompok 
teroris.  Walaupun  terdapat  kecenderung- 
an  untuk  menempatkan  terorisme  dalam 
kekerasan  politik,  sejatinya  terorisme  ha- 
ms dipandang  sebagai  kejahatan,  teruta- 
ma  ketika  ia  mengancam  warga  sipil  ti- 
dak berdosa. 

Situasi  makro  lain  yang  mendorong 
meluasnya  TOC  adalah  akses  yang  sa- 


Terhadap  fenomena  terorisme  setelah  se- 
rangan  11  September  2001  di  New  York  dan 
Washington  DC  misalnya,'  banyak  pihak  menisbat- 
kan  pemicunya  pada  struktur  hegemonik  dunia, 
ketidakadilan  global  dan  Iain-Iain.  Walaupun  me- 
ngandung  kebenaran,  penjelasan  semacam  ini 
akan  menjadi  terlalu  luas  dan  lebar.  Oleh  karena 
itu,  terorisme  penting  untuk  disikapi  sebagai  fe- 
nomena kriminal,  siapa  pun  pelakunya.  Penjelasan 
lebih  jauh  bisa  dilihat  pada  Cunaratna  (2001). 


ngat  mudah  atas  pembelian  senjata  bagi 
aktor-aktor  non-negara,  baik  perorangan 
maupun  kelompok.  Oleh  karena  itu,  ne- 
gara bukan  lagi  satu-satunya  aktor  yang 
memonopoli  penggunaan  kekerasan.  Se- 
lama  Perang  Dingin,  pasar  global  untuk 
small  arms  sangat  dikuasai  oleh  bekas 
Uni  Soviet  dan  Amerika  Serikat.  Namun, 
sejak  pertengahan  1990-an,  pasar  sen- 
jata semakin  terfragmentasi  yang  ditan- 
dai  dengan  bermunculannya  banyak  pro- 
dusen  senjata  baru  di  seluruh  dunia. 
Hal  ini  akhirnya  mengubah  struktur  in- 
dustri  senjata  dan  membuatnya  semakin 
bisa  diakses  oleh  lebih  banyak  pihak  di 
luar  negara. 

Tingkat  penyelundupan  senjata  ringan 
dan  kelompok  kejahatan  narkotika  se- 
makin menunjukkan  keterkaitan  satu  de- 
ngan lainnya.  Bahkan  selama  kurun  waktu 
1980-an,  terjadi  hubungan  yang  kompleks 
antara  produsen  narkotika,  1  penyelundup- 
an senjata  dan  gerakan-gerakan  radikal 
(Marxist,  separatis  ataupun  kelompok-ke- 
lompok militan),  terutama  di  wilayah  Asia 
Selatan  yang  menyebabkan  wilayah  ter- 
sebut  secara  geopolitik  menjadi  wilayah 
yang  tidak  stabil  (Kartha,  1995:  63-86). 

Terakhir,  situasi  saling  ketergantungan 
ekonomi  dunia  yang  semakin  meningkat 
juga  menguntungkan  kelompok-kelompok 
TOC.  Data  statistik  menunjukan  bahwa  ke- 
jahatan di  perairan  Asia  Tenggara  terus- 
menerus  meningkat.  Pada  tahun  1989  ter- 
catat  tiga  serangan  terhadap  kapal-kapal, 
dan  jumlah  ini  menjadi  60  pada  tahun 


Untuk  penjelasan  yang  lebih  komprehensif 
mengenai  industri  senjata  ringan,  lihat  Small  Arms 
Survey  2001:  Profiling  the  Problem  (Jenewa:  Gradu- 
ate Institute  of  International  Studies,  2001). 
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1990  dan  kemudian  menjadi  102  pada 
tahun  1991.  Selanjutnya,  dalam  kurun 
waktu  1992-1997,  tercatat  terjadi  511  se- 
rangan  atau  rata-rata  85  serangan  per  ta- 
hun. Salah  satu  faktor  utama  dari  pening- 
katan  kejahatan  ini  adalah  pada  sisi  sup- 
ply, di  mana  perairan  Asia  Tenggara  men- 
jadi semakin  penting  bagi  jalur  perda- 
gangan  internasional  sehingga  meningkat- 
nya  jumlah  pelayaran  komersial  yang  me- 
lintasi  perairan  Asia  Tenggara  menyebab- 
kan  para  pelaku  pembajakan  mempero- 
leh  lebih  banyak  sasaran  potensial  (Chalk, 
1998:  72). 

Bisa  disimpulkan  bahwa  berkembang- 
nya  TOC  merupakan  proxy  dari  laju  glo- 
balisasi.  Bahkan  sebagaimana  telah  di- 
sebutkan  sebelumnya,  TOC  sangat  meng- 
ambil  manfaat  dari  perkembangan  pesat 
teknologi  komunikasi,  informasi  dan  trans- 
portasi.  Lebih  jauh,  TOC  berkembang  me- 
lalui  modus-modus  yang  dikelola  menye- 
rupai  cara-cara  pengelolaan  kelompok-ke- 
lompok  bisnis  legal  yang  besar.  Bahkan 
nilai  "bisnis"  TOC  di  seluruh  dunia  sangat- 
lah  besar.  "Bisnis"  TOC  diperkirakan  ber- 
nilai  lebih  dari  US$1  trilyun  per  tahun- 
nya  (Velasco,  1998).  Sementara  itu,  salah 
satu  bentuk  kejahatan  transnasional,  yak- 
ni  perdagangan  ilegal  obat  bius,  diper- 
kirakan bernilai  lebih  dari  US$400  mil- 
yar  per  tahunnya.  Angka  ini  oleh  United 
Nations  International  Drug  Control  Pro- 
gramme disebut  setara  dengan  84  persen 
dari  nilai  total  perdagangan  dunia. 

Modus  yang  digunakan  TOC  pun  se- 
makin  canggih  dan  beragam.  Sebagai- 
mana halnya  perusahaan-perusahaan  be- 


4Dikutip  dalam  McFarlane  (1999:  39). 


sar,  kelompok-kelompok  TOC  juga  me- 
lakukan  aliansi-aliansi  strategis.  Hal  ini  di- 
lakukan  karena  pada  dasarnya  kelompok 
TOC  merupakan  kelompok  yang  ber- 
orientasi  kepada  perolehan  laba  dan  ber- 
usaha  memperkecil  risiko  dari  tindakan- 
tindakan  pelanggarannya  terhadap  pe- 
negakan  hukum  dan  aturan-aturan  nasio- 
nal.  Risiko-risiko  yang  dihindari  adalah:  pe- 
nyitaan  barang  yang  diperjualbelikan,  pe- 
nangkapan  anggota  kelompok,  kekhawatir- 
ar>  atas  adanya  penyusupan,  dan  kekhawa- 
tiran  bahwa  keuntungan  yang  telah  di- 
peroleh  akan  hilang  (Williams,  1995:  64). 

Contoh  nyata  dari  uraian  di  atas  ada- 
lah tumbuh  pesatnya  kelompok-kelom- 
pok kejahatan  transnasional  dari  Nigeria. 
Semula,  kelompok  Nigeria  hanya  terlibat 
sebagai  kurir  dalam  penyelundupan  ko- 
kain  atau  heroin,  namun  kemudian  ber- 
kembang pesat  menjadi  pemain  besar 
dalam  trend  TOC,  terutama  setelah  me- 
reka  menjalin  aliansi  dengan  kelompok- 
kelompok  produsen  di  Kolumbia.  Kelom- 
pok Nigeria  memasok  heroin  ke  Kolum- 
bia, dan  sebagai  imbalannya  kartel  Ko- 
lumbia memberi  kokain  kepada  kelom- 
pok Nigeria  yang  selanjutnya  mendistri- 
busikannya  ke  Eropa.  Dengan  kata  lain, 
motivasi  pembukaan  pasar  baru  cukup 
penting  dalam  terbentuknya  aliansi-alian- 
si strategis  di  antara  kelompok-kelompok 
TOC. 

Kelompok  TOC  juga  semakin  terkait 
dengan  kelompok-kelompok  teroris.  Hal 
ini  bisa  dilihat  dari  ditemukannya  inter- 
aksi  antara  kelompok  gerilyawan  teroris 
Peru  bernama  Shining  Path,  dan  sindikat 
kejahatan  transnasional.  Interaksi  yang  ter- 
jadi berwujud  pada  jaminan  keamanan 
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yang  diberikan  oleh  Shining  Path  bagi 
perdagangan  kelompok-kelompok  pem- 
buat  dan  pengedar  obat  bius  di  wilayah 
Amerika  Selatan  (Pollard,  2001).  Bagi  ke- 
lompok-kelompok teroris,  kerja  sama  de- 
ngan  kelompok-kelompok  TOC  merupa- 
kan  alternatif  pendanaan  yang  cukup 
prospektif.  Metode-metode  lama  penda- 
naan bagi  para  kelompok  teroris  seper- 
ti  penculikan  dan  perampokan  bank  mi- 
salnya,  saat  ini  mulai  digantikan  dengan 
metode-metode  baru  seperti  diuraikan 
di  atas. 

INDONESIA  DAN  TOC 

Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan 
yang  memiliki  garis  batas  panjang  dan 
terbuka,  tentu  saja  sangat  potensial  men- 
jadi  lahan  operasi  kelompok-kelompok 
TOC.  Umumnya,  negara-negara  yang  se- 
dang  menjalani  transisi  politik  rnenjadi 
sasaran  empuk  TOC.  Rendahnya  law  en- 
forcement, ketidakpastian  politik  dan  kri- 
sis  ekonomi  merupakan  faktor-faktor  pe~ 
numbuh  suburnya  TOC.  TOC,  yang  se- 
lalu  bermotif  power  dan  uang,  dengan 
mudah  merekrut  para  profesional  seperti 
akuntan,  pengacara,  penasihat  keuang- 
an,  bankir,  politisi  korup,  pebisnis  dan 
bahkan  polisi  atau  tentara  untuk  mem- 
perhalus  dan  melindungi  operasinya.  Da- 
lam  konteks  negara  yang  berada  da- 
lam  transisi  politik,  sangat  rawan  terja- 
di  pertemuan  kepentingan  antara  TOC 
dan  berbagai  pihak  tersebut. 

Kemampuan  TOC  dalam  melakukan 
kejahatannya  yang  canggih  dan  lintas 
batas  akan  sulit  sekali  dihadapi  oleh  se- 
buah  negara  yang  sedang  "lemah"  dan 
diwarnai  dengan  intrik  politik.  Indonesia 


yang  sedang  dalam  krisis  ekonomi  misal- 
nya,  tengah  sangat  membutuhkan  inves- 
tasi  dari  luar  negeri  sebagai  bagian  da- 
ri  penyelamatan  ekonomi.  Bukan  tidak 
mungkin  kebutuhan  investasi  tersebut  dan 
lemahnya  regulasi  membuat  Indonesia 
rnenjadi  tempat  tujuan  dari  TOC  untuk 
melakukan  money  laundering. 

Mengingat  luasnya  cakupan  TOC  dan 
juga  masih  terbatasnya  data  rinci  me- 
ngenai  TOC  di  Indonesia,  pada  bagian 
berikut  akan  dibahas  dua  buah  bentuk 
TOC  yang  paling  banyak  ditemukan  di 
Indonesia  yakni  human-trafficking  dan 
drug-trafficking. 

Human  Trafficking 

Persoalan  penyelundupan  manusia  sa- 
ngat terkait  dengan  kenyataan  begitu 
panjang  dan  terbukanya  garis  batas  In- 
donesia sebagai  sebuah  negara  kepu- 
lauan. Penyelundupan  manusia  yang  ter- 
jadi  tidak  hanya  meliputi  penyelundupan 
dari  Indonesia,  namun  juga  meliputi  pe- 
nyelundupan melalui  Indonesia  ke  negara 
ketiga.  Dalam  satu  dekade  terakhir,  ter- 
jadi  peningkatan  penyelundupan  tenaga 
kerja  gelap  dari  Indonesia  ke  negara- 
negara  tetangga,  terutama  Malaysia.  Pe- 
ningkatan ini  terjadi  karena  situasi  per- 
ekonomian  yang  sulit  di  dalam  negeri  me- 
nyebabkan  sindikat  penyalur  tenaga  ker- 
ja gelap  rnenjadi  atraktif  dan  dianggap 
rnenjadi  jalan  pintas  untuk  keluar  dari  ke- 
sulitan  ekonomi.  Akan  tetapi,  karena  ber- 
jalan  secara  ilegal,  semakin  banyak  te- 
naga kerja  Indonesia,  yang  umumnya  pe- 
rempuan,  berisiko  tinggi  terhadap  an- 
caman  kekerasan  baik  fisik,  psikis,  sek- 
sual  dan  ekonomi,  karena  tidak  menda- 
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patkan  perlindungan  hukum  yang  mema- 
dai  (Kantor  Menteri  Negara  Pemberdaya- 
an  Perempuan,  2001). 

Pada  sisi  lain,  terus  meningkatnya  jum- 
lah  imigran  gelap  bisa  menimbulkan  per- 
sepsi  ancaman  terhadap  kedaulatan  ne- 
gara yang  menerimanya.  Mengalirnya  imi- 
gran gelap  karena  ketidakstabilan  politik 
di  Indonesia,  mengkhawatirkan  negara  pe- 
nerimanya  seperti  Malaysia.  Kekhawatiran 
ini  sangat  beralasan,  mengingat  bahwa 
sesuai  data  keimigrasian  Malaysia,  hing- 
ga bulan  Juli  2001  tercatat  ada  100  ribu 
imigran  asal  Indonesia  di  negara  terse- 
but  yang  masuk  secara  ilegal  melalui  sin- 
dikat  penyelundup  (Koran  Tempo,  9  Juli 
2001).  Sebagaimana  ditulis  dengan  jelas 
oleh  Harian  Utusan  Malaysia  di  Kuala 
Lumpur: 

"Semakin  banyaknya  imigran  ilegal  dari 
Indonesia  di  wilayah  kijta  merupakan  an- 
caman terhadap  kedaulatan  kits.  Situasinya 
bisa  memburuk  apabila  iklim  politik  di  In- 
donesia semakin  tidak  menentu...  oleh  ka- 
rena itu  jalan  terbaik  adalah  meningkat- 
kan  keamanan  perbatasan  kita  untuk  men- 
cegah  arus  imigran  yang  ilegal  dari  ne- 
gara tersebut.  Kita  harus  bergerak  cepat 
untuk  meningkatkan  penjagaan  di  titik-titik 
masuk  dan  tidak  menunggu  sampai  situasi 
di  Indonesia  lebih  buruk  dari  saat  ini.  Se- 
bagai  negara  tetangganya,  ketidakstabilan 
politik  yang  disertai  ketidakpastian  eko- 
nomi  sangat  jelas  akan  mempengaruhi 
kita". 

Selain  itu,  Indonesia  juga  menjadi  dae- 
rah transit  bagi  para  imigran  gelap.  Da- 
lam  periode  enam  bulan  hingga  perte- 
ngahan  tahun  2001,  Direktorat  Jenderal 
Imigrasi  mencatat  bahwa  1.558  imigran 


5"//ega/  Immigrants  from  Indonesia",  dikutip  da- 
lam  The  Jakarta  Post,  15  Februari  2001. 


gelap  telah  masuk  ke  Indonesia.  Diper- 
kirakan,  jumlah  bahwa  total  imigran  ge- 
lap yang  masuk  ke  berbagai  daerah  di 
Indonesia  ini  mencapai  4.000  orang  da- 
lam  kurun  waktu  tersebut  (Kompas,  13 
Oktober  2001).  Imigran  gelap  ini,  menu- 
rut  data  Ditjen  Imigrasi  hingga  bulan 
September  2001,  sebagian  terbesar  ber- 
asal  dari  Irak,  Afghanistan  dan  Paiestina 
serta  hanya  dua  orang  dari  Vietnam 
(Tempo,  4  November  2001).  Penyelun- 
dupan  imigran  ini  dikelola  oleh  kelom- 
pok  TOC  dan  melibatkan  warga  negara 
Indonesia.  Ketika  sebuah  kapal  yang 
mengangkut  imigran  gelap  karam  di  laut 
Jawa  dan  menewaskan  ratusan  penum- 
pangnya  pada  tanggal  20  Oktober  2001, 
ditemukan  bahwa  kapten  kapal  tersebut 
adalah  seseorang  dengan  kewarganegara- 
an  Indonesia. 

Penyelundupan  imigran  merupakan  se- 
buah bisnis  kejahatan  beromset  besar. 
Dalam  kasus  tenggelamnya  kapal  imigran 
di  laut  Jawa  tersebut,  dari  investigasi  ter- 
hadap korban  yang  selamat  ditemukan 
bahwa  tiap  orang  membayar  hingga 
US$4,000  kepada  para  penyelundup 
(Republika,  24  Oktober  2001).  Sindikat  ini 
juga  dilaporkan  menggunakan  kekerasan 
dengan  senjata,  ketika  para  imigran  yang 
telah  membayar,  menolak  menaiki  kapal 
yang  dijanjikan  karena  ternyata  kapal  ter- 


Sindikat  ini  diduga  dipimpin  oleh  seorang 
berkewarganegaraan  Mesir  bernama  Abu  Qussay, 
dan  selain  itu  melibatkan  anggota  kepolisian  Rl. 
Pihak  Imigrasi  Indonesia  juga  pemah  mendepor- 
tasi  seorang  berkewarganegaraan  Pakistan  dan 
seorang  India  yang  menjadi  pimpinan  sindikat  pe- 
nyelundupan imigran.  Selanjutnya  lihat  Kompas, 
24  Oktober  2001 ;  Koran  Tempo,  27  Oktober  2001 ; 
dan  Media  Indonesia,  13  September  2001. 
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sebut  tidak  layak  secara  teknis  (The  Ja- 
karta Post,  26  Oktober  2001). 

Ketidakmampuan  Indonesia  dalam  me- 
ngontrol  dan  menjaga  wilayah  dengan 
porous  border  merupakan  sebab  utama 
mengapa  Indonesia  dijadikan  wilayah 
transit  oleh  sindikat  penyelundup  imigran 
gelap  (Kompas,  25  Oktober  2001).  Tidak 
mengherankan  apabila  terdapat  banyak 
sekali  titik  di  mana  para  sindikat  bisa 
menyelundupkan  imigran  yang  putus  asa 
meninggalkan  tanah  kelahirannya  dan 
mengambil  keuntungan  darinya.  Bila  se- 
belumnya  sindikat  penyelundup  lebih  ba- 
nyak beroperasi  di  Jakarta,  saat  ini  se- 
makin  banyak  tempat  yang  menjadi  titik 
masuk  dan  menjadi  tempat  beroperasi 
sindikat  ini  seperti  di  Riau,  Bali  dan  NTB. 

Rumitnya,  kelompok-kelompok  TOC 
yang  beroperasi  dalam  bisnis  ilegal  pe- 
nyelundupan  manusia  ini  rejatif  sulit  di- 
identifikasi.  Sebab,  sindikat  semacam  ini 
berjumlah  sangat  banyak  dan  strukturnya 
sangat  beragam,  mulai  dari  yang  be- 
kerja  dalam  kelompok  sangat  kecil  sam- 
pai  pada  kelompok-kelompok  layaknya 
bisnis  besar  (Schloenhardt,  2001).  Untuk 
menghadapinya,  hal  yang  terutama  ha- 
rus  dilakukan  adalah  penegakan  hukum 
yang  konsisten,  karena  terbukti  hukum 
yang  lemah  menjadi  tempat  tumbuh  su- 
burnya  operasi  TOC  yang  memakai  me- 
tode  suap-menyuap  dan  praktek  ilegal 
lainnya.  Selain  itu,  karena  TOC  berope- 
rasi lintas  negara,  tentu  saja  persoalan 
ini  harus  dihadapi  bersama  dengan  ne- 
gara-negara  yang  menghadapi  masalah 
serupa,  seperti  Malaysia  dan  Australia. 
Oleh  karena  itu,  Indonesia  perlu  sema- 
kin  mengintensifkan  kerja  sama  dengan 
negara-negara  yang  menghadapi  masalah 


semacam  ini.  Dalam  konteks  ASEAN,  ka- 
rena tidak  hanya  Indonesia  yang  meng- 
hadapi masalah  human  smuggling,  ken- 
dala-kendala  struktural  harus  di  atasi  ter- 
lebih  dulu  semisal  melakukan  pengkajian 
ulang  terhadap  prinsip-prinsip  non-inter- 
vensi  secara  menyeluruh. 

Kenyataan  bahwa  Indonesia  belum 
meratifikasi  Konvensi  PBB  tahun  1951  dan 
Protokol  tahun  1967  mengenai  status 
pengungsi  juga  menjadi  isu  kontroversial. 
Bila  di  satu  sisi  Indonesia  "seolah-olah" 
terbebas  dari  kewajiban  mengurusi  pe- 
ngungsi (karena  belum  melakukan  ratifi- 
kasi),  namun  pada  sisi  lain  Indonesia  ju- 
ga mendapat  kesulitan  karena  sistem  per- 
undang-undangan  nasional  belum  meng- 
atur  bagaimana  pemerintah  harus  menyi- 
kapi  para  migran  ilegal  yang  menjadi- 
kan  Indonesia  sebagai  wilayah  transit 
ini  (Lukmiardi,  2001).  Serhentara  itu,  kare- 
na belum  meratifikasi nya,  Indonesia  justru 
kesulitan  menetapkan  status  para  imigran 
ini,  sehingga  pada  banyak  kasus  harus 
menunggu  pengkajian  dari  pihak  UNHCR. 
Dengan  kata  lain,  keputusan  akhir  menge- 
nai status  para  imigran  tidak  berada  di 
tangan  Indonesia,  sehingga  justru  menja- 
di beban  bagi  Indonesia. 


Konflik  etnis  yang  terjadi  di  salah  satu  nega- 
ra anggota,  misalnya,  juga  menjadi  pendorong 
terjadinya  migrasi  ilegal.  Sementara  itu,  karena 
terikat  prinsip  non-intervensi,  negara-negara  ang- 
gota ASEAN  tidak  bisa  berbuat  apa  pun  untuk 
mempercepat  penyelesaiannya.  Lihat  Snitwongse 
and  Bunbongkarn  (2001:  154). 

Q 

Mereka  yang  ditetapkan  statusnya  sebagai 
pengungsi  menjadi  beban  UNHCR  sementara 
yang  bukan  pengungsi  ditetapkan  sebagai  imigran 
gelap  dan  selanjutnya  menjadi  beban  pemerin- 
tah Rl.  Selanjutnya,  lihat  Bisnis  Indonesia,  25  Sep- 
tember 2001 . 
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Drug  Trafficking 

Dalam  hal  peredaran  obat  bius,  Indo- 
nesia pun  menjadi  daerah  tujuan  sekali- 
gus  transit.  Sebagaimana  tercatat  oleh 
International  Narcotics  Control  Board,  para 
penyelundup  mulai  mengalihkan  operasi- 
nya  dari  benda-benda  opium  ke  zat-zat 
amphetamin  karena  lebih  menguntungkan. 
Sebelumnya,  zat-zat  psikotropika  seperti 
ecstasy  lebih  populer  di  Eropa  pada  tahun 
1990-an,  dan  kemudian  menjadi  populer 
di  Asia  dengan  Myanmar  dan  Thailand  di- 
duga  menjadi  pusat  pembuatannya  (Me- 
dia  Indonesia,  24  Februari  2001). 

Walaupun  demikian,  dari  kasus-kasus 
yang  terungkap  di  Indonesia,  keduanya  sa- 
ma  berbahaya  dan  menjadi  persoalan 
pelik.  Diperkirakan,  bahwa  di  Jakarta  saja 
terdapat  1,3  juta  pemakai  narkotika  dan 
psikotropika.  Melihat  data  ini  tentu  saja 
bisa  diduga  bahwa  angka  penyelundupan 
kedua  jenis  barang  berbahaya  ini  sangat 
tinggi.  Data  kepolisian  Indonesia  memper- 
lihatkan  peningkatan  angka  kejahatan 
yang  berkait  dengan  narkotika.  Selama 
tahun  1998-1999,  terjadi  kenaikan  dari 
958  perkara  menjadi  1.833  perkara,  yang 
berarti  naik  91,33  persen  dan  pada  ta- 
hun 2000  menjadi  3.478  perkara  yang 
berarti  naik  92  persen  dari  tahun  sebe- 
lumnya  (Luthan,  2001). 

Ketika  pada  bulan  Januari  2001  pihak 
Bea  &  Cukai  di  Bandar  Udara  Soekarno- 
Hatta  berhasil  menyita  1,3  ton  ganja  ser- 


Ganja  atau  hashish,  kokain  dan  putaw  ter- 
masuk  narkotika;  sementara  ecstasy  dan  pit  lain 
termasuk  golongan  psikotropika.  Lihat  Direktorat 
Kerja  Sama  ASEAN  Deplu  Rl  (2000:  56).  Lihat  ju- 
ga  UN  (2000),  bisa  diakses  di  http://www.incb.org/ 
e/indar.htm. 


ta  6,8  kilogram  heroin,  diketahui  bahwa 
para  penyelundup  yang  tertangkap  meng- 
gunakan  pesawat  dari  Lahore  dan  Ka- 
rachi di  Pakistan.  Padahal,  sebelumnya 
anggota  sindikat  obat  bius  internasional 
ini  umumnya  menempuh  perjalanan  dari 
Bangkok.  Sindikat  ini  melibatkan  orang  da- 
ri berbagai  kewarganegaraan  seperti  Ni- 
geria, Nepal,  Zimbabwe,  Angola  atau 
orang  Indonesia  sendiri  {Kompas,  11  Ma- 
ret  2001).  Warga  lokal  diperlukah  dalam 
hal  distribusi  dan  pembukaan  akses  ke 
para  pengguna,  karena  peredaran  obat 
bius  berjalan  dalam  sistem  sel  yang  cukup 
rapat 

Selain  itu,  para  pemain  lokal  Indo- 
nesia tampaknya  juga  telah  meluaskan 
aktivitasnya  dari  sekadar  penyalur  men- 
jadi produsen.  Hal  ini  terbukti  ketika  pa- 
da bulan  Juli  2000  seorang  warga  ne- 
gara  Singapura  tertangkap  di  Indonesia 
ketika  berusaha  membawa  keluar  5.852 
butir  ecstasy  buatan  lokal  (Indonesia)  ke 
Taiwan.  Tidak  hanya  itu,  pada  tahun  yang 
sama  tiga  orang  warga  negara  Indonesia 
tertangkap  ketika  mencoba  menyelun- 
dupkan  heroin  dan  kokain  dengan  tuju- 
an  London  {Kompas,  11  Maret  2001). 

Meningkatnya  kemampuan  TOC  yang 
beroperasi  di  Indonesia  telah  ditemukan 
sejak  tahun  1995.  Ketika  itu,  pihak  ke- 
polisian menemukan  tempat-tempat  pem- 
buatan  ecstasy  di  Indonesia,  terutama  di 
Jakarta.  Dugaan  bahwa  ecstasy  .terSebut 
hanya  digunakan  untuk  konsumsi  dalam 
negeri  ternyata  tidak  tepat.  Sebagai  buk- 
tinya,  pada  tahun  1997  dua  orang  war- 
ga negara  Indonesia  tertangkap  di  Hong- 
kong membawa  7.000  butir  pil  ecstasy 
buatan  Indonesia  yang  akan  dibawanya 
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masuk  ke  Cina  daratan.  Setelah  itu,  pa- 
da  tahun  1999,  empat  orang  warga  In- 
donesia juga  ditangkap  di  Australia  ka- 
rena  tuduhan  yang  sama  {Kompas,  11  Ma- 
ret  2001). 

Meningkatnya  kemampuan  para  pe- 
main  lokal  juga  tidak  bisa  dilepaskan  da- 
ri  penggunaan  teknologi  yang  digunakan 
oleh  kelompok-kelompok  TOC.  Untuk 
mengurangi  risiko  kurir  yang  tertangkap, 
kelompok-kelompok  TOC  telah  meng- 
gunakan  teknologi  internet  sebagai  me- 
dia untuk  menyampaikan  metode  mera- 
cik  obat-obatan  terlarang  tersebut  (Suara 
Pembaryan,  24  Februari  2001).  Jelas  terli- 
hat  bahwa  kelompok-kelompok  TOC  se- 
nantiasa  memperbarui  modus-modus  ope- 
rasinya,  termasuk  dengan  memanfaatkan 
teknologi  yang  berkembang  pesat. 

PENUTUP 

Kelompok-kelompok  TOC  selalu  ber- 
kembang pesat.  Sebagaimana  kelompok- 
kelompok  bisnis  legal,  kelompok  TOC  ju- 
ga selalu  berusaha  memaksimalkan  laba 
dan  memperkecil  risiko  termasuk  dengan 
memanfaatkan  teknologi,  melakukan  aliansi 
strategis  dan  juga  cara-cara  ilegal  seperti 
kekerasan. 

Bagi  Indonesia,  ancaman  meluasnya 
TOC  sangatlah  nyata.  Mengingat  begitu 
terbuka  dan  panjangnya  garis  perbatasan 
wilayah,  Indonesia  menjadi  sasaran  kelom- 
pok-kelompok TOC  yang  berusaha  me- 
lakukan "bisnis"-nya  atau  memperluas  ja- 
ringannya.  Oleh  karena  itu,  kemampuan 
penjagaan  perbatasan  darat,  laut  dan 
udara  sangat  mendesak  untuk  ditingkatkan. 


Dalam  menghadapinya,  karena  karak- 
ter  TOC  yang  lintas  batas,  tentu  saja  In- 
donesia harus  aktif  menghadapi  TOC  ber- 
sama-sama  dengan  negara  lain  baik  da- 
lam skala  regional  ataupun  internasional. 
Hal  ini  bisa  dilakukan,  antara  lain,  melalui 
partisipasi  lebih  aktif  dalam  forum-forum 
global  yang  bertujuan  memerangi  TOC, 
baik  secara  politik  ataupun  ratifikasi  hu- 
kum-hukum  internasional.  Di  samping  itu, 
adalah  penting  untuk  mempersiapkan  pe- 
rangkat  hukum  nasional  yang  disertai  de- 
ngan kemampuan  melaksanakannya  secara 
konsisten  dan  konsekuen. 
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Senjata  Ringan  dan  Kaliber  Kecil: 
Sebuah  Persoalan  Rumit  dengan 

Penanganan  yang  Sulit 

Bantarto  Bandoro 


Senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  adalah  sebuah  isu  yang  sangat  kompleks 
dan  oleh  karena  itu  harus  ditangani  secara  hati-hati  pada  tingkat  nasional,  re- 
gional, dan  internasional.  Di  Asia  Tenggara,  isu  ini  pertama  kali  dibahas  oleh  para 
menteri  ASEAN  di  Malaysia  pada  tahun  1997,  guna  menekankan  pentingnya  ker- 
ja  sama  regional  untuk  membasmi  kejahatan  transnasional.  Tragedi  WTC  tang- 
gal  11  September  2001  di  New  York,  Amerika  Serikat,  mendorong  para  pengam- 
bil  keputusan  di  ASEAN  untuk  memikirkan  kembali  upaya-upaya  memerangi  teror- 
isme.  Hal  tersebut  dilakukan,  antara  lain,  dengan  mengangkat  isu  proliferasi  sen- 
jata ringan  dan  kaliber  kecil.  Diskusi  tentang  isu  ini  terungkap  pula  ketika  Presi- 
den  Rl  Megawati  Soekarnoputri  mengunjungi  beberapa  negara  ASEAN  pada 
akhir  Agustus  2001,  yang  kemudian  diikuti  oleh  beberapa  pernyataan  resmi 
ASEAN  lainnya  sehingga  memperkuat  sinyalemen  bahwa  kawasan  Asia  Teng- 
gara merupakan  bagian  penting  dari  jalur  distribusi  senjata  ringan  dan  kaliber  ke- 
cil baik  secara  iiegal  ataupun  legal,  yang  harus  diatasi  secara  kolektif. 


PENDAHULUAN 

TIDAK  seperti  persoalan  senjata 
nuklir  yang  proliferasinya  dapat 
diatasi,  antara  lain,  dengan  per- 
janjian-perjanjian  bilateral  maupun  mul- 
tilateral (meskipun  ini  belum  tentu  efek- 
tif),  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  ada- 


Secara  luas,  senjata  ringan  dan  kaliber  ke- 
cil termasuk  beragam  instrumen  pembawa  maut 
(lethal),  mulai  dari  pistol  genggam  sampai  jenis 
senjata  portable  yang  digunakan  misalnya  untuk 
sistem  pertahanan  udara.  Karena  tidak  ada  definisi 
senjata  kaliber  kecil  yang  diterima  secara  univer- 
sal, terminologi  kaliber  kecil  dianggap  juga  men- 
cakup  senjata  api  portabel  dan  amunisinya.  Yang 
termasuk  dalam  katagori  kaliber  kecil  adalah: 


lah  sebuah  persoalan  yang  amat  rumit 
bukan  hanja  karena  hakikat  dari  senjata 
itu  sendiri,  tetapi  juga  karena  senjata  je- 
nis tersebut  secara  iiegal  dan  legal  da- 
pat  digunakan  oleh  siapa  saja  dan  mu- 


se//" loading  pistol,  rifles  dan  carbine,  sub-machine 
guns,  assalut  rifles  dan  light  machine  guns.  Sedang- 
kan  senjata  ringan  bisanya  lebih  besar  dan  lebih 
berat  dibandingkan  dengan  senjata  kaliber  kecil 
dan  didesain  untuk  digunakan  oleh  lebih  dari  salu 
orang  (sebagai  tim).  Termasuk  dalam  kategori  ini 
misalnya  adalah  heavy  machine  guns,  rockets  port- 
able anti-tank,  dan  anti-aircraft  missile  system.  Di- 
bandingkan dengan  sistem  persenjataan  yang  le- 
bih kompleks,  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  di- 
produksi  secara  luas  dan  relatif  mudah  diperoleh 
baik  secara  legal  maupun  iiegal. 
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dah  ditransfer  dari  satu  orang  ke  orang 
lainnya,  bahkan  antara  kebmpok  dan  ne- 
gara. Data  menunjukkan  bahwa  sekitar 
500.000  orang  telah  tewas  setiap  tahun- 
nya  akibat  pengunaan  senjata  ringan  dan 
kaliber  kecil  (Small  Arms  Survey,  2001). 

Tindak  kekerasan  seringkali  menjadi 
arena  penggunaan  senjata  jenis  ini.  Pe- 
nyebab  timbulnya  kekerasan  yang  meng- 
akibatkan  kematian  adalah  sangat  kom- 
pleks  .  dan  beragam  dan  keberadaan 
serta  penyalahgunaan  senjata  ringan  dan 
kaliber  kecil  hanyalah  sebagian  kecil 
saja  dari  sebuah  persoalan  besar.  Ti- 
dak  berlebihan  untuk  mengatakan  bah- 
wa senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  ada- 
lah the  real  weapons  of  mass  destruction. 
Meskipun  senjata  jenis  itu  tidak  bisa 
memporakporandakan  kota  atau  masya- 
rakat  dalam  hitungan  detik,  tetapi  peng- 
gunaannya  telah  mengakibatkan  1.300 
kematian  setiap  harinya. 

Selain  karena  perannya  secara  lang- 
sung  dalam  situasi  konflik  dan  keke- 
rasan, senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
juga  secara  luas  digunakan  dalam  situasi 
damai,  baik  untuk  meneror  dan  me- 
ngontrol  masayarakat,  mempengaruhi  si- 
tuasi politik,  bahkan  untuk  mendapat- 
kan  keuntungan  tertentu  dan  sebagai- 
nya.  Di  negara  maju  maupun  negara  ber- 
kembang,  masyarakat  yang  merasa  di- 
pinggirkan  dan  sengsara  akan  menggu- 
nakan  cara-cara  kekerasan  supaya  mereka 
dapat  bertahan  hidup,  sementara  orang 
lain,  karena  motivasinya  untuk  menda- 
patkan  atau  mempertahankan  kekuasaan, 
akan  menggunakan  senjata  ringan  untuk 
memperkuat  posisi  mereka.  Semua  ini 
akan  menghasilkan  kerawanan  sosial,  ke- 
tidakamanan,  dan  ketakutan  yang  diper- 


parah  oleh  siklus  dan  budaya  kekeras- 
an yang  telah  mengekal.  Akibatnya  ada- 
lah munculnya  negara  yang  korup  dan 
collapsed.  Lingkaran  setan  demikian  ini 
mungkin  dapat  diatasi  dengan  langkah- 
langkah  internasional,  regional  dan  na- 
sional  untuk  mengatur  berbagai  aspek 
dari  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil. 

Tdisan  ini  membahas  kompleksitas  per- 
soalan senjata  ringan  dan  kaliber  kecil. 
Bagian  pertama  tulisan  membahas  ka- 
rakteristik  senjata  ringan  dan  kaliber  ke- 
cil. Karakteristik  inilah  yang  membuat  isu 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  ini  seca- 
ra politik,  ekonomi  dan  keamanan  sulit 
diatasi  oleh  masyarakat  internasional.  Hal 
lain  yang  muncul  dari  persoalan  senjata 
ringan  dan  kaliber  kecil  adalah  bagai- 
mana  masalah  kebijakan  dirancang  se- 
demikian  rupa  sehingga  ia  dapat  mem- 
beri  efek  kepada  solusi  untuk  menga- 
tasi  masalah  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil.  Ini  akan  dibahas  dalam  bagian  ke- 
dua  dari  tulisan.  Bagian  terakhir  secara 
spesifik  membahas  respons  ASEAN  ter- 
hadap  proliferasi  senjata  ringan  dan  ka- 
liber kecil  di  kawasan  Asia  Tenggara. 

KARAKTERISTIK 

Sejak  berakhirnya  era  Perang  Dingin, 
perhatian  dunia  beralih  ke  persoalan 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  teruta- 
ma  sebagai  akibat  dari  meningkatnya 
konflik  intra-negara.  Perubahan  lanskap 
keamanan  internasional  dari  perang  an- 
tara negara  berskala  besar  ke  konflik 
intra-negara  terjadi  justru  di  saat  norma 
internasional,  rezim  pengawasan  ekspor 
dan  perjanjian  untuk  mengendalikan  sen- 
jata pemusnah  massal  mencapai  kema- 
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juan  berarti.  Pada  waktu  yang  sama, 
proliferasi  dan  penyalahgunaan  senjata 
ringan  dan  kaliber  kecil  menimbulkan 
ancaman  terhadap  keamanan  regional 
dan  nasional.  Proliferasi  itu  juga  mengham- 
bat  proses  perdamaian,  pembangunan 
ekonomi  dan  upaya  untuk  membangun 
kembali  masyarakat  yang  porak-poranda 
akibat  perang.  Banjir  senjata  ringan  dan 
kaliber  kecil  yang  tidak  terkontrol  ke 
berbagai  penjuru^  dunia  telah  mendo- 
rong  masyarakat  internasiorial  untuk  mem- 
beri  perhatian  yang  lebih  serius  khusus- 
nya  terhadap  efek  penggunaan  senjata 
tersebut.  Kekhawatiran  itu  diungkapkan 
oleh  Sekretaris  Jenderal  PBB  Kofi  Annan: 

"Sekalipun  senjata  itu  tidak  menjadi  pe- 
nyebab  konflik  di  mana  senjata  itu  digu- 
nakan,  proliferasi  senjata  jenis  itu  mem- 
pengaruhi  intensitas  dan  lamanya  tindak 
kekerasan  dan  mendorong  penyelesaian 
dengan  cara  militer.  Mungkin  yang  pa- 
ling mengerikan  adalah  terjadinya  ling- 
karan  setan  di  mana  ketidakamanan  men- 
jadi faktor  penyebab  tingginya  permin- 
taan  terhadap  senjata  yai)g  pada  dirinya 
membawa  ketidakamanan  yang  lebih 
besar,  dan  seterusnya". 

Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bah- 
wa  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  ha- 
ms menjadi  bagian  penting  dari  agen- 
da internasional  pengawasan  senjata. 
Senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  adalah 
salah  satu  masalah  pengawasan  senjata 
yang  paling  sulit  untuk  ditangani.  Karena 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  tersebar 
luas  dan  karena  senjata  itu  juga  dapat 
digunakan  secara  sah  oleh  sipil  dan  mili- 
ter, maka  pemikiran  mengenai  bagai- 
mana  merancang,  menegosiasi  dan  meng- 
implementasikan  langkah-langkah  penga- 
wasan harus  dilakukan  secara  cermat. 
Seorang  analis  mengatakan:  "Perangkat 


dan  asumsi-asumsi  perlucutan  dan  penga- 
wasan senjata  tradisional...  tidak  berlaku 
untuk  mengatasi  proliferasi  senjata  ringan 
dan  konflik  internal  di  mana  senjata  itu 
digunakan".  Ini  berarti  bahwa  kontrol  ter- 
hadap senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
harus  mencakup  upaya-upaya  yang  tidak 
dikenal  dalam  pengawasan  senjata  se- 
cara tradisional.  Oleh  karena  itu,  bisa  di- 
pahami  mengapa  proliferasi  senjata  se- 
macam  itu  sulit  diatasi. 

Ada  beberapa  karakteristik  yang  mem- 
buat  proliferasi  senjata  ringan  dan  kali- 
ber kecil  sulit  dicegah: 

•  Sifat  dari  senjata  itu  sendiri  yang  me- 
matikan,  mudah  untuk  digunakan  dan 
dipindahtangankan,  sulit  untuk  dilacak 
dan  secara  relatif  sangat  mudah  untuk 
mempertahankan  sirkulasi  senjata  itu 
untuk  jangka  waktu  yang  lama. 

•  Negara  dan  produsen  dalam  jumlah 
yang  besar  membuat  mekanisme  pe- 
ngawasan terhadap  suplai  menjadi  sulit. 

•  Penggunaan  secara  sah  dari  senjata 
ini  baik  untuk  tujuan  keamanan  dan 
pertahanan  nasional  maupun  individu. 

•  Pasar  gelap  dari  senjata  tersebut  yang 
seringkali  terkait  dengan  kejahatan 
transnasional  dan  kegiatan-kegiatan 
aktor-aktor  nonpemerintah. 

•  .  Adanya  hubungan  antara  arus  senjata 

ringan,  situasi  ketidakamanan  ekono- 
mi dan  konflik  politik  dan  sosial. 

•  Perbedaan  norma-norma  nasional  me- 
ngenai penggunaan  dan  pemilikan 
senjata. 

Selain  karakteristik  di  atas,  hal  lain 
yang  membuat  masalah  senjata  ringan 
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dan  kaliber  kecil  ini  sulit  ditangani  ada- 
lah  tiadanya  kesepakatan  mengenai  apa 
yang  dianggap  sebagai  persoalan  be- 
sar  dari  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
ini.  Banyak  yang  menganggap  bahwa 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  meru- 
pakan  masalah  hak  azasi  manusia,  kese- 
hatan  dan  pembangunan.  Ada  juga  yang 
melihat  masalah  ini  sebagai  masalah  kri- 
minal  dan  bahkan  terorisme  dan  perlu- 
cutan  senjata  pasca  konflik.  Tiadanya 
kesepakatan  demikian  tentu  saja  akan 
memunculkan  perbedaan  dalam  fokus 
pendekatan  terhadap  masalah  ini  dan 
hal  ini  pada  gilirannya  akan  menghasil- 
kan  solusi  yang  berbeda  pula. 

Apapun  perspektif  dari  persoalan  sen- 
jata ringan  dan  kaliber  kecil,  ada  tiga 
isu  penting  dari  masalah  ini.  Pertamai 
bahwa  kontrol  terhadap  senjata  ringan 
dan  kaliber  kecil  ini  adalah  sesuatu  yang 
amat  penting  bagi  agenda  keamanan 
internasional  kontemporer.  Ini  terutama 
karena  jenis  senjata  seperti  itu  dapat 
digunakan  secara  absah  untuk  keperlu- 
an  militer  maupun  sipil,  dan  oleh  ka- 
rena itu  upaya  untuk  mengatur  peredar- 
annya  pun  harus  dilakukan  secara  cer- 
mat.  Kedua,  isu  senjata  ringan  dan  kali- 
ber kecil  lebih  daripada  sekadar  per- 
soalan pengawasan  dan  pelucutan  sen- 
jata. Ini  berarti  bahwa  proliferasi  senja- 
ta ringan  darr^kaliber  kecil  bukan  se- 
mata-mata  isu  keamanan,  tetapi  juga 
merupakan  isu  hak  azasi  manusia  dan 
pembangunan,  dan  bahkan  isu  yang  da- 
pat  merongrong  pemerintahan  yang  sah. 
Ketiga,  bahwa  senjata  ringan  dan  kali- 
ber kecil  tidak  menyebar  dengan  sen- 
dirinya,  tetapi  senjata  itu  dirancang,  di- 
produksi  dan  dibeli  sebagai  respons 


atas  permintaan  pemerintah  dan/atau  ke- 
lompok  sipil.  Selain  itu,  senjata  jenis  ini 
juga  dapat  dijual  dan  dicuri  dan  bahkan 
secara  legal  dan  ilegal  dapat  dipindah- 
tangankan.  Mata  rantai  peredaran  senjata 
semacam  ini  demikian  kompleks,  tetapi 
rapi,  sehingga  sangat  sulit  untuk  dide- 
teksi.  Oleh  karena  itu,  regulasi  dan  pe- 
ngawasan terhadap  senjata  itu  harus 
memperhatikan  karakteristik  seperti  di- 
sebutkan  di  atas. 

Meskipun  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil  menyumbang  besar  pada  kemati- 
an  manusia  sejak  tahun  1945,  isu  ini 
tetap  berada  di  luar  agenda  pengawas- 
an senjata  selama  Perang  Dingin  ber- 
langsung.  Ada  tiga  alasan  mengapa  de- 
mikian: Pertama,  sampai  terjadinya  pro- 
ses dekolonisasi,  senjata  jenis  ini  tidak 
tersebar  secara  luas.  Pada  mulanya,  ne- 
gara-negara  pasca  kolonial  tidak  memi- 
liki  arsenal  senjata  besar  dan  tidak  pula 
memiliki  senjata  militer  yang  tersebar 
luas  di  masyarakat.  Tetapi  ada  penge- 
cualian.  Perang  kemerdekaan  seperti  di 
Algeria,  perang  saudara  di  Nigeria,  pem- 
berontakan  di  Malaysia,  Kamboja  dan 
perang  Vietnam  adalah  ilustrasi  penting- 
nya  peran  senjata  ringan  dalam  sebuah 
konflik.  Tetapi  secara  umum  pengaruh 
penggunaan  senjata  itu"  terbatas  hanya 
pada  zona-zona  konflik,  dan  tidak  dili- 
hat  sebagai  .masalah  yang  menimbuk 
kan  efek  spillover  terhadap  keamanan 
global  dan  regional. 

Kedua,  instrumen-instrumen  nonproli- 
ferasi,  perlucutan  dan  pengawasan  sen- 
jata muncul  sebagai  bagian  dari  upa- 
ya untuk  mengatasi  ancaman  senjata 
nuklir  dan  senjata  pemusnah  massal 
lainnya.  Karena  konflik  di  mana  senjata 
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ringan  dan  kaliber  kecil  digunakan  tidak 
membawa  risiko  seburuk  penggu.naan  sen- 
jata  nuklir,  maka  senjata  ringan  dan  ka- 
liber kecil  diabaikan.  Ancaman  nuklir  di- 
li hat  sebagai  sesuatu  yang  lebih  men- 
desak  untuk  ditangani  daripada  senjata 
ringan  dan  kaliber  kecil. 

Ketiga,  adanya  keengganan  untuk 
mengatasi  isu  senjata  konvensional.  Sam- 
pai  sekitar  awal  dasawarsa  1990-an,  ba- 
nyak  pembuat  kebijakan  berpendapat 
bahwa  senjata  konvensional  bukanlah 
isu  proliferasi.  Argumennya  adalah  bah- 
wa hak  negara  untuk  bela  diri  melegi- 
timasi  pemilikan  senjata  semacam  itu. 
Di  samping  itu,  berbagai  jenis  senjata 
ringan  dan  kaliber  kecil  secara  sah  da- 
pat  digunakan  oleh  sipil  dan  ini  pada 
gilirannya  akan  mempengaruhi  kebijak- 
an dan  regulasi  nasional  mengenai  ma- 
salah  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil. 

Perkembangan  yang  terjadi  selama 
dasawarsa  1990-an  mendorong  masyara- 
kat  internasional  untuk  meninjau  kembali 
rezim  perlucutan  dan  pengawasan  sen- 
jata, dan  ini  memungkinkan  munculnya 
isu  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  se- 
bagai masalah  kebijakan  multilateral. 
Mungkin  stimulus  yang  paling  signifikan 
adalah  perubahan  dalam  matriks  kon- 
flik  selama  pasa  Perang  Dingin  di  ma- 
na  konflik  internal  dan  komunal  mulai 
memiliki  profil  yang  lebih  tinggi  diban- 
dingkan  dengan  konflik  antarnegara. 
Konflik  komunal  bukanlah  gejala  yang 
sama  sekali  baru,  tetapi  karena  profil 
mereka  yang  semakin  meningkat  ber- 
arti  perhatian  yang  lebih  besar  harus  di- 
berikan  kepada  persoalan  senjata  ri- 
ngan dan  kaliber  kecil  ini. 


Konflik  komunal  yang  mengemuka  se- 
lama pasca  Perang  Dingin  diperparah 
oleh  semakin  meningkatnya  lalu  lintas 
global  dalam  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil.  Meskipun  statistik  akurat  sulit  un- 
tuk diperoleh,  salah  satu  konsekuensi 
dari  berakhirnya  era  Perang  Dingin  ada- 
lah munculnya  banjir  senjata  yang  secara 
relatif  dapat  diperoleh  dengan  ongkos 
kirim  yang  rendati.  Lemahnya  mekanis- 
me  kontrol  domestik  juga  menyumbang 
pada  masalah  tersebut.  Perdagangan  glo- 
bal yang  semakin  bebas  dan  konsekuen- 
sinya  berupa  menurunnya  pengawasan 
oleh  pabean  serta  perkembangan  cara- 
cara  untuk  menutupi  perdagangan  interna- 
sional (misalnya,  melalui  pencucian  uang 
dan  sebagainya)  telah  membuka  peluang 
besar  bagi  lalu-lintas  senjata  sebagai  ko- 
moditas  yang  menguntungkan. 

Selain  itu,  ada  persepsi  bahwa  masa- 
lah proliferasi  dan  pengawasan  senjata 
telah  berhasil  dibahas  melaui  langkah- 
langkah  seperti  Konvensi  Senjata  Kimia, 
perpanjangan  NPT  dan  Perjanjian  START. 
Hambatan  dan  persoalan  lainnya  di  bi- 
dang  ini  masih  saja  muncul.  Tetapi,  kare- 
na tantangan  dalam  persoalan  pengawas- 
an senjata  ini  semakin  berkurang,  maka 
isu-isu  yang  sebelumnya  terabaikan  se- 
perti senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
mulai  mendapat  perhatian  yang  serius. 

SENJATA  RINGAN  DAN  KALIBER 
KECIL:  PERSOALAN  KEAMANAN 
ANTARA  NEGARA  ATAU  MASYA- 
RAKAT? 

Persoalan  apakah  senjata  ringan  dan 
kaliber  kecil  merupakan  isu  utama  bagi 
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masyarakat  internasional  dan  ancaman 
apa  yang  ditimbulkan  oleh  peredaran- 
nya,  sangat  tergantung  kepada  bagai- 
mana  seseorang  memandang  ancaman 
terhadap  keamanan  internasional  terse- 
but.  Menurut  rezim  Perang  Dingin  yang 
klasik,  tujuan  pengawasan  senjata  ada- 
lah  untuk  mengurangi  risiko  perang,  me- 
ngurangi  daya  hancur  senjata  itu  jika 
perang  pecah,  dan  mengalihkan  sum- 
ber  daya  senjata  ke  sektor-sektor  lain. 
Menurut  logika  demikian,  senjata  ringan 
dan  kaliber  kecil  hampir  tidak  memiliki 
ancaman  yang  signifikan  pada  tataran 
global.  Risiko  bahwa  perang  akan  pe- 
can karena  faktor  senjata  ini  sangat  ke- 
cil dan  sumber  daya  yang  digunakan 
untuk  senjata  ini  juga  sangat  kecil. 

Membatasi  perhatian  hanya  pada  pe- 
mahaman  sempit  pada  tujuan  dan  mo- 
tivasi  pengawasan  senjata  dan  nonproli- 
ferasi  sama  saja  mengabaikan  perubah- 
an-perubahan  yang  terjadi  dalam  hal  ba- 
gaimana  negara  dan  organisasi  multila- 
teral merumuskan  kepentingan  keaman- 
an mereka.  Perdebatan  yang  sangat  in- 
tensif  mengenai  era  pasca  Perang  Dingin 
telah  memunculkan  dua  persoalan  kebi- 
jakan  keamanan,  yaitu  keamanan  antar- 
negara  {inter-state  security)  dan  keaman- 
an masyarakat  (societal  security).  Pada  ta- 
taran keamanan  antarnegara,  berbagai 
upaya  keamanan  difokuskan  pada  ke- 
amanan kooperatif  yang  dapat  dicapai 
antara  lain  melalui  perjanjian  multilateral 
untuk  mengatasi  masalah  keamanan  mili- 
ter  tradisional,  misalnya:  confidence  build- 
ing measure,  dan  pengembangan  lem- 
baga  untuk  menyelesaikan  konflik.  Ter- 
masuk  dalam  kategori  ini  misalnya: 
CTBT  (Comprehensive  Test  Ban  Treaty). 


Persoalan  keamanan  lainnya  yang  se- 
harusnya  juga  mendapat  perhatian  yang 
sama  pentingnya  adalah  keamanan  ma- 
syarakat atau  manusia  dalam  sebuah  ne- 
gara. Persoalan  keamanan  demikian  ini 
berkaitan  dengan  senjata  ringan  dan  ka- 
liber kecil,  dan  proliferasi  dan  penggu- 
naannya  dapat  memberi  pengaruh  ter- 
hadap hak  azasi  manusia  (keamanan  da- 
ri  kekerasan  negara);  proteksi  minoritas 
dari  konflik  komunal  dan  represi;  dan 
terorisme.  Keamanan  seperti  ini  sangat 
berbeda  dari  keamanan  negara,  misal- 
nya keamanan  dari  gangguan-gangguan 
eksternal  (intervensi). 

Persoalannya  sekarang  adalah,  apa- 
kah  keamanan  masyarakat  ini  dinilai  le- 
bih  penting  atau  justru  kurang  penting 
dibandingkan  dengan  keamanan  antar- 
negara. Apakah  senjata  ringan  dan  kali- 
ber kecil  lebih  mengancam  atau  seba- 
liknya  kurang  mengancam  dibandingkan 
dengan  senjata-senjata  yang  termasuk 
dalam  kategori  sulit  diatasi.  ini  bukan 
pertanyaan  akademik,  tetapi  sejauh  mana 
masing-masing  isu  tersebut  mendapat  per- 
hatian dari  para  pembuat  kebijakan  dan 
seberapa  serius  mereka  menangani  an- 
caman yang  berbeda.  Dalam  bidang 
senjata  nuklir,  meskipun  risiko  perang  nu- 
klir  tidak  pernah  besar,  dampak  peng- 
hancurannya  telah  mendorong  negara- 
negara  untuk  rriengerahkan  seluruh  sum- 
ber daya  mereka  kepada  upaya  penga- 
wasan senjata.  Tetapi  dalam  era  di 
mana  risiko  perang  nuklir  semakin  berku- 
rang,  perhatian  lebih  besar  diberikan 
kepada  persenjataan  yang  setiap  saat 
dapat  digunakan  untuk  membunuh  ma- 
nusia. Konsekuensi  global  dari  proliferasi 
senjata  ringan  yang  tidak  terkontrol  me- 
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mang  kecil,  tetapi  kemungkinan  peng- 
gunaan  senjata  itu  terhadap  sipil  adalah 
sangat  besar.  Secara  polemik  dapat  di- 
katakan  bahwa  dukungan  internasional 
dan  publik  terhadap  upaya  non-prolife- 
rasi  dan  pengawasan  senjata  akan  meng- 
alami  erosi  kecuali  jika  upaya  tersebut 
juga  menyentuh  persoalan  ancaman  nya- 
ta  yang  ditimbulkan  oleh  senjata  ringan 
dan  kaliber  kecil . 

Senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  ada- 
lah sebuah  persoalan  yang  sangat  ru- 
mit,  bukan  hanya  karena  dalam  dirinya 
mengandung  berbagai  persoalan,  tetapi 
juga  karena  cara  senjata  tersebut  dipro- 


duksi,  dimiliki  dan  disebarluaskan.  Be- 
berapa  persoalan  yang  berkaitan  dengan 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  dapat 
dilihat  dalam  Tabel  1  di  bawah  ini. 

Tabel  di  atas  jelas  menunjukkan  bah- 
wa senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  ada- 
lah sebuah  isu  yang  memiliki  dimensi 
persoalan  yang  sangat  luas.  Keberada- 
an  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  yang 
begitu  luas  bukan  hanya  telah  memfa- 
silitasi  pelanggaran  terhadap  hak  azasi 
manusia  dan  meningkatkan  ketegangan 
dan  konflik  dalam  masyarakat,  tetapi 
juga  memfasilitasi  pelanggaran  hukum 
humaniter  internasional  dan  menghambat 


Tabel  1 


MASALAH  YANG  TERKAIT  DENGAN  SENJATA  RINGAN  DAN  KALIBER  KECIL 


Masalah 


Deskripsi  Masalah 


Senjata  Ringan  sebagai  Katalisator 
dan  Akibatnya 


Humaniter  dan 
hak  azasi  manusia 

Kesehatan  dan 
kriminalitas 

Pembangunan  ekonomi 
dan  good  governance 

Konflik  komunal 


Extra-regional 
dan  intervensi 

Regional  dan 
destabilisasi 


Terorisme  internasional 


Budaya  kekerasan,  prajurit 
anak-anak  dan  ketidak- 
samaan  pribadi 

Obat-obatan  terlarang,  teror, 
kejahatar.  terorganisasi 

Mafia,  korupsi,  iklim 
investasi  yang  lemah 

Arus  senjata  ringan  yang 
semakin  luas  memperbesar 
tingkat  kekerasan  dan 
membuka  peluang  bagi 
perang  antarkomunal 

Transaksi  pasar  gelap  untuk 
mempengaruhi  konflik 

Spillover  konflik  dan 
surplus  senjata 

Serangan  terhadap 
sasaran-sasaran  lunak 


Proliferasi  senjata  ringan  yang  tidak 
terkontrol  dan  sistem  pengawasan 
nasional  yang  lemah 

Sistem  kontrol  ekspor-impor  yang 
lemah  dan  lemahnya  penegakan 
hukum 

Struktur  pemerintah  yang  mengalami 
erosi  dan  lemah  serta  keterbelakangan 
dalam  pembangunan  ekonomi 

Menghambat  upaya  damai  dan 
memfasilitasi  kekerasan  lebih  lanjut 


Tidak  adanya  transparansi 
internasional 

Mekanisme  pelacakan  yang  lemah 
dan  tidak  adanya  langkah-langkah 
perlucutan  senjata  pasca  konflik 

Proliferasi  senjata  ringan  yang 
lebih  canggih  dan  tidak  terkontrol 


Sumber:  Diolah  dari  berbagai  sumber. 
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upaya  rekonstruksi  dan  rekonsiliasi  pasca 
konflik.  Edward  Laurance,  analis  masalah 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil,  melihat 
persoalan  senjata  ringan  dan  kaliber  ke- 
cil ini  sebagai  pemantik  krisis  kemanusia- 
an  global.  Langkah-langkah  untuk  meng- 
atasi  masalah  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil  ini  harus  dilakukan  pada  tiga  tatar- 
an  pentmg:  nasional,  regional  dan  inter- 
nasional. 


RESPONS  REGIONAL 

Karena  kompleksnya  permasalahan 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil,  maka 
penyelesaian  komprehensif  dan  jangka 
panjang  di  masa  depan  kelihatannya 
masih  jauh  dari  kenyataan.  Meskipun  de- 
mikian,  upaya  sistematik,  sesulit  apapun, 
harus  dilakukan  untuk  menekan  sekecil 
mungkin  efek  negatif  dari  proliferasi  dan 
penggunaan  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil.  Untuk  itu  dibutuhkan  pendekatan 
yang  bersifat  fleksibel  dan  multilevel. 
Pada  tingkat  regional,  upaya  itu  harus 
mencakup  berbagai  aspek,  misalnya  po- 
litik,  hukum,  keamanan  dan  ekonomi. 

Kawasan  Asia  Pasifik  adalah  bagian 
penting  dari  distribusi  global  senjata  ri- 
ngan dan  kaliber  kecil.  Di  kawasan  ini 
terdapat  sekitar  19  negara  produsen  le- 
gal senjata  ringan  dan  kaliber  kecil,  ter- 
masuk  negara-negara  ASEAN  (Small  Arms 
Survey,  2001).  Untuk  kawasan  Asia  Teng- 


2 

Seperti  dikutip  oleh  Charmen  (1998). 

3Program  Aksi  untuk  memberantas  perdagang- 
an  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  pada  tiga  ta- 
taran  ini  diusulkan  oleh  Konperensi  PBB  menge- 
nai  Perdagangan  Gelap  Senjata  Ringan  dan  Kaliber 
Kecil  dalam  Segala  Aspeknya,  2001. 


gara,  salah  satu  alasan  mengapa  me- 
reka  memproduksi  senjata  ringan  dan 
kaliber  kecil  adalah  untuk  mengurangi 
tingkat  ketergantungan  mereka  pada 
sumber-sumber  eksternal.  Negara  produ- 
sen terpenting  di  Asia  Tenggara  adalah 
Indonesia,  Malaysia,  Myanmar,  Filipina, 
Singapura  dan  Thailand.  Kawasan  ini  juga 
termasuk  kawasan  yang  sarat  dengan 
konflik  bersenjata  dan  pemberontakan 
dan  ini  kemudian  membuat  peredaran 
dan  penggunaan  secara  ilegal  senjata 
ringan  dan  kaliber  kecil  menjadi  lebih 
luas  dan  tidak  terkontrol.  Tragedi  ge- 
dung  kembar  WTC  di  New  York  dan 
Gedung  Pentagon  Washington  DC  ta- 
hun 2001  membuat  para  pengambil  ke- 
putusan  di  ASEAN  memikirkan  kembali 
upaya-upaya  memerangi  terorisme,  anta- 
ra  lain,  dengan  mengangkat  isu  proli- 
ferasi senjata  ringan  dan  kaliber  kecil. 

Isu  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
pertama  kali  dibahas  dalam  konteks 
ASEAN  pada  pertemuan  para  menteri 
ASEAN  di  Malaysia  tahun  1997.  Pertemu- 
an tersebut  meletakkan  landasan  bagi 
pendekatan  ASEAN  terhadap  masalah  sen- 
jata ringan  dan  kaliber  kecil  dengan  me- 
nekankan  pentingnya  kerja  sama  regio- 
nal untuk  membasmi  kejahatan  transna- 
sional.  Senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
serta  penyelundupan  senjata  diakui  oleh 
ASEAN  sebagai  bagian  integral  dari  te- 
rorisme, lalu-lintas  obat  terlarang,  pencu- 
cian  uang,  lalu-lintas  manusia  dan  pem- 
bajakan.  Pada  akhir  tahun  1997,  para 
menteri  dalam  negeri  ASEAN  meng- 
adopsi  ASEAN  Declaration  on  Transnational 
Crime.  Deklarasi  ini  mencerminkan  kete- 
gasan  ASEAN  untuk  menghadapi  masa- 
lah kejahatan  trasnasional  dan  memben- 
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tuk  perjanjian-perjarijian  untuk  mening- 
katkan  kerja  sama  regional  dan  kerja 
sama  dengan  organisasi  internasional 
yang  relevan. 

Dalam  KTT-nya  di  Hanoi  tahun  1998, 
ASEAN,  dalam  Hanoi  Plan  of  Action,  se- 
kali  lagi  menegaskan  sikapnya  untuk 
memperkuat  kemampuan  regional  dalam 
mengatasi  kejahatan  transnasional.  Ta- 
hun berikutnya  ASEAN  menerima  ASEAN 
Plan  of  Action  to  Combat  Transnational 
Crime.  Rencana  regional  ASEAN  ini  me- 
maparkan  strategi  ASEN  untuk  mence- 
gah  dan  mengontrol  kejahatan  transna- 
sional melalui  berbagai  kegiatan  seperti 
pertukaran  informasi,  kerja  sama  dalam 
bidang  hukum  dan  penegakan  hukum, 
pengembangan  kapasitas  lembaga,  pe- 
latihan  dan  kerja  sama  antarkawasan. 

ASEAN  pertama  kali  mengangkat  isu 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  sebagai 
topik  khusus  dalam  Regional  Seminar 
on  Illicit  Trafficking  Small  Arms  and  Light 
Weapons,  di  Jakarta  pada  Mei  2000.  Ikrar 
ASEAN  memerangi  lalu-lintas  ilegal  sen- 
jata ringan  dan  kaliber  kecil  terungkap 
kembali  dalam  kunjungan  Megawati  ke 
beberapa  negara  ASEAN  pada  tahun 
2001.  Deklarasi  dan  pernyataan-pernya- 
taan  resmi  ASEAN  lainnya  mengenai  isu 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  mem- 
perkuat sinyalemen  bahwa  kawasan  Asia 
Tenggara  merupakan  bagian  penting 
dari  jalur  distribusi  ilegal  dan  legal  sen- 
jata ringan  dan  kaliber  kecil,  dan  oleh 
karena  itu  harus  diatasi  secara  kolektif. 


Seminar  ini  disponsori  oleh  UN  Department 
of  Disarmament  Affairs,  the  UN  Regional  Center 
for  Peace  and  Disarmament  in  Asia  Pacific  bekerja 
sama  dengan  pemerintah  Jepang  dan  Indonesia. 


Langkah-langkah  yang  diusulkan  antara 
lain:  memperkuat  penegakan  hukum, 
tukar-menukar  data  intelijen,  pengawas- 
an  perbatasan  dan  pabean,  dan  mening- 
katkan  kerja  sama  regional  untuk  me- 
nangani  isu  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil.  Jika  langkah-langkah  ini  diperhatikan, 
sebenarnya  ASEAN  tidak  secara  khusus 
memberi  perhatian  pada  isu  senjata  ri- 
ngan dan  kaliber  kecil.  Masalah  ini  cen- 
derung  dilihat  dalam  konteks  kejahatan 
transnasional. 

Posisi  ASEAN  dalam  masalah  prolife- 
rasi  senjata  lebih  bersifat  reaktif  dari- 
pada  proaktif.  Ini  mungkin  karena  isu 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  selama 
ini  dilihat  sebagai  isu  keamanan  nasio- 
nal.  Mungkin  satu-satunya  hal  yang  di- 
sepakati  adalah  bahwa  senjata  ringan 
berkaitan  erat  dengan  kejahatan  lintas 
batas.  Oleh  karena  itu,  menangani  per- 
soalan  kejahatan  lintas  batas  kelihatan- 
nya  lebih  mendesak  daripada  membi- 
carakan  secara  khusus  persoalan  proli- 
ferasi  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil. 
Jika  isu  senjata  ringan  dan  kaliber  ke- 
cil ini  dimasukkan  dalam  agenda  me- 
merangi kejahatan  transnasional,  maka 
isu-isu  penting  lainnya  seperti  lalu-lintas 
obat  terlarang  dan  manusia,  dengan  sen- 
dirinya  akan  terabaikan.  Pandangan  yang 
sempit  mengenai  masalah  senjata  ringan 
dan  kaliber  kecil  ini  mengesampingkan 
persoalan  lalu-lintas  (pergerakan)  senja- 
ta itu  mulai  dari  pemilikan,  pengiriman 
dan  produksi  legal  ke  pasar  gelap.  Jika 
perhatian  terlalu  diberikan  pada  per- 
soalan kejahatan  transnasional,  maka  hal 
itu  mengabaikan  efek  destabilisasi  dari 
proliferasi  senjata  di  luar  konteks  keja- 
hatan transnasional,  seperti  misalnya  ke- 
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kerasan  sosial  {social  violence)  yang  me- 
ningkat.  Selanjutnya,  dengan  memandang 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  seba- 
gai  isu  kriminal  semata,  hal  itu  tentu 
akan  menghindari  penyelesaian  politik 
dan  diplomatik  terhadap  masalah  pem- 
berontakan  bersenjata  di  kawasan  Asia 
Tenggara. 

Apa  yang  hendak  dikatakan  di  atas 
adalah  bahwa  hingga  kini  ada  kesan 
kuat  bahwa  ASEAN  terlalu  melihat  per- 
soalan  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
sebagai  bagian  dari  persoalan  kejahat- 
an  transnasional.  Pernyataan-pernyataan 
yang  dikeluarkan  oleh  para  pemimpin 
ASEAN  selama  tahun  2001  setelah  me- 
reka  melakukan  kunjungan  timbal-balik  di 
antara  mereka  memperkuat  kesan  demi- 
kian,  yaitu  bahwa  langkah  regional  yang 
efektif  diperlukan  untuk  mengatasi  per- 
soalan kejahatan  transnasional.  Tetapi 
tragedi  11  September  2001  seakan  mem- 
bangkitkan  sentimen  di  kalangan  pe- 
mimpin ASEAN  untuk  memerangi  pro- 
liferasi  dan  penggunaan  senjta  ringan 
karena  keyakinan  bahwa  senjata  sema- 
cam  itu  dapat  mendukung  kegiatan  dan 
aksi  terorisme. 

Apa  yang  dilakukan  oleh  ASEAN  pada 
tingkat  regional  untuk  mengatasi  persoal- 
an proliferasi  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil  memang  belum  maksimal.  Selain 
karena  isu  ini  masih  dianggap  sebagai 
isu  keamanan  nasional,  belum  maksimal- 
nya  upaya  ASEAN  mungkin  juga  karena 
senjata  semacam  itu  memberi  efek  yang 
berbeda  antara  negara  yang  satu  dan 
lainnya.  Perlu  dicatat  bahwa  aturan-atur- 
an  hukum  yang  berkaitan  dengan  senja- 
ta ringan  berkembang  secara  tidak  sama 


di  kawasan.  Di  beberapa  negara  ASEAN, 
masalah  senjata  ringan  hanya  diatur  oleh 
sebuah  keputusan  pemerintah,  semen- 
tara  di  beberapa  negara  lainnya  masa- 
lah itu  diatur  oleh  undang-undang.  Jadi, 
regulasi  pengawasn  senjata  pada  tingkat 
domestik  yang  tidak  seragam  memberi 
pengaruh  pada  pendekatan  masing-ma- 
sing  negara  terhadap  persoalan  senjata 
ringan  dan  kaliber  kecil  ini. 

Apapun  kendala  ASEAN  dalam  me- 
nangani  persoalan  senjata  ringan  yang 
konnpleks  ini  dan  apapun  definisi  sen- 
jata yang  mereka  gunakan  sebagai  acu- 
an,  efek  mematikan  dari  senjata  ini 
dan  proliferasi  tidak  terkontrol  seharus- 
nya  memantik  negara-negara  ASEAN  un- 
tuk memberi  perhatian  lebih  khusus  ter- 
hadap isu  senjata  ringan  dan  kaliber  ke- 
cil. Aksi  regional  -  jika  didukung  oleh 
civil  society,  diimplementasikan  oleh  pe- 
merintah dan  mendapat  dukungan  dari 
negara-negara  di  luar  kawasan  -  akan 
menjadi  pilar  strategi  yang  efektif  untuk 
membangun  semacam  norma-norma  alih 
senjata  dan  amunisi  dan  untuk  meng- 
akhiri  pengiriman  senjata  secara  ilegal. 
Tanpa  pendekatan  regional  yang  terko- 
ordinasi,  upaya  masing-masing  negara  di 
kawasan  untuk  mengontrol  keberadan  sen- 
jata di  wilayah  mereka  akan  terongrong. 
Kredibilitas  ASEAN  di  mata  internasional 
dalam  menangani  isu  senjata  ringan  dan 
kaliber  kecil  akan  meningkat  hanya  jika  ia 
mampu  menerjemahkan  komitmennya  ke 
dalam  langkah-langkah  kebijakan  regional 
yang  realistis  dan  strategis.  ASEAN  dapat 


Negara-negara  ASEAN  memiliki  beragam  de- 
finisi mengenai  apa  itu  senjata  ringan  dan  kaliber 
kecil.  Lihat  Kramer  (2001). 
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merujuk  pada  langkah-langkah  regional 
seperti  yang  diusulkan  oleh  United  Na- 
tions Conference  on  the  Illicit  Trade  in 
Small  Arms  and  Light  Weapons  in  All  Its 
Aspects  tahun  2001,  yaitu: 

•  Encourage  regional  negotiation  with  the 
aim  of  concluding  relevant  legally  bind- 
ing instruments  aimed  at  preventing 
combat  and  eradicating  the  illicit  trade, 
and  where  they  do  exist  to  ratify  and 
fully  implement  them. 

•  Encourage  the  strengthening  and  es- 
tablishing of  moratoria  or  similar  initiat- 
ives in  affected  regions  or  subregions  on 
the  transfer  and  manufacture  of  SALW. 

•  Establish  subregional  or  regional  mecha- 
nism, in  particular  trans-border  customs 
cooperation  and  networks  for  informa- 
tion-sharing among  law  enforcement, 
border  and  customs  control  agencies. 

•  Encourage  reigns  to  develop  measures 
to  enhance  transparency  to  combat  the 
illicit  trade  in  SALW. 

Respons  ad  hoc6  pada  tingkat  regio- 
nal terhadap  isu  proliferasi  senjata  di  ka- 
wasan  yang  dilanda  konflik  juga  dibu- 
tuhkan  sebagai  bagian  dari  strategi  in- 
ternasional yang  koheren  untuk  mengon- 
trol  baik  pengiriman  legal  maupun  i le- 
gal dari  senjata  ringan  dan  kaliber  kecil 
maupun  amunisi.  Strategi  demikian  tidak 
hanya  akan  menjauhi  sipil  dari  perangkap 
konflik  bersenjata,  tetapi  juga  akan  mem- 


Respons  ad  hoc  ini  bisa  berasal  dari,  misalnya, 
kelompok  ahli  atau  organisasi-organisasi  nonpeme- 
rintah.  Perhatian  mereka  kepada  masalah  prolife- 
rasi dan  penggunaan  senjata  ringan  sama  penting- 
nya  dengan  perhatian  dan  kebijakan  pemerintah. 


bawa  manfaat  besar  bagi  pembangunan 
ekonomi,  menjamin  stabilitas  nasional  dan 
regional  dan  penghargaan  terhadap  hak 
azasi  manusia.  Selain  itu,  negara-negara 
ASEAN  juga  harus  menyadari  bahwa  apa 
yang  dipertaruhkan  dalam  perdebatan 
dan  pembahasan  mengenai  keberadaan 
senjata  ringan  dan  kaliber  kecil  adalah 
aturan-aturan  hukum,  baik  nasional  mau- 
pun internasional.  Penghormatan  dan  ke- 
patuhan  terhadap  norma-nomra  hukum 
dan  masyarakat  seperti  terdapat  dalam 
hukum  humaniter  internasional  dan  hukum 
hak  azasi  manusia  memerlukan  penerap- 
an  secara  ketat  rambu-rambu  terhadap 
keberadaan  senjata  yang  mungkin  saja 
dapat  digunakan  untuk  merongrong  hu- 
kum dan  menimbulkan  penderitaan  ter- 
hadap orang-orang  yang  seharusnya  men- 
dapat  proteksi  dan  perlindungan  hukum. 
Budaya  kekerasan  -  yang  dipicu  oleh  ke- 
mudahan  untuk  mendapatkan  senjata  ri- 
ngan dan  kaliber  kecil  -  merupakan  ham- 
batan  utama  dalam  membangun  masya- 
rakat yang  damai  dan  bebas  dari  ketakut- 
an,  khususnya  di  negara-negara  yang 
dilanda  konflik  kekerasan. 
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Terorisme  dan  Perspektif  Keamanan 
Pasca  Perang  Dingin 


Poltak  Partogi  Nainggolan 


Serangan  terorisme  ke  AS  pada  11  September  2001  telah  menandai  perkem- 
bangan  baru  gerakan  terorisme,  yang  membawa  implikasi  terhadap  perspektif 
keamanan  globa}  dan  kawasan.  Dalam  rangka  merespons  aksi-aksi  terorisme  yang 
sungguh-sungguh  telah  mengancam  eksistensi  negaranya,  serta  stabilitas  dan  ke- 
amanan dunia  dewasa  ini,  pemerintah  AS  telah  mengintroduksi  kebijakan  luar 
negeri  dan  militer  baru  di  atas  prinsip  zero-sum  game.  Dalam  konteks  ini,  Indone- 
sia di  tengah-tengah  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  dan  ancaman  instabili- 
tas  keamanan  dalam  negeri,  menghadapi  dilema  yang  sulit  antara  harus  memenuhi 
tekanan  AS  dan  koalisi  global  melawan  terorisme  dan  memperhatikan  tuntutan  ke- 
kuatan-kekuatan  politik  domestik.  Sebagai  sebuah  masalah  yang  kontroversial, 
terorisme  semakin  membuat  nyata  paradigma  "baru"  keamanan  internasional  pasca 
Perang  Dingin,  yang  kini  tidak  lagi  terfokus  pada  isu-isu  tradisional  berupa  an- 
caman militer  dari  sebuah  negara,  tetapi  pada  isu-isu  non-tradisional  yang  datang 
dari  para  pelaku  non-negara. 


PENDAHULUAN 

DALAM  beberapa  tahun  belakang- 
an  ini  setelah  berakhirnya  Perang 
Dingin,  masalah  terorisme  telah 
menjadi  ancaman  yang  semakin  mengkha- 
watirkan  bagi  kebanyakan  orang  di  nega- 
ra maju,  setelah  sebelumnya,  kampanye 
pemerintah  terhadap  ancaman  ini  diang- 
gap  sebagai  suatu  hal  yang  berlebihan 
ataupun  terlalu  usang.  Realitas  ini  cukup 
beralasan  mengingat  dalam  dasawarsa 
1990-an  belum  terjadi  serangan  terorisme 
yang  begitu  besar  dan  menakutkan,  yang 
sungguh-sungguh  dapat  menghancurkan 
eksistensi  sebuah  negara,  berbagai  macam 
bangsa  dan  bahkan  tata  dunia.  Sementa- 
ra,  apa  yang  telah  berlangsung  dalam  se- 
puluh  tahun  terakhir  menjelang  kita  me- 


masuki  dasawarsa  2000,  serangan  teror- 
isme memang  barulah  dalam  bentuk  yang 
terbatas,  sporadis  dan  terkesan  membu- 
tuhkan  interval  serangan  yang  cukup  lama 
untuk  menunggu  terjadinya  serangan  beri- 
kutnya. 

Kemudian,  bentuk  gerakan,  organisasi, 
pengkaderan,  persiapan  atas  suatu  serang- 
an, jaringan,  teknik  propaganda,  informasi 
dan  disinr'ormasi,  kerja  intelijen  dan  kontra- 
intelijen,  serta  serangannya  belum  sehebat 
dengan  apa  yang  telah  diperlihatkan  de- 
ngan  munculnya  serangan  atas  sasaran-sa- 
saran  strategis  di  AS,  yaitu  jantung  pere- 
konomian  AS  dan  dunia,  World  Trade 
Centre,  serta  kantor  dan  kediaman  Presi- 
den  AS,  Gedung  Putih,  dan  Departemen 
Pertahanan  Pentagon  pada  11  September 


TERORISME  DAN  PERSPEKTIF  KEAMANAN  PASCA  PERANG  DINCIN 


69 


2001.  Serangan-serangan  terbatas  dan  de- 
ngan  jarak  interval  yang  cukup  lama  sebe- 
lum  ini  memang  baru  menghancurkan  ge- 
dung  kedutaan  besar  AS  di  Nairobi,  Ke- 
nya, markas  militer  (marinir)  AS  di  Beirut, 
Lebanon,  dan  sasaran-sasaran  militer  se- 
perti  kapal  AL  USS  Cole  di  Yaman.  De- 
ngan  demikian,  periode  waktu  sepuluh 
tahun  terakhir  (dasawarsa  1990-2000)  te- 
lah  mampu  menyadarkan  orang  di  AS  dan 
berbagai  belahan  dunia  akan  ancaman 
manifes  dari  terorisme,  yang  kini  bukan 
lagi  eksis  sebagai  sebuah  ancaman  saja. 
Sehingga,  bukanlah  suatu  hal  yang  sulit 
bagi  para  penyusun  kebijakan  di  AS  de- 
wasa  ini  untuk  memperoleh  dukungan  rak- 
yat  dalam  kampanye  melawan  terorisme. 

Tulisan  ini  akan  membahas  bagaimana 
perkembangan  terorisme  dan  implikasinya 
terhadap  situasi  di  berbagai  negara,  ka- 
wasan  dan  secara  global.  Secara  spesifik, 
tulisan  ini  akan  membahas  implikasi  aksi- 
aksi  gerakan  terorisme  yang  semakin  cang- 
gih  dewasa  ini  atas  penilaian  terhadap  ke- 
amanan  negara,  kawasan  dan  global.  Da- 
lam konteks  tersebut,  dikaji  pula  apakah 
aksi-aksi  terorisme  yang  telah  berlangsung 
pasca  1 1  September  2001  di  AS  membawa 
perubahan  terhadap  paradigma  keamanan 
dunia. 

METAMORFOSA  MENUJU  ANCAM- 
AN SERIUS 

Dari  berbagai  sumber  yang  ada,  mak- 
na  terorisme  merujuk  pada  aksi-aksi  ke- 
kerasan  yang  ditujukan  untuk  memberikan 
rasa  takut,  baik  kepada  satuan  individu, 
kelornpok  masyarakat,  bangsa  dan  nega- 
ra. Perasaan  sangat  takut  (teror)  yang  luar 
biasa  yang  tercipta  adalah  tujuan  dari 


aksi-aksi  ini.  Oleh  karena  itu,  dalam  pe- 
mahaman  ini,  para  bajak  laut  atau  tokoh 
besar  seperti  Napoleon  dapat  dikaitkan 
dengan  teror,  seperti  halnya  Hitler,  karena 
mampu  menciptakan  rasa  takut  yang  be- 
sar bagi  mereka,  terutama  para  musuhnya 
di  daratan  Eropa,  yang  mendengar  nama- 
nya.  Dengan  kata  lain,  pemahaman  teror 
telah  dikaitkan  dengan  ketakutan  atas 
aksi-aksi  yang  telah  dilakukan  oleh  individu 
atau  kelornpok.  Sedangkan  target  sesung- 
guhnya  bisa  lebih  luas  daripada  apa  yang 
sepintas  kelihatan,  yang  dapat  bermotif 
tujuan  ekonomi  maupun  politik.  Objek  sa- 
saran  aksi-aksi  terorisme  dapat  saja  per- 
orangan,  kelornpok,  kerumunan  masyarakat, 
instalasi  sipil  ataupun  militer. 

Dengan  penambahan  akhiran  "isme", 
terorisme  telah  merujuk  pada  aksi-aksi  ke- 
kerasan  secara  luas,  yang  dapat  menimbul- 
kan  ketakutan  yang  besar  secara  kontinu, 
yang  dilakukan  oleh  suatu  kelornpok  terha- 
dap kelornpok  lain  (Rourke,  1989:  302). 
Dewasa  ini,  telah  masuk  pula  unsur-unsur  lain 
seperti  penggunaan  kekerasan  secara  te- 
rus-menerus  dan  sistematis,  tidak  semata 
intimidasi  dan  bentuk  ancaman  biasa,  na- 
mun  juga  pencapaian  tujuan  kekuasaan 
dan  kemenangan  tujuan  politik  secara  per- 
manen,  seperti  halnya  yang  dikenal  da- 
lam tujuan  perang.  Dalam  perpektif  lain, 
terorisme  telah  dikaitkan  dengan  pemak- 
saan  keinginan  dan  sikap,  serta  kampa- 
nye ideologi,  sistem  ekonomi,  politik  dan 
sosial  alternatif.  Berbagai  unsur  lain  ini- 
lah  yang  kemudian  dapat  membedakan 
dengan  mudah  antara  terorisme  dengan 
kejahatan  kriminalitas,  dan,  sebaliknya,  de- 
ngan mudah  dapat  diklasifikasikan  seba- 
gai salah  satu  bentuk  pelanggaran  berat 
HAM,  mengingat  akan  ada  unsur-unsur 
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penghilangan  secara  paksa  dan  pembas- 
mian  kelompok,  atau  yang  dikenal  dengan 
aksi  genocide,  yang  kelak  mengikuti  aksi 
terorisme. 

Dalam  perkembangannya,  terminologi 
terorisme  telah  berkembang  luas,  sehing- 
ga,  tidak  hanya  sasarannya,  pelakunya  pun 
bisa  pula  negara.  Oleh  karena  itu,  mun- 
cul  kemudian  istilah-istilah  terorisme  ne- 
gara, untuk  memperlihatkan  adanya  sistem 
pemerintahan  yang  ditopang  oleh  mekanis- 
me  penggunaan  teror  dalam  rangka  men- 
ciptakan  ketakutan  rakyat  untuk  melaku- 
kan  resistensi  dan  kesetiaan  yang  pasrah 
kepada  rezim  (Rourke,  1989).  Di  sisi  lain, 
terdapat  pula  aksi-aksi  terorisme  kelom- 
pok yang  didukung  oleh  negara  atau  yang 
dikenal  dengan  state-sponsored  terror- 
ism (Buzan:  1991:  46-47).  Dan,  bahkan,  ak- 
tivitas  terorisme  tidak  hanya  terbatas  pa- 
da  motif  ketidakpuasan  individu  atau  ke- 
lompok dan  negara  terhadap  tata  nilai, 
sistem  politik,  rezim  atau  tata  dunia  yang 
tengah  berlaku,  melainkan  juga  yang 
semata-mata  bermotif  untuk  mencari  ke- 
untungan ekonomi  dengan  secara  sengaja 
melanggar  aturan-aturan  yang  ada.  Seba- 
gai konsekuensinya,  lahirlah  kemudian  isti- 
lah  narco-terrorism ,  untuk  memperlihatkan 
adanya  kaitan  antara  upaya  penciptaan  ke- 
kerasan  dan  ketakutan  dengan  motif  meri- 
cari  keuntungan  ekonomi  atau  bisnis. 

Akibat  ketidakkonsistenan  sikap  dan  po- 
litik standar  ganda  yang  seringkali  diperli- 
hatkan  AS  dan  sekutu-sekutu  Baratnya  da- 
lam menghadapi  dan  mencari  solusi  berba- 
gai  macam  permasalahan  dunia,  terutama 
konflik-konflik  di  berbagai  kawasan  yang 
tidak  kunjung  selesai,  lalu  muncullah  kon- 
troversi,  siapakah  sesungguhnya  yang  ha- 


ms dicap  sebagai  teroris  atau  pendukung 
terorisme?  Ketidakadilan  yang  dialami  rak- 
yat Palestina  dan  negara-negara  Arab  lain 
yang  merasa  disudutkan  dalam  solusi  kon- 
flik  Timur  Tengah,  intervensi  militer  lang- 
sung  dan  tidak  langsung  yang  dilakukan 
AS  dan  sekutu-sekutunya,  operasi  intelijen 
lintas-'negara  via  CIA,  dan  standar  ganda 
terhadap  rezim-rezim  otoriter  dan  represif 
dalam  periode  Perang  Dingin,  telah  mela- 
hirkan  kecaman  pula  bahwa  AS  dan  Barat, 
seperti  halnya  stigma  yang  telah  dikena- 
kan  kepada  kelompok  garis  keras  (miiitan) 
Islam  sebelum  ini,  sebagai  bagian  dari  te- 
rorisme internasional.  Sebab,  mereka  di- 
anggap  berkonspirasi  dengan  negara  Is- 
rael dan  kelompok  Zionisnya  dalam  men- 
jalankan  kebijakan  yang  tidak  konsisten  xli 
Timur  Tengah  dan  dalam  mencari  solusi 
tuntas  atas  nasib  rakyat  Palestina.  Sikap 
AS  dan  Barat  yang  dinilai  tidak  tegas  da- 
lam mengutuk  dan  gagal  mencegah  aksi- 
aksi  kekerasan  Israel  yang  berkenanjang- 
an  terhadap  penduduk  sipil  Palestina,  te- 
lah menyebabkan  mereka  juga  tidak  lepas 
dari  tudingan  sebagai  pelaku,  dan  sekali- 
gus  pendukung,  terorisme  internasional 
(Saksono  dan  Heryadi,  1988:  352). 

Secara  jujur  dan  objektif,  baik  media 
massa  maupun  kalangan  akademis,  telah 
membeberkan  dan  mengulas  bagaimana 
kaitan  beberapa  kasus  di  masa  lalu,  yang 
secara  realistis  memperlihatkan  hubungan 
antara  aksi-aksi  terorisme  dengan  sikap 
mendukung  dan  keterlibatan  pemerintah  ne- 
gara-negara adikuasa  (Rourke,  1989).  Be- 
berapa kasus,  seperti  keterlibatan  peme- 
rintah AS  pada  dasawarsa  1960-an  da- 
lam rencana  pembunuhan  pemimpin  Kuba, 
Fidel  Castro,  pemimpin  Dominika,  Rafael 
Trujillo,  dan  pemimpin  Kongo  Belgia 
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(Zaire),  Patrice  Lumumba,  dan  operasi- 
operasi  intelijen  CIA  di  Lebanon  terkait 
dengan  serangan  bom  mobil  atas  seorang 
pemimpin  kelompok  Muslim  di  sana,  dan 
operasi  "menetralisasi"  para  gerilyawan 
kiri  Sandinista  dan  skandal  Iran-Contra, 
serta  Operasi  Phoenix  adalah  contoh-con- 
toh  nyata  keterlibatan  pemerintah  AS  da- 
lam aksi-aksi  terorisme  sebagai  salah  satu 
bentuk  intervensi  terhadap  negara  lain 
(Rourke,  1989). 

Diketahui,  di  masa  lalu  orang  menge- 
nal  terorisme  sebagai  aksi-aksi  kekerasan 
dan  pencapaian  tujuan  tertentu,  yang  ter- 
batas  dengan  ancaman  bom,  pembajakan 
dan  peledakan  pesawat,  bank  dan  ge- 
dung-gedung  di  tern  pat-tern  pat  yang  stra- 
tegis,  pusat-pusat  perdagangan  dan  pe- 
merintahan,  serta  fasilitas  sipil  dan  militer. 
Para  pelakunya  pun  secara  sederhana  te- 
lah  diidentifikasi  sebagai  kelompok  ter- 
tentu dengan  nama  Tentara  Merah  Je- 
pang,  Brigade  Merah  Italia  dan  Baader 
Meinhoff  di  Jerman,  serta  aneka  faksi  ga- 
ris  keras  Islam  (Hezbollah  dan  Hammas  di 
Lebanon  dan  Palestina,  Ikhwanul  Muslimin 
di  Mesir  dan  Iain-Iain),  Katolik  (IRA)  dan 
Protestan,  serta  yang  beraliran  Marxist  dan 
anti-establishment  lainnya.  Selama  ini,  ne- 
gara-negara  tertentu,  seperti  Irak,  Lybia, 
Sudan,  Yaman,  Afghanistan  dan  Iran  juga 
telah  dituduh  terkait  dalam  memberikan 
dukungan,  akses  dan  perlindungan  terha- 
dap kelompok-kelompok  teroris  di  sana. 
Namun,  dengan  terbukanya  kasus-kasus 
yang  melibatkan  pemerintah  di  atas,  yang 
tentu  saja  telah  mendapat  bantahan  res- 
mi  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan, 
orang  tetap  melihat  bahwa  negara-ne- 
gara  manapun,  apalagi  adikuasa  yang  di- 
dukung  oleh  kapabilitas  yang  tinggi,  tidak 


dapat  dilepaskan  kaitan  dan  tanggung 
jawabnya  dengan  proses  terjadinya  state 
terrorism  dan  state-sponsored  terrorism 
selama  ini. 

Aksi-aksi  terorisme  yang  diperlihatkan 
oleh  pemerintah  AS  melalui  operasi-ope- 
rasi  intelijen,  politik  atau  militer  khusus  se- 
cara terselubung  tersebut  bersifat  dapat 
didebat.  Karena,  dapat  saja  mereka  dila- 
kukan  di  balik  argumentasi  dalam  rangka 
suatu  operasi  militer  yang  anti-gerilya  dan 
kontra  pemberontakan  dalam  negeri  da- 
lam rangka  melawan  musuh-musuh  kebe- 
basan  dan  demokrasi,  tetapi,  mereka  te- 
tap tidak  dapat  dilepaskan  dari  bentuk 
intervensi  suatu  kelompok/negara  yang  te- 
lah menimbulkan  perasaan  takut  kepada 
kelompok  lain  di  negara  yang  berbeda, 
yang  terkena  sebagai  sasaran.  Sehingga 
logis,  aksi-aksi  yang  telah  menciptakan  rasa 
takut  secara  terorganisasi,  sistematis  dan 
berjangka  panjang  ini  telah  diidentifikasi 
oleh  pihak  yang  menjadi  lawan,  dan  ju- 
ga korbannya,  sebagai  terorisme.  Dengan 
kata  lain,  definisi  konsep  terorisme  inter- 
nasional  menjadi  lebih  luas,  tidak  lagi 
hanya  dikenakan  terhadap  kelompok-ke- 
lompok marjinal  di  negara-negara  yang 
selama  ini  dilanda  konflik  atau  diisolasi 
secara  internasional,  tetapi  juga  negara- 
negara  adikuasa,  yang  bisa  dengan  lelua- 
sa  melakukan  berbagai  operasi  militer  dan 
intelijen  untuk  melakukan  intervensi  ter- 
hadap kebijakan  domestik  suatu  negara. 
Dalam  hal  ini,  tindakan  pemerintah  Uni 
Soviet  di  masa  lalu,  yang  serupa  dengan 
apa  yang  pernah  dilakukan  oleh  peme- 
rintah AS,  dapat  pula  disebut  sebagai 
bagian  dari  aksi-aksi  terorisme.  Misalnya 
keterkaitan  KGB  dengan  kasus  penembak- 
an  Paus  Johannes  Paulus  II,  yang  dike- 
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tahui  dilakukan  oleh  seorang  radikal  Tur- 
ki,  dengan  mendapat  bantuan  dari  agen- 
agen  rahasia  Bulgaria  dan  KGB. 

Data  memperlihatkan  terjadinya  pe- 
ningkatan  aksi  terorisme,  seiring  dengan 
terjadinya  peningkatan  kekerasan  dan  ke- 
tidakpuasan  yang  diperlihatkan  oleh  umat 
mdnusia  di  dunia  ini  terhadap  sistem  dan 
tata  dunia  yang  ada  (Rourke,  1989:  304- 
305).  Aksi-aksi  mendestabilisasi  sistem  po- 
litik  yang  ada  dan  memenangkan  penga- 
kuan  dan  konsesi,  baik  oleh  individu,  ke- 
lompok,  maupun  negara  ini  pada  bebe- 
rapa dasawarsa  lalu  masih  merupakan  ma- 
salah  minor  dibandingkan  dengan  banyak 
hal  lain  yang  mengancam  kehidupan  ma- 
nusia.  Dari  tempat  kejadiannya,  secara 
geografis,  aksi-aksi  terorisme  banyak  ter- 
jadi  di  sekitar  kawasan  yang  dilanda  konr 
flik  di  Timur  Tengah,  dengan  sasaran  ke- 
banyakan  pihak-pihak  individu/masyarakat, 
yang  jumlahnya  masih  jauh  di  bawah  kor- 
ban-korban  perang  di  Afghanistan,  Nikara- 
gua,  Iran-Irak  dan  tempat-tempat  lain,  dan 
korban-korban  bencana  alam,  kelaparan 
dan  mereka  yang  mati  di  jalan  raya  ka- 
rena  kecelakaan  lalu-lintas  dalam  periode 
yang  sama. 

Namun,  seiring  dengan  terjadinya  ang- 
ka  peningkatan  korban  akibat  aksi-aksi  te- 
rorisme, teknik-teknik  terorisme  pun  sema- 
kin canggih.  Jika  aksi-aksi  terorisme  sebe- 
lumnya  lebih  dominan  diwarnai  oleh  se- 
rangan  bom,  serangan  ke  fasilitas  militer, 
penculikan,  penyanderaan,  pembajakan  dan 
pembunuhan,  maka  aksi-aksi  dalam  bebe- 
rapa tahun  belakangan  yang  lebih  cang- 
gih adalah  sera  ngan -sera  ngan  bom  mobil, 
bom  bunuh  diri  dan  shoe-icide  bombings, 
dengan  menempatkan  bom  secara  krea- 
tif  dalam  sepatu  yang  akan  diledakkan 


pembawanya  di  pesawat,  dengan  target 
jumlah  korban  yang  jauh  lebih  besar,  de- 
ngan sasaran-sasaran  yang  strategis  dan 
simbolis,  yang  dapat  berakibat  fatal  seca- 
ra langsung  terhadap  eksistensi  suatu  pe- 
merintahan  atau  negara.  Jadi,  sasaran  aksi- 
aksi  terorisme  kini  tidak  lagi  memenangkan 
konsesi-konsesi  tertentu,  namun  mendesta- 
bilisasi negara,  kawasan  dan  dunia,  dan 
mengintroduksi  ideologi  alternatif,  sebagai 
respons  ketidakpuasaan  atas  tata  dunia 
yang  ada.  Para  pelaku  dan  pendukungnya 
pun  melibatkan  kalangan  terdidik. 

Implikasi  dari  aksi-aksi  terorisme  pun 
dengan  sendirinya  menjadi  lebih  luas. 
Mereka  dapat  mempengaruhi,  baik  seca- 
ra langsung  maupun  tidak,  stabilitas  per- 
eko  nomian  kawasan  dan  dunia  dewasa 
ini,  dan  dalam  jangka  panjang.  Rangkaian 
serangan  terorisme  ke  AS  pada  11  Sep- 
tember 2001  telah  menunjukkan  indikasi 
dari  berbagai  dampak  yang  terjadi  ter- 
sebut.  /viengingdt  besarnya  kejengkelan 
dan  implikasi  yang  muncul  dari  aksi  black- 
mail yang  menyertainya,  serta  kemngkinan 
besar  ketidakkonsistenan  para  teroris  ter- 
hadap negosiasi  yang  telah  disepakati 
sebelumnya,  maka  upaya  negosiasi  dan 
diplomatik  oleh  pihak  yang  berwenang 
semakin  dikesampingkan.  Sebaliknya,  an- 
caman  terorisme  melalui  berbagai  aksi 
mereka,  dalam  beberapa  kasus,  ada  yang 
mencapai  keberhasiian,  baik  kare&a  lemah- 
nya  antisipasi,  tindakan  preventif,  ataupun 
tindakan  dalam  melakukan  counter-terror- 
ism dari  pemerintah  negara-negara  yang 
menjadi  korbannya. 

Jenis  senjata  yang  digunakan  dalam 
berbagai  aksi  terorisme  tidak  lagi  hanya 
berupa  senjata  konvensional,  semacam 
senjata  api  standar  seperti  AK-47  dan  bom 
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rakitan  biasa  (C-4,  TNT),  tetapi  telah  men- 
cakup  ancaman  penggunaan  senjata  nuklir, 
biologi  dan  kimia,  karena  akses  yang  kian 
mudah  kepada  bahan-bahan  dan  kom- 
ponen-komponen  senjata  strategis  itu,  ter- 
utama  setelah  disintegrasi  bekas  negara 
Uni  Soviet  dan  ancaman  terciptanya  fail 
states  akibat  melemahnya  peran  negara 
dan  pemerintah  pusat.  Meningkatnya  anar- 
kisme  global  dan  konflik-konflik  berdi- 
mensi  primordialisme  di  banyak  wilayah 
di  muka  bumi  ini  dalam  periode  pasca 
Perang  Dingin  dewasa  ini  dan  tidak  ter- 
selesaikannya  konflik-konflik  regional  yang 
telah  berlangsung  lama,  telah  menyubur- 
kan  pertumbuhan  gerakan  dan  aksi-aksi 
terorisme. 

Daerah  rawan  perang  dan  konflik  pri- 
mordial berkepanjangan  warisan  kolo- 
nial,  misalnya  di  Srilanka,  Kashmir,  Sierra 
Leone,  Kongo,  Rwanda,  Burundi,  dan  So- 
malia, dan  yang  baru  muncul,  seperti  di 
Ambon  dan  Aceh  di  Indonesia,  serta  per- 
ubahan  karakter  perang  dewasa  ini  dari 
yang  bersifat  antara-negara  menjadi  lebih 
dominan  sebagai  konflik-konflik  berskala 
rendah,  telah  memberikan  persemaian 
yang  lebih  baik  bagi  gerakan  terorisme 
dan  aksi-aksi  terorisme  mereka.  Mudahnya 
pemikiran-pemikiran  agama  bercampur 
sebagai  fondasi  kebenaran  dalam  ge- 
rakan terorisme,  seperti  halnya  dalam 
munculnya  teologi  kebebasan  di  Amerika 
Latin  yang  telah  menjadi  mesin  teologis 
dalam  meningkatkan  perang  pembebas- 
an  yang  radikal,  dan  juga  dalam  kasus 
aksi-aksi  kelompok  dan  militan  di  Inggris 
Raya,  Timur  Tengah,  Balkan,  Asia  Tengah, 
Asia  Selatan  dan  Tenggara  belakangan  ini, 
telah  membuat  pemahaman  orang  akan 
terorisme  semakin  kompleks.  Sebagai  aki- 


batnya,  muncullah  kemudian  terminologi 
theoterrorism  untitk  mengaitkan  serangan- 
serangan  yang  diarahkan  pada  berbagai 
sasaran  sipil  dengan  mendapat  alasan 
yang  subjektif  dari  ajaran  agama  para 
aktor  yang  melakukannya  {Time,  January 
21,  2002:  14). 

Itulah  sebabnya,  sifat  ancaman  teror- 
isme makin  mengkhawatirkan?  karena  jum- 
lah  pelaku  dan  kemampuan  melakukan 
tingkat  ancamannya  juga  semakin  tinggi. 
Patut  diperhatikan,  gerakan  terorisme  se- 
bagai kelompok  yang  terfragmentasi  te- 
lah menggunakan  sistem  jaringan  dan  sel 
yang  canggih  dan  solid,  serta  memperli- 
hatkan  adanya  hubungan  kerja  sama  dan 
telah  membangun  jaringan  dengan  kelom- 
pok teroris  yang  berbeda  ideologi  dan  tu- 
juannya  di  negara-negara  lain.  Sementara, 
tata  dunia  baru  yang  memperlihatkan  me- 
lemahnya peran  aktor  negara  dalam  hu- 
bungan internasional,  dan  sebaliknya,  kian 
menguatnya  peran  aktor  non-negara,  de- 
ngan sendirinya  telah  memperkuat  eksis- 
tensi  organisasi-organisasi  dan  kelompok- 
kelompok  terorisme  di  berbagai  belahan 
dunia.  Sebagai  konsekuensinya,  gerakan 
terorisme  dan  aksi-aksi  menjadi  ancaman 
yang  rawan  dalam  periode  pasca  Perang 
Dingin  ini,  sebab  semakin  sulit  terkontrol 
dibandingkan  dengan  hakikat  ancaman 
yang  datang  dari  militer  suatu  negara  da- 
lam pemahaman  keamanan  yang  klasik. 
Inilah  yang  dikatakan  sebagai  perspektif 
baru  ancaman  keamanan  non-tradisonal, 
yang  jauh  berbeda  dengan  ancaman 
yang  bersifat  tradisional  atau  klasik  se- 
lama  ini. 

Di  masa  lalu,  orang  belum  mempre- 
diksikan  lebih  jauh  kaitan  antara  teroris- 
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me  dan  kejahatan  transnasional  seperti  pe- 
nyelundupan  manusia,  imigran  gelap,  per- 
dagangan  narkotika  dan  obat  bius.  Pada 
periode  pasca  Perang  Dingin,  setelah  ba- 
nyak  ditemukan  kasus  yang  menunjukkan 
adariya  keterkaitan  antara  kedua  masalah 
tersebut,  orang  mulai  memberi  perhatian 
terhadap  hubungan  antara  terorisme  de- 
ngan  masalah-masalah  transnasional  lain- 
nya.  Di  beberapa  tempat,  misalnya  Indo- 
nesia, Malaysia  dan  Filipina,  orang  telah 
mengaitkan  maraknya  konflik  primordial 
di  berbagai  daerah  di  negara  itu  dengan 
mengalirnya  para  imigran  gelap  secara 
leluasa  melalui  beberapa  kawasan  tran- 
sit di  perbatasan  dalam  beberapa  tahun 
belakangan  ini.  Meningkatnya  ketegang: 
an  dan  eskalasi  konflik  di  Filipina  Se- 
latan,  Poso,  Ambon  dan  Aceh,  serta 
meningkatnya  aksi-aksi  dan  ancaman  te- 
rorisme di  dalam  negeri  Filipina,  Malay- 
sia dan  Indonesia,  secara  sederhana 
telah  dikaitkan  dengan  kehadiran  para 
sukarelawan  berkewarganegaraan  "asing" 
yang  terlibat  dalam  konflik-konflik  di 
wilayah-wilayah  tersebut,  walaupun  tetap 
menimbulkan  pertanyaan  seberapa  ba- 
nyak  dari  mereka  yang  telah  terlibat 
dan  menggunakan  jalur  tidak  resmi  (ile- 
gal)  atau  melalui  penyelundupan  manusia. 

Secara  rasional  memang  dapat  dipa- 
hami  bagaimana  rawannya  kontrol  perba- 
tasan terhadap  pemanfaatan  prosedur  pe^' 
masukan  manusia  secara  ilegal  untuk  tu- 
juan-tujuan  terorisme,  di  tengah  meningkat- 
nya penghargaan  dan  sensitivitas  terha- 
dap Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  ting- 
ginya  arus  mobilitas  manusia  antarnegara 
dalam  era  globalisasi  dewasa  ini.  Reali- 
tas  ini  dengan  mudah  dapat  pula  diman- 
faatkan  pula  oleh  gerakan  terorisme  un- 


tuk melakukan  perdagangan  gelap  nar- 
kotika dan  obat  bius,  yang  menghasilkan 
keuntungan  tinggi  untuk  membiayai  aksi- 
aksi  mereka  selanjutnya.  Dalam  konteks 
ini,  maka  tidak  heran  bila  narco-terrorism 
turut  mendapat  perhatian  dan  penanganan 
yang  serius  dari  pemerintah  negara-nega- 
ra  yang  terancam,  dalam  hal  mana  AS  te- 
lah melakukan  invasi  militer  ke  Panama 
dan  menangkap  pemimpin  negeri  itu,  Jen- 
deral  Norriega.  Sebaliknya,  pemerintah 
Taliban  dari  Afghanistan  telah  mendapat 
sanksi  embargo  ekonomi,  diisolasi  secara 
politik,  dan  diserang  oleh  koalisi  global 
anti-terorisme  di  bawah  pimpinan  AS,  se- 
telah terjadinya  serangan  terorisme  pada 
11  September  2001  ke  AS. 


PARADIGMA  "BARU"  KEAMANAN 
INTERNASIONAL 

Setelah  serangan  terorisme  beruntun 
melanda  AS  pada  1 1  September  2001  lalu, 
banyak  pihak  di  Indonesia,  terutama  ka- 
langan  militer  dan  intelijen,  yang  menge- 
mukakan  bahwa  kini  telah  berlangsung 
perubahan  paradigma  keamanan  di  dunia 
internasional.  Bahkan,  pihak  Kementerian 
Koordinator  Polkam  dan  Departemen  Per- 
tahanan  Indonesia  telah  mengadakan  dis- 
kusi  khusus  untuk  membicarakan  perkem- 
bangan  yang  dikatakan  "baru"  ini  {Kom- 
pas,  17  September  2001:  6).  TenUrsaja,  hal 
tersebut  mengundang  perhatian  untuk  di- 
bahas  dan  dipertanyakan,  apakah  benar 
fenomena  yang  dibilang  "baru"  itu  me- 
mang benar-benar  baru,  ataukah  sebelum- 
nya  telah  mendapat  perhatian  yang  se- 
rius di  Barat,  beberapa  waktu  setelah  ber- 
akhirnya  rivalitas  dengan  negara  adidaya 
Uni  Soviet  dan  terjadinya  disintegrasi  ne- 
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gara  tersebut,  namun  semakin  mengemu- 
ka  pasca  serangan  terorisme  11  Septem- 
ber 2001 . 

Kalau  saja  kita  membuka  kembali  ber- 
bagai  informasi  mengenai  kebijakan  luar 
negeri  AS  sekitar  delapan  tahun  yang  la- 
lu,  misalnya  keluaran  tahun  1993,  tentang 
Regional  Defence  Strategy  dari  Depar- 
temeri  Pertahanan  AS,  Dick  Cheney,  yang 
ketika  itu  menjabat  sebagai  Menhan  pe- 
merintahan  Clinton,  di  sana  sebenarnya 
telah  dikonsepsikan  tantangan  keamanan 
yang  dihadapi  AS  pasca  Perang  Dingin, 
yang  dinilai  akan  mengganggu  kepen- 
tingan  AS  di  berbagai  belahan  dunia.  Di 
sana  juga  telah  dibahas  secara  rind  ma- 
salah  terorisme  internasional  sebagai  an- 
caman  transnasional,  seperti  halnya  penye- 
lundupan  dan  perdagangan  narkotika  dan 
obat  bius,  serta  proliferasi  senjata-senjata 
pemusnah  massal,  tidak  hanya  berupa 
senjata  nuklir,  tapi  juga  senjata  biologi 
dan  kimia  (Bowen  and  Dunn,  1996:  156). 
Sehingga,  dapat  dipahami,  Menhan  Dick 
Cheney,  yang  sekarang  menjabat  seba- 
gai orang  kedua  terpenting  atau  Wakil 
Presiden  AS,  merupakan  pejabat  yang  sa- 
ngat  keras  responsnya  terhadap  penyalah- 
gunaan  senjata  biologi  dan  kimia,  dan 
merupakan  petinggi  AS  pertama  yang 
telah  menyatakan  secara  terbuka  di  de- 
pan  publik  mengenai  adanya  keterkaitan 
antara  penyebaran  anthrax  melalui  paket 
surat  dengan  serangan  terorisme  11  Sep- 
tember 2001.  Karena,  pada  tahun  1993 
itu,  ia  telah  menyusun  visi  ancaman  ke- 
amanan terhadap  AS  dalam  dasawarsa 
1990-an,  yang  kemudian  dijadikan  seba- 
gai konsep  Strategi  Pertahanan  Regional 
oleh  Departemen  Pertahanan  AS  (Bowen 
and  Dunn,  1996).  Dengan  demikian,  kon- 


sep preventive  defense  yang  diintroduk- 
si  oleh  Menteri  Pertahanan  AS  William 
Perry  pada  tahun  1996  dan  mengenai  ada- 
nya ancaman  terorisme  yang  menghancur- 
kan,  bukanlah  merupakan  hal  baru. 

Nama  tokoh  Osama  bin  Laden  itu  sen- 
diri  juga  bukan  merupakan  nama  baru  da- 
lam daftar  orang  yang  dimusuhi  AS.  Ka- 
rena, dalam  berita-berita  di  media  massa 
internasional  terbitan  AS,  seperti  Time  dan 
Newsweek  (antara  lain  Newsweek,  March 
1,  1999:  20-23),  namanya  sering  diungkap- 
kan,  bahkan  pernah  dibahas  secara  khu- 
sus  sebagai  cover  story.  Sebagaimana  hal- 
nya sering  dikemukakan  dalam  pernyataan 
resmi  para  pejabat  AS  di  berbagai  media 
massa  AS  dan  makalah-makalah  akade- 
mik,  eksistensi  terminologi  rogue  states  dan 
state-sponsored  terrorism  sebenarnya  telah 
memperlihatkan  relevansinya  dengan  mun- 
culnya  negara-negara  dan  para  pemimpin 
yang  telah  dicurigai  sebagai  pendukung 
gerakan,  dalang  dan  pelaku  aksi-aksi  te- 
rorisme di  berbagai  belahan  dunia  (White- 
house  and  Borger,  1999:  16). 

Sementara,  tetap  eksisnya  politik  pem- 
bendungan  dalam  periode  pasca  Perang 
Dingin,  walaupun  tidak  bersifat  total  se- 
perti pada  periode  Perang  Dingin,  melain- 
kan  sampai  tingkat  tertentu  saja,  telah 
merefleksikan  adanya  kebijakan  keaman- 
an dan  luar  negeri  AS  yang  serius  untuk 
menangkal  ancaman  baru  yang' datang  "da- 
ri gerakan  terorisme,  yang  bersumber  dari 
rogue  states,  yang  pada  umumnya  bukan 
merupakan  negara  maju,  tetapi  negara-ne- 
gara yang  dinilai  bermasalah,  dengan  sis- 
tern  politik  yang  tidak  demokratis  dan 
banyak  tudingan  melakukan  pelanggaran 
HAM  di  dalam  negerinya.  Kemudian,  se- 
cara simultan,  di  negara-negara  tersebut, 
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terdapat  pula  rezim  yang  melegalkan 
perdagangan  obat  bius  internasional  un- 
tuk  diekspor  ke  negara-negara  maju  se- 
bagai  salah  satu  sumber  pemasukan  de- 
visa,  yang  sebaliknya,  di  negara-negara 
maju  menjadi  ancaman  nasional  yang  sa- 
ngat  mengkhawatirkan,  setelah  runtuhnya 
komunisme.  Dalam  hal  ini,  negara-negara 
seperti  Irak,  Libya,  Afghanistan,  Korea  Uta- 
ra,  Aljazair,  Yaman,  Sudan  dan  Myanmar 
telah  menjadi  sasaran  politik  pemben- 
dungan  baru  oleh  AS,  bersamaan  dengan 
pengenaan  sanksi  embargo  ekonomi  oleh 
AS  dan  negara-negara  sekutunya,  seba- 
gai  salah  satu  kebijakan  penangkalnya. 
Secara  spesifik,  bahkan  nama  Afghanis- 
tan dan  rezim  Taliban,  yang  naik  ke  pang- 
gung  kekuasaan  hasil  kemenangan  po- 
wer struggle  pasca  mundurnya  pasukan 
Soviet,  telah  mendapat  perhatian  khusus 
oleh  pemerintah  AS  dan  negara-negara 
sekutunya,  seiring  dengan  meningkatnya 
ketegangan  politik  di  kawasan  Timur  Te- 
ngah dan  Asia  Tengah  (Tanner,  1999:  13). 

Dalam  perspektif  kebijakan,  dapat  di- 
katakan  bahwa  serangan  militer  AS  ke  Af- 
ghanistan memiliki  derajat  yang  sama 
pentingnya  dengan  invasi  militer  AS  ke 
Panama  untuk  menculik  orang  kuat  di  ne- 
gara  itu,  yakni  Jenderal  Norriega.  Sebab, 
penyelundupan  narkotika  asal  Amerika 
Latin  dan  Amerika  Tengah  ke  AS  yang 
digembonginya,  telah  dinilai  merupakan 
ancaman  yang  nyata  terhadap  masa  de- 
pan  generasi  muda  dan  negara  AS.  Juga, 
tanpa  bermaksud  mendukung  kebijakan 
AS,  secara  objektif,  perlu  diakui  bahwa, 
aksi  militer  yang  serupa  dengan  di  Afgha- 
nistan, pernah  pula  dilakukan  AS  terhadap 
rezim  Milosevic  karena  aksi  genocide 
atas  penduduk  muslim  di  Yugoslavia.  Se- 


hingga,  diperoleh  benang  merah,  bahwa 
sebenarnya  yang  menjadi  sasaran  inter- 
vensi  militer  AS  adalah  rezim-rezim  repre- 
sif,  anti-demokrasi  dan  penindas  HAM. 
Dalam  konteks  rogue  states,  AS  melihat 
perlunya  aksi  militer  untuk  mengeliminasi 
rezim-rezim  anti-demokrasi,  sebab  mereka 
merupakan  ancaman  tehadap  stabilitas  na- 
sional, kawasan  dan  global.  Karenanya, 
suka  atau  tidak  suka,  sikap  baru  Indonesia 
yang  dikemukakan  oleh  Presiden  Mega- 
wati, yang  menyatakan  bahwa  tidak  se- 
buah  negara  pun  berhak  menyerang  ne- 
gara lain,  walaupun  dengan  dalih  untuk 
merespons  aksi  terorisme,  menjadi  tidak 
relevan  bagi  AS.  Wajarlah,  jika  kemudian, 
pemerintah  AS  menolak  sikap  baru  peme- 
rintah Indonesia  tersebuL 

Sebenarnya,  terorisme  sebagai  sebuah 
ancaman  baru  bagi  negara-negara  maju 
dalam  periode  pasca  Perang  Dingin,  telah 
mendapat  perhatian  serius  dalam  studi- 
studi  di  kalangan  universitas  di  Barat,  ber- 
sama-sama  dengan  munculnya  concern 
terhadap  ancaman  non-tradisional  lainnya, 
seperti  degradasi  lingkungan,  mengalirnya 
pengungsi  dan  imigran  gelap,  serta  me- 
ningkatnya perdagangan  narkotika  dan  obat 
bius.  Dari  sisi  ancaman  militer  pun,  teror- 
isme telah  mendapat  perhatian  khusus  di 
kalangan  para  pakar  hubungan  internasio- 
nal, terutama  dalam  bidang  security  stu- 
dies, dalam  hubungannya  dengan  semakin 
meluasnya  penyebaran  senjata  pemusnah 
massal,  yang  kian  merata,  bahkan  ke  ne- 
gara-negara yang  selama  ini  dikenal  se- 
bagai kecil  dan  miskin,  serta  ke  kelompok- 
kelompok  dan  organisasi-organisasi  non- 
negara,  di  bawah  pengaruh  tokoh  yang 
kuat  dan  populer,  seperti  Saddam  Hussein 
dan  Osama  bin  Laden. 
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Dalam  karya-karya  klasik  studi  keaman- 
an, Buzan  (1991),  misalnya,  telah  membi- 
carakan  konsep  keamanan  individu,  di 
samping  keamanan  kolektif,  sebagai  ma- 
salah  dunia  yang  penting.  Ini  juga  me- 
rupakan  sebuah  peringatan  dini  tentang 
pentingnya  membahas  secara  ilmiah  da- 
lam literatur  akademik  di  universitas-uni- 
versitas  mengenai  masalah  terorisme.  Di 
sini  konsep  ancaman  dan  keamanan  na- 
sional, dan  munculnya  terorisme,  telah  di- 
kaitkan  secara  mendalam  dan  kritis  de- 
ngan  masa  lalu,  yakni  kebijakan  peme- 
rintah  kolonial  yang  keliru  dan  tuntutan 
kelompok-kelompok  dalam  suatu  negara 
untuk  memisahkan  diri  dengan  menggu- 
nakan  cara  kekerasan.  Munculnya  aksi-aksi 
terorisme  dalam  suatu  negara,  juga.  oleh 
Buzan  telah  dikaitkan  dengan  kebijakan 
pemerintah  nasional  yang  tidak  adil  dalam 
kondisi  realistis  tatanan  masyarakat  yang 
pluralistik. 

Sementara,  pakar  studi  keamanan  inter- 
nasional  lainnya,  seperti  Klare  and  Thomas 
(1994),  telah  mencoba  melihat  dimensi 
internasional  dari  gerakan  terorisme,  de- 
ngan melihat  kaitannya  dengan  realitas 
tatanan  dunia  yang  tidak  adil.  Karenanya, 
dengan  mengikuti  argumentasi  mereka, 
adalah  logis  kalau  kemudian  kerja  sama 
global  di  antara  gerakan  terorisme  da- 
pat  terbentuk,  sekalipun  terdapat  perbe- 
daan  iatar  belakang  ideologis  di  antara 
mereka.  Sebab,  telah  muncul  kesadaran 
akan  musuh  bersama,  yakni  tata  dunia 
baru  yang  tidak  adil,  di  bawah  hege- 
moni  para  pemimpin  negara  maju,  yang 
secara  langsung  telah  mempengaruhi.  si- 
kap  para  pemimpin  nasional  yang  me- 
nentang  gerakan  mereka  di  masing-ma- 
sing  negara.  Dalam  konteks  ini,  tidaklah 


aneh  kalau  kemudian  diperoleh  berita 
bahwa  ada  kerja  sama  antara  gerakan 
dengan  argumentasi  agama,  seperti  yang 
diperjuangkan  oleh  Osama  bin  Laden  de- 
ngan jaringan  Al  Qaedanya,  dengan  ke- 
lompok  Basque  dan  IRA,  yang  selama  ini 
dikenal  sebagai  separatis  di  Spanyol  dan 
Inggris  Raya. 

Muncul  dan  menguatnya  tata  dunia 
baru  yang  unipolar  dan  bersandar  pada 
kekuatan  negara  adidaya  tunggal  AS, 
tanpa  kontrol  dan  alternatif,  dan  memu- 
darnya  pengaruh  ideologi  Third  Worldism, 
telah  menyebabkan  munculnya  rogue- 
states  dengan  senjata  andalan  memelo- 
pori  maupun  mendukung  gerakan-gerak- 
an  terorisme  yang  beroperasi  di  berbagai 
negara.  Tekanan  globalisasi  yang  mening- 
katkan  proses  marjinalisme  dan  keteran- 
caman  kelompok,  diketahui  telah  menim- 
bulkan  resistensi  dan  reaksi  perlawanan  da- 
ri kelompok-kelompok  yang  terancam.  Ti- 
dak terwakilinya  aspirasi  dan  kepentingan 
kelompok-kelompok  tersebut  secara  me- 
madai,  baik  di  tingkat  nasional  maupun 
global,  mendorong  mereka  untuk  membe- 
narkan  aksi-aksi  kekerasan  dalam  wujud 
yang  ekstrem,  yaitu  terorisme,  untuk  men- 
destabilisasi  negara,  kawasan  dan  sistem 
dunia  yang  tengah  berjalan. 

Dalam  konteks  di  atas,  analisis  hu- 
bungan  internasional  kemudian  telah  men- 
jadikan  terorisme  sebagai  ancaman  baru 
yang  sama  pentingnya  dengan  ancaman 
tradisional  dari  segi  militer,  sebagai  kon- 
sekuensi  dari  perlombaan  senjata  nuklir 
strategis.  Karenanya  pula,  buku-buku  teks 
studi  hubungan  internasional,  terutama 
studi  keamanan  internasional,  kian  diper- 
kaya  oleh  fokus  analisis  pada  aktor  non- 


78 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXI/2002,  No.  1 


negara  lainnya,  yaitu  kelompok-kelompok 
terorisme,  di  luar  kelompok-kelompok  non- 
pemerintah  yang  berdimensi  internasional 
lainnya,  seperti  IMF  dan  Bank  Dunia,  serta 
perusahaan-perusahaan  swasta  multinasio- 
nal  (MNCs). 

Selanjutnya,  dalam  perspektif  literatur 
hubungan  internasional,  terorisme  dianalisis 
sebagai  ancaman  baru  yang  serius  karena 
merongrong  peran  negara,  pemerintah  dan 
lembaga-lembaga  multilateral  yang  meng- 
atur  pembangunan  dan  keamanan  inter- 
nasional, seperti  Bank  Dunia  dan  PBB,  de- 
ngan  dampak  yang  mengancam  eksisten- 
si  negara,  keamanan  kawasan,  dan  glo- 
bal. Sehingga,  dalam  konteks  ini,  dapat 
dilihat  mengapa  koalisi  global  negara 
maju  untuk  mendukung  serangan  militer 
AS  ke  Afghanistan  dalam  rangka  meme- 
rangi  terorisme  global,  mudah  dibentuk. 
Di  sisi  lain,  meningkatnya  ancaman  teror- 
isme atas  sistem  dunia  yang  sedang  ber- 
jalan,  secara  akademis,  semakin  memper- 
kaya  dan  membuat  eksis  security  studies 
dalam  masa  pasca  Perang  Dingin,  yang 
sebelumnya  sempat  diperkirakan  akan 
usang,  karena  tidak  relevan  lagi,  sete- 
lah  disintegrasi  Uni  Soviet  dan  memudar- 
nya  perlombaan  senjata  nuklir  strategis 
antara  dua  negara  adidaya  besar,  Uni  So- 
viet dan  AS. 

Hendak  dikatakan  di  sini,  telah  lama- 
nya  terorisme  dikenal  sebagai  sebuah  an- 
caman terhadap  eksistensi  negara,  ke- 
amanan, dan  kepentingan  nasional,  telah 
menyebabkan,  baik  pemerintah  maupun 
publik  AS,  menyikapinya  sebagai  sesuatu 
yang  rutin  dan  biasa.  Ditambah  lagi  de- 
ngan  kekurangsigapan  pihak  intelijen  AS 
dalam  merespons  laporan-laporan  ter- 


akhir  mengenai  adanya  ancaman  gerak- 
an  terorisme  atas  AS,  membuat  peme- 
rintah dan  publik  AS  menjadi  terkejut  atas 
aksi  kamikaze  yang  terjadi,  yang  dilaku- 
kan  kelompok  teroris  terhadap  WTC, 
Pentagon  dan  Gedung  Putih. 

Terorisme  memang  bukan  merupakan 
ancaman  baru  bagi  AS,  melainkan  sesuatu 
yang  sudah  masuk  dalam  perhitungan  ke- 
bijakan  nasional  sejak  lama.  Dan,  para- 
digma  keamanan  AS  sejak  hampir  satu 
dasawarsa  lalu,  sejak  awa!  berakhirnya 
Perang  Dingin,  sebenarnya  telah  berubah. 
Hanya  saja,  mereka  yang  tidak  membu- 
ka  kembali  berbagai  informasi  yang  ter- 
kait  dengan  berbagai  kebijakan  peme- 
rintah AS  dan  tidak  mengikuti  secara  kon- 
sisten  perkembangan  kebijakan  luar  ne- 
geri  negara  tersebut,  mengalami  kesulitan 
untuk  memahami  perkembangan  yang  te- 
ngah  terjadi.  Menyebarnya  anthrax  seba- 
gai bentuk  lain  dari  aksi  terorisme,  te- 
lah membuat  ancaman  senjata  pemusnah 
massal  terhadap  keamanan  nasional  AS, 
menjadi  nyata.  Sebagaimana  telah  dike- 
tahui,  jauh  sebelumnya,  bentuk  ancaman 
semacam  ini  telah  diantisipasi  oleh  para 
pembuat  kebijakan  di  AS.  Namun,  secara 
realistis,  pemerintah  dan  publik  AS  tetap 
terkejut  ketika  meghadapinya  dalam  pe- 
ristiwa  11  September  2001,  yang  merun- 
tuhkan  gedung  menara  kembar  WTC  di 
jantung  kota  dan  pusat  finansial  New  York. 

KONSEKUENSI  GLOBAL  DARI  BLACK 
TUESDAY 

Serangan  maksimal  secara  simultan  ke 
WTC,  Gedung  Putih  dan  Pentagon  telah 
menyentakkan  banyak  orang  dan,  teru- 
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tama  para  pemimpin  dan  pembuat  ke- 
bijakan  di  AS,  terhadap  potensi  ancaman 
yang  ditunjukkan  oleh  gerakan  terorisme 
dan  bagaimana  seharusnya  negeri  itu 
dan  masyarakat  dunia  menyikapinya.  Baik 
para  pelaku  terorisme  maupun  masyara- 
kat dunia  mengetahui  dengan  jelas  mak- 
na  apa  yang  disampaikan  oleh  aksi-aksi 
terorisme  pada  hari  Selasa  kelabu,  11 
September  2001,  tersebut  dalam  hubung- 
annya  dengan  keputusan  strategis  yang 
telah  diambil  oleh  para  pelaku  terorisme 
untuk  menyerang  tempat-tempat  yang  sa- 
ngat  merepresentasikan  eksistensi  dan 
kepentingan  AS. 

Dari  perspektif  militer,  serangan  yang 
dapat  terjadi  dengan  mudah  tanpa  resis- 
tensi  yang  berarti  dari  pihak  yang  berwe- 
nang  di  AS  itu,  telah  memperlihatkan  ke- 
lemahan  intelijen  dan  pertahanan  militer 
AS  dalam  merespons  rencana  serangan  te- 
rorisme yang  sebelumnya  sudah  pernah 
diterima  peringatan  dininya  dari  hasii 
kerja  internal  (CIA)  maupun  intelijen  ne- 
gara  sekutunya,  antara  lain  Italia  dan  Ing- 
gris.  Sementara,  selama  ini,  dengan  per- 
caya  diri  AS  menerima  kenyataan  seba- 
gai  negara  dengan  kapabilitas  militer 
terkuat  di  dunia  dan  negara  adikuasa 
yang  memenangkan  rivalitas  menghadapi 
Uni  Soviet  dalam  Perang  Dingin  yang  ber- 
langsung  selama  beberapa  dasawarsa. 

Tampaknya,  pasca  serangan  Selasa  Ke- 
labu itu,  masyarakat  dunia  sudah  harus 
bisa  membedakan  dengan  jelas  hakikat 
ancaman  yang  datang  dari  negara  lain  de- 
ngan gerakan  terorisme.  Secara  positif, 
serangan  terorisme  ke  pusat  ekonomi,  mi- 
liter dan  pemerintahan  AS  tersebut,  de- 
ngan mudah  dapat  mengalirkan  simpati 
dan  dukungan  yang  besar  dari  masyara- 


kat AS  kepada  pemerintah  George  W. 
Bush  Jr.,  yang  sedang  terbelah  karena 
hasil  pemilu  yang  "meragukan"  setahun 
lalu.  Tidak  mengherankan,  dalam  seketika, 
Bush  dapat  memperoleh  dukungan  par- 
lemen  (Kongres)  untuk  mendeklarasikan 
perang  terhadap  gerakan  terorisme,  teru- 
tama  Al  Qaeda  dan  jaringannya  di  selu- 
ruh  dunia,  dengan  tokohnya  Osama  bin 
Laden,  yang  dalam  satu  dasawarsa  ter- 
akhir  telah  diidentifikasi  sebagai  ancam- 
an utama  bagi  AS  dan  kepentingan nya  di 
berbagai  belahan  dunia  (International 
Herald  Tribune,  19  Maret  2001:  7). 

Dari  perspektif  kebijakan  luar  nege- 
ri, AS  yang  sebelumnya  sejak  pemerin- 
tahan Bill  Clinton  telah  menekankan  ke- 
bijakan isolasionismenya  dan  akan  lebih- 
lebih  lagi  menerapkan  ini  pada  masa 
Bush  Jr.,  pasca  serangan  1 1  September  2001 
harus  mulai  melakukan  kembali  kampa- 
nye  luar  negeri  yang  gencar  melawan  aksi 
terorisme.    Berbeda    dengan  periode 
pasca  Vietnam,  kini  ancaman  terorisme 
terhadap  eksistensi  AS  dan  masa  de- 
pan  kepentingannya  di  berbagai  tern- 
pat,  telah  mengembalikan  AS  ke  manda- 
la  politik  luar  negeri  yang  ekspansionis, 
yang  diwarnai  dengan  berbagai  kebijakan 
intervensionisme,  baik  secara  langsung 
maupun  tidak  (International  Herald  Tribune, 
28  September  2001:  10).  Upaya  memba- 
ngun  kembali  pengaruh,  hegemoni  dan 
aliansi  berskala  luas  harus  dilakukan  AS 
untuk  meringankan  kampanye  dan  pe- 
rang melawan  terorisme,  dan  sebaliknya, 
menyudutkan  gerakan  terorisme  dan  para 
rezim  pendukungnya. 

Keberhasilan  meraih  simpati  dan  du- 
kungan domestik  dan  internasional,  kare- 
na dukungan  kepiawaian  diplomasi  para 
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pembantu  Bush,  pada  akhirnya  dapat 
mengatasi  problema  terbatasnya  anggar- 
an  militer  nasional  untuk  perang  mela- 
wan  terorisme  dalam  jangka  panjang.  Ha- 
ms diakui,  keberhasilan  ini  adalah  juga 
berkat  keberhasilan  pemerintah  AS  da- 
lam membangun  opinl  domestik  dan  in- 
cernasional  mengenai  bahaya  ancaman 
terorisme  terhadap  stabilitas  dan  keaman- 
an  nasional,  regional  dan  dunia.  Sehing- 
ga,  reaksi  seketika  Bush  Jr.  yang  sem- 
pat  keliru  dengan  membangun  citra  se- 
perti  hendak  melancarkan  crusade,  da- 
pat  dikoreksi,  dan  secara  simpatik  ma- 
lah  dapat  meraih  dukungan  internasional 
yang  luas,  terutama  dari  kebanyakan  pe- 
mimpin dan  Trrasyarakat  negara-negara 
yang  mayoritas  beragama  Islam. 

Secara  realistis,  serangan  11  Septem- 
ber 2001  telah  melahirkan  kontroversi 
pendapat,  karena  orang  mempertanya- 
kan  apakah  benar  AS  benar-benar  tidak 
mengira  atau  percaya  bahwa  serangan 
yang  diidentifikasi  sebagai  aksi  teroris- 
me tersebut,  akan  terjadi.  Lebih  berpre- 
tensi  negatif  lagi,  telah  dipertanyakan, 
apakah  pemerintah  AS  sendiri  tidak  ber- 
ada  di  balik  serangan  atas  WTC,  de- 
ngan melakukan  konspirasi  dengan  Ya- 
hudi,  mengingat  tidak  dijumpai  seorang 
korban  dari  kalangan  Yahudi  (Maulani, 
2001).  Namun,  teori  konspirasi  ini  tam- 
paknya  menjadi  lemah  ketika  dihadap- 
kan  pada  realitas  bahwa  yang  menjadi 
sasaran  juga  Departemen  Pertahanan  AS 
(Pentagon),  yang  dikenal  sebagai  pusat 
kendali  pertahanan  strategis  AS,  dan 
Gedung  Putih,  dengan  korban  tidak  ha- 
nya  kalangan  sipil,  tetapi  juga  perwira 
militer  yang  bekerja  di  sana.  Sementa- 
ra,  jika  tidak  terantisipasi,  bukan  tidak 


mungkin  Presiden  Bush  dan  pemimpin 
tingkat  tinggi  AS  lainnya  dapat  menja- 
di korban  berikutnya,  di  samping  banyak 
rakyat  AS  sendiri  yang  telah  menjadi 
korban  dari  serangan  itu.  Tanpa  berpikir 
naif  dan  membela  kepentingan  AS,  ten- 
tu  merupakan  sebuah  gagasan  yang  ber- 
lebihan,  jika  pemerintah  AS  memang  te- 
lah membuat  skenario  semacam  itu. 
Sebab,  dalam  kenyataannya,  bukan  se- 
buah kesulitan  besar  bagi  pemerintah 
AS  untuk  menghadapi  opini  domestik 
yang  menentang  serangan  terhadap  Al 
Qaeda,  yang  telah  dicurigai  sebagai  da- 
lang  berbagai  aksi  terorisme  atas  ke- 
pentingan AS  di  berbagai  belahan  du- 
nia selama  ini,  mengingat  begitu  mu- 
dahnya  pemerintah  AS  sebelumnya  me- 
lakukan serangan  udara  ke  Irak  untuk 
menghentikan  kebijakan  Presiden  Sad- 
dam Husein  yang  dicurigai  masih  terus 
berniat  mengembangkan  senjata-senjata 
nuklir,  kimia  dan  biologinya,  tanpa  meng- 
hadapi resistensi  yang  berarti  dari  rakyat 
AS  di  dalam  negeri. 

Kontroversi  yang  luas  muncul,  karena 
Osama  bin  Laden,  yang  menjadi  sasar- 
an utama  kecurigaan  AS  sebagai  dalang 
berbagai  aksi  menentang  kepentingan  AS 
di  berbagai  belahan  dunia,  dan  juga 
atas  serangan  11  September  2001,  dan 
mereka  yang  menentang  arogansi  dan 
politik  unilateral  AS,  terutama  dalam 
periode  pasca  Perang  Dingin  ini,  mem- 
permasalahkan  mengapa  para  pemimpin 
AS  dan  sekutu-sekutu  Baratnya  tidak  ri- 
but  ketika  Israel  melakukan  aksi-aksi  mi- 
liter ke  Palestina,  yang  juga  banyak  me- 
ngenai sasaran  sipil.  Demikian  pula,  ke- 
tika para  pemimpin  Barat  tidak  banyak 
mempersoalkan  serangan  militer  AS  atas 
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Irak,  yang  bersamaan  dengan  embar- 
go ekonominya  yang  berkepanjangan, 
telah  mengorbankan  banyak  anak  dan 
kalangan  sipil  yang  tidak  berdosa.  Seba- 
gai  konsekuensinya,  mereka  yang  me- 
nentang  kebijakan  luar  negeri  AS,  meng- 
ritik  AS  dan  sekutu-sekutu  Baratnya,  se- 
bagai  terus  melancarkan  terorisme  politik 
dan  juga  ekonomi  terhadap  negara-ne- 
gara  Arab.  Sehingga,  terqrisme  kemu- 
dian  mengalami  perluasan  makna  dan 
dipersepsikan  sesuai  dengan  kepentingan 
masing-masing  pihak. 

Sebaliknya,  mereka  yang  tidak  mema- 
hami  kekhawatiran  pemerintah  AS  yang 
mendalam  terhadap  aksi  terorisme  pada 
11  September  2001,  tidak  dapat  mema- 
hami  mengapa  pemerintah  AS  menjadi 
berprinsip  habis-habisan  (zero-sum  game) 
dalam  merespons  gerakan  terorisme,  de- 
ngan mengultimatum  apakah  negara  lain 
bersikap  mendukung  atau  akan  menjadi 
musuh  AS.  Soal  kelangsungan  hidup  ne- 
gara telah  menjadi  alasan  mengapa  pe- 
merintah AS  menjadi  lebih  keras,  dan 
bahkan  cenderung  provokatif,  dalam  ke- 
bijakan luar  negerinya  akhir-akhir  ini  ter- 
hadap banyak  negara,  khususnya  atas 
negara  yang  mayoritas  penduduknya  Is- 
lam (Kompas,  8  Pebruari  2002:  3).  Teta- 
pi,  mereka  yang  melihat  dengan  per- 
spektif  yang  kontradiktif,  menilai  bahwa 
sikap  AS  tampak  cenderung  menyudut- 
kan  dunia  Islam,  mengingat  negara  ter- 
sebut  diskriminatif  dalam  menyikapi  ma- 
salah-masalah  Timur  Tengah,  seperti  me- 
ngenai  nasib  rakyat  Palestina,  embargo 
Irak  dan  Libya,  serta  juga  dalam  masa- 
lah  domestik  Yaman  dan  Somalia  (Ju- 
naedi,  2002:  4). 


Kontroversi  pendapat  atas  respons  AS 
terhadap  serangan  11  September  2001 
terus  berlangsung.  Kalangan  yang  me- 
nentang  sikap  AS  dengan  mudah  dapat 
melupakan  peran  AS,  yang  bersama- 
sama  dengan  bin  Laden,  mendukung 
gerilyawan  Afghanistan  dalam  melaku- 
kan  perlawanan  menentang  penduduk- 
an  Uni  Soviet  dan  menumbangkan  rezim 
bonekanya  di  bawah  Babrak  Kamal.  Be- 
gitu  juga,  respons  AS  yang  dinilai  ber- 
lebihan  tersebut  dapat  mengabaikan 
peran  dan  pengorbanan  AS  yang  besar 
dalam  memelopori  dan  mendukung  in- 
tervensi  kemanusiaan,  bersama-sama  de- 
ngan NATO,  di  Kosovo.  Kalangan  yang 
menentang  sikap  AS  ini  tidak  mengingat 
lagi  berapa  besar  anggaran  belanja  dan 
human  cost  yang  telah  dikeluarkan  pe- 
merintah AS  dalam  mengembalikan  sta- 
bilitas  politik  dan  militer  di  Balkan,  selain 
risiko  besar  yang  harus  dihadapi  dalam 
menghadapi  tekanan  publik  Amerika  di 
dalam  negeri. 

Di  luar  kontroversi  pandangan  itu,  pe- 
merintah AS  sendiri  telah  berhasil  dalam 
mengembangkan  opininya,  dengan  di- 
bantu  penguasaan  media  informasi  yang 
luas,  untuk  membentuk  koalisi  interna- 
sional  melawan  terorisme.  Sehingga,  apa 
yang  sempat  dikhawatirkan  dunia  dengan 
dapat  terjadinya  konflik  peradaban  se- 
cara  terbuka  antara  dunia  Barat  dan  Is- 
lam seperti  yang  telah  diantisipasi  oleh 
Huntington  (1993:  25  et  seqq),  tidaklah 
terjadi.  Dengan  kelebihan  dalam  pe- 
nguasaan media  informasi  dan  pemben- 
tukan  opini  publik,  kampanye  peme- 
rintah AS  dalam  jangka  panjang  telah 
mendapat  dukungan  global.  Sebagai  im- 
plikasinya,  masyarakat  dunia  dapat  me- 
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miliki  persamaan  persepsi  untuk  meng- 
atasi  masalah-masalah  warlordism,  sepa- 
ratisme,  kevakuman  kekuasaan  dan  tran- 
sisi  demokrasi  di  berbagai  negara,  yang 
dinilai  merupakan  lahan  subur  bagi  ge- 
rakan  dan  aksi-aksi  terorisme.  Demikian 
pula,  negara-negara  yang  banyak  warlord 
dan  gerakan  para  mi  liter  dengan  aksi-aksi 
anarkis  mereka,  mendapat  tekanan  dari 
pemerintah  AS. 

Selanjutnya,  kebijakan  imigrasi  yang 
ketat  dan  cenderung  rasial  bermunculan 
di  negara-negara  Barat.  Sementara,  upa- 
ya  menangkal  mengalirnya  imigran  gelap 
yang  mudah  dimanfaatkan  oleh  gerakan 
teroris  dalam  memperluas  jaringan  dan 
menyiapkan  aksi-aksinya,  dilakukan  dengan 
memberikan  bantuan  kompensasi  besar- 
besaran  untuk  rekonstruksi  nasional,  pemu- 
lihan  ekonomi  dan  mendorong  langkah 
demokratisasi.  Dalam  konteks  ini,  bebe- 
rapa  negara  seperti  Afghanistan,  Pakistan 
dan  Indonesia,  yang  rawan  sebagai  sa- 
saran  pengembangan  gerakan  teroris 
global,  mempunyai  prospek  yang  baik 
untuk  didukung  dalam  melakukan  rekon- 
struksi dan  pemulihan  ekonomi  nasio- 
nal, sebagaimana  halnya  negara-negara 
Eropa  dulu  pasca  Perang  Dunia  II  me- 
lalui  Marshall  Plan.  Jadi,  serangan  11  Sep- 
tember 2001,  telah  mengusik  perhatian 
dunia  kembali  secara  serius  berupaya 
mencari  solusi  atas  masalah  kemiskinan, 
pengangguran,  utang  luar  negeri,  dan 
krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  di 
berbagai  negara,  serta  ketimpangan  ne- 
gara .maju  dan  miskin  yang  semakin 
melebar  {International  Herald  Tribune, 
16-17  Februari  2002:  4).  Demikian  pula, 
perhatian  terhadap  human  security  se- 
makin meluas  dan  mendalam. 


KOALISI  GLOBAL  DAN  KEAMANAN 
KAWASAN 

Selain  membawa  perubahan  atas  ke- 
bijakan luar  negeri  dan  militer  AS,  serang- 
an 11  September  2001  telah  membawa 
dampak  perubahan  terhadap  perkembang- 
an  kawasan.  Di  Asia  Tengah,  khususnya  di 
negara-negara  yang  berbatasan  langsung 
dengan  Afghanistan,  seperti  Tajikistan, 
Uzbekistan,  dan  Turkmenistan,  AS  kian 
membangun  dan  memperkuat  basis  pa- 
sukannya  (International  Herald  Tribune,  4 
Maret  2002:  8).  Hal  ini  menjadi  penting 
dan  strategis  bagi  AS  untuk  mempermu- 
dah  akses  masuk  setiap  saat  ke  Afghanis- 
tan dan  memberikan  dukungan  bagi  pa- 
sukannya  dalam  mengontrol  perkembang- 
an  Afghanistan,  kelompok-kelompok  ga- 
ris  keras  dan  sisa-sisa  Taliban  dan  Al-Qaeda 
di  sana.  Di  kawasan  lain,  semakin  ke  man- 
dala  tengah  Asia,  yaitu  Georgia,  AS  me- 
ngirimkan  pasukan  khusus  secara  lang- 
sung untuk  melatih  dan  membantu  mili- 
ter Georgia,  tanpa  mendapat  penen- 
tangan  dari  pemerintah  Rusia,  untuk  me- 
merangi  kelompok  separatis  Chechnya, 
yang  dalam  penilaian  Georgia  dan  Rusia 
terus  menjalankan  aksi-aksi  terorismenya 
untuk  memperoleh  kemerdekaan.  Hal 
yang  sama  dilakukan  AS  di  Yaman,  de- 
ngan mengirimkan  militernya  untuk  me- 
latih militer  Yaman  dalam  memerangi  ke- 
iompok-kelompok  gafis  keras,  yang  di- 
duga  sebagai  bagian  dari  jaringan  Al- 
Qaeda  dan  memiliki  mobilitas  yang  ting- 
gi  dalam  berhubungan  dengan  basis  Al- 
Qaeda  di  Afghanistan.  Selain  tidak  ingin 
ancaman  terhadap  kepentingan  AS  ter- 
ulang  lagi,  seperti  dalam  kasus  pele- 
dakan  USS  Cole,  kehadiran  pasukan  AS 
juga  memperlihatkan  kebijakan  AS  yang 
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serius  dalam  memerangi  terorisme  di  luar 
Afghanistan.  Dengan  kata  lain,  hal  ini  ju- 
ga  merupakan  semacam  tekanan  AS  ke- 
pada  Yaman  untuk  lebih  serius  dan  ko- 
operatif  dalam  memerangi  terorisme. 

Implikasi  terhadap  perubahan  kawasan 
juga  dapat  dilihat  di  Asia  Tenggara, 
yang  semula  telah  ditinggalkan  oleh  ne- 
gara  adidaya  tersebut,  sejalan  dengan 
berakhirnya  Perang  Dingin  dan  semakin 
besarnya  perhatian  pemerintah  AS  ke  ma- 
salah-masalah  dalam  negeri.  Serangan  11 
September  2001  dalam  kenyataannya 
telah  memotivasi  AS  untuk  kembali  mem- 
bawa  militernya  ke  kawasan  ini,  walau- 
pun  pangkalan  militer  di  Subic  Bay  dan 
Clark  Field  telah  ditutup  beberapa  ta- 
hun  yang  lampau,  dan  mampu  mele- 
nyapkan  sensitivitas  opini  publik  rak- 
yatnya  terhadap  kebijakan  militer  untuk 
terlibat  dan  bertempur  secara  langsung 
serta  menanggung  human  cost  yang  be- 
sar  di  mandala  perang  negeri  orang 
{International  Herald  Tribune,  27  Februari 
2002:  1). 

Pengiriman  pasukan  AS  ke  Filipina 
Selatan  untuk  melatih  dan  membantu 
pasukan  Filipina  dalam  memerangi  ke- 
lompok  separatis  Abu  Sayyaf,  yang  bela- 
kangan  kian  meningkatkan  aksi-aksi  te- 
rorismenya  terhadap  kepentingan  peme- 
rintah Filipina  dan  asing,  terutama  AS,  ada- 
lah  kelanjutan  dari  deklarasi  perang  pe- 
merintah Bush  terhadap  terorisme.  Di- 
temukannya  dokumen-dokumen  menge- 
nai  adanya  rencana  operasi  serangan  te- 
roris  secara  serentak  terhadap  sejum- 
lah  fasilitas  diplomatik  dan  militer  AS  di 
Singapura,  Filipina,  Malaysia  dan  Indo- 
nesia, telah  meningkatkan  kehadiran  mi- 
liter AS  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Se- 


hingga,  telah  dikhawatirkan  akan  terja- 
di  perluasan  mandala  perang  dan  upaya 
penanaman  pengaruh  militer  AS  yang 
lebih  luas,  di  luar  Afghanistan  dan  Asia 
Tengah,  walaupun  kemudian  dibantah, 
karena  jumlah  pasukan  AS  di  Filipina  Se- 
latan menurut  pemerintah  AS  masih  da- 
lam skala  kecil  (International  Herald  Tri- 
bune, 4  Maret  2002:  8).  Namun,  kritik 
menilai  kedatangan  pasukan  AS  di  Asia 
Tenggara  telah  mengindikasikan  keingin- 
an  negeri  itu  untuk  mencari  pijakan  baru 
di  kawasan  ini. 

Kondisi  geografis  negara-negara  di 
Asia  Tenggara  yang  kepulauan  dan  me- 
nyebar,  dan  mobilitas  penduduk  yang 
tinggi,  serta  berkembang  pesatnya  ak- 
tivitas-aktivitas  kelompok  masyarakat  di 
tingkat  grass-root  dewasa  ini,  sebagai 
dampak  dari  globalisasi  dan  demokrati- 
sasi,  akan  membuat  upaya  pemerintah 
AS  dalam  memerangi  terorisme  tidak  se- 
mudah  seperti  di  Afghanistan.  Sementara, 
individu-individu  dan  kelompok-kelompok 
yang  diidentifikasi  sebagai  militan  dan 
telah  diindikasikan  kuat  dengan  bukti- 
bukti  yang  ada  sebagai  telah  melaku- 
kan  aksi-aksi  terorisme,  belum  tentu  me- 
miliki  hubungan  langsung  dengan  Al- 
Qaeda  (Suara  Pembaruan,  7  Maret  2002: 
10).  Memang  bisa  saja,  mereka  yang  te- 
lah ditangkap  dan  diduga  terlibat,  da- 
pat  terbukti  nanti  mempunyai  hubungan 
secara  langsung  maupun  tidak  langsung, 
namun  ini  masih  tergantung  proses  in- 
vestigasi  dan  penyidikan  selanjutnya, 
yang  tidak  mudah  dan  membutuhkan 
objektivitas  tinggi. 

Secara  umum,  dalam  hubungannya  de- 
ngan maraknya  konflik  dengan  intensitas 
rendah  di  kawasan  Asia  Tenggara  ini,  sebagai 


84 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXI/2002,  No.  1 


implikasi  dari  globalisasi  dan  mobilitas 
penduduk  yang  tinggi,  telah  muncul  ke- 
curigaan  adanya  keterlibatan  pendu- 
duk luar  dalam  konflik-konflik  lokal.  Me- 
reka  ini  tidak  hanya  yang  telah  diiden- 
tifikasikan  sebagai  warganegara  Indone- 
sia, tetapi  juga  aslng  {Media  Indonesia, 
13  Desember  2001:  24  dan  Financial 
Times,  13  Desember  2001:  8).  Kasus  Fathur 
Rohman  al  Ghozi,  yang  semula  dike- 
tahui  memiliki  kewarganegaraan  Indone- 
sia dan  telah  mengakui  terlibat  dalam 
aksi  pemboman  di  Manila,  Filipina,  dan 
juga  Hambali,  adalah  salah  satu  con- 
toh  untuk  itu  (Media  Indonesia,  5  Maret 
2002:  18  dan  Suara  Pembaruan,  4  Maret 
2002:  10). 

Perkembangan  ini  telah  menambah 
kompleksitas  permasalahan,  apalagi  dikait- 
kan  dengan  maraknya  pertumbuhan  ke- 
lompok-kelompok  militan  di  negara-ne- 
gara  anggota  ASEAN.  Hasil  investigasi 
terakhir  dari  aparat  berwenang  Filipi- 
na, yang  melihat  kemungkinan  terlibat- 
nya  jaringan  Al-Qaeda  dalam  memben- 
tuk  organisasi  yang  diidentifikasi  seba- 
gai Uni  Islam  atau  Darul  Islamiah  Nusan- 
tara,  yang  mencakup  Malaysia,  Indone- 
sia dan  Filipina  Selatan,  dan  keterlibat- 
an al  Ghozi  dan  Hambali,  dan  juga  Faiz 
Abu  Bakar  Bafana,  dengan  rencana  aksi 
di  Singapura,  tampaknya  kian  memper- 
kuat  dugaan  adanya  hubungan  dan  ker- 
ja  sama  antara  jaringan  terorisme  di  ka- 
wasan  {Suara  Pembaruan,  7  Maret  2002: 
10).  Sistem  sel  yang  canggih  dan  bantu- 
an  kemajuan  teknologi,  telah  memung- 
kinkan  dapat  dilakukannya  modus  aksi 
yang  tidak  harus  dikomando  secara 
tersentralisasi.  Dari  hasil  investigasi  dan 
penyidikan  kasus  al  Ghozi  itu  sendiri 


telah  diperoleh  beberapa  informasi  pen- 
ting  mengenai  peta  jaringan  terorisme  di 
kawasan  dan  tujuan  operasi  mereka  da- 
lam kampanye  destabilisasi  kawasan  un- 
tuk membentuk  pemerintahan  sendiri  di 
Asia  Tenggara  (Suara  Pembaruan,  7  Maret 
2002). 

Tanggapan  ASEAN  terhadap  ajakan 
AS.  untuk  memerangi  terorisme  di  ka- 
wasan Asia  Tenggara  dapat  dikatakan 
semula  lambat  dan  lunak.  Tetapi,  kasus 
penemuan  dokumen-dokumen  rencana 
serangan  atas  beberapa  fasilitas  diplo- 
matik  AS  dan  dalam  negeri  Singapura, 
Malaysia  dan  Indonesia,  sebagaimana  yang 
sempat  terjadi  dengan  ledakan  bom  di 
Filipina,  telah  mengubah  sikap  negara-ne- 
gara  anggota  ASEAN  menjadi  responsif 
dan  lebih  keras  terhadap  aksi-aksi  te- 
rorisme di  kawasan  (Kompas,  13  Februari 
2002:  2).  Indonesia  malah  yang  tampak 
paling  lambat  dan  lunak  dalam  mem- 
perlihatkan  responsnya.  Padahal,  bebe- 
rapa aksi  terorisme  yang  merugikan  ke- 
pentingan  asing  dan  nasional  telah  terja- 
di, seperti  kasus  peledakan  hebat  di 
depan  Kedutaan  Besar  Filipina,  dengan 
korban  yang  cukup  mengkhawatirkan. 

Seperti  halnya  terhadap  rezim  Mus- 
harraf, demi  melanjutkan  dan  menuntas- 
kan  perang  melawan  terorisme,  pemerin- 
tah  AS  akan  jnengurangi  tekanannya  ter- 
hadap praktek-praktek  politik  otoriter 
pemerintah  Malaysia  dan  Singapura,  se- 
lama  pemerintah  kedua  negeri  itu  me- 
miliki komitmen  yang  tinggi  dan  ko- 
operatif  dengan  pemerintah  AS  dalam 
kampanye  perang  melawan  terorisme. 
Namun,  sebaliknya,  pemerintah  AS  akan 
bersikap  lebih  keras  untuk  menekan 
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pemerintahan  Megawati  dan  para  pen- 
dukung  militernya  {Kompas,  4  Februari 
2002:  3).  Karena,  selama  ini  pemerintah- 
annya  dinilai  kurang  kooperatif  dan  cen- 
derung  sangat  toleran  terhadap  berba- 
gai  tindak  kejahatan  pelanggaran  HAM 
berat,  yang  berdasarkan  konsep  dan  defi- 
nisinya,  sesungguhnya  sama  saja  dengan 
aksi-aksi  terorisme  yang  ditentang  pe- 
merintah  AS  itu.  Dalam  konteks  ini,  pem- 
buatan  UU  Anti-Pencucian  Uang  dan  UU 
Anti-Terorisme  di  Indonesia,  dapat  dini- 
lai sebagai  hasil  tekanan  dari  pemerin- 
tah  AS  dan  koalisi  global  melawan  te- 
rorisme. Sebab,  diketahui  selama  ini  pe- 
merintah  Indonesia  seperti  mengulur-ulur 
waktu  dan  kurang  serius  dalam  menang- 
gapi,  sedangkan  AS  dan  negara-negara 
maju  lainnya,  di  balik  kampanye  demi 
kepentingan  investasi  mereka,  terus  me- 
nekan  pemerintah  Megawati  untuk  se- 
gera  membuat  UU  dimaksud,  dengan 
penyediaan  tenaga  ahli  untuk  mendu- 
kungnya.  Penyelenggaran  konperensi  re- 
gional antar-Menteri  di  Bali  pada  26- 
28  Februari  2002  lalu  mengenai  penye- 
lundupan  dan  perdagangan  manusia  ser- 
ta  kejahatan  transnasional  lainnya,  yang 
didukung  penyelenggaraannya  secara 
finansial  dan  politik  oleh  negara  maju, 
sesungguhnya  tidak  dapat  dilepaskan 
dari  pengamatan  dapat  digunakannya 
modus  operandi  imigran  gelap  oleh  te- 
rorisme internasional  dalam  mengembang- 
kan  jaringan  dan  mempersiapkan  aksi- 
aksinya  (Matin  and  Martin,  2001). 

Perbedaan  sikap  dalam  merespons  te- 
rorisme, telah  menimbulkan  perbedaan 
pendapat  yang  tajam,  yang  dapat  me- 
ngurangi  rasa  saling  percaya  di  antara 
para  pemimpin  ASEAN,  yang  telah  di- 


bangun  dan  dipelihara  secara  susah  pa- 
yah  selama  ini.  Kasus  Hambali.  dan  eksis- 
tensi  gerakan  Mujahidin  di  Malaysia  yang 
diidentifikasi  oleh  pemerintahan  Mahathir 
sebagai  militan,  sempat  menimbulkan  per- 
bedaan pendapat  antara  pemerintah 
Malaysia  dan  Indonesia  {Media  Indonesia, 
5  Maret  2002:  18).  Sedangkan  kasus  al 
Ghozi  telah  melahirkan  perbedaan  pen- 
dapat antara  pemerintah  Filipina  dan 
Indonesia  (Asian  Wall  Street  Journal,  11 
Januari  2002:  4  dan  Kompas,  24  Januari 
2002:  2).  Selanjutnya,  pernyataan  Men- 
teri  Senior  Lee  Kuan  Yew  tidak  hanya 
menimbulkan  kontroversi  di  antara  pe- 
mimpin Singapura  dan  Indonesia,  teta- 
pi  telah  meluas  ke  tingkat  masyarakat, 
yang  membutuhkan  penyelesaian  tingkat 
tinggi  yang  tidak  mudah  {Kompas,  23  Fe- 
bruari 2002:1).  Karena,  kesan  negatif  atas 
sikap  pemerintah  Singapura,  yang  se- 
lama ini  tidak  fair  dalam  menyikapi  ber- 
bagai  kasus  penyelundupan,  pembelian 
pasir  secara  ilegal,  perlindungan  terhadap 
konglomerat  bermasalah,  dan  penye- 
diaan data  statistik  yang  manipulatif,  se- 
makin  mengkristal  di  kalangan  pemerin- 
tah maupun  masyarakat. 

Pada  dasarnya  terdapat  dua  kubu 
yang  merespons  pendapat  Lee.  Kubu  per- 
tama  adalah  mereka  yang  menentang 
keras  pendapat  Lee  dan  menilainya  se- 
bagai refleksi  dari  kekhawatiran  yang  ber- 
lebihan  yang  telah  disampaikan  melalui 
cara  yang  salah.  Kubu  ini  mewakili  pen- 
dapat para  tokoh  agama,  ormas  dan 
parpol,  dan  bahkan  Menteri  Luar  Negeri 
Hasan  Wirayudha  {Media  Indonesia,  21 
Februari  2002:  1).  Sedangkan  kubu  yang 
kedua  adalah  mereka  yang  mencoba 
memahami  kekhawatiran  Lee  sebagai 
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pemimpin  dari  sebuah  negara  kecil  yang 
sangat  terancam  eksistensinya  oleh  ja- 
ringan terorisme  di  kawasan  akhir-akhir 
ini.  Para  tokoh  dari  kubu  ini  mengajak 
untuk  berpikir  positif  dengan  bersikap 
lebih  kongkret  dan  mengambil  langkah 
maju  dalam  menghadapi  aksi-aksi  teror- 
isme. Di  kubu  ini  termasuk  pakar  dan  pe- 
ngamat  hubungan  internasional  seperti 
Juwono  Soedarsono  dan  Bantarto  Ban- 
doro  {Jakarta  Post,  27  Februari  2002:  4). 
Tanpa  warning  Dubes  AS  di  Indonesia, 
Ralph  L.  Boyce,  yang  mengingatkan  ke- 
dua  negara  untuk  tidak  terperangkap 
dalam  retorika,  tetapi  lebih  baik  men- 
cari  solusi  bersama  yang  kongkret  da- 
lam merespons  ancaman  terorisme,  Indo- 
nesia dan  Singapura  dapat  terjebak  da- 
lam perbedaan  pendapat  yang  menga- 
rah  pada  perselisihan  yang  mendalam 
(Kompas,  2   Maret  2002:  6). 

Pembuatan  UU  Anti-Terorisme  di  In- 
donesia, dalam  perspektif  kepentingan 
AS,  merupakan  sebuah  langkah  awal 
yang  efektif  dalam  kampanye  melawan 
terorisme  di  negeri  ini  dan  kawasan.  Se- 
bab,  Indonesia  jauh  lebih  rawan  seba- 
gai  sasaran  ancaman  dan  dan  sekaligus 
basis  bagi  aksi-aksi  terorisme  di  kawasan 
Asia  Tenggara  dalam  jangka  panjang,  di 
luar  Asia  Tengah  dan  Selatan.  Dengan 
alat  hukum  ini,  AS  tidak  akan  sendiri  ber- 
susah  payah  dalam  melawan  terorisme. 
Lebih  jauh  lagi,  pemerintah  AS  dapat 
menekan  pertumbuhan  dan  aksi-aksi  ke- 
lompok  militan  di  Indonesia,  yang  dewa- 
sa  ini  seperti  mendapat  angin  dari  apa- 
rat  keamanan  yang  memperlihatkan  sikap 
konservatif  dan  kontra-produktif  terhadap 
agenda  pembaruan. 


Dalam  kaitannya  dengan  rencana  pe- 
ngajuan  RUU  Anti-Terorisme  oleh  peme- 
rintah dalam  waktu  dekat  ini,  warning 
Dubes  AS  Boyce  tampaknya  berhasil 
mengalahkan  reaksi  yang  tidak  propor- 
sional  dan  kontra-produktif  dari  para 
pemimpin  politik,  ormas  dan  masyara- 
kat,  termasuk  DPR  Rl,  dalam  menang- 
gapi  pernyataan  Lee.  Patut  diketahui, 
seperti  dijelaskan  oleh  Menteri  Kehakiman 
dan  HAM,  Yusril  Ihza  Mahendra,  di  sela- 
sela  penyelenggaraan  Konperensi  Regio- 
nal Anti  Penyelundupan  dan  Perdagang- 
an  Manusia  dan  Kejahatan  Transnasional 
Lainnya  di  Bali,  pada  26-28  Februari  2002, 
pemerintah  sebenarnya  tidak  ingin  ter- 
buru-buru  untuk  membuat  dan  mengaju- 
kan  RUU  Anti-Terorisme  dalam  waktu 
dekat  ke  DPR  Rl.  Namun,  tekanan  in- 
ternasional yang  kuat,  terutama  dari  AS, 
dalam  rangka  kampanye  global  melawan 
terorisme,  telah  menjadi  faktor  yang  me- 
maksa  pemerintah  Megawati  untuk  se- 
gera  menyelesaikan  RUU  Anti-Teroris- 
me, walaupun  kalangan  pemerintah  se- 
perti Menlu  Wirayudha  telah  memban- 
tahnya  (Kompas,  6  Maret  2002:  3).  De- 
ngan kondisi  krisis  ekonomi  nasional  yang 
berkepanjangan  dan  bertambah  berat 
akibat  lesunya  perekonomian  dunia  se- 
telah  serangan  11  September  2001,  pe- 
merintah Megawati  harus  bersikap  ako- 
modatif  dengan  tuntutan  internasional. 

Pemerintah  Megawati  yang  telah  ter- 
sudut  karena  lambatnya  pengusutan  ka- 
sus-kasus dugaan  pelanggaran  HAM  be- 
rat, semakin  tersudut  karena  ditemukan- 
nya  dugaan  keterlibatan  mahasiswa  In- 
donesia dalam  kegiatan  jaringan  teror- 
isme internasional,  seperti  di  AS,  Spanyol 
dan  Yaman,  di  luar  dari  kasus-kasus 
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di  negara-negara  ASEAN  di  atas.  De- 
ngan  kasus-kasus  tersebut,  dan  tanpa  si- 
kap  yang  kongkret  pemerintah  Indonesia 
dalam  memerangi  terorisme  dengan  ke- 
hadiran  sebuah  UU  Anti-Terorisme,  pan- 
dangan  luar  negeri  terhadap  Indonesia 
menjadi  kian  buruk.  Tentu  saja  disadari 
hal  ini  dapat  menghancurkan  upaya  pe- 
merintah Megawati  selama  ini  dalam 
melakukan  pemulihan  ekonomi  nasional. 

Sebaliknya,  Megawati  tidak  dapat  ber- 
sikap  terlalu  keras  atau  represif  dalam 
substansi  RUU  yang  dibuat  pemerintah- 
nya  ini.  Sebab,  selain  hal  itu  akan  me- 
nimbulkan  oposisi  yang  kuat  dari  kelom- 
pok-kelompok  militan  dan  militer  yang 
konservatif,  juga  akan  mendapat  penen- 
tangan  yang  luas  dari  para  pejuang  HAM 
dan  demokratisasi  di  dalam  negeri.  Se- 
hingga,  pembuatan  UU  Anti-Terorisme 
dalam  rangka  merespons  secara  kong- 
kret tuntutan  internasional  dalam  kam- 
panye  global  melawan  terorisme,  akan 
merupakan  sebuah  dilema  yang  berat 
bagi  pemerintahan  Megawati.  Karena, 
baik  perkembangan  faktor  internasional 
maupun  domestik  seperti  itu,  dapat 
mempengaruhi  kelangsungan  pemerin- 
tahan Megawati  dalam  waktu  dekat 
maupun  jangka  panjang,  sejalan  dengan 
sulitnya  dan  lamanya  perang  melawan 
terorisme  ini. 


KESIMPULAN 

Dalam  perkembangannya  yang  se- 
makin  canggih,  kinerja  terorisme  interna- 
sional secara  realistis  tidak  hanya  meng- 
ancam  secara  langsung  eksistensi  suatu 
negara,  tetapi  juga  negara-negara  lain  di 


kawasan  yang  berbeda.  Adapun  aksi- 
aksi  terorisme  internasional  dewasa  ini 
muncul  sebagai  resistensi  terhadap  tata 
dunia  yang  unipolar  pasca  Perang  Dingin 
yang  sangat  ditentukan  oleh  kebijakan 
AS  sebagai  negara  adidaya  satu-satunya 
yang  telah  menjadi  kekuatan  yang  tidak 
terkontrol  {hyperpower).  Resistensi  terse- 
but selanjutnya  telah  membawa  implikasi 
terhadap  stabilitas  politik  dan  keamanan 
di  berbagai  kawasan,  termasuk  di  Asia 
Tenggara.  Dengan  kerangka  berpikir  ini, 
dapat  dipahami  mengapa  pemerintah 
AS  bersikap  zero-sum  game  dalam  me- 
respons terorisme.  Demikian  pula,  dapat 
dipahami  mengapa  kemudian  koalisi  glo- 
bal anti-terorisme  dapat  dengan  mudah 
terbentuk,  dan  negara-negara  di  dunia 
tidak  dapat  lagi  mentoleransi  aksi-aksi 
anarkis,  warlordism,  dan  pendekatan- 
pendekatan  yang  anti-demokrasi.  Di  sisi 
lain,  secara  kontradiktif,  tampak  toleransi 
dunia  atas  terus  berlangsungnya  terorisme 
dalam  bentuk  lain  yang  dilakukan  Israel 
terhadap  rakyat  sipil  Palestina. 


Di  Indonesia,  pemerintah  Megawati 
menghadapi  dilema  yang  berat  antara 
memenuhi  tuntutan  internasional  dan  do- 
mestik dalam  menyikapi  kampanye  glo- 
bal melawan  terorisme.  Namun,  yang  je- 
las,  pasca  serangan  11  September  2001, 
paradigma  "baru"  keamanan  dunia  se- 
makin  terlihat,  dengan  kian  seringnya 
orang  membicarakan  human  security  dan 
melihat  relevansi  isu-isu  ekonomi,  seperti 
kemiskinan,  pengangguran  dan  Iain-Iain, 
dengan  maraknya  aksi-aksi  terorisme  yang 
mengancam  eksistensi  tata  dunia  pasca 
Perang  Dingin. 
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Unilateralisme  Amerika  Serikat  dan 
ASEAN  Regional  Forum 

Bantarto  Bandoro 


Tulisan  ini  membahas  kebijakan  unilateral  Amerika  Serikat  (AS)  di  bawah 
George  W.  Bush  dan  kemungkinan  implikasinya  terhadap  kerja  sama  politik  dan 
keamanan  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Secara  khusus  tulisan  ini  menyoroti  posisi  dan 
peran  ASEAN  Regional  Forum  (ARF)  dalam  kerangka  unilateralisme  AS.  Tesis  ar- 
tikel  ini  adalah  bahwa  kredibilitas  dan  efektivitas  peran  ARF  akan  sangat  ter- 
gantung  pada  kemauan  dan  kebijakan-kebijakan  politik  para  anggotanya.  Kebi- 
jakan unilateral  Bush  dapat  membuat  ARF  tidak  beranjak  dari  tahapan  CBM  dan 
preventive  diplomacy.  Tetapi  kebijakan  AS  tersebut  juga  dapat  menjadi  semacam 
stimulus  agar  ARF  bergerak  lebih  cepat  dalam  menangani  masalah-masalah  ke- 
amanan regional,  termasuk  terorisme  internasional. 


PENDAHULUAN 

1 

f  ^  NN.com  melaporkan  bahwa 
I  pembantu-pembantu  senior  Bush 

mendukung  sebuah  laporan  yang 
dikeluarkan  oleh  RAND  bahwa  AS  perlu 
melakukan  penyesuaian  besar-besaran 
terhadap  strategi  dan  postur  militer  AS 
di  Asia.  Kebijakan  Bush  terhadap  Asia, 
khususnya  terhadap  Cina,  persoalan  Ko- 
rea, mandala  pertahanan  rudal  (TMD), 
adalah  bagian  dari  penyesuaian  strategi 
dan  posisi  AS  di  Asia.  RAND  memaparkan 
tiga  sasaran  utama  AS  (di  bawah  Bush) 
di  Asia,  yaitu:  (1)  mencegah  munculnya 
kekuatan  regional  dominan;  (2)  memper- 
tahankan  stabilitas  regional;  dan  (3)  me- 


"Bush  aide  proposes  major  US  adjustments 
in  Asia",  15  Mei  2001.  www.cnn.com/2001 .  Di- 
akses  13  Juni  2001. 


ngelola  transformasi  Asia  agar  proses  ter- 
sebut tidak  berkembang  tanpa  kendali. 

Kebijakan  Bush  untuk  melakukan  pe- 
nyesuaian-penyesuaian  strategi  AS  di  Asia 
Pasifik  dan  kawasan-kawasan  lainnya  te- 
lah  mengundang  reaksi  dari  negara-ne- 
gara  di  Asia  Pasifik  maupun  di  bagian- 
bagian  dunia  lainnya,  mulai  dari  kekha- 
watiran  akan  timbulnya  konflik  AS-Cina 
sampai  ke  persoalan  kemungkinan  pem- 
bukaan  pangkalan  militer  baru  di  bebe- 
rapa  negara  Asia.  Beberapa  media  Asia 
juga  memberf  "catatan  mengenai  kebi- 
jakan Bush  tersebut 


Lihat,  misalnya,  China  Daily,  17  April  2001; 
Utusan  Malaysia,  17  April  2001;  Manila  Bulletin,  3 
April  2001;  The  Straits  Times,  26  Maret  2001; 
dan  Nations,  28  Maret  2001 .  Sumber  utama  www. 
usinfo.state.gov.  Diakses  25  Juni  2001. 
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Setelah  tragedi  11  September  2001, 
banyak  analis  mempertanyakan  kehandal- 
an  kebijakan  unilateral  Bush  untuk  meng- 
atasi  masalah-masalah  keamanan  interna- 
sional.  Di  kalangan  pemerintahan  AS  sen- 
diri  juga  muncul  pandangan  skeptis  bahwa 
kebijakan  baru  Bush  akan  mampu  meng- 
atasi  setiap  persoalan  keamanan  yang 
menyentuh  kepentingan  nasional  AS  se- 
cara  langsung.  Oleh  karena  itu,  serangan 
teroris  tanggal  11  September  2001  telah 
memunculkan  sentimen  kuat  di  AS  me- 
ngenai  pentingnya  kerja  sama  interna- 
sional  untuk  memerangi  teroris  dan  ma- 
salah-masalah keamanan  lainnya  yang 
berkaitan  dengan  terorisme.  Di  Asia,  AS 
juga  telah  membangun  semacam  front 
untuk  memerangi  terorisme  internasional. 
Meskipun  persoalan  apakah  perkembang- 
an  pasca  11  September  2001  telah  men- 
dorong  AS  mengubah  kebijakannya  dari 
unilateral  menjadi  multilateral  hingga  kini 
masih  menjadi  bahan  perdebatan,  kebi- 
jakan AS  di  kawasan  Asia  Pasifik  diasum- 
sikan  masih  akan  tetap  didominasi  oleh 
kepentingan  membangun  ikatan-ikatan  ke- 
amanan dengan  negara-negara  di  kawasan. 

SUMBER-SUMBER  UNILATERALISME 
AS:  PERSPEKTIF  AS 

Kecenderungan  unilateralisme  AS  da- 
pat  dijelaskan  dalam  beberapa  cara.  Se- 
bagai  satu-satunya  negara  adidaya  yang 
tersisa,  AS  memiliki  tanggung  jawab  glo- 
bal terhadap  masalah-masalah  keamanan 
internasional,  dan  konsekuensinya  ia  be- 
tul-betul  membutuhkan  kebebasan  yang 
lebih  besar  dalam  mengambil  tindakan. 


Lihat,  misalnya,  Korb  and  Tiersky  (2001). 


Kenyataan  bahwa  AS  adalah  negara  ter- 
kuat  di  dunia  hal  itu  juga  berarti  bagian 
dari  garis  pertahanan  AS.  Sementara  neg- 
ara-negara lain  dimungkinkan  menerima 
bantuan  dari  AS  atau  negara-negara  be- 
sar lainnya,  hal  itu  tidak  terjadi  terhadap 
AS.  Oleh  karena  itu,  bisa  dipahami  me- 
ngapa  kemudian  AS  bertindak  lebih  uni- 
lateral daripada  negara-negara  lainnya. 

Unilateralisme  AS  juga  muncul  kare- 
na PBB  bukan  merupakan  alternatif  bagi 
tindakan-tindakan  unilateral  para  anggo- 
tanya,  khususnya  karena  sulithya  menca- 
pai  kesepakatan  dalam  lembaga  itu  dan 
karena  lembaga  itu  juga  tidak  memiliki 
kapabilitas  pemaksaan  militer  secara  efek- 
tif.  Kecenderungan  unilateralisme  AS  se- 
makin  kuat  dengan  berakhirnya  era  Pe- 
rang  Dingin  dan  dengan  tingginya  ting- 
kat  kerawanan  yang  dihadapi  oleh  AS 
pasca  Perang  Dingin.  Bush  menyadari 
bahwa  apa  yang  akan  dihadapi  AS  seka- 
rang  ini  memiliki  dimensi  yag  lebih  luas, 
bahkan  lebih  berbahaya,  daripada  seka- 
dar  persoalan  bagaimana  menempatkan 
kembali  posisi  AS  dalam  lingkungan  stra- 
tegis  yang  berubah.  Oleh  karena  itu,  uni- 
lateralisme dipandang  sebagai  opsi  kebi- 
jakan yang  diharapkan  dapat  melindungi 
kepentingan-kepentingan  vital  AS  di  luar 
negeri.  Sampai  AS  mengembangkan  ke- 
rangka  kebijakan  luar  negeri  yang  kohe- 
ren  dan  konsisten  dengan  dunia  yang 
semakin  terintegrasi  dan  global,  kebijak- 
an AS  akan  tetap  menonjolkan  bobot 
unilateralismenya. 

Tanda-tanda  bahwa  Bush  akan  meng- 
ambil kebijakan-kebijakan  baru  dalam  hu- 
bungan  luar  negerinya  terlihat  ketika  kam- 
panye  pemilihan  pr,esiden,  dalam  pidato 
pelantikannya  sebagai  presiden  dan  ke- 
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tika  ia  memilih  pern  bantu -pern  bantu  de- 
katnya  yang  memiliki  pola  pikir  Perang 
Dingin  dan  realis.  Dunia  pun  kemudian 
mengkhawatirkan  bahwa  kebijakan-kebi- 
jakan  baru  Bush  akan  membuat  dunia 
bukan  saja  semakin  terfragmentasi,  te- 
tapi  juga  memunculkan  dunia  yang  pe- 
nuh  konflik.  Bush  memandang  dunia  pra- 
pelantikannya  sebagai  sebuah  lingkungan 
yang  tidak  menjanjikan  posisi,  peran  dan 
postur  AS  yang  lebih  kuat  (Brownster, 
2001).  Oieh  karena  itu,  perubahan-peru- 
bahan  fundamental  dalam  pendekatan- 
pendekatan  terhadap  hubungan  luar  ne- 
geri  AS  dipandang  sebagai  sesuatu  yang 
imperatif  untuk  memperkuat  postur  inter- 
nasionalnya,  baik  di  Asia  maupun  di  ba- 
gian-bagian  dunia  lainnya.  Sebuah  lapor- 
an  bahkan  menyarankan  agar  AS  (di 
Asia)  membangun  "persahabatan  kompre- 
hensif"  antara  negara-negara  Asia  guna 
menciptakan  koalisi  militer  ^ang  dapat  me- 
respons  krisis-krisis  regional. 

AS  di  bawah  Bush  sadar  bahwa  ia  ha- 
ms menjalankan  kebijakan-kebijakan  baru- 
nya  dalam  dunia  yang  berada  antara  dua 
"tarikan"  yang  saling  bertolak  belakang, 
maupun  dalam  dunia  yang  menggambar- 
kan  kombinasi  antara  kedua  tarikan  terse- 
but.  Masing-masing  tarikan  itu  akan  meng- 
hasilkan  perilaku  politik  yang  berbeda, 
dan  pola  perilaku  inilah  yang  kemudian 
akan  membawa  efek  pada  isu-isu  regional. 

Dalam  perspektif  realis,  kecenderung- 
an  negara  untuk  menjalankan  pola  peri- 
laku unilateralisme  bukan  hanya  karena 
pengakuan  bahwa  ia  adalah  negara  be- 


Laporan  ini  dibuat  oleh  RAND  atas  sponsor 
Angkatan  Udara  AS. 


sar  yang  dominan,  tetapi  juga  karena 
struktur  hubungan  antara  negara  yang 
anarkis  memaksa  negara  itu  untuk  mem- 
pertahankan  independensinya  dan  memak- 
simumkan  kekuatannya  secara  relatif  ter- 
hadap negara  lainnya.  Dalam  perspektif 
demikian,  AS  akan  bekerja  sama  dengan 
negara-negara  lain  dan  sekutu-sekutunya 
atau  organisasi  antarpemerintah  jika  hal 
tersebut  menjanjikan  pemenuhan  kepen- 
tingan  AS.  Akan  tetapi,  AS  sewaktu-waktu 
dapat  memutuskan  dan  meninggalkan  ko- 
mitmen  yang  telah  dibuatnya  jika  lang- 
kah-langkah  unilateral  dan  aksi-aksi  yang 
bersifat  memicu  konflik  dilihatnya  sebagai 
kebijakan  yang  lebih  memungkinkan  AS 
merealisasi  tujuan-tujuan  subsistemiknya  da- 
lam dunia  yang  distrustful  dan  hostile. 
Inilah  yang  diperlihatkan  oleh  AS  saat 
ini  begitu  Bush  tampil  sebagai  presiden. 
Sikap  unilateralisme  AS  telah  memuncul- 
kan keraguan  di  kalangan  negara-negara 
Asia  Pasifik  bahwa  AS  akan  meninggalkan 
komitmen  lamanya  dan  memberi  arti  yang 
kurang  penting  kepada  institusi-institusi 
multilateral  di  kawasan.  Sementara  itu, 
dalam  perspektif  liberalis,  meskipun  do- 
minasi  sebuah  negara  tidak  tertandingi, 
kepekaan  mereka  atas  dunia  yang  dipe- 
nuhi  saling  ketergantungan  akan  memba- 
wa mereka  pada  kerja  sa^ma  dengan  in- 
stitusi-institusi multilateral.  Kecenderung- 
an  demikian  tidak  akan  tampak  dalam  ke- 
bijakan  luar  negeri  AS  di  bawah  Bush. 


Mengenai  perilaku  unilateralisme  baca  lebih 
lanjut  Jackson  and  James  (1993);  James  (1986);  dan 
Mearschimer  (1994-95). 

6Mengenai  perilaku  multilateral  lihat  lebih 
lanjut  Adler  and  Crawford  (1991);  dan  Ruggie 
(1993). 
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ASIA  PASIFIK  DALAM  PERSPEKTIF 
UNIIATERALISME  AS 

Isu-isu  Asia  Pasifik  yang  akan  merasa- 
kan  efek  dari  penyesuaian  strategi  AS  di 
Asia  adalah: 

•  Kerja  sama  multilateral.  Sesuatu  yang 
absen  dari  komentar-komentar  peme- 
rintahan  Bush  mengenai  kebijakannya 
di  Asia  selama  ini  adalah  tidak  ada- 
nya  referensi  mengenai  multilateralis- 
me.  Apakah  APEC  dan  ARF,  dua  insti- 
tusi  multilateral  Asia  di  mana  AS  me- 
rupakan  anggota,  akan  menerima  per- 
hatian  yang.  sama  besarnya  seperti  ke- 
tika  AS  masih  di  bawah  Clinton. 

•  Hubungan  Korea  Utara  dan  Korea  Se- 
latan.  Perundingan  antarKorea  akan 
mengalami  kemunduran  jika  AS  be- 
tul-betul  konsekuen  dengan  sikapnya 
yang  memandang  Korea  Utara  seba- 
gai ancaman  terhadap  Korea  Selatan 
(Berry,  2001).  Bush  juga  sangat  skeptis 
terhadap  hubungan  AS  -  Korea  Utara. 

•  Hubungan  AS-Cina  dengan  Taiwan  se- 
bagai variabelnya.  Dimensi  inilah  dari 
kebijakan  Bush  di  Asia  yang  paling 
menjadi  perhatian  dunia.  Asia  khawatir 
akan  efek  buruk  hubungan  AS-Cina 
terhadap  keamanan,  kerja  sama  dan 
stabilitas  kawasan  Asia  Pasifik. 

•  Hubungan  AS-Jepang.  Bush  menegas- 
kan  kembali  pentingnya  aliansi  AS- 
Jepang  (Keizo,  2001).  Tetapi  keputus- 
an  Washington  untuk  meninggalkan 
Protokol  Tokyo  tanpa  konsultasi  dengan 
Jepang  merupakan  isyarat  bahwa  ke- 
sediaan  AS  untuk  membicarakan  de- 
ngan Tokyo  mengenai  isu  yang  men- 
jadi keprihatinan  bersama  akan  le- 
bih  berkurang  daripada  sebelumnya. 


•  Mandala  Pertahanan  Rudal.  Rencana 
demikian  akan  mempengaruhi  perim- 
bangan  strategis  global  dan  memicu  per- 
lombaan  senjata  baru.  Sistem  pertahan- 
an demikian  akan  semakin  memper- 
kuat  dugaan  bahwa  AS  memang  akan 
mengukubkan  dirinya  sebagai  kekuatan 
hegemoni. 

•  Proses  demokratisasi.  Kecenderungan 
unilateral  AS  akan  merambah  kepada 
bidang  ini.  Demokratisasi  dapat  menja- 
di isu  yang  dapat  membuat  hubungan 
AS  di  bawah  Bush  dengan  negara-ne- 
gara  lainnya  menjadi  kurang  baik,  ka- 
rena  AS  akan  cenderung  mendikte  dan 
menentukan  preferensinya  sendiri  me- 
ngenai isu  ini. 

•  Pembukaan  pangkalan  militer  baru 
di  Asia.  PangkalaVi-pangkalan  baru  ini 
akan  berr'ungsi  sebagai  semacam  hub 
bagi  proyeksi  kekuatan  AS  ke  Asia. 

•  Proses  ASEAN  plus  Tiga.  AS  mungkin 
akan  mengambil  sikap  hostile  atau 
antagonistik  secara  terbuka  terhadap 
forum-forum  yang  tidak  melibatkan  AS, 
sekalipun  forum-forum  tersebut  tidak 
untuk  menghadapi  kepentingan  AS  se- 
cara keseluruhan  (Cossa,  2001). 

Semua  isu  di  atas  adalah  isu-isu  yang 
secara  langsung  atau  tidak  langsung  ber- 
ada  dalam  cakupan  fungsi,  peran  dan 
yurisdiksi  ARF.  Kebijakan  unilateral  Bush 
telah  memunculkan  kekhawatiran  bahwa 
institusi-institusi  multilateral  di  kawasan  Asia 


Lihat  catatan  kaki  2. 

Q 

Pandangan  CPF.  Luhulima,  disampaikan  dalam 
diskusinya  dengan  penulis. 

9 

Lihat  catatan  kaki  1 . 
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Pasifik  akan  menjadi  tidak  relevan,  te- 
tapi  secara  khusus  juga  memberi  efek 
kepada  posisi,  peran  dan  kinerja  ARF  di 
masa  depan  dalam  menjaga  stabilitas 
dan  keamanan  kawasan  Asia  Pasifik. 

Kemungkinan  diabaikannya  dimensi  mul- 
tilateralisme  dari  kebijakan  luar  negeri  AS 
di  Asia  Pasifik  memberi  beberapa  pema- 
haman  sebagai  berikut: 

•  Kawasan  Asia  Pasifik,  khususnya  Asia 
Timur  oleh  Bush  masih  dilihat  sebagai 
kawasan  yang  tidak  stabil,  fluid  dan 
hostile.  Pendekatan  multilateral  tidak 
akan  membawa  efek  menentukan  dan 
berarti  terhadap  sasaran  politik  luar 
negeri  AS.  Oleh  karena  itu,  unilateral- 
isme  diyakini  sebagai  cara  yang  efek- 

tif  untuk  mencapai  sasaran  dan  men- 

11- 

dukung  strategi  AS  di  Asia  Pasifik. 

•  Kawasan  Asia  Pasifik  adalah  kawasan 
di  mana  tantangan  terhadap  politik 
luar  negeri  AS  empat  tahun  mendatang 
akan  muncul.  Di  mata  anggota  tim 
politik  luar  negeri  Bush,  kebijakan 
multilateral  dinilai  tidak  akan  mampu 
mengatasi  tantangan  yang  akan  diha- 
dapi  oleh  AS. 

•  Munculnya  skeptisme  di  kalangan  pe- 
mimpin  AS  mengenai  peminpin  Korea 
Utara,  mengenai  agreed  framework 
(1994)  dan  kebijakan  pelibatan  Korea 
Selatan.  Kebijakan  AS  sebelumnya  yang 
melibatkan  Korea  Utara  dalam  proses 

1°Lihat  "Bush  policy  on  Asia  Criticised",  BBC 
News,  1 6  Mei  2001 .  www.news.bbc.co.uk.  Diakses 
12  Juni  2001. 

11  Untuk  analisis  lanjutan  mengenai  masalah 
ini,  lihat  Catley  (2001)  atau  Campbell  and  Reiss 
(2001). 

12Campbell  (2001). 


perdamaian  (kebijakan  yang  dikenal 
dengan  proses  Perry)  dinilai  tidak  me- 
layani  kepentingan  nasional  AS  (Kwan 
Ik,  2001). 

•  Proses  multilateral  di  Asia  Pasifik,  se- 
perti  ARF,  APEC  (dan  ASEAN  plus 
Tiga),  tidak  menstimulasi  kepentingan 
nasional  AS  di  kawasan,  dan  proses 
itu  hanya  akan  menempatkan  AS  pada 
posisi  yang  sulit  untuk  mengambil  ini- 
siatif-inisiatif  regional.  Padahal,  dalam 
pandangan  AS  (Keizo,  2001),  dalam 
kondisi  sistem  internasional  yang  anar- 
kis  AS  seharusnya  mengambil  prakar- 
sa  unilateral  regional  lebih  banyak 
daripada  sebelumnya,  terutama  untuk 
mengangkat  kembali  kepemimpinan 
internasional  AS. 

•  Pendekatan  unilateral  untuk  menga- 
tasi persoalan-persoalan  regional  AS  di- 
nilai akan  memberikan  stabilitas  jang- 
ka  panjang  bagi  pelaksanaan  strategi 
AS  di  Asia  Pasifik. 

IMPLIKASI  DARI  PERUBAHAN  FO- 
KUS  KEBIJAKAN 

Apa  yang  hendak  dilakukan  oleh  AS  di 
kawasan  Asia  Pasifik  adalah  membangun 
kembali  landasan-landasan  baru  bagi  pe- 
libatannya  dalam  urusan-urusan  Asia.  In- 
ternasionalisme  Amerika  yang  khas  ada- 
lah citra f  yang  coba  dibangun  oleh  Bush 
dengan  mengembangkan  hubungan  alian- 
si  yang  lebih  erat  dengan  para  sekutu- 
nya  di  Asia  maupun  di  Eropa.  Bukan  ha- 
nya itu,  persoalan-persoalan  pertahanan 
regional  dan  global  juga  akan  diatasi 
dengan  pengembangan  sistem  pertahan- 
an rudal  yang  menempatkan  AS  seba- 
gai pilar  dari  sistem  pertahanan  terse- 
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but.  AS  adalah  wilayah/negara  di  mana 
perubahan-perubahan  pada  dirinya  akan 
membawa  perubahan-perubahan  strategis 
di  kawasan  Asia  Pasifik  secara  keseluruh- 
an.  Elite  politik  AS  menganut  sebuah  pan- 
dangan  bahwa  masa  depan  AS  sangat 
erat  kaitannya  dengan  nasib  Asia  (Cossa, 
2001).  Oleh  karena  itu,  dapat  dimenger- 
ti  jika  tantangan  politik  luar  negeri  AS 
untuk  beberapa  tahun  ke  depan  akan 
berasal  dari  kawasan  Asia  Pasifik,  sebuah 
kawasan  di  mana  dua  pertiga  penduduk 
berada  di  kawasan  tersebut  dan  di  ma- 
na dua  pertiga  dari  krisis  geopolitik  du- 
nia  juga  terjadi  di  kawasan  tersebut 

Perubahan  fokus  kebijakan  AS  terha- 
dap  Asia  bukan  hanya  akan  membawa 
perubahan-perubahan  dalam  persepsi  ne- 
gara  di  kawasan  mengenai  maksud  dan 
peran  AS  di  Asia  di  bawah  Bush,  dan  per- 
ubahan penting  dalam  posisi  dan  peran 
strategis  negara-negara  Asia  Pasifik.  Per- 
ubahan fokus  kebijakan  AS  ini  akan  mem- 
beri  implikasi  pada  keseluruhan  kerangka 
hubungan,  kerja  sama,  dan  dialog  di  ka- 
wasan, yakni: 

•  Mekanisme  multilateral  akan  terong- 
rong;  mekanisme  demikian  akan  ke- 
hilangan  insentif  untuk  memelopori  per- 
ubahan-perubahan yang  diinginkan. 

•  Respons  sistemik  kawasan  akan  bera- 
gam,  mulai  dari  penguatan  jaringan  hu- 
bungan sampai  kemungkinan  pemben- 
tukan  jaringan-jaringan  hubungan  baru. 
Misalnya,  ketidakpastian  strategis  aki- 
bat  perubahan  fokus  kebijakan  AS  akan 
mendorong  negara-negara  Asia  untuk 
menjalankan  agenda  diplomatik  yang 
ambisius  dengan  negara-negara  kunci, 


misalnya  dengan  Cina,  atau  mengem- 
bangkan  kapabilitas  mi  liter  mereka. 

•  Kerja  sama  bilateral  yang  semakin  kuat 
antara  AS  dan  Australia.  Ini  semakin 
membuktikan  bahwa  Australia,  yang 
"mewakili"  AS,  akan  memainkan  peran 
penting  dalam  situasi  tertentu  di  Asia 
Pasifik.  Colin  Powell  pernah  mengata- 
kan  bahwa  "...  let  our  ally,  Australia,  take 
the  lead  ..."  (Berry,  2001). 

•  Kecenderungan  perlombaan  senjata  di 
kawasan.  Pendekatan  unilateral  AS  ter- 
hadap  isu  keamanan  kawasan,  misalnya 
dengan  mandala  pertahanan  rudalnya, 
akan  memicu  munculnya  ketegangan 
baru  yang  berasal  dari  masalah  per- 
senjataan.  Bahwa  AS  akan  meninggal- 
kan  perjanjian  ABM  adalah  isyarat 
konsistensinya  untuk  menggunakan  sis- 
tem  pertahanan  rudal  sebagai  instru- 
men  politik  luar  negerinya. 

•  Kebijakan  garis  keras  AS  akan  ditang- 
gapi  dengan  tindakan  balasan  oleh 
negara-negara  di  Asia  Pasifik.  Misalnya, 
ASEAN  dan  Cina  bisa  saja  menggunakan 
forum-forum  multilateral  untuk  memba- 
ngun  kolaborasi  diplomatik  untuk  me- 
nekan  langkah-langkah  unilateral  AS. 

Semua  persbalan  di  atas  bukan  ha- 
nya akan  dirasakan  oleh  hubungan  bila- 
teral negara-negara  di  kawasan,  tetapi  ju- 
ga akan  memberi  efek  kepada  eksisten- 
si,  peran  dan  posisi  forum  multilateral 
kawasan.  Di  bawah  ini  dibahas  kemung- 
kinan respons  ASEAN  Regional  Forum  da- 
lam menghadapi  kecenderungan  unilate- 
ralisme  AS. 
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ASEAN  REGIONAL  FORUM:  KO- 
LABORASI  LEBIH  KUAT  UNTUK 
STABILITAS  KAWASAN  ATAUKAH 
TERFRAGMENTASI  UNTUK  KE- 
PENTINGAN  BILATERAL  ATAU 
NASIONAL  SEMPIT? 

Hingga  kini  tidak  ditemukan  institusi 
keamanan  multilateral  yang  genuine  di 
kawasan  Asia  Pasifik,  karena  keengganan 
negara-negara  di  kawasan  untuk  mengor- 
bankan  kedaulatan  nasional  mereka  atau 
melegitimasi  bentuk  apapun  dari  keaman- 
an kolektif.  Yang  ada  di  kawasan  hanya- 
lah  ARF,  sebuah  forum  dialog  multilate- 
ral pertama  di  kawasan  Asia  Pasifik  un- 
tuk membahas  masalah  politik  dan  ke- 
amanan kawasan.  Ini  bukan  bentuk  dari 
pertahanan  kolektif  dan  memang  tidak  di- 
rancang  untuk  tujuan  itu.  Salah  satu  tuju- 
an  ARF  adalah  menarik  negara-negara 
besar  ke  dalam  potret  Asia  Tenggara  dan 
mereka  akan  menjadi  bagian  penting  da- 
lam lanskap  keamanan  kawasan  Asia  Pa- 
sifik secara  keseluruhan.  Dalam  konteks 
demikian,  ASEAN  dipandang  sebagai  fak- 
tor  dan  sekaligus  aktor  penggerak  utama 
ARF  dalam  membentuk  lanskap  keamanan. 

Harapan  besar  akan  regionalisme  Asia 
Pasifik  yang  mencakup  Asia  Timur  dan 
Asia  Tenggara,  muncul  dari  pertemuan  bu- 
lan  Juli  2000  antara  para  menteri  luar 
negeri  ASEAN,  dari  pertemuan  ARF  dan 
pada  saat  diresmikannya  pertemuan 
ASEAN  plus  Tiga.  Meskipuri  demikian,  ber- 
bagai  tantangan,  bahkan  hambatan,  te- 
tap  mewarnai  proses  lepas  landas  me- 
nuju  pada  tatanan  Asia  Pasifik  yang  le- 
bih  stabil.  Termasuk  dalam  tantangan  dan 
hambatan  itu  adalah:  (a)  ketegangan 
internal  dalam  negara-negara  anggota 
ASEAN;  (b)  ketidakpastian  mengenai  pen- 


dekatan  Korea  Selatan-Korea  Utara;  (c) 
hubungan  Taiwan-Cina;  (d)  redefinisi  peran 
regional  Cina  dan  Jepang;  (e)  konflik  ten- 
torial di  Asia  Tenggara;  (f)  kompetisi  stra- 
tegis  Cina-AS;  dan  sebagainya. 

Tantangan-tantangan  di  atas  menam- 
bah3  lebih  banyak  lagi  daftar  persoal- 
an  yang  harus  dihadapi  oleh  kawasan. 
Bisa  saja  tantangan  di  atas  dan  isu-isu  Asia 
Pasifik  lainnya  dihadapi  secara  sendiri  atau 
secara  bilateral.  Tetapi  ARF,  sebagai  sebuah 
forum  multilateral  untuk  masalah  keaman- 
an, tentu  tidak  akan  bersikap  pasif  dalam 
menghadapi  persoalan-persoalan  di  atas. 
Jika  konsekuen  dengan  statusnya  sebagai 
forum  dialog  politik  dan  keamanan  dan 
jika  sudah  committed  untuk  mengembang- 
kan  dirinya  melalui  tiga  tahapan,  maka  se- 
harusnya  ARF  juga  mengambil  sikap  ter- 
hadap  persoalan-persoalan  di  atas.  De- 
ngan kata  lain,  isu-isu  seperti  telah  dise- 
butkan  di  atas  merupakan  yuri&diksi 
ARF,  dan  oleh  karena  itu  tidak  ditemu- 
kan alasan  khusus  bagi  ARF  untuk  tidak 
membicarakan  isu-isu  tersebut.  Realitas 
menunjukkan  bahwa  ARF  hingga  kini  tidak 
secara  langsung.  menangani  masalah-ma- 
salah  keamanan  di  Asia  Pasifik.  ARF  be- 
lum  menjalankan  peran  keamanan  re- 
gional yang  substantif.  Posisi  dan  pe- 
ran keamanan  regional  ARF  semakin  di- 
uji  dengan  munculnya  kebijakan  Asia  AS 
yang  sangat  bersifat  unilateral  dan  ad- 
versarial. 

Sejak  didirikan  pada  tahun  1992,  ARF 
telah  menerima  kritik  keras  karena  dinilai 


Lihat  halaman  90-91  dari  tulisan  ini. 

14 

Lihat  "Portrait  of  Bush  Foreign  Policy:  Uni- 
lateralist and  Adversarial",  www.usinfo.state.gov. 
Diakses  25  Juni  2001. 
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lamban  dan  bahkan  tidak  mampu  mena- 
ngani  isu-isu  keamanan  krusial  dan  sen- 
sitif.  Kini,  dengan  kebijakan  unilateral 
AS,  ARF  bukan  saja  terancam  untuk  se- 
makin  tidak  memiliki  ruang  untuk  meng- 
ambil  inisiatif,  tetapi  sebagai  forum  dia- 
log multilateral,  ia  juga  akan  semakin  ti- 
dak mampu  mempengaruhi  sovereign  de- 
cisions dari  anggota-anggotanya.  Argumen- 
nya  adalah  berikut  ini. 

Pendekatan  unilateral  AS  adalah  pen- 
dekatan  yang  memiliki  karakteristik  beri- 
kut: (a)  adversarial;  (b)  lack  of  sentivity; 
(c)  persaingan  dan  ancaman;  (d)  anta- 
gonisme;  (e)  agresif;  (f)  konfrontatif;  (g) 
intimidatrf;  dan  (h)  disengagement.  Kare- 
na  kenyataan  bahwa  Asia  Pasifik  adalah 
kawasan  yang  memiliki  isu-isu  politik  dan 
keamanan  yang  melibatkan  taruhan  (ke- 
pentingan  dan  strategi)  AS,  maka  karak- 
teristik demikian  bukan  hanya  akan  me- 
munculkan  ketidakpastian  mengenai  pe- 
nyelesaian  isu-isu  tersebut,  tetapi  juga 
akan  melemahkan  institusi  multilateral 
kawasan  (ARF)  yang  seharusnya  mena- 
ngani  isu-isu  tersebut.  Meskipun  AS  ada- 
lah juga  anggota  ARF,  kebijakan  unila- 
teralnya  tidak  akan  populer  di  kalangan 
anggota  ARF  lainnya,  dan  bahkan  kebi- 
jakan AS  akan  diimbangi  oleh  negara- 
negara  anggota  lainnya  dengan  mengam- 
bil  aksi-aksi  kebijakan  untuk  menandingi 
kebijakan  AS  tersebut.  Kecenderungan 
demikian  dapat  memunculkan  polarisasi 
dalam  tubuh  ARF  dan  ini  pada  giliran- 
nya  akan  membuat  institusi  itu  menjadi 
tidak  berdaya.  Atau  bisa  saja  kebijakan 
AS  tersebut  justru  membuat  ARF  bera- 
da  di  bawah  kontrol  AS,  sehingga  sulit 
bagi  ARF  untuk  mengambil  prakarsa-pra- 
karsa  regional  yang  objektif;  apalagi  jika 
prakarsa  ARF  tersebut  menyangkut  isu 


hak  azasi  manusia,  maka  AS  akan  mene- 
rapkan  standarnya  sendiri. 

Pernyataan  di  atas  tidak  bermaksud 
untuk  mengatakan  bahwa  AS  adalah  fak- 
tor  dan  aktor  utama  yang  menentukan  ek- 
sistensi  dan  posisi  ARF  dalam  masalah  ke- 
amanan kawasan.  Meskipun  ASEAN  adalah 
institusi  yang  memainkan  peran  penting 
dalam  menggerakkan  ARF,  tetapi  hal  itu 
tidak  mungkin  terjadi  tanpa  dukungan 
AS.  Dalam  memainkan  perannya  itu, 
ASEAN  harus  peka  terhadap  dan  mem- 
pertimbangkan  kepentingan-kepentingan 
dan  keprihatinan  anggota  ARF  lainnya. 
Selanjutnya,  karena  kebijakan  AS  itu,  per- 
imbangan  kepentingan  dan  keprihatinan 
dalam  ARF  juga  akan  bergeser,  dari  ke- 
pentingan bersama  untuk  membangun  sa- 
ling  percaya  dan  kawasan  yang  stabil  ke 
kekhawatiran  akan  peran  dan  posisi  re- 
gional AS  yang  antagonistik  dan  kemung- 
kinan  konfrontasinya  dengan  Cina.  Pada 
akhirnya  ARF  akan  terokupasi  dengan  per- 
soalan-persoalan  semacam  itu  dan  bisa 
saja  ia  gagal  menerapkan  modalitas  ke- 
amanan kooperatif.  Prinsip  bahwa  ARF 
seharusnya  menghasilkan  produk  kongkret 
akhi  rnya  dikalahkan  oleh  kepentingan-ke- 
pentingan nasional  sempit.  Bahkan  karena 
faktor  tersebut,  ARF  akan  lebih  banyak 
bergulat  dengan  persoalan  proses  dari- 
pada  mengutamakan  hasil-hasil  yang 
kongkret  dan  berrnanfaat  untuk  stabilitas 
kawasan.  Apalagi  proses  ARF  itu  sendiri 
dapat  "terkontaminasi"  oleh  kepentingan- 
kepentingan  nasional  sempit  seperti  ke- 
pentingan AS  dan  negara-negara  besar 
lainnya. 


"(Pacific  Perspective)  Bush's  Emerging  Asia 
Policy:  What  is  Still  Missing",  www.hankooki.com. 
Diakses  22  Juni  2001. 
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Kebijakan  Asia  AS  dengan  karakteristik 
di  atas  juga  akan  mempengaruhi  future 
direction  dari  proses  ARF.  Telah  diputus- 
kan  bahwa  ARF  akan  berkembang  mela- 
lui  tahapan-tahapan  yang  sifatnya  evolu- 
sioner,  yaitu:  confidence  building  meas- 
ures/CBM,  preventive  diplomacy  dan  con- 
flict resolution  mechanism.  Proses  ini  di- 
harapkan  membawa  ARF  menjadi  se- 
buah  vehicle  signifikan  untuk  meningkat- 
kan  perdamaian  dan  kemakmuran  di  ka- 
wasan, dan  untuk  itu  ia  harus  mampu  me- 
nunjukkan  dirinya  sebagai  instrumen  yang 
dapat  digunakan  untuk  mengatasi  krisis 
atau  efek  dari  lingkungan  strategis  yang 
berubah. 

Kini  ARF  dipandang  berada  di  antara 
tahap  pertama  dan  kedua  secara  tum- 
pang-tindih.  Unilateralisme  AS  bisa  mem- 
buat  ARF  tidak  beranjak  dari  dua  tahap- 
an  ini;  bahkan  ia  akan  terjebak  pada 
tahapan  pertama  dan  tidak  ada  kepastian 
kapan  ARF  akan  sepenuhnya  berada  di 
tahapan  kedua  dan  ketiga.  Sekalipun 
nantinya  ia  berhasil  sarr.pai  pada  tahap 
ketiga,  peran  keamanannya  belum  tentu 
menjadi  lebih  aktif  dan  berhasil,  karena 
pada  tahapan  terakhir  ini  diperlukan  ting- 
kat  kepercayaan  yang  tinggi  di  antara 
para  anggota  ARF.  Tetapi,  kini  unilateral- 
isme AS  telah  dan  bahkan  akan  sema- 
kin  mengurangi  kepercayaan  para  anggo- 
tanya,  sebab  tanpa  kepercayaan  timbal- 
balik  yang  tinggi  adalah  tidak  mungkin 
bagi  mereka  untuk  menyetujui  pemben- 
tukan  mekanisme  yang  dipandang  memi- 
liki  kemampuan  intrusif  dan  status  oto- 
nom.  Baru  sebagai  sebuah  forum  dialog 
saja  ARF  sudah  mengalami  "cobaan" 
akibat  kebijakan  AS  yang  antagonistis 
dan  konfrontatif,  apalagi  jika  ARF  men- 


jadi sebuah  forum  yang  terlembaga. 
Kesemuanya  ini  disebabkan  oleh  bebe- 
rapa  faktor: 

•  Kebijakan  AS  akan  menyulitkan  pe- 
ngembangan  prinsip-prinsip  dasar  untuk 
menjamin  pemahaman  dan  pendekatan 
yang  sama  terhadap  hubungan  antara 
negara  di  kawasan.  Negara-negara  Ko- 
rea Utara,  Cina,  ASEAN  dan  AS  sendiri 
menjadi  saling  tidak  percaya  menge- 
nai  apa  yang  menjadi  sasaran  kebijak- 
an dan  perilaku  mereka  di  kawasan. 
Dua  negara  yang  disebut  pertama  bah- 
kan akan  memiliki  pandangan  yang  sa- 
ngat  skeptis  terhadap  hubungan  me- 
reka dengan  AS,  . .  _    

•  Pendekatan  komprehensif  terhadap  ke- 
amanan  sebagai  prinsip  CBM  bisa  men- 
jadi tidak  komprehensif,  karena  nega- 
ra-negara cenderung  menerapkan  prin- 
sip mereka  sendiri-sendiri  sebagai  sikap 
tandingan  terhadap  kebijakan  AS. 

©  Di  bidang  transparansi,  para  produsen 
dan  pemasok  akan  enggan  untuk  mem- 
beberkan  sasaran  ekspor  senjata  me- 
reka. Unilateralisme  AS  akan  diimbangi 
oleh  aksi  kebijakan  untuk  memasok 
senjata  secara  diam-diam.  Bukan  hanya 
itu,  negara-negara  yang  merasakan  efek 
dari  kebijakan  AS  pasti  tidak  akan  ber- 
pegang  pada  prinsip  pemberitahuan 
awal  mengenai  penggelaran  militer  be- 
sar-besaran  yang  memiliki  implikasi  luas 
terhadap  kawasan.  Penggelaran  militer 
akan  dirasakan  sebagai  suatu  keharus- 
an  untuk  mengimbangi  kemungkinan 
penggelaran  serupa  oleh  AS,  dan  bagi 
mereka  penggelaran  itu  tidak  perlu 
pemberitahuan  awal. 

•  Kebijakan  AS  yang  bernuansa  persaing- 
an,  ancaman  dan  intimidatif  akan  me- 


UNILATERALISME  AMERIKA  SERIKAT  DAN  ASEAN  REGIONAL  FORUM 


99 


nyulitkan  ARF  untuk  memasuki  tahapan 
kedua  secara  utuh  (diplomasi  preven- 
tif),  misalnya  dengan  membangun  sepe- 
rangkat  panduan  penyelesaian  sengke- 
ta  secara  damai  atau  merancang  cara 
dan  sarana  untuk  mencegah  konflik.  Pan- 
duan semacam  itu  bisa  dihasilkan  ha- 
nya  jika  para  anggota  ARF,  termasuk 
AS,  tidak  memaksakan  preferensi-pre- 
ferensi  politik  mereka.  Catalan  menun- 
jukkan  bahwa  kemajuan  ARF  dalam  di- 
plomasi preventif  ini  memang  sangat 
lamban  (Ball,  2000),  apalagi  kini  ke- 
bijakan  AS  itu  juga  semakin  menyulit- 
kan  ARF  untuk  menyepakati  prinsip- 
prinsip  dan  konsep  diplomasi  preventif. 

•  ARF  juga  akan  semakin  kehilangan  in- 
sentif  untuk  membicarakan  masalah 
nonproliferasi  dan  pengendalian  senja- 
ta.  Pengembangan  sistem  pertahanan 
rudal  AS  justu  memancing  perlombaan 
senjata  baru  di  Asia  Pasifik,  dan  ini  me- 
nyulitkan  ARF  dalam  membagun  me- 
kanisme  pengendalian  senjata.  Mekan- 
isme  demikian  dapat  dibangun  hanya 
jika  ada  dukungan  penuh  dari  nega- 
ra-negara  yang  selama  ini  terlibat  da- 
lam perlombaan  senjata,  termasuk  AS. 

•  Peran  ARF  dalam  tahapan  mekanis- 
me  resolusi  konflik  akan  menghadapi 
kendala.  Di  sini  ia  akan  berhadapan  de- 
ngan kepentingan  dan  pertimbangan- 
pertimbangan  negara-negara  besar  da- 
lam menentukan  prinsip-prinsip  penye- 
lesaian konflik.  Kebijakan  AS  yang  sa- 
ngat intimidatif  tidak  akan  membantu 
lingkungan  internal  ARF  dalam  meru- 
muskan  prinsip-prinsip  mekanisme  pe- 
nyelesaian konflik,  karena  negara-ne- 
gara seperti  Cina,  Korea  Utara  dan  se- 
bagian  negara  anggota  ASEAN  telah 
terlanjur  memiliki  pandangan  "negatif" 


terhadap  postur  dan  tujuan  AS  di  Asia 
di  bawah  Bush.  Kalaupun  nantinya 
muncul  gagasan  AS  mengenai  mekanis- 
me penyelesaian  konflik,  gagasan  itu 
mungkin  akan  ditanggapi  secara  sinis 
oleh  negara-negara  anggota  ARF  lain- 
nya.  Sikap  a  priori  dengan  sendirinya 
akan  terbentuk  di  kalangan  negara-ne- 
gara Cina,  Korea  Utara,  Korea  Selatan 
dan  bahkan  Jepang. 

•  ARF  akan  "lumpuh"  ketika  ia  harus  ber- 
hadapan dengan  isu-isu  keamanan  se- 
perti Laut  Cina  Selatan,  Korea,  Taiwan, 
hak  azasi  manusia  dan  demokratisasi. 
Gejala  demikian  muncul  bukan  saja 
karena  kebijakan  dan  sikap  AS  terha- 
dap isu-isu  tersebut,  tetapi  juga  kare- 
na reaksi  negara-negara  lain  yang  se- 
cara langsung  terlibat  dalam  isu-isu  di 
atas.  Negara-negara  anggota  ARF  lain- 
nya  yang  semula  berharap  ARF  dapat 
mengambil  peran  dalam  isu  di  atas  bi- 
sa frustrasi  akibat  ketidakmampuan  ARF, 
dan  yang  terjadi  kemudian  adalah  ke- 
tegangan  struktural  dalam  enterprise 
multilateral  tersebut. 

Dalam  kondisi  seperti  digambarkan  di 
atas,  sulit  bagi  ARF  untuk  dapat  mengam- 
bil prakarsa-prakarsa  regional  menentukan, 
apalagi  untuk  mengambil  prakarsa  demi- 
kian ia  perlu  dukungan  politik  dari  nega- 
ra-negara-negara  besar,  terutama  AS.  Jika 
AS  konsisten  menjalankan  sikap  unilate- 
ralismenya,  dengan  segala  implikasinya, 
dan  negara-negara  anggota  ARF  lainnya 
memberi  reaksi  terhadap  sikap  AS  terse- 
but, maka  ARF  bisa  saja  menjadi  sema- 
kin lemah  karena  ketegangan  struktural 
dan  polarisasi  internal.  AS  dan  Cina  bah- 
kan hingga  kini  tidak  membantu  ARF  men- 
jadi confidence  building  body  (Lague  and 
Saywell,  2001).  Membayangkan  bahwa  ARF 
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akan  "bubar"  hanya  karena  sikap  baru  AS 
adalah  sesuatu  yang  sangat  terlalu  jauh. 
Kebijakan  baru  AS  oleh  ARF  seharusnya  di- 
lihat  sebagai  tantangan  regional  dan  ka- 
rena itu  ia  perlu  mengambil  langkah-lang- 
kah  kongkret  lanjutan  untuk  memperkuat 
dialog  keamanan  dan  kerja  sama  regio- 
nal di  bawah  ARF.  Apalagi  ARF  memang 
dibangun  untuk  menampung  beragam  ke- 
pentingan  dan  pertimbangan  di  kawasan. 
Meskipun  kebijakan  AS  memiliki  karakter- 
istik  seperti  disebutkan  di  atas,  hal  itu 
kiranya  tidak  akan  mengubah  ARF  seba- 
gai titik  convenient  bagi  kontak-kontak 
diplomatik  negara-negara  besar  di  Asia 
Pasifik  dengan  catatan  ia  dapat  mem- 
pertahankan  perimbangan  yang  stabil 
(stable  balance). 


KEKUATAN,  KELEMAHAN  DAN 
LANGKAH-LANGKAH  ARF:  KAITAN- 
NYA  DENGAN  UNILATERALISME  AS 

ARF  diterima  sebagai  sebuah  model 
ASEAN  untuk  pencegahan  dan  pengelo- 
laan  konflik  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Te- 
tapi  sayangnya  model  ASEAN  itu  hingga 
kini  belum  mampu  menyentuh  isu-isu  ke- 
amanan kunci.  Kebijakan  Asia  AS  yang 
bersifat  unilateral  semakin  menjauhi  ARF 
dari  kemungkinan  menyentuh  isu-isu  ter- 
sebut.  ARF  bahkan  hingga  kini  belum 
mampu  membawa  ASEAN  di  luar  cara- 
nya  melakukan  pertemuan  tahunan  yang 
hanya  berlangsung  kurang  dari  satu  hari. 
Pertemuan-pertemuan  pada  tingkat  ke- 
pala  pemerintahan,  seperti  halnya  ASEAN 
dan  APEC,  tidak  pernah  dibahas  dan  hal 
ini  mungkin  terjadi  hanya  jika  ARF  meng- 
ubah namanya  menjadi  Asia  Pacific  Re- 
gional Forum. 


Dilihat  dari  perspektif  demikian,  mo- 
del ASEAN  sesungguhnya  memberi  kontri- 
busi  kepada  ARF  hanya  dalam  "bentuk"- 
nya  saja  dan  sedikit  pada  substansinya. 
Di  antara  pertemuan  tahunannya,  ARF 
melakukan  pertemuan  intersessional  yang 
pada  kenyataannya  hanya  berfungsi  se- 
bagai forum  CBM  dan  sama  sekali  ti- 
dak menyentuh  secara  langsung  isu  ke- 
amanan kunci  kawasan.  Hal  ini  menje- 
laskan  kekuatan  dan  kelemahan  model 
ASEAN.  Kekuatannya  terletak  pada  budaya 
constraint  yang  berasal  dari  komitmen  ko- 
lektif  terhadap  dialog,  sedangkan  kelemah- 
annya  terletak  pada  ketahanannya  sebe- 
lum  ia  betul-betul  bersedia  dan  mampu 
mengatasi  masalah-masalah  praktis  dari  ke- 
amanan regional.  Jika  kekuatan  dan  kele- 
mahan ARF  di  atas  dikaitkan  dengan  ke- 
cenderungan  unilateralisme  AS,  maka  hal 
itu  akan  menjelaskan  beberapa  hal: 

•  Hanya  jika  seluruh  anggota  ARF  betul- 
betul  "menjiwai"  dan  menjunjung  ting- 
gi  budaya  constraint,  maka  seagresif 
atau  sekonfrontatif  apapun  kebijakan 
AS,  hal  itu  tidak  akan  mengubah  ko- 
mitmen mereka  untuk  tetap  melan- 
jutkan  dialog  dalam  kerangka  ARF. 
Konfrontasi  bilateral  bisa  saja  terja- 
di di  luar  konteks  ARF,  dan  karena 
sadar  bahwa  ARF  tidak  akan  pernah 
berada  dalam  posisi  untuk  menyen- 
tuh isu  keamanan  kunci,  maka  me- 
reka yang  terlibat  dalam  konfrontasi 
akan  cenderung  menggunakan  mekan- 
isme  bilateral  untuk  menyelesaikan 
persoalan  mereka. 

•  Kekuatan  ARF  merupakan  modal  ASEAN 
untuk  membentuk  dan  menjalankan 
agenda  ARF,  apapun  dan  bagaimana- 
pun  resistensi  dari  negara-negara  be- 
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pun  resistensi  dari  negara-negara  be- 
sar  (AS),  dalam  rangka  membangun  hu- 
bungan-hubungan  yang  stabil  di  anta- 
ra  negara-negara  besar.  Rasa  perca- 
ya  dirt  ASEAN  ini  adalah  karena  pe- 
nerimaan  oleh  anggota  ARF  lainnya 
atas  peran  pivotal  ASEAN  dalam  insti- 
tusi  multilateral  tersebut. 

•  Kekuatan  ARF  bisa  berkurang,  kalau- 
pun  tidak  hilang  sama  sekali,  jika-  ne- 
gara-negara sasaran  unilateralisme  AS 
memandang  persoalan  mereka  dalam 
perspektif  real  politics.  Dalam  perspek- 
tif  demikian,  mereka  yang  merasa 
menjadi  sasaran  politik  AS  akan  meng- 
ambil  kebijakan-kebijakan  dengan  sa- 
saran terbatas  dan  dengan  peluang 
sukses  yang  besar  pula;  bahkan  mere- 
ka cenderung  untuk  menggunakan  ke- 
kuatan militer  jika  dipandang  perlu.  Me- 
reka bisa  melakukan  hal  ini  di  luar 
maupun  di  dalam  ARF.  Di  dalam  ARF, 
mereka  akan  menggunakan  forum  itu 
sebagai  vehicle  mereka  untuk  memba- 
ngun koalisi  politik  dan  militer.  Ini 
akan  menghasilkan  polarisasi  dan  da- 
pat  membuat  ARF  gagal  untuk  defuse 
dan  mengontrol  ketegangan-ketegang- 
an  regional.  Jika  kebijakan  dengan  sa- 
saran terbatas  diambil  di  luar  forum, 
maka  itu  berarti  mereka  tidak  berse- 
dia  menggantungkan  keamanannya 
pada  "administrasi"  ARF.  Bagi  mere- 
ka, ARF  hanyalah  sebuah  forum''  pe- 
lengkap  kegiatan-kegiatan  diplomatik 
mereka. 

•  Kelemahan  ARF  akan  tetap  menjadi 
kelemahan  jika  ia  gagal  memadukan 
tugasnya  melayani  negara-negara  re- 
gional yang  menghadapi  lingkungan 
keamanan  yang  tidak  pasti  dengan  de- 


sakan  AS  dan  negara-negara  besar 
lainnya  agar  ARF  bergerak  lebih  ce- 
pat.  Kelemahan  demikian  dapat  ber- 
kurang jika  ARF  bersedia  membayar 
ongkos  yang  mahal,  tetapi  tanpa  me- 
ngorbankan  fungsi  utamanya  dan  ke- 
pentingan  ASEAN  secara  keseluruhan, 
dengan  memenuhi  desakan  untuk  ber- 
jalan  lebih  cepat  daripada  yang  di- 
kehendaki  oleh  negara-negara  ASEAN 
selama  ini.  Pilihan  untuk  jalan  lebih 
cepat  bukanlah  pilihan  yang  tidak 
realistis  selama  ASEAN  mampu  me- 
ngelola  hubungan  antarnegara  besar 
dan  menempatkan  serta  memandang 
hubungan  itu  dalam  konteks  peru- 
bahan-perubahan  lingkungan  strategis. 
Cepat  atau  lambat,  dan  apapun  efek 
dari  kebijakan  unilateral  AS,  ASEAN 
harus  bersedia  melihat  wajah  ARF 
beda,  yaitu  sebuah  ARF  yang  mampu 
menyelesaikan,  dengan  mekanisme 
yang  bisa  diterima  oleh  seluruh  ang- 
gota ARF,  isu-isu  keamanan  kunci  ka- 
wasan.  ASEAN  akan  mendapatkan  kre- 
dit  jika  ia  berhasil  menghapuskan  kele- 
mahan-kelemahan  ARF.  Sampai  batas 
tertentu,  kebijakan  AS  yang  bersifat 
unilateral  dinilai  dapat  memberi  manfaat 
positif  dalam  mengubah  wajah  ARF. 

ARF  bukanlah  institusi  yang  kebal  akan 
perubahan  di  lingkungannya  dan  bukan 
pula  institusi  yang  bertekad  untuk  tidak 
berubah.  Di  tengah  perubahan-perubahan 
strategis  akibat  unilateralisme  AS,  maka 
langkah-langkah  ARF  haruslah  merupakan 
langkah-langkah  yang  mengedepankan 
dialog  dan  yang  memperhatikan  perim- 
bangan  kepentingan  dan  kekuatan  antar- 
negara besar.  Dalam  konteks  ini,  ASEAN 
tetap  harus  memainkan  peran  diplomatik 
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mengenai  langkah-langkah  ARF  dalam 
menghadapi  kecenderungan  unilateralis- 
me  AS: 

•  Sebagai  driving  force  dari  ARF,  ASEAN 
harus  tetap  menjadi  fokus  diplomasi 
dalam  arena  ARF.  Tetapi  ASEAN  juga 
tidak  dapat  mengelak  dari  keharusan 
untuk  memperhatikan  posisi  dan  peran 
negara-negara  besar  lainnya.  Oleh  ka- 
rena  itu,  diplomasi  proaktif  harus  dila- 
kukan  oleh  ASEAN  agar  tatanan  regio- 
nal konstruktif  yang  didasarkan  atas 
keseimbangan  pelibatan  militer  AS  te- 
tap terjaga. 

•  Kebijakan  ASEAN  dalam  masalah  ke- 
amanan  regional  harus  dapat  mem buat 
ARF  tidak  seldu  berpikir  dalam  kon- 
teks  ancaman.     ARF  yang  terlalu  sibuk 
dengan  persoalan  ancaman,  apalagi 
jika  hal  itu  hanya  akibat  kebijakan  uni- 
lateral AS,  hanya  akan  mem  buat  insti- 
tusi  itu  tidak  efektif  dalam  menjalan- 
kan  fungsi-fungsi  objektifnya.  ARF  ha- 
rus melihat  kenyataan  bahwa  parti- 
sipasi  dan  kepentingan  yang  berkesi- 
nambungan  dari  Cina,  AS  dan  Jepang, 
sekalipun  dengan  alasan  yang  berbe- 
da,  akan  mempertahankan  momentum 
bagi  multilateralisme  keamanan. 

Untuk  mencegah  kemungkinan  polari- 
sasi  dalam  tubuh  ARF  dan  efeknya 
terhadap  kinerja  institusi  itu,  ASEAN 
harus  menggerakkan  ARF  ke  arah 
pembentukan  agenda  keamanan  re- 
gional yang  lebih  terstruktur  dengan 
fokus  pada  bidang-bidang  yang  men- 
jadi perhatian  bersama,  misalnya:  im- 
plikasi  strategis  dari  pengembangan 

16 

Pandangan  ini  diajukan  oleh  CPF.  Luhulima 
dalam  diskusinya  dengan  penulis. 


TMD,  proliferasi  senjata  pemusnah 
massal,  akses  ke  SEANWFZ,  masalah 
terorisme  dan  perkembangan  di  De- 
wan  Keamanan  PBB. 

•  ASEAN,  melalui  pertemuan  tahunan 
ARF,  harus  berani  mengambil  prakarsa 
menentukan  untuk  mulai  membicarakan 
masalah-masalah  keamanan  kunci  di  ka- 
wasan.  Mempertimbangkan  atau  mem- 
bicarakan secara  teratur  masalah-masa- 
lah keamanan  kunci  di  kawasan  akan 
membuat  ASEAN  dan  ARF  terbiasa  da- 
lam mencari  solusi  terhadap  masalah- 
masalah  itu.  Dengan  demikian,  jika  ter- 
jadi  perubahan  lingkungan  strategis  mi- 
salnya akibat  kebijakan  baru  AS,  ARF 
tidak  akan  merasa  terkejut  dan  bahkan 
siap  dengan  mekanismenya  sendiri  un- 
tuk mengatasi  perubahan-perubahan 
tersebut.  ARF  harus  dapat  mentrans- 
formasikan  dirinya  menjadi  institusi  yang 
mampu  "membebaskan"  kawasan  dari 
kejutan-kejutan  keamanan. 

•  Meskipun  tidak  harus  selalu  dikaitkan 
dengan  ARF,  unilateralisme  AS  bisa 
saja  kemudian  ditafsirkan  sebagai  re- 
fleksi  rasa  frustrasinya  mengenai  pro- 
ses ARF  yang  dinilai  berjalan  lamban. 
Sikap  demikian  bisa  mendorong  ne- 
gara-negara besar  lainnya  untuk  meng- 
ambil sikap  serupa.  Akibatnya,  dukung- 
an  terhadap  ARF  bisa  berkurang.  Bu- 

•  ^kan  itu  saja,  rasa  frustrasi  mereka  ju- 
ga akan  memunculkan  pemikiran  un- 
tuk membangun  institusi  multilateral 
terpisah  di  Asia  Timur.  7  ASEAN  tidak 
bisa  mencegah  kecenderungan  demi- 
kian. Tetapi  ia  bisa  saja  mengembang- 
kan  strategi  kerja  sama  melalui  ASEAN 
plus  Tiga  sebagai  bagian  dari  proses 
penguatan  identitas  dan  pengembang- 
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penguatan  identitas  dan  pengembang- 
an  komunitas  Asia  Timur.  Tanpa  harus 
meninggalkan  ARF,  dan  memang  tidak 
perlu  karena  anggota  plus  Tiga  ada- 
lah  juga  anggota  ARF,  ASEAN  da- 
pat  mengambil  prakarsa  regional  yang 
mengkombinasikan  kelebihan-kelebihan 
ARF  dan  ASEAN  plus  Tiga.  Cara  de- 
mikian  bukan  hanya  akan  memper- 
kuat  sentimen  atas  pentingnya  multi- 
lateralisme  Asia  Pasifik,  tetapi  juga 
akan  membangkitkan  kepercayaan  di 
kawasan  Asia  Pasifik  bahwa  ASEAN  plus 
Tiga  adalah  sebuah  engine  yang  me- 
ngaitkan  persoalan  (keamanan)  Asia 
Timur  dan  Tenggara,  dan  bahwa  se- 
jauh  ini  ARF  adalah  sebuah  instrumen 
kebijakan  keamanan  regional  yang 
memadai.  Lebih  dari  itu,  kerja  ARF  di- 
dasarkan  atas  asumsi-asumsi  realistis 
bahwa  proses  dialog  ARF  yang  in- 
cremental linear  akan  menghasilkan 
p^rbaikan.  kualitatif  dalam  hubungan- 
hubungan  politik  di  kawasan. 
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Konsep  Human  Security: 

Tinjauan  dan  Prospek* 

Landry  Haryo  Subianto 

Tulisan  ini  secara  khusus  menyoroti  masalah  keamanan  manusia  (human  se. 
curityj  sebaga,  satu  konsep  dan  pendekatan  keamanan  yang  semakin  mendapat- 
kan  perhatian  baik  dari  kalangan  akademisi  maupun  praktisi  masalah  keamanan 
nasional.  Masalah  utama  yang  hendak  disorot  melalui  konsep  keamanan  manusia 
adalah  dommasi  negara  dan  aparatnya  dalam  mendefinisikan,  membuat  serta  me- 
nerapkan  kebijakan  keamanan  nasional,  yang  amat  menekankan  faktor  keamanan 
berdasarkan  tentorial,  kalkulasi  militer  dan  stabilitas  politik,  yang  tidak  jarang  me- 
ngesampingkan  -  bahkan  menafikan  -  kepentingan  dan  kebutuhan  orang-per-orang 
akan  keamanan  yang  lebih  komprehensif.  Adanya  dominasi  negara  yang  terka- 
dang  berlebihan  inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  pemicu  utama  muncul- 
nya  desakan  bagi  implementasi  kebijakan  keamanan  yang  lebih  komprehensif,  ter- 
masuk  dengan  memasukkan  komponen-komponen  keamanan  manusia. 


PENDAHULUAN 

BELAKANGAN  mi,  wacana  tentang 
konsep  keamanan  manusia,  baik 
^dalam  tataran  teoretis  maupun 
praktis,  telah  menarik  perhatian  banyak 
kalangan,  entah  itu  akademisi,  analis  ke- 
bijakan maupun  pembuat  kebijakan  ke- 
amanan itu  sendiri,  terutama  di  negara- 
negara  maju.  Tampaknya  daya  tarik  kon- 
sep ini  bukan  saja  muncul  sebagai  kon- 
sekuensi  dari  hakikat  politik  global  yang 


Naskah  asli  dari  tulisan  ini  adalah  "Human  Se- 
curity Concerns:  A  View  from  Jakarta",  makalah 
yang  dipresentasikan  pada  the  9th  CSCAP  Work- 
ing Croup  Meeting  on  Comprehensive  and  Co- 
operative Security,  di  Wellington,  New  Zealand, 
1-2  April  2001. 

Untuk  penjelasan  komprehensif  tentang  kon- 
sep keamanan  manusia,  periksa  Caballero-Anthony 
(2000:  411-22). 


berubah  pasca  Perang  Dingin,  yang  di- 
tandai  dengan  adanya  pergeseran  isu- 
isu  keamanan  konvensional  menuju  isu 
non-konvensional,  tetapi  juga  merupa- 
kan  "reaksi  terhadap  hadirnya  masalah 
kemanusiaan  yang  amat  masif  secara 
global".  Selain  itu,  kehadiran  konsep  ini 
juga  mencerminkan  adanya  "kecende- 
rungan  untuk  mengkonseptualisasi  serta 
mendefinisi  ulang  masalah  keamanan" 
(Caballero-Anthony,  2000). 

Masalah  utama  yang  hendak  disorot 
melalui  konsep  keamanan  manusia  adalah 
dominasi  negara  dan  aparatnya  dalam 
mendefinisikan,  membuat  serta  menerap- 
kan  kebijakan  keamanannya.  Negara 
umumnya  mengatasnamakan  persatuan, 


Diskusi  yang  menarik  tentang  isu  tersebut 
dapat  dilihat  dalam  Buzan  (2000). 
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kedaulatan,  dan  stabilitas  nasional  dalam 
membenarkan  segala  kebijakan  keamanan 
berikut  implementasinya  di  lapangan,  se- 
kalipun  melalui  upaya-upaya  yang  berten- 
tangan  dengan  nilai  kemanusiaan.  Hal  ini 
acapkali  menimbulkan  penderitaan  yang 
hebat  bagi  sebagian  besar  individu.  Kare- 
na  adanya  oppresion  dari  negara  terhadap 
individu  dan  masyarakatnya  inilah  yang 
kemudian  menjadi  salah  satu  pemicu  uta- 
ma  munculnya  desakan  bagi  implementa- 
si  kebijakan  keamanan  yang  lebih  kom- 
prehensif,  termasuk  dengan  memasukkan 
komponen-komponen  keamanan  manusia. 
Beberapa  kasus  di  Asia  Tenggara,  Afrika 
dan  Amerika  Latin  yang  berkenaan  de- 
ngan adanya  dominasi  yang  berlebihan 
dari  negara  dalam  bidang  keamanan  me- 
nunjukkan  bagaimana  komponen  manu- 
sia tersebut  telah  dipinggirkan  dari  kese- 
luruhan  proses  penataan  dan  manajemen 
keamanan  nasional.  Tetapi  di  era  demo- 
kratisasi  global  pasca  Perang  Dingin  ini, 
praktek  keamanan  nasional  yang  sedemi- 
kian  rupa  mendapat  sorotan  tajam,  serta 
diamati  dan  dipantau  dengan  sangat  ke- 
tat,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri. 

Seiring  dengan  derasnya  arus  globali- 
sasi  yang  ditandai  oleh  maraknya  penye- 
baran  ide  demokratisasi,  peningkatan  in- 
terdependensi  serta  kompetisi  antarnegara. 
maka  pemerintah  tidak  dapat  lagi  meng- 
klaim  dirinya  sebagai  satu-satunya  kompo- 
nen dari  negara,  yang  memiliki  legitimasi 


Dalam  banyak  kasus,  pemerintah  seringkali 
mengajukan  klaim  bahwa  pemerintah  seolah-olah 
merupakan  representasi  negara  dan  satu-satunya 
komponen  negara  yang  memiliki  hak  dan  kewe- 
nangan  absolut  atas  kekuasaan  serta  penggunaan- 
nya  atas  nama  kepentingan  dan  keamanan  ber- 


untuk  mengalokasikan  kekuasaan  dari  ne- 
gara secara  semena-mena.  Karenanya,  pa- 
radigma  keamanan  nasional  yang  selama 
ini  melulu  ditekankan  pada  aspek  spasial 
(keutuhan  teritorial)  dan  "keseragaman"  - 
ketimbang  persatuan  sosial  terasa  perlu 
untuk  diperluas  hingga  menyentuh  aspek 
keamanan  individu. 

Bertolak  dari  uraian  di  atas,  maka  tulis- 
an  ini  berusaha  untuk  mendiskusikan  tiga 
fokus  utama  dari  diskursus  seputar  konsep 
keamanan  manusia  ini.  Fokus  pertama  da- 
lam tulisan  ini  adalah  tinjauan  ringkas  ten- 
tang  pengertian  dasar  dari  keamanan  ma- 
nusia. Fokus  selanjutnya  adalah  pada  pros- 
pek  implementasi  konsep  ini  (peluang  dan 
hambatan),  khususnya  dalam  konteks  Indo- 
nesia dan  Asia  Tenggara  yang  secara  dra- 
matis tengah  mengalami  perubahan  ling- 
kungan  sosial  dan  politik.  Mengingat  be- 
sarnya  potensi  penolakan  atas  konsep  ini, 
khususnya  dikaitkan  dengan  masih  uoini- 
nannya  pemikiran  keamanan  yang  berba- 
sis  negara  (ketimbang  individu  manusia), 
maka  pada  bagian  akhirnya,  tulisan  ini 
mencoba  untuk  memberikan  beberapa  so- 
lusi  alternatif  yang  mungkin  dapat  dite- 
rapkan  guna  menghindari  terjadinya  dead- 
lock antara  kedua  paradigma  pemikiran 
keamanan  ini. 


sama.  Perilaku  dan  sikap  yang  demikian  itu  di 
mana-mana  telah  menjadi  suatu  keniscayaan.  Ter- 
lebih  di  negara-negara  yang  baru  keluar  dari  pen- 
jajahan  dan  menapaki  pembangunan  ekonominya. 
Hal  inilah  yang  menyebabkan  "terpinggirkannya" 
komponen  negara  lainnya,  terutama  masyarakat 
sipil  {civil  society),  dan  bahkan  kekuatan  civil  so- 
ciety kerap  kali  dianggap  sebagai  pengganggu 
oleh  pihak  penguasa/pemerintah. 
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KONSEP  KEAMANAN  MANUSIA 
Esensi  dan  Perdebatan 
Pengertian  Dasar  dan  Definisi 

Seperti  telah  berulang  kali  ditegaskan 
oleh  banyak  kalangan,  keamanan  inerupa- 
kan  satu  J<onsep  yang  amat  kerap  diper- 
debatkan.  Tow  and  Trood  (2000)  berargu- 
men  bahwa  perubahan  setelah  berakhir- 
nya  Perang  Dingin,  telah  memicu  lahirnya 
perdebatan  hangat  seputar  makna  dari 
konsep  keamanan  dan  perkembangan  baru 
studi  tentang  keamanan  sebagai  satu  la- 
han  kajian.  Keduanya  lantas  menekankan 
bahwa  gugatan  terhadap  pendekatan  ke- 
amanan tradisional  -  yakni  pendekatan  yang 
sangat  mengedepankan  postulat-postulat 
anti-anarki,  serta  pencapaian  keamanan  na- 
tional melalui  penggunaan  kekuatan  mili- 
ter  -  diajukan  oleh  para  pengusung  pende- 
katan yang  lebih  kontemporer  dan  ber- 
perspektif  lebih  luas,  yang  senantiasa  ber- 
upaya  menggabungkan  dimensi  ekonomi, 
sosial  (sosietal),  dan  lingkungan  ke  dalam 
agenda  keamanan  secara  keseluruhan.  Ke- 
dua  pakar  ini  pun  mengamati  bahwa  dalam 
beberapa  tahun  belakangan  ini,  konsep 
keamanan  manusia  terasa  begitu  memikat 
para  pendukung  pendekatan  yang  lebih 
kontemporer  tersebut. 

Berkaitan  dengan  masalah  definisi,  be- 
berapa analis  telah  mencoba  secara  cer- 
mat  untuk  merumuskan  definisi  yang  tepat 
atas  konsep  keamanan  manusia.  Tetapi,  se- 
jauh  ini  harus  diakui  bahwa  seperti  peru- 
musan  konsep  fundamental  lainnya,  kon- 
sep keamanan  manusia  "lebih  mudah  di- 


4Periksa  Tow  and  Trood  (2000:  13). 


identifikasi  melalui  ketiadaannya  ketim- 
bang  melalui  keberadaannya".  Menurut 
1994  Human  Development  Report  yang  di- 
keluarkan  oleh  the  United  Nations  Devel- 
opment Programme  (UNDP),5  definisi  kon- 
sep keamanan  manusia  mengandung  dua 
aspek  penting.  Pertama,  keamanan  manu- 
sia merupakan  "keamanan  (manusia)  dari 
ancaman-ancaman  kronis  seperti  kelapar- 
an,  penyakit  dan  represi".  Kedua,  keamanan 
manusia  pun  mengandung  makna  adanya 
"perlindungan  atas  pola-pola  kehidupan 
harian  seseorang  -  baik  di  dalam  rumah,  pe- 
kerjaan,  atau  komunitas  dari  gangguan-gang- 
guan  yang  datang  secara  tiba-tiba  serta 
menyakitkan".  Seperti  telah  ditengarai,  an- 
caman  dan  gangguan  tersebut  dapat  me- 
nimpa  segala  bangsa  tanpa  memandang 
tingkatan  pembangunan  dan  pendapatan 
nasionalnya.  Selanjutnya,  UNDP  (1994:  24- 
25)  mengidentifikasi  setidak-tidaknya  tujuh 
kategori  ancaman  yang  perlu  dicermati  se- 
cara serius  berdasarkan  rubrik  keamanan 
nasional  tersebut  Ketujuh  kategori  itu  ada- 
lah:  keamanan  ekonomi;  keamanan  pa- 
ngan;  keamanan  kesehatan;  keamanan 
lingkungan  hidup;  keamanan  pribadi;  ke- 
amanan komunitas;  dan  keamanan  poli- 
tik.  Selanjutnya,  konsep  dasar  keamanan 
manusia  menekankan  pentingnya  empat 
karakteristik  esensial,  yakni  bahwa  konsep 
keamanan  manusia  haruslah  universal;  in- 
terdependen;  terjamin  melalui  pencegah- 
an  dini;  dan  berbasis  pada  penduduk 
(people-centred)  (UNDP,  1994:  22-23). 

Renner  (1997)  mencatat  bahwa  kon- 
sepsi  keamanan  manusia  "tampaknya  juga 


Definisi  keamanan  manusia  yang  kerap  di- 
kutip  adalah  definisi  yang  diberikan  oleh  UNDP 
dalam  laporan  mereka  tahun  1994  seperti  da- 
pat  diperiksa  di  UNDP  (1994:  23). 
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meliputi  beragam  aspek  lainnya  seperti 
perdamaian,  perlindungan  lingkungan, 
penghormatan  atas  HAM,  serta  demokrat- 
isasi".  Menurutnya,  lingkup  kepedulian  ini 
sebenarnya  berakar  panjang  sesuai  dengan 
sejarah  kemanusiaan,  tetapi  pada  masa 
kini  hal-hal  tersebut  kembali  mendapatkan 
tempatnya  seiring  dengan  adanya  degra- 
dasi  kualitas  lingkungan  (hidup)  pada  ska- 
la  yang  tidak  pernah  ada  sebelumnya; 
maraknya  kemiskinan  yang  luar  biasa  di 
tengah  kemakmuran  yang  amat  berkelim- 
pahan;  dan  kenyataan  bahwa  tantangan- 
tantangan  (dan  dampak  negatif)  dalam 
aspek  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  ti- 
dak lagi  dibatasi  oleh  komunitas  atau 
bangsa  tertentu  (Florini  and  Simmons, 
1997).  Semua  komunitas  dan  bangsa  da- 
pat  mengalami  dampak  yang  sama,  seka- 
lipun  dalam  tingkatan  yang  berbeda-be- 
da,  yang  mencerminkan  sifat  transnasio- 
nalisme  dari  ancaman  global  dewasa  ini. 

Seputar  Masalah  Kejernihan  Kon- 
septual 

Mengingat  luasnya  cakupan  definisi  ke- 
amanan  manusia,  maka  tidaklah  terlampau 
mudah  bagi  kita  untuk  menentukan  fokus 
utama  dari  konsep  keamanan  ini.  Secara 
teoretis  dan  praktis,  konsep  ini  jelas  me- 
nekankan  pentingnya  sentralitas  manusia 
(baik  sebagai  individu  atau  kelompok  indi- 
vidu)  dalam  seluruh  kerangka  keamanan. 
Dengan  demikian,  maka  konsep  ini  menyi- 
ratkan  adanya  tuntutan  untuk  meninjau 
ulang  paradigma  keamanan  konvensional 
yang  lebih  menekankan  aspek  hubungan 
antarnegara  dan  integritas  teritorial  seba- 


Seperti  dikutip  dari  Florini  and  Simmons 
(1997)  dalam  Stares,  Ed.  (1998:  51). 


gai  aspek  utama  dari  keamanan  nasional 
suatu  negara. 

Perlu  diakui  bahwa  konsep  ini  terke- 
san  sangat  kompleks  dan  luas,  dan  bahkan 
cenderung  menjadi  keranjang  tunggal  bagi 
penyelesaian  beragam  masalah.  Keamanan 
manusia  lantas  dipandang  sebagai  obat  pa- 
ling mujarab  bagi  sebagian  besar  -  jika  bu- 
kan  semua  problematika  dan  penyakit  so- 
sial yang  harus  diatasi  oleh  negara  dalam 
percaturan  politik  masa  kini.  Salah  satu  im- 
plikasinya  adalah  munculnya  kesulitan  se- 
rius  dalam  menentukan  prioritas,  baik  bagi 
negara  maupun  masyarakat,  bukan  saja 
dalam  menentukan  komponen  keamanan 
manusia_mana  yang  harus  didahulukan  te- 
tapi juga  dalam  segi  kemampuan  dan  ka- 
pasitas  negara  dan  masyarakat. 

Permasalahan  lain  dari  konsep  keaman- 
an manusia  ini  berhubungan  dengan  salah 
satu  karakteristik  dasar  dari  konsep  ini  sen- 
diri,  yakni  karakter  universalis.  Universali- 
tas  keamanan  manusia  sangat  mungkin  me- 
micu  apa  yang  disebut  "motif  pengingkar- 
an",  khususnya  di  antara  negara-negara  yang 
memiliki  latar  historis,  ikatan  kultural,  suasa- 
na  psikologis,  serta  tatanan  sosial  politik 
yang  berbeda-beda.  Beberapa  negara  me- 
yakini  bahwa  karakteristik  universalis  dari 
konsep  ini,  meski  secara  teoretis  diakui  se- 
bagai sesuatu  yang  ideal,  namun  sangat 
berpotensi  melenyapkan  atau  menyingkir- 
kan  nilai  dan  kondisi  iokal  yang  terdapat 
di  masing-masing  negara.  Mereka  khawatir 
bahwa  universalisasi  konsep  ini  hanya  akan 
menciptakan  keseragaman  global,  yang 
kerap  dimaknai  dan  diukur  melalui  "nilai 
dan  norma  yang  dibuat  oleh  Barat",  dan 
pada  akhirnya  hal  ini  akan  membahayakan 
-  jika  bukan  menghancurkan  harmoni  so- 
sial yang  dibangun  di  atas  nilai-nilai  Iokal. 
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Dalam  konteks  politik,  hal  tersebut  di 
atas  harus  dibaca  sebagai  guncangan  atau 
bahkan  bentuk  ancaman  terhadap  status 
quo  politik  dari  kelompok  yang  berkuasa. 
Karenanya,  makna  universalitas  kerap  kali 
disamaartikan  dengan,  atau  dieksploitasi 
untuk  konsumsi  politik  domestik  sebagai, 
"penyeragaman".  Hal  ini  justru  menimbul- 
kan  ketidakamanan  di  kalangan  negara- 
negara  non-Barat,  khususnya  berkenaan 
dengan  model  mana  yang  patut  dijadi- 
kan  contoh,  nilai  kepemimpinan,  harmoni 
sosial  dan  sebagainya. 

Di  dalam  suatu  negara  di  mana  ke- 
kuatan  dan  pengaruh  organisasi  masyara- 
kat  sipil.  (Civil  .Society  . Organisations/CSOs) 
tidak  atau  belumlah  kuat  -  yang  mana 
CSOs  justru  seharusnya  merupakan  ujung 
tombak  dari  proses  pendidikan  massa 
tentang  arti  penting  dari  universalitas  kon- 
sep  keamanan  manusia  -  maka  yang  umum- 
nya  terjadi  adalah  meningkatnya  aktivi- 
tas  pengawasan,  dan  bahkan  kontrol  da- 
ri penguasa  terhadap  aktivitas-aktivitas 
CSOs  yang  percaya  bahwa  keamanan  ma- 
nusia merupakan  pendekatan  baru  yang 
akan  membebaskan  individu  dari  tekan- 
an  negara.  Dengan  kata  lain,  upaya  untuk 
menerapkan  konsep  keamanan  manusia 
justru  menjadi  kontra-produktif,  dan  me- 
nimbulkan  perasaan  dan  hubungan  yang 
tidak  aman  dan  tidak  nyaman  antara  ne- 
gara dengan  masyarakatnya.  Tensi  dan  ke- 
bencian  yang  semakin  meningkat  antara 
aktor  negara  dan  masyarakat  ini  sema- 
kin menjauhkan  masyarakat  dari  dua  pilar 
dasar  dari  keamanan  manusia,  yakni  pen- 
capaian  masyarakat  yang  "terbebas  dari 
ketakutan"  dan  "terbebas  dari  kekurangan". 

Selanjutnya,  seorang  analis  mengidenti- 
fikasikan  setidak-tidaknya  tiga  permasa- 


lahan  utama  yang  berkaitan  dengan  kejer- 
nihan  konseptual  dari  keamanan  manusia 
dalam  rubrik  problematika  keamanan  ma- 
nusia (Caballero-Anthony,  2000:  412-15). 
Pertama,  belum  adanya  konsensus  tentang 
operasionalisasi  konsep  keamanan  manu- 
sia. Sebagai  ilustrasi,  seperti  yang  digam- 
barkan  oleh  analis  ini,  masih  terdapat  seke- 
lompok  akademisi  yang  mengkonseptuali- 
sasikan  istilah  "keamanan  manusia"  seba- 
gai satu  tujuan  akhir  dan  utama  dari  kese- 
luruhan  urusan  dan  proses  penataan  ke- 
amanan. Hal  ini  secara  tidak  langsung  ber- 
arti  menjadikan  bentuk  lain  dari  keaman- 
an (termasuk  keamanan  dalam  pengerti- 
an  konvensional-militer)  sebagai  alat  se- 
mata  dalam  mencapai  tujuan  utama  tadi.~ 
Padahal,  masih  menurut  definisi  yang  di- 
berikan  oleh  UNDP,  jelas  terlihat  bahwa 
semua  elemen  dari  keamanan  (termasuk 
keamanan  manusia)  pada  hakikatnya  sa- 
ting terpilin  dan  dilandaskan  pada  ke- 
butuhan-kebutuhan  manusia,  dan  bukan 
semata-mata  alat. 

Kedua,  sebagai  konsekuensi  dari  per- 
masalahan  di  atas,  maka  "kita  dihadapkan 
pada  masalah  penentuan  lokasi  keamanan 
manusia  dalam  keseluruhan  kerangka  ke- 
amanan yang  komprehensif"  (Caballero- 
Anthony,  2000:  413).  Bagaimana  hubungan 
antara  kedua  konsep  keamanan  ini  (ke- 
amanan manusia  dan  keamanan  kompre- 
hensif) merupakan  pertanyaan  dasar  yang 
harus  direspons  sebelum  kita  dapat  mulai 
merumuskan  kebijakan  keamanan  yang  ber- 
basis  pada  keamanan  manusia. 

Ketiga,  seiring  dengan  adanya  kecen- 
derungan  global  untuk  memperluas  definisi 
keamanan  sehingga  mencakup  segala  hal 
yang  berkaitan  dengan  manusia,  yang  se- 
sungguhnya  amat  rentan  terhadap  bias  dan 
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pleonasme,  maka  terdapat  masalah  pada 
"penentuan  cakupan  dan  parameter  yang 
paling  mungkin  bagi  konsep  keamanan 
manusia  sehingga  konsep  ini  tidak  terse- 
ret  ke  dalam  satu  kekacauan/ketumpang- 
tindihan  istilah"  (Caballero-Anthony,  2000: 
414). 

Terlepas  dari  ketiga  kritik  di  atas,  ke- 
nyataan  bahwa  keamanan  manusia,  baik  se- 
bagai  modifikasi  maupun  komplementer 
dari  keamanan  konvensional/tradisional,  te- 
lah  menjadi  begitu  penting  dalam  dunia 
politik  masa  kini  adalah  satu  keniscayaan 
yang  sulit  diingkari.  Hal  ini  terasa  menja- 
di begitu  relevan  dan  logis  manakala  kita 
meninjau  kembali  beberapa  kelemahan 
atau  keterbatasan  dari  pendekatan  keaman- 
an yang  konvensional  seperti  yang  sela- 
ma  ini  kita  kenal.  Sementara  terjadi  per- 
kembangan-perkembangan  baru  pada  ting- 
kat  global,  pendekatan  tradisional/konven- 
sional  masih  saja  terlalu  terpusat  pada  ba- 
sis nasional,  dengan  perhatian  tunggal  pa- 
da kesatuan  nasionai,  integritas  nasional 
serta  stabilitas  sosial  dan  politik,  termasuk 
di  dalamnya  arti  dominan  dari  isu-isu  ke- 
amanan yang  berkaitan  dengan  militer. 

Tow  and  Trood  (2000)  berargumen  bah- 
wa setidaknya  terdapat  empat  kelemah- 
an mendasar  dari  konsep  keamanan  kon- 
vensional/tradisional yang  sangat  mendo- 
rong  persebaran  dan"  pertumbuhah  ide 
dan  konsep  keamanan  manusia.  Pertama, 
bahwa  pendekatan  keamanan  nasional  se- 
perti yang  selama  ini  kita  kenal  dirasakan- 
kurang  sensitif  terhadap  perbedaan  kultural. 

Kedua,  pemikiran  untuk  memberikan 
prioritas  pada  keamanan  manusia  berkait- 
an erat  dengan  semakin  meningkatnya 


fenomena  pemberian  bantuan-bantuan  ke- 
manusiaan  belakangan  ini,  yang  seolah 
"menantang"  pemikiran  tradisional  tentang 
"prinsip  non-intervensi  dalam  urusan  (dalam 
negeri)  satu  negara  yang  berdaulat".  Bera- 
gam  intervensi  kemanusiaan  di  banyak  ne- 
gara yang  dilakukan  oleh  coalitions  of  the 
willing  merefleksikan  kecenderungan  terse- 
but,  dan  konsepsi  keamanan  nasional  yang 
konvensional  tidak  mampu  membendung 
atau  memberikan  argumen  terhadap  ide 
intervensi  ini. 

Ketiga,  bahwa-  pendekatan  keamanan 
tradisional  memiliki  kemampuan  prediksi 
dan  kehandalan  yang  kurang  meyakinkan 
dalam  mengantisipasi  isu-isu  baru.  Dewasa 
ini,  diyakini  bahwa  politik  internasional  da- 
pat  dilakukan  melalui  beragam  tingkatan 
dan  tidak  melulu  dilakukan  oleh  aktor  ne- 
gara. Karenanya,  upaya  untuk  selalu  me- 
nempatkan  negara  sebagai  satu -satu nya 
aktor  pusat  dalam  paradigma  koamanan 
dirasakan  semakin  kurang  relevan  dengan 
realitas  dari  peran  negara  itu  sendiri  da- 
lam sistem  internasional  sekarang. 

Terakhir,  berkaitan  dengan  hal  tersebut 
di  atas,  maka  boleh  jadi  bahwa  tantang- 
an  terbesar  terhadap  konsep  keamanan 
tradisional  dimunculkan  oleh  para  globalis 
yang  berargumen  bahwa  kini  tengah  mun- 
cul  suatu  "masyarakat  global"  yang  men- 
coba  untuk  mengintegrasikan  sistem  komu- 
nikasi,  budaya,  dan  ekonomi  sedemikian 
rupa  sehingga  berada  di  atas  hubungan-hu- 
bungan  antarnegara.  Pada  titik  ini,  global- 
isasi  menjadi  satu  kendaraan  penting  yang 
sangat  menunjang  proses  transformasi  per- 
spektif  baru  tersebut  ke  dalam  hubung- 
an  internasional  yang  terintegrasi  ini  (Tow 
and  Trood,  2000:  18-19). 


no 
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Argumentasi  yang  kerap  diajukan  an- 
tara  lain  adalah  adanya  kenyataan  bahwa 
"sistem  internasional  kini  tengah  menyaksi- 
kan  naiknya  pamor  beragam  isu  kemanu- 
siaan,  yang  pada  akhirnya  dipercayai  mam- 
pu  mengubah  peran  yang  dapat  dimainkan 
oleh  negara  dalam  mengelola  keamanan 
nasional.  Jika  isu-isu  keamanan  tradisional 
terfokus  pada  upaya  untuk  mengamankan 
negara  melalui  penggunaan  peralatan  mi- 
liter,  maka  keamanan  manusia  lebih  mem- 
fokuskan  diri  pada  tataran  individu,  di 
mana  dibutuhkan  satu  kerangka  yang  da- 
pat  memberikan  kepastian  atas  pemba- 
ngunan  yang  berkelanjutan,  kepastian  hu- 
kum,  penadbiran  (good  governance)  serta 
keadilan  sosial  pada  tingkat  makro".  Ka- 
renanya,  seperti  yang  ditegaskan  oleh  Ax- 
worthy Lloyd,  kesemua  itu  pada  akhirnya 
memerlukan  adanya  suatu  kerja  sama  yang 
erat  antara  aktor  negara  dengan  berbagai 
entitas  lokal,  regional,  dan  global  lainnya 
(Roesad,  2000:  396). 

Meski  demikian,  seperti  telah  dising- 
gung  sebelumnya,  harus  pula  diingat  bah- 
wa pelibatan  aktor-aktor  sub-  dan  supra^ 
nasional  dalam  penataan  keamanan,  khu- 
susnya  dalam  memajukan  dan  mendorong 
pelaksanaan  keamanan  manusia,  tanpa 
mempertimbangkan  perasaan  di  tingkat  lo- 
kal serta  budaya  dan  nilai  tradisi,  hanya 
akan  memicu  kemunculan  sentimen  nasio- 
nal dan  sub-nasional  yang  negatif  terha- 
dap  proses  globalisasi  dan  keterhubungan 
global.  Fenomena  sentimen  negatif  dan 
penolakan  terhadap  globalisasi  ini  kini  te- 
lah marak  terjadi  di  berbagai  belahan  du- 


Untuk  elaborasi  lebih  lanjut  tentang  hubung- 
an  antara  globalisasi  dan  keamanan  manusia,  pe- 
riksa  Roesad  (2000:  394-402). 


nia,  dan  hal  tersebut  tentu  menjadi  sangat 
kontra-produktif  dalam  upaya  kita  untuk 
memaksimalkan  keuntungan  yang  dapat  di- 
peroleh  dari  globalisasi  itu  sendiri. 

Mencari  Format  Keamanan  Manusia 

Menemukan  Titik  Keseimbangan 
yang  Tepat 

Setelah  meninjau  serta  menganalisis  se- 
bagian  besar  konsep  dasar  dan  kecende- 
rungan  adanya  penyebaran  konseptual  dan 
praktis  -  termasuk  kritik  yang  dilontarkan 
terhadap  konsep  keamanan  manusia  -  ma- 
ka tantangan  selanjutnya  adalah  menemu- 
kan suatu  kerangka  yang  logis  dan  dapat 
diteri  ma  melalui  mana  konsep  keamanan 
manusia  ini  dapat  dielaborasi  serta  diim- 
plementasikan.  Buzan  (2000:  1)  mengingat- 
kan  mereka  yang  peduli  terhadap  konsep 
ini  dengan  menyatakan  bahwa  "keaman- 
an manusia  merupakan  satu  konsep  yang 
problematis,  khususnya  tatkala  dijadikan 
sebagai  bagian  dari  analisis  atas  keaman- 
an internasional".  Lebih  lanjut,  ia  menegas- 
kan  bahwa  keamanan  internasional  memi- 
liki  agenda  yang  berbeda,  dan  apa  yang 
menjadikan  sesuatu  itu  sebagai  isu  keaman- 
an internasional  dapat  ditemukan  dalam 
pemahaman  keamanan  militer-politik  tradi- 
sional. 

Dalam  konteks  tersebut,  keamanan  bagi 
suatu  negara  senantiasa  berhubungan  de- 
ngan kelangsungan  hidup,  sementara  iden- 
titas  merupakan  kunci  dari  pemahaman  ke- 
amanan bagi  suatu  bangsa  (Buzan,  2000: 
3).  Dalam  penanganan  isu-isu  keamanan, 
pemerintah  dapat  -  dan  umumnya  selalu 
memperoleh  legitimasi  untuk  -  mengguna- 
kan  kekuatan,  menafikan  dan  bahkan 


KONSEP  HUMAN  SECURITY  1  1  1 


mengklaim  kekuasaan  eksekutif  atas  hak- 
hak  sipil  yang  biasa  dinikmati  oleh  warga 
negara  dalam  kondisi  normal,  serta  menge- 
sampingkan  proses  keterbukaan,  konsultasi, 
dan  demokrasi.  Dengan  kata  lain,  isu  dan 
tuntutan  keamanan  bahkan  dapat  memba- 
likkan  satu  negara  yang  demokratis  men- 
jcidi  absolut.  Karenanya,  Buzan  percaya 
bahwa  seluruh  perdebatan  tentang  ke- 
amanan haruslah  memiliki  satu  objek  acu- 
an,  yang  didefinisikan  sebagai  sesuatu 
yang  terancam  haknya  untuk  bertahan  hi- 
dup,  dan  karenanya  menjadi  tujuan  dari 
kebijakan  keamanan  untuk  mem^berikan 
perlindungan  atas  haknya  tersebut 

Pertanyaan  penting  selanjutnya  adalah, 
bagaimana  prospek  dari  keamanan  manu- 
sia  ini?  Guna  menjawab  pertanyaan  dj  atas, 


Buzan  (2000:  4).  Selanjutnya  Buzan  menerang- 
kan  bahwa  ukuran  merupakan  salah  satu  variabel 
krus!?.!  dalam  menentukan  apa  yang  pantas  dijadi- 
kan  sebagai  objek  dari  keamanan.  Pada  ujung  spek- 
trum  mikro,  individu  atau  kelompok  kecil  jarang 
sekali  mampu  meneguhkan  keamanan  bagi  hak- 
haknya  secara  legitimate.  Pada  ujung  spektrum 
sistem,  Buzan  percaya  bahwa  banyak  kasus  yang 
mampu  menunjukkan  kegagalan  penanganan  isu 
keamanan  secara  sistemik,  dengan  pengecualian 
pada  kasus  ancaman  nuklir  dan  isu-isu  keamanan 
lingkungan.  Meski  demikian,  Buzan  berkeyakinan 
bahwa  sebagai  satu  objek  acuan,  penataan  ke- 
amanan melalui  suatu  kolektivitas  terbatas  pada 
skala  menengah  (middle-scale  of  limited  collect- 
ivities) akan  dapat  lebih  responsif  dalam  pena- 
nganan isu  keamanan  karena  kolektivitas  terbatas 
(misalkan  negara,  bangsa  dan  peradaban)  memung- 
kinkan  munculnya  persaingan  dengan  entitas  ter- 
batas iain  di  luar  dirinya,  dan  interaksi  yang  kom- 
petitif  tersebut  memperkuat  munculnya  perasaan . 
senasib  dan  sepenanggungan.  Menurut  perspektif 
realis  dalam  politik  global,  persaingan  merupa- 
kan kondisi  yang  dapat  memfasilitasi  keberhasilan 
suatu  upaya  keamanan,  dan  karenanya  kolektivi- 
tas pada  tingkatan  menengah  akan  selalu  me- 
nguntungkan  dibandingkan  dengan  keamanan 
pada/oleh  tingkatan  lainnya  (individu  dan  sistem). 


maka  penetapan  atas  objek  keamanan 
manakah  yang  harus  menjadi  acuan  utama 
dari  konsep  keamanan  manusia  ini  men- 
jadi satu  hal  yang  amat  krusial.  Tentu,  di 
dalamnya  tersirat  jelas  masalah  lain  yakni 
apakah  negara  harus  tetap  menjadi  objek 
acuan  yang  utama?  Lebih  penting  lagi,  ma- 
salah tersebut  berhubungan  erat  dengan 
problema  dalam  menentukan  keseimbang- 
an  dan  proporsi  yang  tepat  bagi  setiap 
aktor  untuk  memainkan  perannya  -  baik 
sebagai  objek  acuan  maupun  sebagai  aktor 
yang  mengupayakan- keamanan  itu  sendiri. 

Berdasarkan  serangkaian  pertanyaan  di 
atas,  maka  setidaknya  terdapat  dua  ke- 
lompok atau  perspektif  dalam  melihat  isu 
tersebut.  Kelompok  pertama,  yakni  yang 
mengacu  pada  cara  pandang  realis,  masih 
sangat  mempercayai  sentralitas  -  jika  bukan 
dominasi  -  keamanan  negara  di  atas  ke- 
amanan manusia.  Sementara  itu,  kelompok 
kedua,  yang  tentunya  agak  berlawanan  de- 
ngan kelompok  sebelumnya,  justru  mera- 
gukan.kapasitas  dan  niat  negara  untuk  me- 
nangani  kompleksitas  masalah-masalah  ke- 
manusiaan.  Dasar  dari  pandangan  ini  ialah 
adanya  serangkaidn  penyimpangan  praktek 
keamanan  dan  perilaku  dari  beberapa  pe- 
merintahan  (yang  kerap  mengklaim  diri  se- 
bagai satu-satunya  representasi  negara), 
baik  di  masa  lalu  maupun  pada  masa  kini 
yang  kerap  meninggalkan  trauma  menda- 
iani  bagi  warganya  (seperti  penindasan, 
pemaksaan  dan  bahkan  tindak  kekerasan 
yang  disponspori  oleh  negara),  yang  sering- 
kali  dilakukan  atas  nama  keamanan  nasio- 
nal.  Karenanya,  kelompok  terakhir  ini  me- 
nuntut  agar  konsep  keamanan  manusia, 
yang  menjadikan  individu  atau  keamanan 
orang-per-orang  sebagai  objek  acuannya, 
dijadikan  sebagai  landasan  utama  bagi 
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setiap  negara  dalam  menyusun  kebijakan 
keamanannya  masing-masing. 

Sebaliknya,  para  pendukung  dari  ke- 
lompok  pertama  sangat  percaya  bahwa 
secara  teoretis,  keamanan  nasional  mam- 
pu  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif 
bagi  pencapaian  keamanan  manusia.  Ten- 
tu  saja,  terlepas  dari  beragam  argumen 
dan  alasan  yang  dikemukakan,  salalY  satu 
motif  terpenting  dari  adanya  tuntutan  un- 
tuk  menjadikan  individu-individu  sebagai 
objek  dari  keamanan  adalah  karena  se- 
cara ironis  justru  individu-individu  ini  se- 
ringkali  terancam  keselamatannya  oleh 
negara,  dan  hal  ini  menjadikan  mereka 
sebagai  korban  -  baik  secara  langsung 
ataupun  tidak  -  dari  perspektif  keamanan 
yang  berbasis  negara. 

Meskipun  demikian,  seperti  ditegas- 
kan  oleh  Buzan  (1991 :  Bab  1;  2000:  8)  dan 
Abad  Jr.  (2000:  403-10),  terdapat  satu  si- 
iang  pendapat  tentang  agen  dari  keaman- 
an. Keduanya  lantas  menjelaskan  bahwa 
"adanya  [keamanan]  negara  saja  tidaklah 
cukup  menjamin  terciptanya  keamanan  ba- 
gi individu  warganya,  dan  bahkan  negara 
justru  sangat  mungkin  menjadi  bagian  dari 
persoalan  [ketimbang  solusi].  Tetapi  hampir 
dapat  dipastikan  bahwa  [keamanan]  ne- 
gara merupakan  salah  satu  kondisi  yang 
penting  bagi  keamanan  individu,  karena 
tanpa  adanya  negara,  maka  tidaklah  ter- 
lampau  jelas  agen-agen  (atau  badan)  mana- 
kah  yang  dapat  bertindak  atas  nama  in- 
dividu-individu tersebuf. 

Buzan  kemudian  menegaskan  bahwa 
"karena  negara  memegang  posisi  terse- 
but,  maka  negara  dapat  mengklaim  hak-hak 
kelangsungan  hidupnya  terhadap  -  dan  di 
atas  -  hak-hak  individu  warganya".  Buzan 


pun  lebih  lanjut  mengamati  bahwa  bera- 
gam versi  keamanan  manusia  yang  men- 
coba  untuk  menurunkan  semua  bentuk  ke- 
amanan pada  tingkatan  individu  malah 
menghadapi  dilema  tersendiri.  Menurutnya, 
justru  dengan  memotong  negara  malah 
menghilangkan  peran  dari  agen  keamanan 
yang  penting  itu,  melalui  mana  keamanan 
individu  dapat  tercapai  dan  terjamin. 

Bahkan  seperti  disinggung  oleh  Abad  Jr. 
(2000:  403-4),  pada  titik  yang  ekstrem,  ter- 
dapat beberapa  pihak  yang  melihat  pen- 
dekatan  keamanan  manusia  sebagai  pen- 
dekatan  yang  berpotensi  mengganggu  ter- 
hadap upaya  penciptaan  stabilitas  nasio- 
nal, serta  pemeliharaan  koeksistensi  dan 
perdamaian  antarnegara.  Hal  ini  terutama 
sekali  berkaitan  dengan  adanya  keinginan 
kuat  untuk  memasukkan  unsur  HAM,  dan 
praktek  perlindungan  serta  penghormatan 
terhadap  hak  asasi  yang  seolah  disera- 
gamkan,  dan  hubungannya  dengan  kedau- 
latan  nasional  yang  selama  ini  begitu  di- 
jaga  dengan  ketat  dan  sakral. 

Bagaimanapun  juga,  sebagai  reaksi  ter- 
hadap pendapat  di  atas,  para  pendukung 
pendekatan  keamanan  manusia  sangat  per- 
caya bahwa  kemanusiaan  itu  tidak  seha- 
rusnya  -  dan  tidak  dapat  -  dipisah-pisahkan. 
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Sekretaris  Jen- 
deral  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) 
Kofi  Annan  bahwa  "dunia^tidak"  dapat 
membiarkan  terjadinya  pelanggaran  HAM 
yang  berat  dan  sistematis  sehingga  me- 
nimbulkan  konsekuensi  kemanusiaan  yang 
amat  menyakitkan"  (Abad  Jr.,  2000).  Mela- 
lui pernyataannya  tersebut,  Kofi  Annan  se- 
olah menegaskan  bahwa  masyarakat  inter- 
nasional,  melalui  suara  PBB,  telah  mem- 
berikan  sinyalemen  kuat  bahwa  mau  tidak 
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mau  advokasi  atas  keamanan  manusia  te- 
lah  menjadi  bagian  dari  agenda  keamanan 
internasional. 

Tentu  harus  diakui,  bahwa  pandangan 
tersebut  tidak  jarang  menimbulkan  ketidak- 
nyamanan  di  antara  negara-negara.  Tetapi 
jika  dicermati,  maka  perdebatan  tentang 
kedua  pendekatan  keamanan  tersebut  me- 
rupakan  hal  yang  wajar  terjadi  karena  ke- 
duanya  berangkat  dari  dua  hakikat  dasar 
yang  berbeda,  meski  mengarah  pada  tu- 
juan  yang  sama.  Akibatnya,  bagi  sebagian 
orang,  masalah  apakah  keamanan  manusia 
itu  bersesuaian  dengan  keamanan  negara 
atau  regional  merupakan  satu  fungsi  yang 
saling  mempengaruhi  antara  aspek  ten- 
torial dari  konsep  negara-bangsa  dan  as- 
pek non-teritorial  atau  universalitas  dari 
kemanusiaan.  Bertolak  dari  asumsi  demi- 
kian,  maka  keduanya  tidaklah  senantiasa 
harus  berada  pada  posisi  yang  saling  ber- 
tentangan  satu  sama  lain. 

Guna  keluar  dari  kebingungan  -  dan 
bahkan  kebuntuan  -  dalam  mengimplemen- 
tasikan  keamanan  manusia  di  tengah  domi- 
nasi  keamanan  yang  berbasis  negara,  Ca- 
ballero-Anthony  (2000:  416-17)  mencoba 
untuk  mencari  suatu  koherensi  antara  ke- 
amanan manusia  (sebagai  basis  dalam  me- 
nentukan  objek  acuan)  dan  konsep  ke- 
amanan yang  komprehensif.  Argumen  yang 
diajukannya  adalah  bahwa  "jika  sese- 
orang  hendak  membawa  serta  kedua  kon- 
sep keamanan  ini  ke  dalam  satu  kerang- 
ka  keamanan  yang  koheren,  maka  ia  hen- 
daknya  memulai  upayanya  dengan:  (1) 
mengajukan  pertanyaan  -  Keamanan  siapa- 
kah  yang  hendak  didiskusikan?  Siapakah 
atau  aktor  manakah  yang  tengah  teran- 
cam?  Apakah  individu  atau  negara?;  (2) 
dimensi  keamanan  apakah  yang  hendak 


diupayakan  serta  dianggap  tengah  teran- 
cam?;  dan  (3)  bagaimanakah  bentuk-ben- 
tuk  ancaman  yang  mungkin  muncul  itu 
akan  diatasi?"  Dengan  demikian,  menurut- 
nya,  proses  serupa  itu  akan  memungkin- 
kan  seseorang  melakukan  analisis  keaman- 
an yang  dimulai  dari  kerangka  keamanan 
manusia  -  dalam  menyaring  persoalan,  dan 
digabungkan  atau  diakhiri  oleh  suatu  ke- 
rangka keamanan  yang  komprehensif  - 
sebagai  panduan  pemecahan  dan  pena- 
nganan  masalah  keamanan. 

Tentu  saja,  harus  diakui  bahwa  usul- 
an  di  atas  pada  intinya  masih  merupakan 
satu  "konsensus"  yang  bersifat  temporer. 
Meski  secara  teoretis  usulan  tersebut  se- 
derhana,  namun  dalam  prakteknya  amat- 
lah  sulit  untuk  diterapkan  sepenuhnya  se- 
cara konsisten,  khususnya  dalam  konteks 
negara-negara  berkembang  (termasuk  di 
Asia  Tenggara).  Permasalahan  utamanya 
adalah  bahwa  di  negara-negara  berkem- 
bang, masalah  penentuan  "siapa",  pene- 
tapan  prioritas  "dimensi",  serta  pemilihan 
"pendekatan  yang  tepat  dan  manusiawi" 
belumlah  terlembaga  dengan  baik  dan 
mantap. 

Pada  kenyataannya,  di  negara-negara 
berkembang  ini  peran  dan  sentralitas  pe- 
merintah  (pusat)  atas  isu-isu  keamanan  ma- 
sih sangat  dominan.  Terlebih  lagi  dengan 
mengingat  fakta  bahwa  belakangan  ini 
negara-negara  tersebut  umumnya  tengah 
mengalami  guncangan  hebat  yang  dipicu 
oleh  krisis  ekonomi.  Krisis  dan  guncang- 
an tersebut  secara  langsung  ataupun  tidak 
langsung  menyeret  negara-negara  yang 
mengalaminya  pada  serangkaian  permasa- 
lahan krusial  lainnya,  mulai  dari  isu-isu  de- 

9 

Tentang  isu  keamanan  komprehensif,  periksa 
di  antaranya  CSCAP  (1995). 
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mokratisasi,  penadbiran,  kemiskinan  hingga 
konflik  etnis  dan  gerakan  separatisme.  De- 
ngan  demikian,  maka  dirasakan  sulit  sekali 
bagi  negara-negara  yang  tengah  bermasa- 
lah  ini  untuk  menerapkan  konsep  keaman- 
an  manusia  secara  komprehensif. 

Secara  sepintas,  argumentasi  di  atas  me- 
nyiratkan  penolakan  atau  keberatan  nega- 
ra  atas  penerapan  konsep  keamanan  ma- 
nusia dikarenakan  masalah  penetapan  priori- 
tas  semata.  Artinya,  karena  keterbatasan- 
nya,  negara  hendak  menyatakan  bahwa 
prioritas  menjadi  aspek  penting  yang  kerap 
dilupakan  oleh  para  pendukung  keamanan 
manusia.  Padahal  penetapan  prioritas  ini 
adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi  ne- 
gara, terlebih  mengingat  segala  keterba- 
tasan  dana  dan  daya  dari  negara  untuk 
mengelola  keamanan  nasional.  Meskipun 
demikian,  bagi  sebagian  pengamat,  kebe- 
ratan atau  penolakan  negara  atas  kon- 
sep ini  bukan  semata-mata  muncul  kare- 
na alasan  urutan  prioritas  nasional  teta- 
pi  lebih  jauh  dari  itu,  yakni  "secara  esen- 
sial  penolakan  tersebut  merupakan  fungsi 
dari  tarik-menarik  yang  sangat  kencang 
antara  kekuatan-kekuatan  yang  menuntut 
perubahan  politik  di  satu  sisi,  dengan  pa- 
ra pendukung  status  quo  di  sisi  yang  lain" 
(Abad  Jr.,  2000:  407). 

Mengingat  kompleksitas  problema  yang 
dimunculkan  dari  tarik-menarik  antara  sen- 
tralitas  keamanan  negara  dan  keamanan 
manusia,  maka  salah  satu  pelajaran  berhar- 
ga  yang  patut  ditarik  adalah  bahwa  pe- 
mahaman  konteks  politik  nasional  dan  re- 
gional menjadi  begitu  krusial  dalam  me- 
nentukan  keberhasilan  penerapan  konsep 
keamanan  manusia  di  negara  yang  ber- 
sangkutan.  Hal  ini  tidaklah  berarti  bahwa 
secara  esensial  keamanan  manusia  bukan- 


lah  suatu  konsep  yang  universal,  ataupun 
konsep  ini  hams  diterapkan  secara  parsial. 
Justru  untuk  menjamin  keberhasilan  pelak- 
sanaan  konsep  ini  secara  maksimal  maka 
dibutuhkan  pemahaman  dan  kebijaksana- 
an  yang  lebih  mendalam  agar  upaya  untuk 
mendorong  penerapan  konsep  keamanan 
manusia  ini  dapat  lebih  berdaya  guna. 

KEAMANAN  MANUSIA  DALAM  KON- 
TEKS NASIONAL  DAN  REGIONAL 

Apakah  Kita  Memerlukan  Perspektif 
Nasional  dan  Regional? 

Menjawab  pertanyaan  "apakah  kita 
memerlukan  perspektif  yang  beragam  atas 
konsep  keamanan  manusia"  bukanlah  satu 
pekerjaan  yang  mudah  untuk  dilakukan, 
mengingat  hakikat  manusia  dan  kemanu- 
siaan  itu  sendiri,  sebagai  fokus  utama  da- 
ri keamanan  manusia,  pada  dasarnya  ber- 
sifat  universal.  Jika  kita  mengacu  pada  lo- 
gika  kemanusiaan  yang  universal  tersebut, 
maka  tentulah  jawaban  sementara  kita  ter- 
hadap  pertanyaan  di  atas  adalah  tidak. 
Artinya,  tidak  perlu  dibangun  beragam  per- 
spektif yang  didasarkan  pada  konteks 
(kondisi  politik)  nasional  dan  regional  kare- 
na jika  hal  ini  dilakukan  maka  hanya  akan 
bermuara  pada  pengakuan  adanya  parsial- 
itas  kemanusiaan. 

Meskipun  deTfiTkiah,  label  "keamanan" 
dalam  konsep  tersebut  memaksa  kita  un- 
tuk melihat  fakta  secara  lebih  jernih,  cer- 
mat  serta  realistis,  karena  label  ini  memi- 
liki  nuansa  politis  dan  ideologis  yang  sa- 
ngat kental,  yang  tentu  saja  umumnya  di- 
kaitkan  dengan  ikatan  kewilayahan,  serta 
dianggap  menentukan  situasi  dan  kondisi 
psikologis  manusia  yang  hidup  di  dalam- 
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nya,  dan  sebaliknya.  Hal-hal  terakhir  inilah 
yang  memungkinkan  lahirnya  perbedaan 
perspektif  di  antara  negara-negara  tentang 
bagaimana  penerapan  konsep  keamanan 
manusia. 

Bahkan,  dalam  lingkup  yang  lebih  ke- 
cil,  yakni  di  Asia  Tenggara  pun,  masih  ter- 
dapat  perbedaan-perbedaan  mendasar  di 
antara  negara-negara  tentang  cara  pan- 
dang  dan  perlakuan  negara.  terhadap  kon- 
sep keamanan  manusia.  Cara  pandang  re- 
zim  di  Yangoon  tentang  keamanan  manu- 
sia warganya  tentu  akan  berbeda  dengan 
pemerintah  Filipina  atau  Singapura,  dan 
sebaliknya.  Terlihat  sekali  adanya  kecen- 
derungan  untuk  melihat  konsep  ini  secara 
parsial,  yang  dilandaskan  pada  kebutuh- 
an  dan  tantangan  yang  krusial  dan  benar- 
benar  tengah  dihadapi  oleh  negara  yang 
bersangkutan.  Sebagai  contoh,  masalah 
keamanan  ekonomi  dan  politik  mungkin 
merupakan  agenda  mendesak  yang  te- 
ngah dihadapi  oleh  pemerintah  Rl  di  Ja- 
karta, tetapi  bukan  bagi  pemerintah  Ma- 
laysia atau  Singapura.  Bagi  Singapura,  bo- 
leh  jadi  masalah  terpenting  untuk  saat 
ini  adalah  ancaman  lingkungan  hidup  yang 
datang  dari  luar  dirinya  (misalnya  asap 
dari  Indonesia). 

Jadi,  secara  ringkas  meski  tidak  kom- 
prehensif,  dapat  dikatakan  bahwa  me- 
mang  terdapat  beragam  perspektif  atas 
konsep  keamanan  manusia.  Keberagam- 
an  perspektif  tersebut  muncul  baik  seca- 
ra horisontal  (antarnegara)  maupun  verti- 
kal  (antara  negara  dan  masyarakatnya). 
Untuk  menggambarkan  keberagaman  ter- 
sebut, mungkin  Indonesia  merupakan  sa- 
tu  ilustrasi  yang  menarik  untuk  diamati, 
khususnya  tentang  bagaimana  pemerintah 
Indonesia  memandang  konsep  keamanan 


nasionalnya  di  tengah  perubahan  masya- 
rakat  yang  sangat  dramatis  menuju  de- 
mokratisasi.  Salah  satu  implikasi  dari  per- 
ubahan masyarakat  tersebut  adalah  ma- 
raknya  tuntutan  agar  pemerintah  menin- 
jau  ulang  segala  kebijakan  keamanan 
nasionalnya  yang  selama  ini  dipandang 
terlampau  berorientasi  pada  keamanan 
negara,  ketimbang  keamanan  manusia. 

Masalah  Keamanan  Manusia  di 
Indonesia:  Beberapa  Pelajaran 
Berharga 

Seperti  ditegaskan  oleh  George  Mac- 
Lean,  seorang  akademisi  dari  Manitoba 
University,  Kanada,  pada  intinya  tugas  pe- 
ngelolaan  keamanan  suatu  negara  me- 
miliki  dua  tujuan  esensial,  yakni:  (1)  me- 
melihara  keutuhan  wilayah  negara  dan 
integritas  nasional  -  tujuan  keamanan;  dan 
(2)  memastikan  tersedianya  barang-barang 
publik  yang  terdistribusi  dengan  baik  ba- 
gi warga  negara  -  tujuan  kesejahteraan. 
Menurutnya,  konsep  keamanan  manusia 
amatlah  dekat  dengan  tujuan  kedua  da- 
ri pengelolaan  keamanan  suatu  negara 
(MacLean,  2001). 

Bertolak  dari  dua  tujuan  di  atas,  ter- 
amati  bahwa  dalam  kasus  Indonesia,  pe- 
merintah cenderung  lebih  memusatkan 
,  perhatian  kepada  tujuan  keamanan  ke- 
timbang tujuan  kesejahteraan  dalam  pe- 
ngelolaan keamanan  nasionalnya.  Hal 
ini  boleh  jadi  muncul  karena  pemerintah 
umumnya  berasumsi  bahwa  kesejahteraan 
akan  tercipta  melalui  pembangunan  na- 
sional yang  disokong  oleh  stabilitas  dan 
keamanan  yang  memadai  dan  terkendali 
dengan  baik.  Dengan  demikian,  tercipta- 
nya  kondisi  aman  menjadi  syarat  mutlak 
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bagi  lancarnya  pembangunan  nasional,  dan 
karenanya  tercipta  peningkatan  kesejahte- 
raan  warga  negara.  Dengan  kata  lain,  ke- 
amanan  direkayasa  untuk  -  dan  bukan  me- 
lalui  -  pembangunan. 

Arti  Penting  Pembangunan  Manusia 

Memang  jika  kita  lihat  laju  pemba- 
ngunan fisik  dan  ekonomi  Indonesia,  khu- 
susnya  dalam  kurun  tiga  puluh  tahun  ter- 
akhir  ini,  tak  pelak  lagi  bahwa,  seperti 
halnya  yang  terjadi  di  banyak  negara  di 
Asia  Timur,  telah  terjadi  satu  proses  pem- 
bangunan yang  amat  mengagumkan.  Fak- 
ta  ini  dapat  diuj'i  melalui  sederetan  indi- 
kator  dan  angka-angka  statistik  yang'  sa- 
ngat  impresif  yang  menunjukkan  bahwa 
Indonesia  tengah  mengalami  peningkatan 
secara  makro,  dan  kemajuan  ini  menuai 
banyak  sekali  pengakuan  dan  pujian  dari 
komunitas  internasional  di  berbagai  pen- 
juru  dunia.  Dalam  setidaknya  dua  dasa- 
warsa  terakhir,  sejak  sebelum  krisis  eko- 
nomi  1997,  Indonesia  menikmati  laju 
pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  ting- 
gi  dan  stabil,  peningkatan  tingkat  pen- 
dapatan,  serta  perbaikan  taraf  hidup. 

Pemerintah  Indonesia  di  bawah  man- 
tan  Presiden  Soeharto  kerap  mengklaim 
kesuksesan  mereka  dalam  mengentaskan 
lebih  dari  50  persen  penduduk  Indonesia 
keluar  dari  bawah  garis  kemiskinan.  Bah- 
kan  sebelum  rezim  ini  jatuh  pada  ta- 
hun 1998,  statistik  resmi  pemerintah 
menyatakan  bahwa  jumlah  rakyat  yang 
hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  hanya- 
lah  sekitar  20  persen  dari  total  pendu- 
duk Indonesia.  Tentu  saja,  dari  kaca- 
mata  ekonomi  pembangunan,  keberhasil- 
an  makro  yang  diraih  ini  merupakan  sa- 


tu prestasi  yang  patut  diakui.  Hal  ini  se- 
cara langsung  maupun  tidak  langsung  ikut 
mempertinggi  kepercayaan  diri  pemerin- 
tah -  dan  karenanya  menaikkan  posisi 
dan  prestise  pemerintah  di  lingkup  inter- 
nasional dan  tentu  saja  domestik. 

Di  arena  internasional,  Indonesia  (per- 
nah)  menjadi  salah  satu  pendorong  libe- 
ralisasi  perdagangan  (terutama  di  tingkat 
kawasan),  pendukung  utama  penguatan 
kerja  sama  kawasan,  dan  bahkan  ikut  me- 
mebpori  pembentukan  beragam  institusi 
internasional,  khususnya  dalam  bidang 
kerja  sama  ekonomi  dan  politik  di  Asia 
Pasifik.  Karena  keberhasilannya  memba- 
ngun  ekonomi  serta  menciptakan  stabili-  - 
tas  nasional,  pemimpin  Indonesia  kala  itu 
dipandang  serta  diakui  pula  sebagai  pe- 
mimpin regional  dan  bahkan  diakui  di 
tingkat  dunia.  Secara  ringkas,  sedikit  se- 
kali orang,  terutama  mereka  yang  memi- 
liki  status  khusus  dalam  masyarakat  In- 
donesia, serta  yang  secara  pribadi  atau- 
pun  kelompok  ikut  menikmati  hasil  pem- 
bangunan dan  stabilitas  yang  diciptakan 
oleh  rezim  pemerintah  merasakan  keseng- 
saraan  ekonomi  ataupun  ancaman  terha- 
dap  keamanan  diri  dan  hak  miliknya. 

Tetapi  ketika  Indonesia  dilanda  krisis 
yang  hebat  di  penghujung  dekade  1990- 
an,  banyak  orang  kemudian  tersadarkan 
akan  harga  sebenarnya  yang  harus  me- 
reka bayar  untuk  kemewahan  serta  "ke- 
amanan" yang  mereka  nikmati  selama  ini. 
Kemewahan,  stabilitas  dan  perlindungan 
keamanan  yang  dinikmati  oleh  sebagian 
kecil  orang  Indonesia  tersebut  ternyata 
harus  dibayar  dengan  ketidakamanan  dan 
kesengsaraan  mayoritas  penduduk  yang 
secara  ekonomis  maupun  geografls  kurang 
diuntungkan,  atau  bahkan  malah  diabaikan. 
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Selain  beban  ekonomi  yang  cukup  be- 
rat,  pemerintah  pun  menerapkan  sistem 
kontrol  yang  sangat  ketat  khususnya  terha- 
dap  kebebasan  politik  dan  pers  warga 
negaranya.  Bahkan  dalam  banyak  kasus,  pe- 
ngawasan  yang  ketat  terhadap  kehidupan 
politik  dan  demokrasi  tersebut  cenderung 
mengarah  pada  bentuk-bentuk  penindasan 
politik,  yang  tidak  jarang  menimbulkan 
korban,  baik  secara  fisik  maupun  psikis. 

Dalam  terminologi  pemerintah,  pemba- 
ngunan  kerap  kali  identik  dengan  pengor- 
banan  dari  warga  negara,  baik  itu  secara 
sukarela  maupun  paksa.  Sebagai  contoh, 
untuk  mendorong  pembangunan  sektor 
industri,  pemerintah  membangun  kompleks- 
kompleks  industri  beserta  sarana  pendu- 
kungnya,  meski  itu  berarti  memindahkan 
secara  paksa  sebagian  besar  penduduk 
di  daerah  industri  tersebut  keluar  wila- 
yah  mereka.  Karena  satu  dan  lain  hal  (mi- 
salnya,  korupsi  yang  dilakukan  oleh  ok- 
num  aparat  pemerintah),  penduduk  yang 
lahannya  terkena  proyek  pemerintah 
umumnya  mendapat  ganti  rugi  yang  sa- 
ngat tidak  layak,  atau  seandainya  me- 
reka direlokasi  melalui  program  transmi- 
grasi  pun  kerap  kali  mendapatkan  kesu- 
litan  di  tempat  tinggalnya  yang  baru 
karena  adanya  perbedaan  nilai  sostel, 
budaya  dan  psikologis  di  daerah  baru. 


Seperti  terbukti  kemudian,  benturan  tata  ni- 
lai, adat-istiadat  dan  kebiasaan  dari  warga  pen- 
datang  dengan  penduduk  lokal  di  daerah  reloka- 
si  seperti  di  Kalimantan  mengandung  potensi  kon- 
flik  yang  sangat  besar.  Kerusuhan-kerusuhan  komu- 
nal  yang  terjadi  belakangan  ini,  khususnya  di  Kali- 
mantan diyakini  sebagai  dampak  langsung  dari 
potensi  konflik  laten  yang  telah  ada  sejak  pro- 
gram relokasi  penduduk  dimulai,  yang  berakar 
pada  benturan  budaya  dan  adat.  Lihat  laporan 
International  Crisis  Croup  (ICC),  Communal  Viol- 
ence in  Indonesia:  Lessons  from  Kalimantan,  ICC 
Report  No.  19. 


Lebih  jauh,  salah  satu  elemen  penting 
yang  perlu  diperhatikan  dalam  masalah 
terbengkalainya  aspek  keamanan  manu- 
sia  dalam  keseluruhan  kerangka  keaman- 
an nasional  adalah  posisi  dan  peran  mi- 
liter.  Pihak  militer  di  Indonesia,  seperti 
halnya  di  banyak  negara  berkembang  lain, 
merupakan  satu  kelompok  yang  mendo- 
minasi  proses  formulasi  kebijakan  keaman- 
an. Sejauh  ini,  perdebatan  dan  diskusi 
tentang  keamanan  manusia  cenderung  me- 
minggirkan  isu  militer,  dan  mereka  yang 
mempelajari  konsep  ini  cenderung  pula 
untuk  selalu  memandang  militer  sebagai 
satu  elemen  yang  "terlepas"  dari  konsep 
keamanan  manusia  dan  militer  dipandang 
pula  sebagai  penghambat  utama  proses-, 
advokasi  keamanan  manusia  di  tingkat 
nasional.  Pada  kenyataannya,  memang  ha- 
rus  diakui  bahwa  pihak  militer  seringkali 
melakukan  tindakan-tindakan  yang  justru 
membahayakan  keselamatan  individu  sipil, 
khususnya  melalui  tindakan-tindakan  repre- 
sif  mereka  di  daerah-daerah  yang  selama 
ini  dianggap  strategis  secara  ekonomis, 
misalnya  Aceh,  Kalimantan,  dan  Papua  Ba- 
rat.  Tindakan  represif  pihak  militer  yang 
kerap  kali  dikategorikan  sebagai  pelang- 
garan  terhadap  HAM  kini  mendapat  so- 
rotan  tajam  dari  publik  domestik  dan  ter- 
utama  internasional,  dan  menjadi  persoal- 
an  serius  yang  harus  ditangani  oleh  pe- 
merintah. 

Akhirnya,  secara  umum  teramati  bahwa 
aspek  yang  hilang  atau  tidak  dilakukan 
oleh  pemerintah  dalam  proses  pemba- 
ngunan nasional  ialah  penghormatan  atas 
martabat  individu  warga  negara,  dan  pe- 
numbuhan  inisiatif  serta  kemandirian,  ter- 
masuk  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam 
bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan  pro- 
gram pembangunan  secara  keseluruhan. 
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Sebagian  besar  masyarakat  pada  akhir- 
nya  hanyalah  menjadi  "budak  -  dan  bah- 
kan  korban  dari  pembangunan  nasional". 
Ide  bahwa  individu  haruslah  diberi  ke- 
bebasan  untuk  menentukan  pilihan  yang 
terbaik  bagi  mereka,  serta  mampu  untuk 
menanggung  konsekuensi  dari  pilihan  ter- 
sebut,  adalah  sesuatu  yang  masih  asipg 
bagi  pemerintah,  khususnya  bagi  rezim 
masa  lalu.  Pada  masa  itu,  terdapat  ke- 
percayaan  yang  sangat  kuat  pada  diri  pe- 
merintah bahwa  masyarakat  tidak  dapat 
diberi  kepercayaan  untuk  menjalankan  ke- 
bebasan  pribadi  dan  politiknya  sendiri. 
Karenanya,  sikap  seolah-olah  pemerintah 
itu  adalah  yang  paling  tahu  menjadi  be- 
gitu  mengemuka,  dan  metode-metode 
koersif  kerap  kali  diterapkan  untuk  rrie- 
mastikan  adanya  ketertundukan  masyara- 
kat terhadap  superioritas  kebijakan  pe- 
merintah dalam  bidang  politik  dan  eko- 
nomi  (Atje,  2001 :  7-8).  Tak  pelak  lagi,  te- 
kanan  struktural  yang  dihasilkan  melalui 
proses  perumusan  dan  pelaksanaan  ke- 
bijakan yang  tidak  tepat,  ditambah  lagi 
oleh  persoalan  moral  para  aparat  peme- 
rintah, yang  seringkali  mengatasnamakan 
persatuan  dan  kepentingan  nasional,  me- 
rupakan  hambatan  utama  bagi  adanya 
perlindungan  serta  penerapan  konsep  ke- 
amanan  manusia  di  Indonesia. 


Krisis,  Masalah  Demokrasi  dan 
Capacity  Building 

Tampaknya  uraian  di  atas  selaras  de- 
ngan  apa  yang  diungkapkan  secara  lu- 
gas  oleh  seorang  ekonom,  bahwa  "per- 
tumbuhan  ekonomi  [dalam  waktu]  yang 
sangat  cepat  telah  memperkuat  keaman- 
an  internal  maupun  eksternal  -  termasuk 


keamanan  manusia  -  suatu  negara.  Teta- 
pi adalah  terlampau  naif  untuk  berargu- 
men  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  se- 
mata  akan  cukup  untuk  menciptakan  ling- 
kungan  yang  aman  pada  tataran  domes- 
tik  atau  regional"  (Atje,  2001).  Kasus  Indo- 
nesia menunjukkan  kekuatan  dari  penda- 
pat  di  atas.  Masih  menurut  pendapat  yang 
sama,  krisis  ekonomi  secara  umum  mem- 
bawa  dua  dampak  yang  penting  bagi 
Indonesia,  yaitu  krisis  ekonomi  yang  ber- 
kepanjangan,  dan  kerusakan  parah  dalam 
hal  sendi  hukum  dan  ketertiban.  Lantas, 
pertanyaan  selanjutnya  adalah  faktor-fak- 
tor  apakah  yang  menyebabkan  terjadi- 
nya  krisis  berkepanjangan  ini?  Secara  ber- 
samaan7  orang  pun  dapat  bertanya  ten- 
tang  penjelasan  dari  runtuhnya  sendi  hu- 
kum dan  ketertiban  (dalam  masyarakat) 
yang  tampaknya  melumpuhkan  sistem  ke- 
amanan yang  sesungguhnya  amat  dibu- 
tuhkan  untuk  mengatasi  masalah  keaman- 
an internal  yang  sangat  kompleks  di  ne- 
geri ini.  Salah  satu  argumen  yang  da- 
pat menjelaskan  kedua  masalah  tersebut 
adalah  ketiadaan  praktek  penadbiran  di 
Indonesia  (Atje,  2001). 

Harus  diakui  bahwa  krisis  multidimen- 
si  yang  tengah  terjadi  di  Indonesia  mem- 
bawa  beberapa  perubahan  positif,  khu- 
susnya bagi  kemunculan  kembali  proses 
demokratisasi  di  negeri  ini,  dan  bah- 
kan  pada  tingkat  regional  (dalam  kon- 
teks  ASEAN).  Tetapi,  harus  pula  disadari 
bahwa  krisis  telah  memicu  ledakan  bom 
waktu  yang  ditinggalkan  oleh  rezim  sebe- 
lumnya,  khususnya  seputar  kesenjangan 
ekonomi  antardaerah  dan  antarsektor,  ri- 
valitas,  kompetisi  dan  kebencian  antaretnis 
atau  antaragama  pada  tingkat  akar-rumput 
(grassroots).  Pada  titik  ini,  diakui  bahwa 
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rakyat  pada  umumnya  tidak  memahami 
demokrasi  sebagai  proses  politik  rasional 
berjangka  panjang.  Namun  mereka  cen- 
derung  melihatnya  sebagai  jalan  pintas 
menuju  kebebasan  individu.  Hasilnya  ada- 
lah  satu  kondisi  euforia  yang  cenderung 
anarkis  dan  melahirkan  fenomena  dikta- 
tor  mayoritas.  Di  sini  terdapat  masalah 
kapasitas  dari  masyarakat  dan  negara  un- 
tuk  dapat  mengakomodasi  dan  mengim- 
plementasikan  nilai  dan  standar  demo- 
krasi, yang  salah  satunya  adalah  supre- 
masi  hukum,  transparansi  dan  akuntabili- 
tas  -  termasuk  rubrik  penadbiran  yang 
baik.  Artinya,  dapat  dikatakan  bahwa  per- 
sebaran  ide  demokrasi  di  masyarakat  In- 
donesia tidak  secara  memadai  disertai 
oleh  proses  capacity  building  serta  pe- 
nguatan  struktur  dan  institusi  yang  demo- 
kratis.  Padahal,  aspek  terakhir  tersebut 
amatlah  penting  dalam  menunjang  kehi- 
dupan  demokrasi  yang  sehat  dan  rasional. 

Lantas,  mengapa  demokrasi  dan  ma- 
salah capacity  building  ini  menjadi  begitu 
esensial  dalam  konteks  praktek  keaman- 
an  manusia?  Bagi  Indonesia,  dan  mung- 
kin  juga  bagi  beberapa  negara  yang  te- 
ngah  mengalami  transisi  demokrasi,  fase 
transisi  ini  menjadi  penting  karena  fase 
ini  merupakan  satu  penanda  kritis  yang 
menunjukkan  apakah  suatu  negara  dapat 
menerapkan  konsep  keamanan  yang  kom- 


Istilah  yang  digunakan  di  sini  adalah  pemun- 
culan  kembali  demokrasi  dengan  mengacu  pada 
praktek  (liberal)  demokrasi  di  Indonesia  pada  ta- 
hun  1950-an,  sebelum  Indonesia  memasuki  era 
demokrasi  terpimpin.  Dengan  demikian,  akan  te- 
rasa  kurang  tepat,  atau  bahkan  keliru,  seandainya 
kita  beranggapan  bahwa  demokratisasi  dan  kehi- 
dupan  demokratis  di  Indonesia  muncul  untuk  per- 
tama  kalinya  setelah  krisis  ekonomi  melanda  ne- 
geri  ini. 


prehensif  -  termasuk  keamanan  manusia  - 
secara  konsisten  dan  proporsional.  Hal  ini 
hendaknya  dipahami  melalui  esensi  dan 
pilar  dasar  dari  demokrasi,  yakni  kebe- 
basan individu  (dari  penekanan  dan  pe- 
nindasan),  supremasi  hukum,  persamaan 
hak  serta  akuntabilitas.  Manakala  Indone- 
sia berhasil  melewati  masa  transisi  ini  dan 
kemudian  menciptakan  kehidupan  demo- 
krasi yang  telah  terkonsolidasi  baik  pada 
tataran  institusi  maupun  tataran  sikap  dan 
perilaku  masyarakat  politiknya,  maka  tidak 
ada  jalan  lain  bagi  pemerintah  selain  meng- 
hormati  keinginan  publik  bagi  adanya 
penghormatan  dan  perlindungan  keaman- 
an manusia.  Dalam  konteks  ini,  demokrasi 
Themperbesar  peluang  bagi  perlindungan 
serta  implementasi  kebijakan  keamanan 
yang  mengutamakan  keamanan  manusia. 

Tetapi,  sekali  lagi,  euforia  politik  dan 
transisi  demokrasi  yang  kerap  mengundang 
bahaya  ketidaktertiban  dalam  masyarakat 
dan  negara  yang  kurang  siap  untuk  me- 
nerima  demokrasi,  yang  diakibatkan  oleh 
kurang  memadainya  pemahaman  dan  ka- 
pasitas untuk  menerapkan  prinsip-prinsip 
demokrasi,  membuat  demokrasi  sulit  untuk 
dapat  diterima  secara  bulat.  Hal  ini  ter- 
cermin  melalui  serangkaian  peristiwa  po- 
litik dan  keamanan  yang  tidak  menye- 
nangkan  di  Indonesia  (misalnya,  peristiwa 
amuk  massa,  dan  konflik-konflik  komunal 
antaretnis).  Secara  ironis  dapat  kita  kata- 
kan  bahwa  demokrasi  yang  disalahpahami 
justru  hanya  akan  melemahkan  -  atau  bah- 
kan menghilangkan  -  perlindungan  terha- 
dap  keamanan  manusia.  Transisi  demo- 
kratis yang  terlampau  berkepanjangan  ha- 
nya akan  melahirkan  ketidakpastian  atas 
otoritas  yang  dapat  dimainkan  oleh  aktor- 
aktor  politik,  termasuk  pemerintah.  Jika 
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Tabel  1 


ANCAMAN  TERHADAP  KEAMANAN  MANUSIA 
(Dalam  Hubungannya  dengan  Kapasitas  dan  Kapabilitas  Negara) 


ISU  KEAMANAN 
MANUSIA 

Pendekatan  dan 
Tingkat  Kemampuan 
yang  Dibutuhkan 

Status  Pra-Krisis 
(Sebelum  1998) 

Status  Pasca  Krisis 
(Setelah  1998) 

Keamanan  Pribadi 
bagi  Individu  dari 
Tin  dak  Kekerasan 

Local  policing 

Tidak  terjamin;  ancam- 
an  datang  dari  negara 

Tidak  terjamin;  ancam- 
an  datang  dari  negara 
dan  masyarajot  sendiri 

Akses  Terhadap 
Kebutuhan  Dasar 

•  Local  governance 

•  Alokasi  barang- 
barang  publik 

•  Kebijakan  di 
bidang  kesehatan 

•  Kerja  sama 
transnasional 

•  Handal  tetapi  korup 

•  Clearly  centralized 

•  Terkendali 

•  Terkoordinasi 
dengan  baik 

•  Kurang  handal;  korup 

•  Unclearly 
decentralized 

•  Underbudget 

•  Virtually  non-existent 

Perlindungan  Bagi 
Individu  Terhadap: 

•  Keiahatan/ 
Terorisme 

•  Wabah  Penyakit 

•  Korupsi  (Politik) 

A  Ma nrl a  1 

•  1  IdllUdl 

•  Terkendali 

•  Tertutup  rapi 

s  Tirl^L-  k-»ri/-J-.l 

•  i  luaK  nanoai 

•  Kurang  terkendali 

•  Transparan 

Migrasi  Massal 

sda 

Transmigrasi/ 
Urbanisasi 

Urban \sas\/lntemal 
Displaced  Persons 
(IDPs) 

Perlindungan  HAM 

Legal,  konstitusional, 
dan  yuridis 

Tidak  konsisten, 
selektivitas  subjektif, 
Controlled 

Partially  protected, 
tidak  konsisten, 
tidak  terarah 

Perlindungan 
Terhadap 
Kekerasan  Jender 

sda 

Tidak  ada 

Relatif  lebih  baik 

Hak  Politik  dan 
Komunitas  Kultural 

sda 

Tidak  ada 

Relatif  diakui 

Pembangunan 
Politik,  Fkonomi, 
dan  Demokrasi 

Pembangunan  demo- 
kratis;  strategi  utang 
dan  perdagangan 

Tidak  ada, 
tidak  efisien,  dan 
tidak  efektif 

Anarkis,  tidak  terarah, 
tidak  efektif,  dan  tidak 
efisien 

Sumber:   Diadaptasi  dari  MacLean  (2001).  Dua  kolom  pertama  (paling  kiri)  secara  khusus  di- 
ambil  dari  tipologi  yang  diberikan  oleh  MacLean  dan  dua  kolom  selanjutnya  me-, 
rupakan  kolom  observasi  yang  dilakukan  oleh  penulis  atas  kondisi  Indonesia  pra-  danf 
pasca  krisis  1998. 


KONSEP  HUMAN  SECURITY 


121 


pada  masa  lalu  kita  dapat  dengan  mudah 
menuduh  pemerintah  sebagai  pihak  yang 
bertanggung  jawab  atas  tindakan  pelang- 
garan  HAM,  maka  kini  justru  tuduhan  kita 
adalah  pada  ketidakmampuan  pemerin- 
tah untuk  melindungi  keselamatan  indivi- 
du  yang  terancam  oleh  individu  lainnya 
(misalnya  dalam  konflik  komunal)  dan 
menciptakan  ketertiban  masyarakat. 

Jika  kita  gunakan  matriks  yang  dibuat 
oleh  MacLean  untuk  melihat  hubungan  an- 
tara  isu  keamanan  manusia  dan  tingkat  ka- 
pasitas/kapabilitas  pemerintah,  dan  meng- 
gunakannya  sebagai  sarana  pengukuran 
tingkat  perubahan  kapasitas  dan  kapabili- 
tas  dari  rezim  pra-krisis  kepada  pemerin- 
tah pasca-krisis  dalam  menangani  isu-isu 
keamanan  manusia,  maka  hasilnya  akan 
tampak  seperti  Tabel  1. 

CATATAN  PENUTUP 

Dari  serangkaian  pembahasan  di  atas, 
terdapat  beberapa  catatan  penting  yang 
harus  diperhatikan  dalam  memahami  wa- 
cana  keamanan  manusia,  khususnya  da- 
lam konteks  sistem  dan  suasana  politik 
yang  berbeda-beda.  Pertama,  sulit  sekali 
bagi  kita  untuk  membantah  pandangan 
para  pengusung  konsep  keamanan  ma- 
nusia tentang  prinsip  universalis  nilai  ke- 
manusiaan.  karena  memang  prinsip  dan 
nilai-nilai  kemanusiaan  seyogianya  bersifat'" 
universal.  Tetapi,  kata  "keamanan"  sebagai 
salah  satu  konsep  kunci  lainnya  dalam  is- 
tilah  keamanan  manusia  bukanlah  sesuatu 
yang  bebas  nilai.  la  merupakan  produk 
atau  penemuan  politik  dan  sosial  dari  ma- 
nusia itu  sendiri,  yang  diyakini  terikat  atau 
mengakar  pada  ideologi,  tujuan,  dan  ter- 
utama  kepentingan  dan  acuan  nilai  ter- 


tentu,  yang  boleh  jadi  berbeda  antara 
satu  entitas  politik  dengan  entitas  politik 
lainnya.  Karenanya,  perdebatan  tentang 
perlu-tidaknya  penerapan  keamanan  ma- 
nusia akan  sangat  terkait  dengan  konteks 
sosio-politik  suatu  entitas/negara,  dan  yang 
lebih  penting  lagi,  terkait  dengan  hakikat 
hubungan  sosial  dan  politik  antara  ne- 
gara  dan  masyarakatnya. 

Pada  kenyataannya,  kepedulian  ne- 
gara  (dalam  hal  ini  pihak  penguasa)  ter- 
hadap  konsep  keamanan  manusia  pada 
umumnya  mengacu  pada  asumsi  dasar 
berikut,  yakni  "menjaga  keamanan  nega- 
ra  sama  pentingnya  dengan  memajukan 
keamanan  manusia".  Keamanan  negara  di-^ 
lihat  sebagai  prasyarat  mutlak  bagi  ter- 
ciptanya  keamanan  manusia.  Oleh  kare- 
na itulah,  banyak  kalangan  yang  lantas 
percaya  sepenuhnya  bahwa  negara  hen- 
daknya  menjadi  objek  dari  keamanan 
itu  sendiri,  sekaligus  merupakan  aktor  yang 
berwenang  melakukan  tindak  pengamanan. 

Meskipun  demikian,  di  tengah  peru- 
bahan global  yang  amat  drastis  (dan  dra- 
matis ini),  negara  dituntut  untuk  dapat 
mengakomodasi  munculnya  desakan  un- 
tuk menata  ulang  filosofi,  sistem  dan  me- 
kanisme  pengamanannya,  dengan  tidak 
lagi  menitikberatkan  objek  keamanannya 
semata-mata  pada  kolektivitas  negara, 
melainkan  memperluasnya  hingga  menca- 
kup  aspek  keamanan  orang-per-orang. 
Menyadari  bahwa  selain  adanya  hambat- 
an  psikologis  dari  beberapa  unsur  dalam 
negara  terhadap  konsep  keamanan  ma- 
nusia ini,  sekaligus  kelemahan  sistemik 
yang  terdapat  dalam  negara,  khususnya 
pada  aspek  kemampuan  dan  kapasitas 
sumber  daya  serta  institusi,  maka  upaya 
untuk  memajukan  keamanan  manusia  hen- 
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daknya  dilakukan  seiring  dengan  penata- 
an  kapasitas  dan  kapabilitas,  termasuk  in- 
stitusi  keamanan  negara  secara  demokratis. 

Gelombang  demokratisasi  di  beberapa 
negara  berkembang-khususnya  di  negara- 
negara  yang  ditengarai  memiliki  masalah 
dengan  keamanan  manusia  -  memberikan 
peluang  besar  bagi  terlaksananya  pena- 
taan  ulang  tersebut.  Di  antara  beberapa 
program  penataan  yang  dirasakan  selaras 
dengan  konsep  keamanan  manusia  ada- 
lah  proses  penataan  hukum  dan  perun- 
dang-undangan  nasional  yang  lebih  kon- 
sisten  dan  rasional  serta  berkeadilan;  pe- 
nataan peran  dan  fungsi  institusi  perta- 
hanan  dan  keamanan  sehingga  tidak  ter- 
jadi  ketumpangtindihan  di  lapangan;  peru- 
musan  ulang  konsep  ancaman  terhadap 
keamanan  nasional  serta  strategi  penang- 
gulangannya;  dan  peningkatan  profesio- 
nalisme  aparat  dan  pengelola  keamanan 
nasional,  melalui  pelatihan  dan  penge- 
nalan  teknologi  dan  bentuk-bentuk  pe- 
nanganan  gangguan  keamanan  yang  le- 
bih modern  namun  manusiawi.  Mengingat 
bahwa  ancaman  kontemporer  terhadap 
keamanan  manusia  tidaklah  mengenal  ba- 
tas-batas  tentorial  (transnasionalisasi  an- 
caman), maka  perlu  juga  diupayakan  suatu 
peningkatan  kerja  sama  antarnegara,  dan 
antara  (aparat)  negara  dan  aktor-aktor 
non-negara,  baik  di  lingkup  domestik,  re- 
gional maupun  internasional  dalam  upa- 
ya  penanganan  keamanan,  khususnya  ke- 
amanan manusia. 
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Peace-Building  di  Timor  Timur: 

Dimensi  Keamanan* 


Rizal  Sukma 


Tulisan  ini  secara  khusus  membahas  proses  peace-building  melalui  state-build- 
ing di  Timor  Timur  dilihat  dari  segi  keamanan.  Selain  proses  peace-buifding  dilaku- 
kan  untuk  menjamin  keamanan  eksternalnya,  baik  melalui  pembentukan  pasukan 
pertahanan  reguler  (ETDF)  maupun  melalui  pengelolaan  hubungan  luar  negeri  dan 
diplomas!,  proses  itu  juga  menjelaskan  pembentukan  ETDF  yang  dapat  memberi- 
kan  kapabilitas  minimal  guna  menjamin  keamanan  milker  eksternal  Timor  Timur  se- 
bagai  garis  utama  pertahanan.  Tulisan  ini  juga  membahas  sejumlah  isu  yang  ber- 
kaitan  dengan  pembentukan  ETDF  dan  art/  pentingnya  bagi  hubungan  Australia 
dan  Indonesia  serta  bagi  terciptanya  suatu  kerja  sama  regional. 


PENDAHULUAN 

Sejarah  Timor  Timor,  mulai  dari  em- 
pat  abad  kolonialisme  Portugis 
hingga  dua  dekade  pemerintahan 
Indonesia  selama  kurun  waktu  1976-1998, 
merupakan  suatu  sejarah  yang  ditandai 
dengan  penderitaan,  penindasan,  dan 
kekerasan  tanpa  henti.  Selama  itu  pula, 
ketidakstabilan  internal  dan  pendudukan 
secara  brutal  oleh  Indonesia  merupakan 
hal  yang  paling  membekas  dalam  ingat- 
an  mayoritas  penduduk  Timor  Timur.  Ke- 
tidakstabilan internal,  dalam  bentuk  per- 
pecahan  elite  dan  sejumlah  konflik,  mem- 


Naskah  asli  berjudul  "Peace-Building  in  East 
Timor:  The  Security  Dimension",  makalah  yang  di- 
presentasikan  pada  Konferensi  ISDS-UNDP  me- 
ngenai  'Conflict  Prevention  and  Peacebuilding  in 
Southeast  Asia",  Manila,  20-21  Februari  2002.  Alih 
Bahasa:  Shafiah  Fifi. 


buka  jalan  dan  menjadi  dalih  bagi  pen- 
dudukan Indonesia  terhadap  wilayah  ter- 
sebut  setelah  pemerintah  kolonial  Por- 
tugis meninggalkannya  secara  tiba-tiba 
pada  tahun  1974.  Sementara  itu,  pendu- 
dukan tersebut  difasilitasi  dengan  ke- 
relaan  sejumlah  pihak  yang  terlibat  da- 
lam konflik  internal  untuk  menerima  in- 
tervensi  pihak  luar.  Dengan  kata  lain, 
kombinasi  antara  ketidakstabilan  internal 
dan  intervensi  eksternal  menjadi  unsur  inti 
dari  kerentanan  nasional  Timor  Timur.  Dan 
memang,  dua  puluh  tiga  tahun  pemerin- 
tahan Indonesia  di  wilayah  tersebut  di- 
sokong,  dan  pada  saat  yang  sama  juga 
diperburuk,  oleh  kerentanan  tersebut. 

Kerentanan  Timor  Timur  sekali  lagi  ter- 
lihat  ketika  Indonesia  mengakhiri  peme- 
rintahannya  di  wilayah  tersebut  pada  bu- 
lan  September  1999,  lima  belas  bulan 
setelah  jatuhnya  rezim  Orde  Baru  Soe- 
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harto;  rezim  yang  memprakarsai  kebijak- 
an  "integrasi"  Timor  Timur  ke  dalam  Re- 
publik  Indonesia.  Berhasrat  untuk  mem- 
bebaskan  Indonesia  dari  "kerikil  dalam 
sepatu",  pemerintahan  transisi  yang  di- 
pimpin  oleh  Presiden  Habibie  menawar- 
kan  Timor  Timur  untuk  memilih  antara 
otonomi  dan  kemerdekaan  melalui  "jajak 
pendapat  publik"  yang  dilaksanakan  oleh 
PBB  pada  tanggal  30  Agustus  1999.  Ke- 
tika  hasil  pemilihan  diumumkan  pada 
tanggal  4  September  1999,  mayoritas 
penduduk  Timor  Timur  (78,5  persen)  meno- 
lak  usulan  otonomi  dan  memilih  kemer- 
dekaan. Konsekuensinya  sungguh  meng- 
hancurkan.  Kelompok  milisi  bersenjata 
pro-Indonesia,  "yang  pembentukannya  di- 
bantu  oleh  militer  Indonesia  beberapa 
bulan  sebelum  pemilihan,  melakukan  pem- 
bantaian,  perampokan,  pembakaran,  dan 
pengrusakan.  Serangkaian  pengrusakan 
tersebut,  didukung  oleh  unsur-unsur  me- 
rah  dalam  tentara  Indonesia,  berlangsung 
selama  beberapa  hari  dan  baru  berhasil 
dihentikan  setelah  Dewan  Keamanan  PBB 
akhirnya  mengerahkan  Pasukan  Interna- 
sional  di  Timor  Timur  (International  Force 
in  East  Timor/\ nterfet)  yang  dipimpin  oleh 
Australia  untuk  mengembalikan  perdamai- 
an  dan  stabilitas  di  wilayah  tersebut. 

Saat  Timor  Timur  berjalan  menuju  ke- 
merdekaan, tugas  sulit  untuk  menghadapi 
dan  menanggulangi  kerentanan  tersebut 
diberikan  oleh  PBB  kepada  United  Na- 
tions Transitional  Authority  in  East  Timor 
(UNTAET).  UNTAET  diberikan  mandat  le- 
bih  daripada  misi-misi  penjaga  perda- 
maian  biasa.  Sesuai  dengan  Resolusi  De- 
wan  Keamanan  PBB  No.  1272  (1999), 
UNTAET  "diberikan  tanggung  jawab  me- 
nyeluruh  atas  pemerintahan  Timor  Timur, 


dan  diberikan  kekuasaan  untuk  menja- 
lankan  otoritas  legislatif  dan  eksekutif, 
termasuk  pelaksanaan  pengadilan"  dengan 
tugas  utama,  antara  lain,  menyediakan 
keamanan  dan  menegakkan  hukum  dan 
tata  tertib  di  seluruh  wilayah,  membentuk 
pemerintahan  yang  efektif,  dan  mendu- 
kung  pembangunan  kapasitas  bagi  peme- 
rintahan sendiri.  Dengan  mandat  yang 
sedemikian  luasnya,  UNTAET  sebenar- 
nya  dihadapkan  dengan  tantangan  utuk 
membangun  sebuah  negara  dari  nol,  me- 
lalui proses  state-building  (UN  Country 
Team  Report,  2000:  94-97). 

Meskipun  demikian,  dalam  PBB,  ter- 
minologi  peace-building  biasanya  lebih.di- 
gunakan  untuk  mendeskripsikan  daripada 
dilaksanakan.  Seperti  dijelaskan  dalam  La- 
poran  Panel  Operasi  Perdamaian  PBB 
(The  Brahimi  Report:  3),  pelaksanaan  se- 
perti itu  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pa- 
da menyatukan  kembali  pihak-pihak  yang 
dulunya  bertikai  menjadi  masyarakat  sipil, 
memperkuat  penegakan  hukum,  memper- 
baiki  penegakan  HAM,  menyediakan  ban- 
tuan  teknis  bagi  pembangunan  demokra- 
si,  dan  mendorong  resolusi  konflik  dan 
teknik-teknik  rekonsiliasi.  Juga  telah  dite- 
gaskan  bahwa  peace-building  "harus  di- 
bantu  dengan  mengurangi  ketidakse- 
imbangan  ekonomi,  melindungi  HAM,  men- 
dukung  demokrasi  dan  menjamin  keles- 
tarian  lingkungan". 


Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  No.  1272 
(1999),  diadosi  pada  Pertemuan  DK  ke-4.075  tang- 
gal 25  Oktober  1999,  dapat  ditemukan  di  http:// 
www.un.oig/peace/etimor/docs/9931277E.htm. 
2 

Komentar  dari  Yukio  Satoh,  Perwakilan  Tetap 
Jepang  untuk  PBB  pada  Meeting  of  UN  Security 
Council  on  Peace  Building:  Towards  a  Compre- 
hensive Approach,  5  Februari  2001. 
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Tulisan  ini  tidak  bermaksud  membahas 
proses  peace-building  di  Timor  Timur  dalam 
bentuk  komprehensif.  Tulisan  ini  hanya 
akan  membahas  dimensi  keamanan  dalam 
proses  tersebut.  Dalam  konteks  tersebut, 
peace-building  di  Timor  Timur  membutuh- 
kan  pencapaian  dua  tugas  penting:  kon- 
solidasi  keamanan  internal  dan  pemben- 
tukan  mekanisme  melalui  mana  keaman- 
an eksternal  dapat  dijamin.  Dalam  hal  ini, 
konsolidasi  keamanan  internal  dapat  di- 
capai  melalui  penghapusan  potensi-poten- 
si  kekerasan  domestik  dan  pembentuk- 
an  pasukan  pertahanan  tetap.  Sementara 
itu,  hubungan  baik  dengan  Indonesia  dan 
Australia,  dan  tempatnya  di  kawasan  Asia 
Tenggara,  akan  memiliki  dampak  penting 
bagi  keamanan  eksternal  negara  tersebut. 
Tugas  pertama  secara  mayoritas  telah  di- 
penuhi,  dan  Timor  Timur  kini  berada  da- 
lam proses  mencapai  tugas  yang  kedua. 

Pembahasan  ini  dibagi  ke  dalam  tiga 
bagian  utama.  Bagian  pertama  meng- 
analisis  masalah  konsolidasi  keamanan  in- 
ternal. Bagian  tersebut  membahas  masalah 
penanganan  sisa-sisa  aksi  kekerasan,  mela- 
lui proses  mobilisasi  dan  reintegrasi  pihak- 
pihak  dari  Falintil  yang  dulu  bertikai,  dan 
pembentukan  East  Timor  Defence  Force 
(ETDF).  Bagian  kedua  membahas  masa- 
lah bagi  keamanan  eksternal  Timor  Timur 
dan  strategi  bagi  negara  tersebut  untuk 
menjamin  keamanan  eksternalnya,  teru- 
tama  dalam  konteks  yang  lebih  luas  da- 
lam hubungannya  dengan  Indonesia  dan 
Australia  khususnya  dan  dengan  kawasan 
secara  umum.  Terakhir,  bagian  keempat 
menggambarkan  sejumlah  hal  yang  di- 
pelajafi  dari  proses  penjaminan  keaman- 
an militer  eksternal  sebagai  bagian  dari 
proses  peace-building  di  Timor  Timur. 


KONSOLIDASI  PERDAMAIAN  IN- 
TERNAL: DEMOBILISASI  DAN  RE- 
INTEGRASI 

Kemampuan  UNTAET  untuk  mengem- 
balikan  hukum  dan  ketertiban,  memper- 
baiki  keamanan  publik,  dan  membawa 
stabilitas  selama  beberapa  bulan  perta- 
ma kehadirannya  di  Timor  Timur  menja- 
di  penentu  bagi  keberlangsungan  proses 
peace-building  di  wilayah  tersebut.  Telah 
menjadi  perdebatan  bahwa,  misalnya,  "pe- 
lucutan  senjata,  demobilisasi  dan  reinte- 
grasi pihak-pihak  yang  dulunya  bertikai  - 
kunci  bagi  stabilitas  pasca-konflik  yang 
cepat  dan  mengurangi  kecenderungan  ter- 
ulangnya  konflik  -  merupakan  bidang  di 
mana  peace-building  memberikan  kon- 
tribusi  langsung  bagi  keamanan  publik, 
hukum  dan  tata  tertib"  {The  Brahimi  Re- 
port: 7).  Isu  utama  di  sini  adalah  soal 
menghadapi  para  mantan  anggota  Ang- 
katan  Bersenjata  Pembebasan  Nasional  Ti- 
mor Timur  (Falintil).  Dari  sudut  pandang 
internal,  masalah  reorganisasi  Falintil  ber- 
kaitan  dengan  masalah  penanganan  sisa- 
sisa  aksi  kekerasan,  yang  meliputi  soal  pe- 
lucutan  senjata  dan  reintegrasi  pihak-pi- 
hak yang  dulu  bertikai.  Dari  sudut  pan- 
dang eksternal,  pembentukan  ETDF  juga 
berarti  menyediakan  kapabilitas  minimum 
untuk  menjamin  keamanan  eksternal  bagi 
negara  tersebut. 

Menghilangkan  Potensi-potensi 
Kekerasan:  Mengelola  Falintil 

Segera  setelah  UNTAET  mengambil 
alih  wilayah,  status  Falintil  menjadi  satu 
dari  masalah-masalah  penting  yang  diha- 
dapinya.  Resolusi  DK  PBB  No.  1272,  di 
samping  memberikan  mandat  untuk  ber- 
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tanggung  jawab  mengembalikan  perda- 
maian  dan  menegakkan  hukum  dan  tata 
tertib,  tidak  menyinggung  secara  spesifik 
mengenai  status  Falintil  di  masa  depan. 
Selain  mengutus  peninjau  militer  untuk 
memantau  Falintil  di  wilayah  militer  per- 
manen,  UNTAET  pada  awalnya  tidak  me- 
nemukan  suatu  rencana  yang  komprehen- 
sif  mengenai  bagaimana  menghadapi 
isu  tersebut.  Kesulitan  dan  sensitifitas  itu 
terlihat  jelas  ketika  upaya  Interfet,  yang 
bertindak  atas  rnandat  yang  diberikan 
oleh  Resolusi  DK  PBB  No.  1264  untuk 
melucuti  senjata  para  "kelompok  ber- 
senjata"  termasuk  Falintil,  tidak  mampu 
melakukannya  karena  Falintil  menolak 
untuk  menyerahkan  senjata.    Terlebih  Ia- 
gi,  keengganan  UNTAET  untuk  memu- 
satkan  perhatian  pada  kebutuhan  untuk 
mendemobilisasi  pasukan  Falintil  juga 
diakibatkan  oleh  penolakannya  untuk 
menciptakan  keretakan  hubungan  dengan 
para  pemimpin  Timor  Timur  (Candio  and 
Bleiker,  2001:  70). 

Perilaku  Falintil  sesungguhnya  dapat 
dipahami.  Sebagai  sebuah  kelompok  yang 
menjadi  inti  dari  perjuangan  bersenjata 
melawan  23  tahun  pendudukan  brutal  In- 
donesia, tidak  mengherankan  jika  Falintil 
mengharapkan  perannya  dalam  perjuang- 
an kemerdekaan  diakui  dan  statusnya 
sebagai  tentara  de  facto  dihargai.  Untuk 
alasan  tersebut,  Falintil  jelas  merasa  bah- 
wa  ia  harus  terus  memiliki  peran  di  masa 
depan.  Meski  begitu,  segera  setelah 
Konsultasi  Rakyat  (Popular  Consultation) 
berlangsung,  Falintil  langsung  merasa  bah- 


Lihat  Independent  Study  on  Security  Force 
Options  for  East  Timor,  The  Centre  for  Defence 
Studies  (London:  King's  College),  paragraf  12. 


wa  kehadirannya  termarjinalisasi,  status- 
nya direndahkan,  dan  kebutuhannya  di 
wilayah  militer  diabaikan.4  Sebagaimana 
diketahui  oleh  Sekretaris  Jenderal  PBB 
Koffi  Anan  dalam  laporannya  kepada  DK 
PBB  pada  bulan  Juli  2000,  "kondisi  hidup 
yang  sulit,  kurangnya  pasokan  dan  kurang 
jelasnya  peran  mereka  saat  itu  dan  di 
masa  depan  telah  menimbulkan  kepriha- 
tinan  akan  masalah  disiplin  dan  moral".5 

Kondisi  demikian  jelas  menimbulkan 
sejumlah  implikasi  bagi  keamanan  inter- 
nal. Ketidakjelasan  status  dan  kondisi  hi- 
dup yang  buruk  di  wilayah  militer  me- 
maksa  banyak  anggota  Falintil  untuk  pin- 
dah  ke  luar  dari  wilayah  militer  mereka 
itu.  Contohnya,  diperkirakan  ketika  itu  se- 
kitar  700  anggota  Falintil  sedang  "cuti", 
baik  untuk  menyatukan  kembali  keluarga 
mereka  atau  bekerja  di  luar  wilayah  mili- 
ter. Meski  demikian,  sebagian  dari  aktivi- 
tas  mereka,  seperti  mengambil  bagian  da- 
lam isu-isu  politik  yang  sensitif  seperti  per- 
tanahan  dan  properti,  memeriksa  para  pe- 
ngungsi,  dan  menawarkan  perlindungan 
di  pasar-pasar  Bacau,  Laga,  dan  Dili,  me- 
nimbulkan kekhawatiran  pejabat-peja- 
bat  UNTAET.    Hingga  bulan  Juni  2000, 
kekhawatiran  mengenai  memburuknya  di- 
siplin anggota  Falintil  makin  sering  di- 
utarakan  oleh  para  pejabat  UNTAET.  Bah- 


Sebelum  Konsultasi  Rakyat,  di  bawah  Perjanji- 
an  5  Mei  1999,  Falintil  menerima  wilayah  militer 
bagi  pasukannya.  Setelah  kehadiran  Interfet,  Fa- 
lintil setuju  untuk  pindah  ke  satu  wilayah  militer  di 
distrik  Aileu. 
5 

Laporan  Sekretaris  Jenderal  PBB  mengenai 
UNTAET  (untuk  periode  27  Januari  sampai  26  Juli 
2000),  him.  8. 

Lihat  Independent  Study  on  Security  Force, 
paragraf  24. 
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kan,  penggambaran  Falintil  sebagai  "nya- 
ris  berada  pada  tahap  pemberontakan" 
oleh  Presiden  CNRT  dan  komandan  besar 
Falintil  Xanana  Gusmao  pada  tanggal  23 
Juni  2000  menunjukkan  besarnya  masalah 
tersebuL 

Perkembangan-perkembangan  tersebut 
jelas  menimbulkan  kekhawatiran.  Pertama, 
sejumlah  insiden  kekerasan  yang  melibat- 
kan  anggota  Falintil  menjadi  sumber  ke- 
khawatiran mengenai  masalah  keamanan. 
Setelah  sebuah  insiden  yang  melibatkan 
dua  anggota  Falintil  di  Dili,  contohnya, 
sekitar  60  anggota  Falintil  meninggalkan 
wilayah  militer  untuk  membalas  dendam. 
Kedua,  ketidakpuasan  dengan  penangan- 
an  UNTAET  terhadap  Falintil,  ketidakper- 
cayaan  mengenai  kapasitas  Peace  Keeping 
Force  (PKF)  untuk  menjalankan  tugasnya, 
dan  perpecahan  internal  dalam  hal  ke- 
pemimpinan,  mulai  tumbuh.  Terdapat  ke- 
khawatiran pada  saat  itu  bahwa  jika  per- 
kembangan  semacam  ini  berlanjut,  hu- 
bungan  antara  para  anggota  kelompok 
dengan  UNTAET  pada  umumnya,  dan 
PKF  khususnya,  akan  sangat  terpengaruh. 
Ketiga,  terjadi  insiden-insiden  juga  di  ma- 
na  sejumlah  kecil  milisi  yang  kembali  ke 
Timor  Timur  menjadi  sasaran  intimidasi. 
Lebih  mengkhawatirkan  lagi  adalah  lapor- 
an  bahwa  sejumlah  anggota  Falintil  juga 
mengintimidasi  masyarakat  lokal.  Ini  jelas 
akan  rr.eningkatkan  kemungkinan  keke-  - 
rasan  dalam  masyarakat  (Tee,  2000). 


Lihat  fast  Timor  Defence  Force:  the  Price  of 
Security,  Indonesia-Policy  Archives:  CDPM-East 
Timor,  diambil  dari  http://www.indopubs/tarchives/ 
1258.html. 
8 

Lihat  Independent  Study  on  Security  Force, 
paragraf  40. 


Situasi  ini  membawa  dilema  bagi 
UNTAET.  Di  satu  sisi,  karena  keterbatas- 
an  mandat  yang  dimilikinya,  UNTAET  ter- 
hambat  oleh  hukum  untuk  secara  cepat 
menangani  isu  ini.  Resolusi  DK  PBB  No. 
1272  tidak  secara  eksplisit  mengesahkan 
PBB  untuk  membentuk  suatu  pasukan  per- 
tahanan  di  Timor  Timur.  Dalam  konteks 
itu,  UNTAET  berhati-hati  untuk  tidak  di- 
anggap  mernberikan  status  hukum  bagi 
Falintil.  Kondisi  hidup  yang  buruk  di  wila- 
yah militer,  contohnya,  mungkin  diakibat- 
kan  oleh  ketidakmampuan  UNTAET  dan 
organisasi-organisasi  internasional  lainnya 
"dalam  menemukan  suatu  mekanisme  un- 
tuk mengirimkan  pasokan-pasokan  penting, 
dengan  tetap  konsisten  dengan  mandat 
yang  membatasi  mereka  dengan  kelom- 
pok-kelompok  bersenjata  yang  ada".  Di 
sisi  lain,  situasi  ini  terus  memburuk  dan 
mulai  mengkhawatirkan.  Potensi  terjadinya 
kekerasan  dihubungkan  dengan  kehadir- 
an  anggota  Falintil  di  luar  wilayah  militer 
semakin  besar. 

Bersamaan  dengan  tumbuhnya  masa- 
lah dan  mulai  menimbulkan  tantangan 
bagi  keamanan,  UNTAET  tidak  memiliki 
pilihan  lain  selain  menangani  isu  ini  de- 
ngan cara  yang  lebih  konstruktif.  Pada  bu- 
lan  Maret  2000,  telah  disetujui  bahwa 
sebuah  "Kelompok  Studi  Falintil"  diben- 
tuk  untuk  membahas  masa  depan  Falin- 
til. Pada  bulan  Juli,  UNTAET  setuju  untuk 
mengalokasikan  dana  senilai  US$100,000 
dari  Anggaran  Konsolidasi  untuk  Timor 
Timur  untuk  menyediakan  makanan  sela- 
ma  dua  bulan  bagi  para  personel  Falin- 


Lihat  Independent  Study  on  Security  Force, 
paragraf  40. 
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til  dan  keluarga  mereka.  Tindakan  lain 
yang  lebih  signifikan  untuk  menangani  ma- 
salah  Falintil  dilakukan  pada  bulan  Juni 
2000  ketika  sekelompok  peneliti  dari 
King's  College,  London,  diminta  untuk  me- 
lakukan  sebuah  studi  untuk  mempertim- 
bangkan  kebutuhan  keamanan  dan  perta- 
hanan  bagi  Timor  Timur.  Pada  bulan  Sep- 
tember 2000,  berdasarkan  hasil  studi  King's 
College  tersebut,  Kabinet  Transisi  Timor 
Timur  memutuskan  bahwa,  dengan  tujuan 
memenuhi  kepentingan  keamanan  dan 
pertahanan  mereka  setelah  UNTAET  dan 
PKF  meninggalkan  Timor  Timur,  negara 
tersebut  akan  membentuk  Pasukan  Perta- 
hanan Timor  Timur  (fast  Timor  Defence 
Force/ETDF). 

Pembentukan  ETDF:  Dasar  Pemi- 
kiran,  Proses,  dan  Perkembangannya 

Keputusan  untuk  membentuk  ETDF 
membawa  perubahan  signifikan  dalam  pe- 
rilaku  Timor  Timur  dalam  masalah  perta- 
hanan. Pada  awalnya,  tidak  ada  rencana 
untuk  membentuk  pasukan  pertahanan  na- 
sional  seperti  itu  bagi  Timor  Timur.  Baik 
Xanana  Gusmao  maupun  wakilnya,  Jose 
Ramos  Horta,  telah  beberapa  kali  mem- 
bicarakan  untuk  tidak  membentuk  militer. 
CNRT  telah  sebelumnya  menyatakan  bah- 
wa mereka  terikat  dalam  suatu  gendar- 
merie yang  mencontoh  model  "Costa 
Rica",  dan  bukan  sebuah  pasukan  perta- 
hanan nasional  reguler.  Posisi  demikian 
itu  cenderung  dipengaruhi  oleh  penga- 
laman  pahit  Indonesia  dalam  hal  inter- 


Laporan  Sekretaris  Jenderal  PBB,  26  Juli  2000, 
him.  8. 

Lihat  Independent  Study  on  Security  Force, 
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vensi  militer  dalam  urusan  sipil  (Smith, 
2000:  21).  Meskipun  demikian,  posisi  ter- 
sebut berubah  dengan  terjadinya  peru- 
sakan  Timor  Timur  oleh  kelompok  milisi 
pro-Indonesia  pada  bulan  September 
1999.  Pada  awal  November  1999,  Wa- 
kil  Komandan  Falintil  Taur  Matan  Ruak 
menjelaskan  bahwa  sejumlah  anggota  Fa- 
lintil ingin  "mendapat  pelatihan  untuk  ber- 
gabung  menjadi  pasukan  keamanan".12 

Ketika  menerima  peran  sementara  da- 
ri UNTAET  dan  PKF  dalam  hal  menjaga 
keamanan  Timor  Timur,  para  pemimpin 
Falintil  prihatin  akan  masa  depan  negara 
tersebut  setelah  UNTAET  dan  PKF  pergi. 
Ruak,  misalnya,  menyatakan  bahwa  "suatu 
hari  mereka  (PKF)  akan  pergi,  dan  kita 
hams  siap  untuk  menjaga  perdamaian" 
(Asiaweek,  1 7  Maret  2000).  Kebutuhan  un- 
tuk membentuk  ETDF  diperkuat  dengan 
berulangnya  sejumlah  insidenjii  perba- 
tasan  dan  penetrasi  kelompok  milisi  ke 
wiiayah  Timor  Timur  pada  pertengahan 
tahun  2000.  Contohnya,  pada  tanggal 
24  Juli,  sekelompok  milisi  berhasil  menye- 
berang  masuk  ke  Timor  Timur,  dan  meng- 
akibatkan  terbunuhnya  pasukan  penjaga 
perdamaian  asal  Selandia  Baru,  Pte. 
Manning.  Insiden  itu  dianggap  sebagai  per- 
ingatan  bahwa  situasi  di  perbatasan  akan 
terus  menjadi  titik  nyala  api  di  masa 
depan  nanti. 

Dengan  dasar  pemikiran  tersebut, 
UNTAET  mulai  mengambil  tindakan-tindak- 
an  persiapan  bagi  pembentukan  ETDF. 
Sejalan  dengan  rekomendasi  yang  di- 
berikan  oleh  hasil  studi  King's  College, 
UNTAET  berencana  pasukan  itu  nantinya 


Lihat  Independent  Study  on  Security  Force, 
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akan  terdiri  dari  sebuah  pasukan  infantri 
ringan  sejumlah  1.500  tentara  dengan  per- 
kiraan  jumlah  tersebut  akan  tercapai  da- 
lam waktu  tiga  tahun,  dan  1.500  tentara 
cadangan,  dengan  para  mantan  anggota 
Falintil  menjadi  inti  dari  pasukan  tersebut. 
Pada  bulan  November  2000,  UNTAET 
mengadakan  pertemuan  di  Dili  dengan 
para  vvakil  dari  pemerintahan  sejumlah  ne- 
gara  yang  tertarik  untuk  membahas  ba- 
gaimana  bentuk  terbaik  bagi  pasukan 
baru  tersebut.     Dalam  pertemuan  terse- 
but, Portugal  dan  Australia  memberikan 
komitmen  untuk  memainkan  peran  pen- 
ting  dalam  pembagian  pelatihan  awal 
bagi  calon  Pasukan  Pertahanan  Timor  Ti- 
mur itu;  Direncanakan  pula  bahwa  se- 
jumlah 500  hingga  800  orang  yang  di- 
rekrut  akan  dilatih  pada  bulan  Januari 
2001,  sehingga  pada  saat  kemerdekaan- 
nya  Timor  Timur  telah  memiliki  sebuah 
pasukan  batalyon  yang  kuat. 

Sebuah  peraturan  mengenai  pemben- 
tukan  Pasukan  Pertahanan  Timor  Timur  di- 
keluarkan  oleh  UNTAET  pada  tanggal  21 
Januari  2001.  Melalui  peraturan  ini,  ETDF 
disiapkan  sebagai  sebuah  pasukan  seder- 
hana  dengan  dua  misi  utama:  memperta- 
hankan  Timor  Timur,  beserta  penduduk 
dan  wilayahnya;  dan  menyediakan  ban- 
tuan  bagi  masyarakat  sipil  sesuai  permin- 
taan  para  pemimpin  sipil  apabiia  terjadi 
benoana  alam  dan  keadaan  darurat  lain- 
nya.  Dalam  menjalankan  misinya  itu, 
ETDF   bertanggung  jawab   atas  tugas 

13 

Laporan  Sekretaris  Jenderal  PBB  mengenai 
UNTAET  (periode  27  Juli  hingga  16  Januari  2001) 
16  Januari  2001,  him.  4. 
14 

Lihat,  UNTAET's  Regulation  On  The  Estab- 
lishment of  a  Defence  Force  for  East  Timor  Ba- 
gian  2,  Artikel  2.2. 


menghentikan  serangan  milisi  dan  meng- 
halangi  kelompok  agresor.  Dalam  hal  ini, 
ETDF  menjelaskan  bahwa  strategi  mili- 
ternya  pada  intinya  akan  bersifat  de- 
fensif,  dan  bahwa  ETDF  harus  mampu 
mengalahkan  serangan  skala  kecil  yang 
dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  mu- 
suh  dan  juga  menghambat  pasukan  yang 
lebih  besar  hingga  datangnya  bantuan 
dari  luar. 

Dengan  keputusan  untuk  membentuk 
ETDF,  Falintil  secara  resmi  bubar  pada 
tanggal  1  Februari  2001  dan  Brigadir  Jen- 
deral Taur  Matan  Ruak  diangkat  menjadi 
Panglima  Tertinggi.  Semua  aktivitas  yang 
berkaitan  dengan.  perkembangan  Pasukan 
Pertahanan  dikoordinasikan  dengan  Office 
of  Defence  Force  Development  (ODFD) 
dalam  ETTA.  Meskipun  demikian,  selama 
masa  mandat  UNTAET  berlaku,  Pemerin- 
tahan Transisi  akan  memiliki  komando  dan 
kendali  atas  pasukan  pertahanan  tersebut 
Hingga  ETDF  menempati  posisinya  seba- 
gai pelindung  keamanan  negara,  PKF 
PBB  akan  tetap  bertanggung  jawab  bagi 
pertahanan  dan  keamanan  Timor  Timur 
hingga  kemerdekaannya  nanti.  Proses  per- 
siapan  berlangsung  sesuai  rencana.  Misal- 
nya,  proses  rekrut  dan  seleksi  bagi  600 
anggota  pertama  batalyon  ETDF,  seluruh- 
nya  terdiri  atas  eks-Falintil,  diselesaikan 
pada  tanggal  28  Januari  2001,  dan  250  di 
antara  yang  baru  direkrut  ini  menyefesai- 
kan  pelatihan  dasar  mereka  di  Aileu  pa- 
da bulan  Juni  2001. 17  Pada  tanggal  7  Juli 

15  UNTAET  Fact  Sheet. 
16 

Force  Development  Plan  for  the  East  Timor 
Defence  Force,  Annex  A,  Office  of  Defence  Office 
Development  (ODFD),  him.  14. 

17UNTAETFactSheet. 
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2001,  barak  permanen  baru  ETDF  dibuka 
di  Metinaro.  Pada  21  Juli  2001,  247  calon 
perwira  dari  pelatihan  dasar,  dan  pelatih- 
an  lanjutan  kemudian  dilangsungkan.  Hing- 
ga  pertengahan  tahun  2001,  diharapkan 
batalyon  pertama  yang  terdiri  dari  408 
tentara  akan  siap  menempati  posisi  ope- 
rasional  mereka. 


MENJAMIN  KEAMANAN  EKSTERNAL: 
DIPLOMASI  SEBAGAI  GARIS  UTAMA 
PERTAHANAN 

Lahirnya  Timor  Timur  sebagai  sebuah 
negara  berkaitan  erat  dengan  lingkung- 
an  eksternal  yang  tidak  bersahabat.  Lebib 
dari  dua  dekade  pemerintahan  Indonesia 
yang  brutal,  dan  kerusakan  hebat  yang 
diakibatkan  oleh  kelompok  milisi  pro- 
Indonesia  setelah  Jajak  Pendapat  Rakyat 
pada  bulan  September  1999,  jelas  men- 
jadi  peringatan  bagi  banyak  pihak  di 
Timor  Timur  mengenai  posisi  rentan  me- 
reka. Dengan  keadaan  demikian  itu,  ti- 
dak dapat  dihindari  bahwa  dimensi  eks- 
ternal keamanan  negara  akan  menjadi  ke- 
prihatinan  utama. 

Seperti  di  banyak  negara  lain,  persep- 
si  Timor  Timur  mengenai  sumber  ancaman 
juga  dikarakterisasi  dengan  kekhawatiran 
akan  ancaman-ancaman  tradisional  dan 
non-tradisional.  Situasi  Timor  Timur  lebih 
unik  lagi,  karena  di  sana  juga  terdapat 
masalah  keamanan  wilayah  Oucusse  di 
Timor  Barat  yang  dikelilingi  wilayah  ke- 
daulatan  Indonesia. 


Li  hat  Progress  Report  of  the  Secrerary-General 
on  the  United  Nations  Transitional  Administration 
in  East  Timor,  24  Juli  2001. 


Sumber  Tradisional  dan  Non- 
Tradisional  bagi  Ancaman  Eksternal 

Komponen  besar  pertama  dari  per- 
sepsi  ancaman  Timor  Timur  adalah  tentu- 
nya  kelompok  milisi  pro-Indonesia.  Meski- 
pun  telah  terjadi  penurunan  tajam  dalam 
hal  aktivitas  milisi  sejak  Desember  2000, 
keprihatinan  mengenai  ancaman  dari  mi- 
lisi tetap  kuat  Masih  sangat  diyakini  oleh 
banyak  pihak  bahwa  milisi  akan  terus 
menjadi  tantangan  serius  bagi  stabilitas 
dan  keamanan  Timor  Timur.  Terlebih  lagi, 
masih  ada  keyakinan  bahwa  "terdapat 
kekhawatiran  bahwa  sejumlah  unsur  mi- 
lisi telah  menerapkan  strategi  mundur 
hingga  kemerdekaan  dengan  keyakinan 
bahwa  militer  internasional  akan  me- 
ninggalkan  Timor  Tengah  setelah  itu".  Se- 
kretaris  Jenderal  PBB  Koffi  Anan,  mi- 
salnya,  menyatakan  bahwa  "milisi  telah 
sangat  jarang  terlihat  di  sepanjang  Garis 
Koordinasi  Taktis  (yaitu  garis  batas  infor- 
mal yang  telah  disetujui  oleh  UNTAET 
dan  TNI,  yang  menunda  demarkasi  ulang 
terhadap  batas  negara),  tetapi  kelom- 
pok milisi  garis  keras  tetap  dinilai  da- 
pat  memberikan  ancaman  jangka  pan- 
jang".     Kecurigaan  besar  terhadap  ke- 
lompok milisi  itu  didasarkan  pada  tiga 
observasi  yang  dilakukan  PBB.  Pertama, 
milisi  diyakini  memiliki  kemampuan  untuk 
beroperasi  dan  mengadakan  pelatihan 
secara  leluasa  di"*s"ejurhlah  wiiayah.  Ke- 
dua,  perdagangan  dan  pergerakan  ile- 
gal  antarperbatasan  oleh  para  anggota 
milisi  terus  berlangsung,  memberikan 


Lihat  Progress  Report  of  the  Secretary-General 
on  the  United  Nations  Transitional  Administration 
in  East  Timor,  17  januari  2002,  him.  4. 
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mereka  penghubung  dan  intelijen.  Ke- 
tiga,  milisi  diyakini  masih  memiliki  akses 
mudah  untuk  mendapatkan  persenjata- 
an,  termasuk  granat  tangan,  dan  ^senjata 
ringan  semi-otomatis  dan  otomatis. 

Meski  kemungkinannya  kecil,  juga  ter- 
dapat  persepsi  di  antara  para  pemim- 
pin  Timor  Timur  bahwa  Indonesia,  ter- 
utama  pihak  militer,  akan  terus  menjadi 
sumber  ancaman  potensial.  Tetapi  ha- 
nya  sedikit  pihak  yang  memandang  bah- 
wa ancaman  tersebut  akan  dimanifesta- 
sikan  ke  dalam  bentuk  keinginan  Indo- 
nesia untuk  kembali  menduduki  Timor 

22 

Timur  melalui  invasi  militer.  Juga  per- 
nah  disinggung,  misalnya,  bahwa  dalam 
konteks  pergerakan  separatis  di  Aceh 
dan  Irian  Jaya  (Papua)  yang  terus  me- 
ningkat,  militer  Indonesia  mungkin  tergo- 
da  untuk  mendestabilisasi  Timor  Timur 
untuk  tujuan-tujuan  politik  dalam  nege- 
rinya.  Dalam  konteks  itu,  "destabilisasi 
terhadap  Timor  Timur  telah  dan  mung- 
kin akan  tetap  menjadi  strategi  di  ma- 
sa  depan  untuk  menunjukkan  bahwa 
memisahkan  diri  dari  Indonesia  meng- 
akibatkan  korban  manusia  dan  materi 
yang  besar"  (Candio  and  Bleiker,  2001: 
81).  Juga  ada  pendapat  bahwa  "TNI 
dan  pemimpin  milisi  memiliki  kepen- 
tingan  tetap  untuk  tetap  mengendali- 
kan  perbatasan,  terutama  karena  ke- 
untungan-keuntungan  potensial  dari  per- 


20 

Lihat  Interim  Report  of  the  Secretary-General 
on  the  United  Nations  Transitional  Administration 
in  East  Timor,  2  Mei  2001,  him.  4. 
21 

Lihat  Progress  Report  of  the  Secretary-General 
on  the  United  Nations  Transitional  Administration 
in  East  Timor,  24  Juli  2001,  him.  9. 

22 

"Ready  to  Fight",  The  Economist,  16  Juni 
2001,  him.  9. 


dagangan  gelap  antara  Timor  Barat 
dan  Timor  Timur". 

Di  samping  kekhawatiran  akan  masa- 
lah  milisi  dan  Indonesia,  tantangan  be- 
sar terhadap  keamanan  Timor  Timur  di 
masa  depan  adalah  sejumlah  ancaman 
keamanan  non-tradisional.  Tantangan  pa- 
ling sulit,  pertama-tama  adalah  berkait- 
an  dengan  wilayah  perairan  Timor  Ti- 
mur. Sergio  de  Mello  dari  UNTAET,  mi- 
salnya,  mengidentifikasikan  pengungsi 
dari  wilayah  konflik  di  Indonesia  seperti 
Maluku,  dipakainya  Timor  Timur  sebagai 
tempat  transit  bagi  penyelundupan  ma- 
nusia, dan  tindak  kriminal  terorganisir  se- 
bagai ancaman-ancaman  keamanan  yang 
dapat  mempengaruhi  stabilitas  Timor  Ti- 
mur di  masa  depan.  Dalam  konteks 
tersebut,  diketahui  bahwa  "Pendekatan 
maritim  Timor  Timur  tidak  dapat  dibatas'. 
Ukuran  panjang  dan  luas  garis  pantai- 
nya  memungkinkan  beragam  ancaman, 
mulai  dari  tindakan  iiegal,  serangan  ter- 
sembunyi,  hingga  invasi.  Serangan  mela- 
lui laut,  baik  tersembunyi  maupun  te- 
rang-terangan  akan  sulit  dibendung,  di- 
deteksi,  maupun  dihadapi". 


Masalah  Wilayah  Oucusse 

Selain  tantangan-tantangan  keaman- 
an tradisional  dan  non-tradisional,  Timor 
Timur  menghadapi  suatu  tantangan  ke- 
amanan yang  unik  berkaitan  dengan  wi- 
layah Oucusse  yang  berada  di  tengah- 
tengah  wilayah  Indonesia  di  Timor  Ba- 
rat. Wilayah  ini  berada  di  pantai  pulau 
Timor  dan  dikelilingi  oleh  wilayah  Indo- 


23. 
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nesia.  Selain  wilayah  itu  pada  kenyata- 
annya  sulit  mendapat  pertahanan  yang 
baik,  juga  "dikelilingi  oleh  wilayah  Indo- 
nesia di  Timor  Barat  membuat  transpor- 
tasi  dan  komunikasi  Oucusse  dengan 
Dili  dan  wilayah  lain  menjadi  lebih  su- 
lit"  (Bano,  n.d.,  2).  Isolasi  seperti  itu  je- 
las  meningkatkan  kekhawatiran  menge- 
nai  keamanan  di  antara  penduduk  wila- 
yah enclave  itu.  Sayangnya,  hingga  kini, 
belum  ada  perjanjian  yang  dibuat  an- 
tara Indonesia  dan  UNTAET  mengenai 
isu  ini.  Dalam  konteks  ini,  isu  tersebut 
harus  mendapatkan  perhatian  khusus  da- 
ri  Indonesia  maupun  UNTAET.  Sebuah 
rencana  khusus,  yang  dapat  diterima  dan 
saling  menguntungkan  bagi  kedua  be- 
lah  pihak,  harus  dicapai  bagi  masalah 
wilayah  ini. 

Hubungan  Luar  Negeri  dan  Ke- 
amanan Eksternal 

Kepentingan  keamanan  eksternal  dan 
pertahanan  Timor  Timur  pada  saat  ini 
dijamin  oleh  UNTAET  dan  PKF.  Meskipun 
demikian,  untuk  jangka  panjang  berba- 
gai  tantangan  dalam  hal  keamanan  ha- 
rus dihadapi  oleh  Timor  Timur  sebagai- 
mana  telah  dibahas  di  atas,  dan  tan- 
tangan tersebut  jelas  di  luar  kemampu- 
an  ETDF.  ETDF  sangat  membutuhkan  du- 
kungan  internasional  yang  berkelanjutan. 
Sebagaimana  dikatakan  oleh  de  Mello 
(2001:  19),  "keamanan  terbaik  bagi  Timor 
Timur  di  masa  depan,  dan  juga  merupa- 
kan  aset  terbesarnya,  adalah  dukungan 
yang  diterimanya  dari  masyarakat  interna- 
sional". Maka  sangat  penting  bagi  Timor 
Timur  untuk  memastikan  bahwa  kebijak- 
an  luar  negeri  dan  diplomasi  akan  men- 
jadi garis  utama  pertahanan.  Bahkan, 


"sebagai  sebuah  negara  kecil,  keaman- 
an eksternal  dan  perkembangan  Timor 
Timur  akan  selalu  bergantung  pada  hu- 
bungan diplomatik  yang  efektif  di  ka- 
wasan  dan  lebih  luas  lagi"  (UNTAET 
and  The  World  Bank,  2001:  17).  Dalam 
konteks  tersebut,  banyak  yang  percaya 
bahwa  keamanan  Timor  Timur  akan  ber- 
gantung pada  dua  prasyarat.  Pertama, 
keamanan  eksternal  Timor  Timur  dapat 
dijamin  melalui  hubungan  khusus  dengan 
Australia  pada  satu  sisi,  dan  hubungan 
tetangga  yang  baik  dengan  Indonesia 
di  sisi  lain.  Kedua,  keamanan  Timor  Ti- 
mur juga  akan  didukung  melalui  integra- 
sinya  dengan  kawasan  Asia  Tenggara. 

Dalam  beberapa  tahun  ke  depan, 
Timor  Timur  akan  terus  bergantung  pa- 
da bantuan  dan  dukungan  internasional 
bagi  keberlangsungannya.  Sebagaimana 
yang  dikemukakan  oleh  Maclntyre  (2000: 
240),  "tanpa  dukungan  internasional  ne- 
gara baru  itu  mungkin  akan  gagal  melak- 
sanakan  dua  tugasnya  yang  terpenting 
dan  saling  berhubungan:  menyediakan 
stabilitas  dan  keamanan,  dan  memfasili- 
tasi  pertumbuhan  dan  perkembangan 
ekonomi".  Australia  menjadi  pihak  yang 
menonjol  dalam  memenuhi  kebutuhan 
Timor  Timur  akan  dukungan  tersebut. 
Peran  Australia  dalam  menekan  Indone- 
sia untuk  mengubah  pikirannya  dalam 
isu  Timor  Timur,  dan  kemudian  mena- 
ngani  krisis  Timor  Timur  pada  bulan  Sep- 
tember 1999,  jelas  menunjukkan  bahwa 
Timor  Timur  memiliki  tempat  khusus  da- 
lam kebijakan  domestik  dan  luar  negeri 
Australia.  Banyak  penduduk  Timor  Timur 
yang  telah  meminta  bantuan,  suaka,  dan 
perlindungan  dari  Australia.  Juga  diketa- 
hui  bahwa  bagi  Timor  Timur  "Australia 
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sangat  penting,  karena  selain  bantuan 
yang  mereka  berikan,  Australia  juga  me- 
rupakan  negara  yang  cenderung  akan 
memberi  bantuan  bagi  Timor  Timur  apa- 
bila  terjadi  ancaman  eksternal  yang  se- 
rius"  (Maclntyre,  2000:  236).  Dalam  kon- 
teks  tersebut,  hubungan  Australia-Timor 
Timur  "akan  tetap  menjadi  hubungan 
yang  kompleks,  yang  dipenuhi  emosi 
masing-masing  pihak"  (Mackie,  2000:  179). 

Timor  Timur  kini  tengah  menuju  kemer- 
dekaan, dan  masalah  jaminan  keaman- 
an  eksternal  menjadi  masalah  terpenting 
bagi  negara  tersebut.  Dalam  hal  ini,  hu- 
bungan dengan  Asutralia  akan  mendo- 
minasi agenda  kebijakan  luar  negeri. 
Misalnya,  mungkin  akan  muncul  usulan 
bahwa  Timor  Timur  sebaiknya  membuat 
perjanjian  keamanan  atau  pertahanan  de- 
ngan Australia  (Maclntyre,  2000:  240).  Ju- 
ga pernah  diusulkan  agar  suatu  "asosiasi 
bebas"  dengan  Australia  mungkin  men- 
jadi alternatif  terbaik  (Smith,  2000:  24). 
Pendapat  lainnya,  seperti  dari  Maclntyre, 
mengatakan  bahwa  perjanjian  keaman- 
an atau  pertahanan  formal  dengan  Aus- 
tralia merupakan  ide  buruk  dan  berpo- 
tensi  buruk  terutama  karena  Timor  Timur 
sudah  mendapatkan  payung  keamanan 
dari  Australia  secara  de  facto.  Lebih 
penting  lagi,  perjanjian  pertahanan  for- 
mal dengan  Australia  akan  semakin 
mempersulit  hubungan  dengan  Indonesia 
(Maclntyre,  2000:  241). 

Apa  pun  bentuk  hubungan  itu,  pen-  . 
ting  bagi  para  pemimpin  Australia  untuk 
memperhatikan  pandangan  Indonesia  da- 
lam masalah  ini.  Indonesia,  karena  berba- 
gai  alasan  dalam  negeri,  dapat  diang- 
gap  tidak  ingin  melihat  Timor  Timur,  se- 
telah  membebaskan  diri  dari  kendali  In- 


donesia, menjadi  tergantung  pada  Aus- 
tralia. Kemungkinan  seperti  itu  akan  me- 
ningkatkan  kecurigaan  Indonesia  bahwa 
Australia,  bila  kesempatannya  datang, 
mungkin  juga  akan  mendorong  dan  men- 
dukung  kemerdekaan  Papua  dalam  rang- 
ka  memperluas  pengaruhnya  di  Pasifik 
Barat.  Meskipun  Australia  mungkin  tidak 
memiliki  niat  untuk  meraih  tujuan  seperti 
itu,  sejumlah  pihak  di  Jakarta  tetap  ber- 
persepsi  bahwa  peran  Canberra  dalam 
membantu  kemerdekaan  Timor  Timur  me- 
rupakan bagian  dari  rencana  akbarnya 
untuk  mendominasi  bagian  timur  Indo- 
nesia. Dengan  demikian,  penting  bagi 
Timor  Timur  untuk  berkembang  menjadi 
sebuah  negara  yang  benar-benar  merde- 
ka  atas  haknya  sendiri.  Dan,  hal  terse- 
but membutuhkan  hubungan  yang  baik 
dan  dapat  dijalankan  dengan  Indonesia. 

Arti  penting  Indonesia  bagi  Timor  Ti- 
mur, baik  dari  sisi  politik-strategis  maupun 
ekonomi,  jelas  terlihat  dan  tidak  diragu- 
kan  lagi.  Diketahui  bahwa,  misalnya,  "se- 
bagai  negara  mikro  di  antara  kepulauan 
negara  Indonesia  yang  sangat  luas  dan 
mudah  berubah,  Timor  Timur  harus  men- 
ciptakan  hubungan  yang  dapat  berjalan 
dengan  baik  dengan  Jakarta"  (Candio  and 
Bleiker,  2001:  81).  Lebih  penting  lagi,  "In- 
donesia yang  bermusuhan  dan  penuh  ke- 
bencian  akan  membuat  sulit  bagi  Timor 
Timur- untuk  menjadi.  sejahtera.,."  (Dupont, 
2000:  199).  Dalam  konteks  tersebut,  di- 
dasari  kenangan  pahit  penduduk  Timor 
Timur  akan  kependudukan  brutal  Indone- 
sia, para  pemimpin  negara  tersebut  mu- 
lai  mengambil  langkah-langkah  yang  meng- 
garisbawahi  arti  penting  strategis  hu- 
bungan baik  dengan  Indonesia.  Di  pihak 
lain,  Indonesia  juga  menyadari  arti  pen- 
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ting  membina  hubungan  baik  dengan  be- 
kas  wilayahnya  itu.  Meskipun  demikian, 
"kedua  belah  pihak  hams  bekerja  keras 
membangun  hubungan  jangka  panjang 
yang  ramah  dan  sesuai  dengan  keinginan 
keduanya"  (Wiryono,  2001). 

Selain  Australia  dan  Indonesia,  keaman- 
an  eksternal  Timor  Timur  dapat  dicapai  me- 
lalui  integrasinya  dengan  jaringan  kerja 
sama  regional  yang  ada,  baik  di  Asia 
Tenggara  maupun  di  Asia  Pasifik  yang 
lebih  luas,  termasuk  di  kawasan  Pasifik 
Barat  Daya.  Di  kawasan  Asia  Tenggara, 
ASEAN  dapat  menjadi  sarana  "memper- 
kuat  keabsahan  Timor  Timur  di  dalam  ka- 
wasan sebagai  entitas  yang  merdeka  dari 
Indonesia"  (Mac! ntyre/ 2000:  243)  dan,  pa- 
da  saat  yang  sama,  menunjukkan  niatnya 
untuk  bekerja  sama  dengan  Indonesia  da- 
lam kerangka  kawasan.  Sedangkan  di  ka- 
wasan Asia  Pasifik,  APEC  dan  ARF  dapat 
memberikan  kesempatan  bagi  Timor  Ti- 
mur untuk  terlibat  dalam  kerja  sama  eko- 
nomi  maupun  keamanan  multilateral.  Se- 
mentara  itu,  Timor  Timur  juga  dapat  di- 
terima  di  South  Pacific  Forum  (SPF). 

Meskipun  demikian,  Timor  Timur  masih 
harus  menyelesaikan  masalah  penggabung- 
annya  dengan  salah  satu  kawasan,  teru- 
tama  dalam  konteks  keanggotaan  dalam 
kawasan  secara  formal.  Sebagai  sebuah 
negara  yang  terletak  di  antara  Asia  Teng- 
gara dan  Pasifik  Selatan,  Timor  Timur  ten- 
tunya  melihat  adanya  keuntungan  yang 
dapat  diraih  dari  hubungan  dengan  ke- 
dua kawasan  tersebut.  Terdapat  indikasi 
bahwa  Timor  Timur,  apabila  dimungkin- 
kan,  ingin  bergabung  dengan  ASEAN  dan 
juga  SPF.  Xanana  Cusmao,  misalnya,  te- 
lah  mengemukakan  bahwa  sebuah  Ti- 
mor Timur  yang  merdeka  "akan  berfo- 


kus  pada  keramah-tamahan  di  kawasan, 
dengan  mendaftar  keanggotaan  dengan 
ASEAN...  dan  SPF".  Meskipun  demikian, 
sejauh  yang  menyangkut  masalah  keang- 
gotaan di  organisasi  regional,  banyak 
yang  meragukan  bahwa  keanggotaan 
ganda  seperti  itu  dapat  diterima  oleh 
ASEAN.  Dalam  masalah  ini,  belum  jelas 
apakah  pemimpin  Timor  Timur  akan  me- 
milih  keanggotaan  ASEAN  atau  SPF.  Me- 
mang,  bagi  Timor  Timur,  isu  ini  akan  men- 
jadi masalah  yang  memerlukan  pertim- 
bangan  yang  hati-hati. 

KESIMPULAN 

Timor  Timur  menjadi  studi  kasus  yang 
menarik  dalam  hal  proses  peace-building 
melalui  state-building.  Tulisan  ini  telah  me- 
musatkan  perhatian  pada  proses  tersebut 
dipandang  dari  segi  upaya-upaya  yang 
dilakukan  negara  tersebut  untuk  menja- 
min  keamanan  eksternalnya,  baik  mela- 
lui pembentukan  pasukan  pertahanan  re- 
guler  (ETDF)  maupun  melalui  pengelolaan 
hubungan  luar  negeri  dan  diplomasi.  Tu- 
lisan ini  juga  menjelaskan  bahwa  mes- 
kipun pembentukan  ATDF  dapat  mem- 
berikan kapabilitas  minimal  untuk  men- 
jamin  keamanan  militer  eksternal  bagi  Ti- 
mor Timur,  ancaman-ancaman  eksternal 
yang  ada  memaksa  Timor  Timur  untuk 
bergantung  pada  hubungan  luar  negeri 
dan  diplomasi  sebagai  garis  utama  per- 
tahanan. Dafam  konteks  tersebut,  tulisan 
ini  juga  telah  membahas  sejumlah  isu 
yang  berkaitan  dengan  pembentukan 
ETDF  dan  arti  penting  hubungan  bilateral 
yang  baik  dengan  Australia  dan  Indone- 
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sia  di  satu  sisi,  dan  integrasinya  dengan 
kerja  sama  regional  di  sisi  lain. 

Dalam  masalah  pembentukan  ETDF, 
jelas  bahwa  reintegrasi  para  mantan  pe- 
juang  gerilya  ke  dalam  suatu  pasukan 
pertahanan  reguler  terbukti  menjadi  so- 
lusi  efektif  untuk  membasmi  potensi- 
potensi  kekerasan  di  Timor  Timur.  Pe- 
laksanaan  tugas  itu  dilakukan  dengan 
mulus  di  bawah  pengawasan  UNTAET, 
yang  dimungkinkan  oleh  tiga  faktor.  Per- 
tama,  sebagaimana  mandat  yang  diberi- 
kan  oleh  PBB  kepada  UNTAET,  UNTAET 
relatif  memiliki  keleluasaan  untuk  mem- 
buat  semua  dasar  hukum  dan  blue  print 
yang  diperlukan  untuk  pembentukan  dan 
pengembangan  ETDF.  Kedua,  karena  jum- 
lah  anggota  Falintil  sedikit,  masalah  de- 
mobilisasi  dan  reintegrasi  para  mantan 
pejuang  tersebut  tidak  menjadi  masalah 
sulit  bagi  UNTAET.  Masalah  ini  berhasil 
diselesaikan  secara  efektif  dengan  men- 
jadikan  Falintil  sebgai  inti  ETDF.  Ketiga, 
pembentukan  ETDF  didasarkan  pada  pem- 
bagian  secara  hukum  yang  jelas. 

Karena  kelahiran  Timor  Timur  sebagai 
negara  merdeka  ditandai  dengan  sejum- 
lah  masalah  keamanan  yang  berat,  tan- 
tangan  keamanan  yang  akan  dihadapi 
negara  tersebut  di  masa  depan  memang 
akan  sangat  besar.  Berkaitan  dengan  ini, 
jelas  bahwa  kemampuan  Timor  Timur  un- 
tuk merespons  tantangan-tantangan  ter- 
sebut, baik  dalam  artian  tradisional  mau- 
pun  non-tradisional,  akan  dihalangi  oleh 
keterbatasan  kapabilitas  ETDF.  Maka,  se- 
bagai sebuah  negara  mikro,  keamanan 
eksternal  dapat  lebih  baik  dicapai  me- 
lalui  pemanfaatan  hubungan  luar  negeri 
dan  diplomasi.  Dalam  hal  ini,  payung  ke- 
amanan de  facto  dari  Australia,  hubung- 
an baik  dengan  Indonesia,  dan  integrasi 


dengan  jaringan  kerja  sama  regional, 
akan  memberikan  jaminan  maksimal  bagi 
keamanan  eksternal  dan  militer  Timor 
Timur. 
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